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KATA PENGANTAR 

 بسـم الله الر حمـن الر حيـم 

 

Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahuwata’alah atas segala 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini 

kami buat secara berkala setiap tahun untuk memenuhi akuntabilitas publik kami 

kepada pihak-pihak yang terkait. 

Selain itu, laporan ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kepada Mahkamah Agung RI 

sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Kegiatan  tahun 2020, sekaligus sebagai bahan 

untuk menyusun program kerja yang akan dating dan informasi kepada semua pihak 

yang membutuhkan. 

Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyampaikan terima kasih 

kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI yang telah memberikan bimbingan dan 

arahannya kepada kami. Demikian juga kepada semua warga Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya dan Pengadilan Agama se Jawa Timur yang telah bekerja keras memberi 

pelayanan terbaik kepada masyarakat . Semoga kerja dan kinerja kita semua menjadi 

bagian dari amal sholeh yang akan menjadi energi kebaikan.  

 Kami berusaha menyusun laporan ini dengan sebaik-baiknya, tetapi kami 

menyadari laporan tahunan 2020 ini masih terdapat kekurangan di sana sini. Oleh 

karena itu kritik dan saran kami harapkan dari semua pihak guna menyempurnakan 

laporan ini di masa yang akan datang. 

 Akhirnya, kami berharap laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 ini 

bermanfaat bagi semua, Salam Kompak Selalu ! 

      

Surabaya, 11 Januari 2020 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 

 

 

 

 

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, SH, M.H. 

 NIP 19551203.198103.1.001 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 
. 

Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dibidang 

kehakiman (yudikatif), dia menjadi pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan 

yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, 

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya menjadi salah satu Lembaga Peradilan Tingkat Banding di bawah Mahkamah 

Agung yang memiliki posisi strategis.  

Selaku Lembaga Peradilan Tertinggi, Mahkamah Agung telah menetapkan Visi 

dan Misi yang akan dicapai di masa mendatang yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan 

Yang Agung“. Sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam visi dan misi 

Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai visi 

sebagai berikut : 

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Yang Agung ” 

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, 

indenpenden, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan; 

 Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan 

misi-misi sebagai berikut : 

1. Menjaga Kemandiran Badan Peradilan  

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan 

 Untuk memberi semangat pelaksanaan Visi dan misi tersebut, dibuat motto khas 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya , yaitu  PTA Surabaya KOMPAK, yang memiliki 

kepanjangan : Kompeten, Obyektif, Melayani, Profesional, Akuntabel dan Kerja Sama. 

Motto Kompak ini memiliki arti sebagai berikut : 

1. Kompeten (kamampuan) : bahwa semua warga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

itu senantiasa meningkatan kompetensi/kemampuannya, baik pengetahuan yang 

terkait dengan tugas pokok, maupun skill dalam menunjang pekerjaan sehari-hari.
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2. Obyektif : bahwa setiap warga 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya itu senantiasa 

bersikap dan bertindak obyektif dalam melayani dan bekerja 

sesuai dengan tusinya masing-masing 

3. Melayani : bahwa semua warga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya itu memiliki 

mindset melayani/Khidmah kepada semua pihak yang menjadi stakeholdernya. 

4. Profesional : bahwa semua  pekerjaan yang dilakukan warga Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya itu harus dilakukan secara profesional dan aturan yang berlaku. 

5. Akuntabel : bahwa semua warga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam 

melaksanakan tugasnya senantiasa dapat dipertanggung jawabkan kepada semua 

pihak dan terbebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). 

6. Kerja Sama : bahwa semua warga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam 

melaksanakan tugasnya siap bekerja sama dan bersinergi dengan semua stakeholder. 

   Visi, misi dan motto Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut, tentu harus 

berpijak kepada sebuah nilai utama Mahkamah Agung, yang menjadi nilai semua 

aparatur di bawahnya, yaitu : 

a. Kemandirian 

b. Integritas dan kejujuran 

c. Akuntabilitas 

d. Responbilitas 

e. Keterbukaan 

f. Ketidak-berpihakan 

g. Perlakuan yang sama di hadapan Hukum 

Sebagai kelanjutan program pembaharuan Mahkamah Agung, Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya telah membuat kebijakan umum tahun 2020 sebagai berikut : 

1. Peningkatan layanan Informasi melalui situs resmi Pengadilan 

2. Layanan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu 

3. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

4. Layanan Minutasi Satu Hari (One Day Minute) 

5. Layanan Publikasi Putusan Satu Hari ( One Day Publish) 

6. Layanan Administrasi Perkara secara elektronik (E-Court) 

7. Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
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8. Peningkatan Managemen Mutu 

Peradilan melalui Revormasi Birokrasi, Akreditasi 

Penjaminan Mutu dan Pembangunan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) 

9. Peningkatan sarana prasarana serta peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi 

 Tahun 2020 ini adalah awal tahun pandemi Covid-19, tentu semua layanan di 

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya beserta 37 Pengadilan Agama juga 

terdampak. Oleh karena itu kami membuat kebijakan yang selaras dengan kebijakan 

Mahkamah Agung dan Pemerintah, dengan pelaksanaan Protokol Kesehatan, yaitu 

melaksanakan 3 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci tangan dengan 

sabun). Demikian juga dengan dengan kebijakan Work Form Home (WFH) dilakukan 

di masa pandemi ini, bahkan lock down dilakukan untuk satuan kerja yang terdapat 

aparatur pengadilan yang terpapar Covid 19. 

Meski kondisi pandemi covid-19 berlangsung hampir setahun ini, layanan di 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama di Jawa Timur tetap 

berlangsung dengan baik, dengan penyesuaian protokol Kesehatan. Bahkan kondisi ini 

menumbuhkan berbagai macam kreatifitas dan inovasi, diantaranya : pelantikan secara 

on line, pembinaan on line, berbagai macam bentuk pelatihan/diklat on line, fit and 

proper test on line, purna tugas on line, inovasi pendaftaran on line , informasi perkara 

secara on line bahkan persidangan dilakukan secara on line.    

Pelaksanaan anggaran DIPA tahun 2020 bisa terlaksana dengan baik meski 

suasana Pandemi terus meliputi, realisasi belanja DIPA 01 mencapai 99,37 % dengan 

pagu anggaran sebesar Rp. 24.675.635.000,- (Dua puluh empat milyard enam ratus 

tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian belanja 

pegawai sebesar 99,59 %, belanja barang sebesar 98,74%, dan belanja modal sebesar 

98,74 %. Sedangkan untuk DIPA 04 dapat terserap sebesar 99,35 % dengan pagu 

anggaran sebesar Rp. 446.081.000,- (Empat ratus empat puluh enam juta delapan puluh 

satu ribu rupiah). Untuk capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 

01 sebesar 95,58 %, sedangkan untuk DIPA 04 sebesar 92,03%.   

Untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya diadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) 
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Perbendaharaan dan Kepaniteraan tanggal 

16-18 September 2020 di Hotel Singhasari Batu. 

Dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Managemen 

Peradilan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada tanggal 23-25 

Nopember 2020 di hotel Golden Tulip Holland Resort Batu. Pada acara akhir tahun ini 

juga dilaksanakan pemberian penghargaan (PTA Award 2020)  kepada Satuan Kerja 

yang memiliki kinerja Terbaik dalam pelaksanaan tugas Kepaniteraan maupun 

Kesekretariatan. Terpilih sebagai Juara Umum adalah Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang. 

 Sebagai puncak prestasi tahun 2020, diumumkan oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 18 Desember 

2020 Satuan Kerja yang lolos Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebanyak 8 Pengadilan 

Agama di Jawa Timur yang Lolos WBK, yaitu : Pengadilan Agama Kota Malang, 

Pengadilan Agama Lumajang, Pengadilan Agama Jember, Pengadilan Agama 

Banyuwangi, Pengadilan Agama Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun dan Pengadilan Agama Sumenep. Jumlah ini meningkat 

100% dibanding tahun 2019 sebanyak 4 Satuan Kerja, yaitu : Pengadilan Agama 

Lamongan, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Pengadilan Agama Blitar, dan 

Pengadilan Agama Mojokerto. Sedangkan peraih WBK pertama di Lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 

2018. 
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BAB II 

KEADAAN PERKARA 
 

A.  KEADAAN PERKARA DI PERADILAN AGAMA 

A.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memegang peranan yang sangat penting 

dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat, terwujudnya kepastian 

hukum menjadi tugas utama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dalam rangka 

melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyajikan data 

secara transparan tentang keadaan perkara baik dari tingkat pertama maupun 

tingkat banding. 

Data perkara mulai diterima sampai diputus untuk tingkat pertama tahun 

2020 adalah sebagai berikut : 

No 
Pengadilan 

Agama 

Keadaan Perkara 
Sisa 
(%) 

Telah 
Minuta

si 
Sisa 
2019 

Diterim
a 

Jumlah 
Dicabu

t 
Diputu

s 
Sisa 

1 PA. BANGIL 103 2.770 2.873 108 2.679 86 2,99% 2.787 

2 PA. BANGKALAN 199 2.444 2.643 75 2.391 177 6,70% 2.465 

3 PA. BANYUWANGI 532 7.581 8.113 469 7.035 609 7,51% 7.504 

4 
PA. BAWEAN 

2 200 202 14 161 27 
13,37

% 175 

5 
PA. BLITAR 

687 4.859 5.546 219 4.738 589 
10,62

% 4.957 

6 PA. BOJONEGORO 70 3.690 3.760 128 3.558 74 1,97% 3.686 

7 PA. BONDOWOSO 213 3.241 3.454 178 3.072 204 5,91% 3.250 

8 PA. GRESIK 84 2.981 3.065 198 2.822 45 1,47% 3.020 

9 PA. JEMBER 373 9.731 10.104 323 9.193 588 5,82% 9.516 

10 PA. JOMBANG 265 3.604 3.869 235 3.428 206 5,32% 3.663 

11 PA. KANGEAN 62 709 771 39 725 7 0,91% 766 

12 PA. KAB. KEDIRI 434 4.815 5.249 322 4.647 280 5,33% 4.969 

13 PA. KODYA KEDIRI 116 871 987 61 874 52 5,27% 935 

14 PA. KRAKSAAN 262 3.321 3.583 148 3.329 106 2,96% 3.477 

15 PA. LAMONGAN 223 3.385 3.608 276 3.169 163 4,52% 3.445 

16 PA. LUMAJANG 247 4.434 4.681 105 4.371 205 4,38% 4.420 

17 PA. KAB. MADIUN 174 1.991 2.165 62 2.058 45 2,08% 2.120 

18 PA. KODYA MADIUN 38 520 558 67 468 23 4,12% 535 

19 PA. MAGETAN 84 1.722 1.806 105 1.566 135 7,48% 1.671 

20 PA. KAB. MALANG 541 9.394 9.935 565 8.727 643 6,47% 9.180 

21 PA. KODYA MALANG 326 3.022 3.348 248 2.825 275 8,21% 3.073 

22 PA. MOJOKERTO 312 3.857 4.169 248 3.871 50 1,20% 4.119 

23 PA. NGANJUK 166 3.000 3.166 213 2.843 110 3,47% 3.056 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pta-surabaya
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bangil
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bangkalan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-banyuwangi
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bawean
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-blitar
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bojonegoro
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bondowoso
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-gresik
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-jember
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-jombang
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kangean
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kabupaten-kediri
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kediri
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kraksaan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-lamongan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-lumajang
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24 PA. NGAWI 231 2.204 2.435 141 2.135 159 6,53% 2.276 

25 PA. PACITAN 27 1.571 1.598 60 1.515 23 1,44% 1.575 

26 PA. PAMEKASAN 218 2.363 2.581 104 2.288 189 7,32% 2.392 

No 
Pengadilan 

Agama 

Keadaan Perkara 
Sisa 
(%) 

Telah 
Minutasi Sisa 

2019 
Diterima Jumlah Dicabut Diputus Sisa 

27 PA. PASURUAN 68 2.822 2.890 143 2.723 24 0,83% 2.866 

28 PA. PONOROGO 138 2.280 2.418 139 2.157 122 5,05% 2.296 

29 PA. PROBOLINGGO 25 754 779 66 700 13 1,67% 758 

30 PA. SAMPANG 86 1.776 1.862 85 1.717 60 3,22% 1.802 

31 PA. SIDOARJO 617 5.417 6.034 522 4.949 563 9,33% 5.471 

32 PA. SITUBONDO 84 2.691 2.775 176 2.504 95 3,42% 2.715 

33 PA. SUMENEP 99 2.273 2.372 53 2.221 98 4,13% 2.270 

34 PA. SURABAYA 992 9.612 10.604 792 8.495 1.317 12,42% 9.287 

35 PA. TRENGGALEK 84 2.548 2.632 86 2.501 45 1,71% 2.587 

36 PA. TUBAN 295 3.487 3.782 155 3.397 230 6,08% 3.554 

37 PA. TULUNG AGUNG 441 3.789 4.230 287 3.550 393 9,29% 3.837 

JUMLAH 8.918 125.729 134.647 7.215 119.402 8.030 5,96% 126.475 

Tabel 2.1 Rekapitulasi Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada 

Pengadilan Agama Se Jawa Timur Tahun 2020 

 

Dari data di atas diketahui bahwa rekapitulasi perkara yang ditangani oleh 

Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

selama tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut: 

Sisa Tahun Lalu = 8.918 perkara 

Diterima = 125.729 perkara 

Jumlah Masuk = 134.647 perkara 

Dicabut = 7.215 perkara 

Diputus = 119.402 perkara 

Jumlah Diselesaikan = 126.617 perkara 

Sisa Akhir = 8.030 perkara 

Minutasi = 126.475 perkara 

Prosentase Penyelesaian = 94,04 % 

Prosentase Sisa = 5,96 % 

Sisa perkara tingkat pertama yang belum diputus pada Pengadilan Agama se 

Jawa Timur pada tahun 2019 sebanyak 8.918 perkara. Sedangkan perkara tingkat 

pertama baik gugatan maupun permohonan yang diterima oleh Pengadilan Agama 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kabupaten-madiun
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-madiun
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-magetan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kab-malang
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-malang
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-mojokerto
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-nganjuk
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-ngawi
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-pacitan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-pamekasan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-pasuruan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-ponorogo
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-probolinggo
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-sampang
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se Jawa Timur pada tahun 2020 sebanyak 

125.729 perkara, keseluruhannya berjumlah 134.647 

perkara. 

Perkara tingkat pertama yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 119.402 

perkara (88,68%), dan dicabut sebanyak 7.215 perkara (5,36%), sehingga perkara 

yang diselesaikan sebanyak 126.617 perkara (94,04%), terdiri dari 8.918 perkara 

yang merupakan sisa perkara tahun 2019 dan 117.699 perkara yang diterima 

tahun 2020 yang diputus tahun 2020, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2020 

sebanyak 8.030 perkara (5,96 %). 

Adapun sisa perkara tahun 2020 sebanyak 8.030 perkara disebabkan 

beberapa faktor antara lain : 

1.  Jumlah perkara yang ditangani dan kualitas yang berbeda; 

2.  Salah satu pihak ghoib/tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah 

hukum Republik Indonesia, oleh karena itu pemanggilannya dengan cara 

menempelkan salinan gugatan/permohonan pada papan pengumuman 

pengadilan dan pengumuman melalui surat kabar atau media massa lainnya 

yang ditetapkan Pengadilan dengan tenggat waktu 1 bulan antara pengumuman 

pertama dengan kedua dan tenggat waktu antara pemanggilan terakhir dengan 

persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan (Pasal 27 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) untuk perkara perceraian; 

3. Perkara yang salah satu pihak berdomisili di luar daerah yurisdiksi pengadilan 

agama yang menyidangkan/termasuk di luar negeri, sehingga pemanggilan 

harus melalui Pengadilan tempat domisili yang bersangkutan, sedang pihak 

yang berada di luar negeri melalui kedutaan besar negara yang bersangkutan; 

4. Salah satu pihak berstatus PNS, POLRI, dan TNI sehingga harus menunggu 

ijin/surat keterangan atasan untuk perceraiannya. 

Satuan kerja yang berada di wilayah Pengadilan Agama se Jawa Timur 

sebanyak 37 satuan kerja, sisa perkara terendah terdapat pada PA Pasuruan 

sebesar 0,83% dan sisa perkara tertinggi terdapat pada PA Bawean sebesar 

13,37%. Sebanyak 34 Pengadilan Agama yang prosentase sisa perkaranya di 
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bawah 10% dan 3 Pengadilan Agama yang sisa 

perkaranya di atas 10% yaitu PA Bawean, PA Blitar, 

dan PA Surabaya. 

Keadaan perkara Pengadilan Agama di Jawa Timur pada tahun 2020 lebih 

baik dari tahun-tahun sebelumnya. Gambaran keadaan perkara untuk 5 (lima) tahun 

terakhir yaitu tahun 2016 sd 2020, dapat dilihat pada Grafik dan Tabel di bawah 

ini: 

  
 

Grafik 2.1 Matrik Keadaan Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan 

Agama  se wilayah Jawa Timur Tahun 2016 s/d 2020 
 
 

NO. TAHUN 
SISA 

TAHUN 
LALU 

DITERIMA DICABUT DIPUTUS 
SISA 

AKHIR 
TAHUN 

PROSENTASE 
PENYELESAIAN 

PROSENTASE 
SISA 

1 2016 20.006 109.202 6.400 105.575 17.233 86,66% 13,34% 

2 2017 17.233 110.227 6.058 106.107 15.295 88,00% 12,00% 

3 2018 15.295 119.896 6.137 115.094 13.960 89,67% 10,33% 

4 2019 13.960 121.783 6.849 119.976 8.918 93,43% 6,57% 

5 2020 8.918 125.729 7.215 119.402 8.030 94,04% 5,96% 

  
Tabel 2.2 Keadaan Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama se wilayah 

Jawa Timur Tahun 2016 s/d 2020 
 

Dari grafik dan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 

perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama se Jawa Timur selama 5 (lima) 
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tahun terakhir, namun tidak menjadi kendala 

terhadap tingkat penyelesaian perkara, dimana tetap 

terjadi penurunan jumlah sisa perkara setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa kinerja Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

sudah cukup meningkat karena selama lima tahun semakin sedikit sisa perkaranya 

sehingga penyelesaian perkara semakin banyak, dan pada tahun 2020 

penyelesaian perkara sebesar 94,04% dengan sisa perkara 5,96%. 

A.2. Keadaan Perkara Tingkat Banding 
 

Keadaan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

untuk tahun 2020 dengan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 19 perkara dan 

diterima tahun 2020 sebanyak 528 perkara, sehingga jumlah perkara yang 

ditangani sejumlah 547 perkara, dan diputus tahun 2020 sejumlah 525 perkara 

(95,98 %), sehingga sisa tahun 2020 sejumlah 22 perkara (4,02 %), dapat dirinci 

dalam Tabel berikut: 

No Pengadilan Agama 

Keadaan Perkara 
Prosentase 

Sisa (%) 
Telah 

Minutasi Sisa 
2019 

Diterima Jumlah Dicabut Diputus Sisa 

1 PA. BANGIL 2 7 9 0 8 1 11,11% 8 

2 PA. BANGKALAN 0 9 9 0 8 1 11,11% 8 

3 PA. BANYUWANGI 1 19 20 0 20 0 0,00% 20 

4 PA. BAWEAN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 

5 PA. BLITAR 0 22 22 0 22 0 0,00% 22 

6 
PA. 
BOJONEGORO 1 9 10 0 10 0 0,00% 10 

7 PA. BONDOWOSO  0 12 12 0 12 0 0,00% 12 

8 PA. GRESIK  0 17 17 0 15 2 11,76% 15 

9 PA. JEMBER  0 21 21 0 20 1 4,76% 20 

10 PA. JOMBANG  0 13 13 0 13 0 0,00% 13 

11 PA. KANGEAN  0 1 1 0 1 0 0,00% 1 

12 PA. KAB. KEDIRI  0 11 11 0 11 0 0,00% 11 

13 
PA. KODYA 
KEDIRI  1 9 10 0 10 0 0,00% 10 

14 PA. KRAKSAAN  0 10 10 0 10 0 0,00% 10 

15 PA. LAMONGAN  0 9 9 0 9 0 0,00% 9 

16 PA. LUMAJANG  0 9 9 0 9 0 0,00% 9 

17 PA. KAB. MADIUN  0 17 17 0 17 0 0,00% 17 

18 
PA. KODYA 
MADIUN  0 3 3 0 3 0 0,00% 3 

19 PA. MAGETAN 1 18 19 0 19 0 0,00% 19 

20 PA. KAB. MALANG  0 29 29 0 27 2 6,90% 27 

21 
PA. KODYA 
MALANG  3 24 27 0 25 2 7,41% 25 

22 PA. MOJOKERTO  1 24 25 0 25 0 0,00% 25 

23 PA. NGANJUK  3 12 15 0 12 3 20,00% 12 

24 PA. NGAWI  1 14 15 0 15 0 0,00% 15 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pta-surabaya
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bangil
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bangkalan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-banyuwangi
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bawean
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-blitar
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bojonegoro
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bojonegoro
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bondowoso
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-gresik
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-jember
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-jombang
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kangean
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kangean
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kabupaten-kediri
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kediri
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kraksaan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kraksaan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-lamongan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-lumajang
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kabupaten-madiun


 
 
 
 

BAB II 
KEADAAN PERKARA 

 

 

 
Keadaan Perkara di Peradilan Agama 

- 10 - 
 

25 PA. PACITAN  0 3 3 0 3 0 0,00% 3 

26 PA. PAMEKASAN  0 10 10 0 10 0 0,00% 10 

27 PA. PASURUAN  0 7 7 0 6 1 14,29% 6 

28 PA. PONOROGO  0 13 13 0 13 0 0,00% 13 

29 
PA. 
PROBOLINGGO  0 4 4 0 4 0 0,00% 4 

30 PA. SAMPANG  0 4 4 0 4 0 0,00% 4 

31 PA. SIDOARJO  2 45 47 0 45 2 4,26% 45 

32 PA. SITUBONDO  0 10 10 0 9 1 10,00% 9 

33 PA. SUMENEP  1 18 19 0 17 2 10,53% 17 

34 PA. SURABAYA  1 58 59 0 57 2 3,39% 57 

35 PA. TRENGGALEK  0 11 11 0 11 0 0,00% 11 

36 PA. TUBAN  0 7 7 0 7 0 0,00% 7 

37 
PA. TULUNG 
AGUNG  1 19 20 0 18 2 10,00% 18 

JUMLAH 19 528 547 0 525 22 4,02% 525  
 

Tabel 2.3 Rekapitulasi Keadaan Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya Tahun 2020  

Dari data di atas diketahui bahwa rekapitulasi perkara banding yang diselesaikan 

oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selama tahun 2020 dapat dirinci sebagai 

berikut: 

Sisa Tahun Lalu = 19 perkara 

Diterima = 528 perkara 

Jumlah Masuk = 547 perkara 

Dicabut = 0 perkara 

Diputus = 525 perkara 

Jumlah Diselesaikan = 525 perkara 

Sisa Akhir = 22 perkara 

Minutasi = 525 perkara 

Prosentase Penyelesaian = 95,98 % 

Prosentase Sisa = 4,02 % 

Perkara banding yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 525 perkara, tidak 

ada perkara yang dicabut, sehingga perkara yang diselesaikan sebanyak 525 

perkara (95,98 %), terdiri dari 19 perkara yang merupakan sisa tahun 2019 dan 

528 perkara yang diterima tahun 2020, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 

2020 sebanyak 22 perkara (4,02 %). Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-madiun
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-magetan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kab-malang
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-malang
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-mojokerto
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-mojokerto
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-nganjuk
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-ngawi
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-pacitan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-pamekasan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-pasuruan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-ponorogo
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-probolinggo
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-sampang
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-sampang
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Surabaya menerima 4 perkara E-Court Tingkat 

Banding dan telah diputus tahun 2020 sebanyak 2 

perkara.  

Dari perkara yang diselesaikan sebanyak 525 perkara, seluruh berkas 

perkara telah selesai diminutasi. Berkas bundel A (asli) beserta salinan 

putusannya seluruhnya telah dikirim kembali ke Pengadilan Agama yang 

bersangkutan. 

Keadaan sisa perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada 

tahun 2020 sebanyak 22 perkara, tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun 

sebelumnya yakni dibawah 5%. Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara banding paling lambat 3 (tiga) 

bulan, tentunya perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya yang diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejumlah 513 perkara (97,71%) 

dan yang diselesaikan lebih dari 3 bulan sebanyak 12 perkara (2,29%), karena 

harus diperiksa ulang oleh Pengadilan Agama pengaju dengan putusan sela atau 

tingkat kesulitan perkara tersebut sangat tinggi. Hal ini menunjukkan kinerja 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya semakin baik. Gambaran keadaan perkara 

banding untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik dan Tabel di 

bawah ini : 

 

 
 
 

Grafik 2.2 Matrik Keadaan Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya Tahun 2016 s/d 2020 
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NO. TAHUN 
SISA 

TAHUN 
LALU 

DITERIMA 
JUMLAH 
MASUK 

DICABUT DIPUTUS 
SISA 

AKHIR 
TAHUN 

PROSENTASE 
PENYELESAIAN 

PROSENTASE 
SISA 

1 2016 15 415 430 2 417 11 97,44% 2,56% 

2 2017 11 550 561 2 543 16 97,15% 2,85% 

3 2018 16 473 489 1 474 14 97,14% 2,86% 

4 2019 14 554 568 0 549 19 96,65% 3,35% 

5 2020 19 528 547 0 525 22 95,98% 4,02% 

  
Tabel 2.2  Keadaan Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

Tahun 2016 s/d 2020 

Dari grafik dan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkara banding yang 

diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selama 5 (lima) tahun terakhir 

cukup bervariasi, namun dapat dikatakan bahwa perkara yang diterima tahun 2020 

adalah lebih tinggi dari rata-rata perkara banding yang diterima Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya setiap tahunnya. Begitu pula jumlah sisa perkara maupun 

prosentase sisa perkara bervariasi pula selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 

2020 ini, sisa perkaranya sebanyak 22 perkara dan hal ini lebih banyak dari tahun 

lalu karena pada tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid 19 mengakibatkan 

pembatasan waktu masuk kantor (WFH). 

Hakim yang menangani perkara banding, pada akhir tahun 2020 sebanyak 

25 Hakim  dengan 17 Majelis Hakim. Dari kondisi tersebut, selama tahun 2020 

penanganan perkara banding oleh Majelis Hakim dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

No. Nama Hakim 

Jumlah Perkara Banding 
Prosentase 

Penyelesaian Sisa 
Awal 

Terima Total Putus 
Sisa 
Akhir 

1 
Drs.H. Mohammad Yamin Awie, SH., 
MH. 

0 5 5 5 0 100,00% 

2 H. Cholidur  Azhar,  S.H.,M.Hum. 0 17 17 15 2 88,24% 

3 Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. 0 45 45 45 0 100,00% 

4 Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H. 0 45 45 44 1 97,78% 
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5 Drs. H. Nur Khazim, M.H. 3 43 46 46 0 100,00% 

6 Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. 1 52 53 52 1 98,11% 

7 Drs. H. Abd. Munir S., S.H. 3 43 46 45 1 97,83% 

8 Drs. H. Muzni Ilyas, SH.,MH 4 27 31 31 0 100,00% 

9 Dra. H. Solihun, SH., MH. 0 41 41 40 1 97,56% 

10 
Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., 
M.Hum. 

0 20 20 17 3 85,00% 

11 Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. 0 17 17 16 1 94,12% 

12 Drs. H. Nanang Faiz 0 17 17 14 3 82,35% 

13 Drs. H. Mas'ud 0 15 15 15 0 100,00% 

14 H. Supangkat, SH., M.Hum. 0 19 19 17 2 89,47% 

15 Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H. 0 15 15 14 1 93,33% 

16 Drs. H. Sugito Musman, S.H 0 12 12 10 2 83,33% 

17 Drs.H.Mahmudi, M.H 0 14 14 10 4 71,43% 

18 Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum. 0 2 2 2 0 100,00% 

19 Dra. Hj. Zulaecho, M.H 1 9 10 10 0 100,00% 

20 Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H.,M.H. 1 2 3 3 0 100,00% 

21 Drs. H. Busra, S.H., M.H 1 3 4 4 0 100,00% 

22 Drs. H. M. Badawi,  S.H.,M.H. 2 29 31 31 0 100,00% 

23 Drs. H. M. Roehan El Ghani, SH. 0 24 24 24 0 100,00% 

24 H. Marzuqi, S.H.,M.H 1 6 7 7 0 100,00% 

25 H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H. 2 6 8 8 0 100,00% 

 TOTAL 19 528 547 525 22  

Keterangan :           

  : Aktif        
  : Tidak Aktif (purnabakti, mutasi atau tutup usia) 

      
Tabel 2.3 Rasio Penanganan Perkara Banding Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun 2020 

Penyelesaian perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

berdasarkan perkara yang ditangani tahun 2020 sebanyak 547 perkara, telah 

diselesaikan sebanyak 525 perkara dengan rincian status putusan sebagai berikut : 

- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan pada Tingkat Banding 

sebanyak 260 perkara (49,52%); 

- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan pada Tingkat Banding 

sebanyak 156 perkara (29,71%); 
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- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang 

diperbaiki pada Tingkat Banding sebanyak 104 

perkara (19,81%); 

- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dicabut pada Tingkat Banding 

sebanyak         2 perkara (0,38%); 

- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak dapat diterima pada Tingkat 

Banding sebanyak 3 perkara (0,57%). 

A.3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 

Perkara kasasi yang dimohonkan pada Pengadilan Agama di wilayah 

hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan diputus oleh Mahkamah Agung 

RI selama tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut: 

No 
Pengadilan 

Agama 

Keadaan Perkara Kasasi 

Sisa 2019 Diterima Jumlah Dicabut Diputus 
Sisa / Masih 

dalam Proses 

1 PA. BANGIL 5 2 7 0 5 2 

2 PA. BANGKALAN 0 4 4 1 0 3 

3 PA. BANYUWANGI 3 6 9 1 5 3 

4 PA. BAWEAN 0 0 0 0 0 0 

5 PA. BLITAR 2 5 7 0 2 5 

6 
PA. 
BOJONEGORO 

2 3 5 0 1 4 

7 PA. BONDOWOSO  4 7 11 4 0 7 

8 PA. GRESIK  1 3 4 0 3 1 

9 PA. JEMBER  9 7 16 0 3 13 

10 PA. JOMBANG  2 7 9 0 1 8 

11 PA. KANGEAN  0 0 0 0 0 0 

12 PA. KAB. KEDIRI  3 4 7 0 2 5 

13 
PA. KODYA 
KEDIRI  

2 2 4 0 1 3 

14 PA. KRAKSAAN  1 2 3 0 1 2 

15 PA. LAMONGAN  4 4 8 0 7 1 

16 PA. LUMAJANG  1 4 5 1 1 3 

17 PA. KAB. MADIUN  0 2 2 0 1 1 

18 
PA. KODYA 
MADIUN  

1 1 2 0 2 0 

19 PA. MAGETAN 3 7 10 0 3 7 

20 PA. KAB. MALANG  8 8 16 0 2 14 

21 
PA. KODYA 
MALANG  

6 17 23 0 6 17 

No 
Pengadilan 

Agama 

Keadaan Perkara Kasasi 

Sisa 2019 Diterima Jumlah Dicabut Diputus 
Sisa / Masih 

dalam Proses 

22 PA. MOJOKERTO  9 6 15 0 3 12 

23 PA. NGANJUK  5 6 11 0 0 11 

24 PA. NGAWI  1 3 4 0 1 3 

25 PA. PACITAN  0 1 1 0 0 1 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pta-surabaya
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bangil
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bangkalan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-banyuwangi
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bawean
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-blitar
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bojonegoro
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bojonegoro
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bondowoso
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-gresik
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-jember
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-jombang
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kangean
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kangean
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kabupaten-kediri
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kediri
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kraksaan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kraksaan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-lamongan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-lumajang
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kabupaten-madiun
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-madiun
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26 PA. PAMEKASAN  3 3 6 0 1 5 

27 PA. PASURUAN  1 1 2 0 2 0 

28 PA. PONOROGO  1 2 3 0 1 2 

29 
PA. 
PROBOLINGGO  

0 1 1 0 1 0 

30 PA. SAMPANG  0 1 1 0 0 1 

31 PA. SIDOARJO  5 15 20 0 8 12 

32 PA. SITUBONDO  4 3 7 0 3 4 

33 PA. SUMENEP  0 6 6 0 2 4 

34 PA. SURABAYA  25 20 45 0 25 20 

35 PA. TRENGGALEK  1 2 3 0 1 2 

36 PA. TUBAN  5 1 6 0 2 4 

37 
PA. TULUNG 
AGUNG  

2 9 11 0 3 8 

JUMLAH 119 175 294 7 99 188 
 

Tabel 2.4 Rekapitulasi Keadaan Perkara Kasasi yang dimohonkan pada Pengadilan 

Agama se Jawa Timur Tahun 2020 

 

Dari data di atas diketahui bahwa perkara kasasi yang dimohonkan pada 

Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan 

diputus oleh Mahkamah Agung R I selama tahun 2020 dapat dirinci sebagai 

berikut: 

Sisa Tahun Lalu = 119 perkara 

Dimohonkan = 175 perkara 

Jumlah Masuk = 294 perkara 

Dicabut / TMS = 7 perkara 

Diputus = 99 perkara 

Jumlah Penyelesaian = 106 perkara 

Sisa Akhir = 188 perkara 

Prosentase Penyelesaian = 36,05 % 

Prosentase Sisa = 63,95 % 

Sisa perkara Kasasi yang belum diputus Mahkamah Agung RI pada tahun 

2019 sebanyak 119 perkara. Sedangkan perkara Kasasi yang dimohonkan ke 

Pengadilan Agama se Jawa Timur pada tahun 2020 sebanyak 175 perkara, 

keseluruhannya berjumlah 294 perkara. Perkara Kasasi yang diputus Mahkamah 

Agung RI pada tahun 2020 sebanyak 99 perkara (33,67%), dan dicabut sebanyak 

7 perkara (2,38%), sehingga jumlah penyelesaian perkara kasasi sebanyak 106 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-magetan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kab-malang
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-malang
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-mojokerto
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-mojokerto
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-nganjuk
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-ngawi
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-pacitan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-pamekasan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-pasuruan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-ponorogo
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-probolinggo
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-sampang
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-sampang
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perkara (36,05%), sedangkan sisa perkara 

Kasasi pada akhir tahun 2020 sebanyak 188 perkara 

(63,95%). 

Meninjau dari jumlah Pengadilan Agama di Jawa Timur sebanyak 37 satuan 

kerja, permohonan Kasasi tertinggi pada tahun 2020 terdapat pada Pengadilan 

Agama Surabaya sebanyak 20 perkara (11,43%), Pengadilan Agama Kota Malang 

sebanyak 17 perkara (9,71%), dan Pengadilan Agama Sidoarjo sebanyak 15 

perkara (8,57%). 

Perkara Kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung RI dari Pengadilan 

Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2020 

terdapat sebanyak 175 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 

119 perkara, sehingga keseluruhan yang ditangani sebanyak 294 perkara. Dari 

yang ditangani tersebut terdapat 7 perkara dicabut dan telah diputus sebanyak 99 

perkara dengan rincian status putusan atau amar kasasi sebagai berikut : 

- Mengabulkan Permohonan Kasasi berjumlah 3 perkara (3,03%); 

- Menolak Permohonan Kasasi berjumlah 74 perkara (74,75%); 

- Tidak Dapat Diterima Kasasi berjumlah 7 perkara (7,07%); dan 

- Membatalkan Permohonan Kasasi berjumlah 7 perkara (7,07%); 

- Tidak Memenuhi Syarat Formil berjumlah 8 perkara (8,08%). 

A.4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali 

Perkara Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan pada Pengadilan 

Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan diputus oleh 

Mahkamah Agung RI selama tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut: 

No Pengadilan Agama 

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali (PK) 

Sisa 2019 Diterima Jumlah Dicabut Diputus 
Sisa / Masih 

dalam Proses 

1 PA. BANGIL 1 1 2 0 0 2 

2 PA. BANGKALAN 1 0 1 0 0 1 

3 PA. BANYUWANGI 0 1 1 0 1 0 

4 PA. BAWEAN 0 0 0 0 0 0 

5 PA. BLITAR 0 1 1 1 0 0 

6 PA. BOJONEGORO 0 0 0 0 0 0 

7 PA. BONDOWOSO  0 0 0 0 0 0 

8 PA. GRESIK  2 0 2 0 1 1 

9 PA. JEMBER  0 1 1 1 0 0 

10 PA. JOMBANG  1 0 1 0 1 0 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pta-surabaya
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bangil
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bangkalan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-banyuwangi
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11 PA. KANGEAN  0 0 0 0 0 0 

12 PA. KAB. KEDIRI  0 1 1 0 0 1 

13 PA. KODYA KEDIRI  0 1 1 0 0 1 

14 PA. KRAKSAAN  0 0 0 0 0 0 

No Pengadilan Agama 

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali (PK) 

Sisa 2019 Diterima Jumlah Dicabut Diputus 
Sisa / Masih 

dalam Proses 

15 PA. LAMONGAN  2 0 2 0 2 0 

16 PA. LUMAJANG  0 0 0 0 0 0 

17 PA. KAB. MADIUN  0 0 0 0 0 0 

18 
PA. KODYA 
MADIUN  

1 1 2 0 1 1 

19 PA. MAGETAN 0 0 0 0 0 0 

20 PA. KAB. MALANG  0 0 0 0 0 0 

21 
PA. KODYA 
MALANG  

0 1 1 0 0 1 

22 PA. MOJOKERTO  1 0 1 0 0 1 

23 PA. NGANJUK  0 0 0 0 0 0 

24 PA. NGAWI  0 1 1 0 0 1 

25 PA. PACITAN  0 0 0 0 0 0 

26 PA. PAMEKASAN  0 0 0 0 0 0 

27 PA. PASURUAN  0 0 0 0 0 0 

28 PA. PONOROGO  0 0 0 0 0 0 

29 
PA. 
PROBOLINGGO  

0 0 0 0 0 0 

30 PA. SAMPANG  0 0 0 0 0 0 

31 PA. SIDOARJO  1 1 2 0 1 1 

32 PA. SITUBONDO  0 0 0 0 0 0 

33 PA. SUMENEP  0 0 0 0 0 0 

34 PA. SURABAYA  3 2 5 0 3 2 

35 PA. TRENGGALEK  0 0 0 0 0 0 

36 PA. TUBAN  1 1 2 0 1 1 

37 
PA. TULUNG 
AGUNG  

0 0 0 0 0 0 

JUMLAH 14 13 27 2 11 14 

Tabel 2.5 Rekapitulasi Keadaan Perkara Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan 

pada Pengadilan Agama se Jawa Timur Tahun 2020 

Dari data di atas diketahui bahwa perkara Peninjauan Kembali (PK) yang 

dimohonkan pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya dan diputus oleh Mahkamah Agung RI selama tahun 2020 dapat 

dirinci sebagai berikut: 

Sisa Tahun Lalu = 14 perkara 

Dimohonkan = 13 perkara 

Jumlah Masuk = 27 perkara 

Dicabut / TMS = 2 perkara 

Diputus = 11 perkara 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bawean
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-blitar
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bojonegoro
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bondowoso
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-gresik
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-jember
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-jombang
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kangean
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kangean
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kabupaten-kediri
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kediri
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kraksaan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kraksaan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-lamongan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-lumajang
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kabupaten-madiun
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-madiun
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-magetan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kab-malang
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-malang
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-mojokerto
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-mojokerto
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-nganjuk
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-ngawi
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-pacitan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-pamekasan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-pasuruan
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-ponorogo
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-probolinggo
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-sampang
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-sampang
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Jumlah Penyelesaian = 13 perkara 

Sisa Akhir = 14 perkara 

Prosentase Penyelesaian = 48,15 % 

Prosentase Sisa = 51,85 % 

Sisa perkara Peninjauan Kembali (PK) yang belum diputus Mahkamah 

Agung RI pada tahun 2019 sebanyak 14 perkara. Sedangkan perkara PK yang 

dimohonkan ke Pengadilan Agama se Jawa Timur pada tahun 2020 sebanyak 13 

perkara, keseluruhannya berjumlah 27 perkara. Perkara PK yang diputus 

Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 sebanyak 11 perkara (40,74%), dan 

terdapat 2 perkara (7,41%) yang dicabut, sehingga perkara yang diselesaikan 

sebanyak 13 perkara (48,15%), sehingga sisa perkara PK pada akhir tahun 2020 

sebanyak 14 perkara (51,85%). Meninjau dari jumlah Pengadilan Agama di Jawa 

Timur sebanyak 37 satuan kerja, permohonan Peninjauan Kembali tertinggi 

terdapat pada Pengadilan Agama Surabaya sebesar 2 perkara (15,38%). 

Perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diterima oleh Mahkamah Agung RI 

dari Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

pada tahun 2020 terdapat sebanyak 13 perkara ditambah dengan sisa perkara 

tahun 2019 sebanyak 14 perkara, sehingga keseluruhan yang ditangani sebanyak 

27 perkara. Dari yang ditangani tersebut telah diputus sebanyak 11 perkara 

dengan rincian status putusan atau amar PK sebagai berikut : 

- Menolak Permohonan PK berjumlah 8 perkara (72,73%);  

- Tidak Dapat Diterima PK berjumlah 2 perkara (18,18%); dan 

- Mencabut Permohonan PK berjumlah 1 perkara (9,09%). 

B. PENYELESAIAN PERKARA 

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam 

menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu 

merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan 

setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain secara preventif maupun 

represif. Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah 
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serta tindakan dari pada penegak hukum kurang 

sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan 

hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai 

sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan 

menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memegang peranan yang sangat penting 

dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat, terwujudnya kepastian 

hukum menjadi tugas utama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membuat regulasi 

proses pelayanan peradilan khususnya yang terkait penyelesaian perkara, berkaitan 

dengan SEMA Nomor 2 tahun 2014 untuk penyelesaian perkara tingkat banding 

penyelesaian perkara termasuk minutasi adalah 3 bulan, maka Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya membuat regulasi untuk mempercepat waktu penyelesaian 

perkara dari 3 bulan menjadi 2 bulan termasuk penyelesaian minutasi, sebagaimana 

tertuang dalam surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 

W13-A/2281/HK.05/6/2020, tanggal 3 Juni 2020 Jo Nomor                                   

W13-A/3828/HK.05/10/2020, tanggal 1 Oktober 2020 tentang batas penyelesaian 

perkara dari 2 bulan menjadi 1 bulan termasuk penyelesaian minutasinya. Capaian 

penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dijabarkan di bawah 

ini : 

B.1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 

Berdasarkan jumlah perkara yang diputus di tingkat banding pada 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, jumlah perkara yang diputus pada tahun 

2019 sebanyak 549 perkara dengan menyisakan sebanyak 19 perkara yakni 

sebesar 3,35% dengan rincian sebagai berikut : 

No. Nomor Perkara Banding Nomor Perkara Tk.I Tgl Register Jenis Perkara 
TGL. 

PUTUS 
TGL.  

MINUTASI 

1 373/Pdt.G/2019/PTA.Sby 336/Pdt.G/2019/PA.Bgl 26-08-2019 Cerai Gugat 13-01-2020 13-01-2020 

2 380/Pdt.G/2019/PTA.Sby 321/Pdt.G/2019/PA.Kdr 30-08-2019 Lain-Lain 24-06-2020 24-06-2020 

3 468/Pdt.G/2019/PTA.Sby 1845/Pdt.G/2019/PA.Sda 28-10-2019 Lain-Lain 17-02-2020 17-02-2020 

4 473/Pdt.G/2019/PTA.Sby 1932/Pdt.G/2018/PA.Bgl 04-11-2019 Cerai Gugat 11-03-2020 11-03-2020 

5 513/Pdt.G/2019/PTA.Sby 0663/Pdt.G/2019/PA.NGJ 02-12-2019 
Pembatalan 
Perkawinan 

16-01-2020 16-01-2020 

6 517/Pdt.G/2019/PTA.Sby 462/Pdt.G/2019/PA.MLG 02-12-2019 Harta Bersama 09-01-2020 09-01-2020 
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7 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby 4641/Pdt.G/2018/PA.Sda 05-12-2019 Kewarisan 23-01-2020 07-02-2020 

8 536/Pdt.G/2019/PTA.Sby 0783/Pdt.G/2019/PA.Mgt 10-12-2019 Cerai Gugat 20-01-2020 21-01-2020 

9 537/Pdt.G/2019/PTA.Sby 1796/Pdt.G/2019/PA.Sby 10-12-2019 Lain-Lain 30-01-2020 30-01-2020 

10 538/Pdt.G/2019/PTA.Sby 1351/Pdt.G/2019/PA.Mr 11-12-2019 Cerai Gugat 20-01-2020 21-01-2020 

11 539/Pdt.G/2019/PTA.Sby 1102/Pdt.G/2019/PA.NGJ 11-12-2019 Cerai Gugat 22-01-2020 23-01-2020 

12 541/Pdt.G/2019/PTA.Sby 1981/Pdt.G/2018/PA.MLG 16-12-2019 Harta Bersama 30-01-2020 30-01-2020 

13 543/Pdt.G/2019/PTA.Sby 362/Pdt.G/2019/PA.MLG 16-12-2019 Ekonomi Syariah 30-01-2020 30-01-2020 

14 545/Pdt.G/2019/PTA.Sby 349/Pdt.G/2019/PA.Ngw 16-12-2019 Harta Bersama 20-01-2020 20-01-2020 

15 548/Pdt.G/2019/PTA.Sby 0669/Pdt.G/2019/PA.NGJ 19-12-2019 Cerai Talak 22-01-2020 22-01-2020 

16 549/Pdt.G/2019/PTA.Sby 2004/Pdt.G/2019/PA.TA 19-12-2019 Cerai Gugat 16-01-2020 16-01-2020 

17 552/Pdt.G/2019/PTA.Sby 1094/Pdt.G/2019/PA.Smp 23-12-2019 Cerai Gugat 20-01-2020 21-01-2020 

18 553/Pdt.G/2019/PTA.Sby 1328/Pdt.G/2019/PA.Bwi 23-12-2019 Harta Bersama 23-01-2020 29-01-2020 

19 554/Pdt.G/2019/PTA.Sby 643/Pdt.G/2019/PA.Bjn 23-12-2019 Cerai Talak 16-01-2020 16-01-2020 

 

  : Tepat Waktu (< 3 bulan) 
  

  : Tidak Tepat Waktu (> 3 bulan) 

Tabel 2.6 Rekapitulasi Sisa Perkara Banding Pada Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun 2019 yang diputus Tahun 2020 

Dari 19 sisa perkara banding tahun 2019 yang diputus tahun 2020, terdiri 

dari 7 perkara Cerai Gugat, 2 perkara Cerai Talak, 4 perkara Harta Bersama, 1 

perkara Kewarisan, 1 perkara Ekonomi Syariah, 1 perkara Pembatalan 

Perkawinan, dan 3 perkara Lain-Lain, dari seluruh sisa perkara tersebut terdapat 4 

perkara yang melalui proses Putusan Sela. Mengacu pada asal Satker Pengaju, 

sisa perkara yang terbanyak terdapat pada perkara dari PA Malang dan PA 

Nganjuk. Sisa perkara tahun 2019 tersebut telah diselesaikan pada tahun 2020 

secara tepat waktu (kurang dari 3 bulan) sebanyak 15 perkara (78,95%) dan yang 

tidak diselesaikan tepat waktu (lebih dari 3 bulan) sebanyak 4 perkara (21,05%). 

Dari 4 perkara tersebut terdiri dari 2 perkara Cerai Gugat dan 2 perkara Lain-Lain, 

yang semuanya merupakan putusan sela dimana Pengadilan Agama Pengaju harus 

membuka kembali persidangan untuk memeriksa perkara tersebut. 

B.2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu 

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan regulasi untuk memastikan 

percepatan penanganan perkara dapat berjalan efektif. Untuk penanganan perkara 

di Mahkamah Agung RI, telah diterbitkan SK KMA Nomor 
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119/SK/KMA/VII/2013, sedangkan untuk 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah 

diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014. 

Menurut peraturan tersebut, Pengadilan tingkat banding harus 

menyelesaikan perkara  paling lama 3 bulan termasuk minutasinya, setelah 

perkara tersebut didaftar di kepaniteraan, terhadap sifat dan keadaan perkara 

tertentu yang penyelesaiannya memakan waktu lebih dari 3 bulan maka Majelis 

Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua 

Pengadilan Tingkat Banding dengan tembusan kepada ketua Mahkamah Agung. 

Sedangkan untuk penyelesaian perkara tingkat pertama harus diselesaikan paling 

lama 5 bulan termasuk minutasinya. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu 

yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani 

perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding 

dan Ketua Mahkamah Agung.  Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan 

penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu di atas, agar memasukkan data 

perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik tepat 

waktu. 

Mengacu pada program percepatan penyelesaian perkara yang dicanangkan 

oleh Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan sebagai 

implementasi dari regulasi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tingkat 

penyelesaian perkara dapat digambarkan sebagaimana matrik klasifikasi waktu 

penyelesaian perkara tingkat pertama sebagai berikut : 

No. Satuan Kerja 
Diputus s/d 

3 bulan 
Diputus 3 - 

5 bulan 

Diputus 
lebih 5 
bulan 

Jumlah 
Putus 

Belum 
putus lebih 

dari 5 
bulan 

Jumlah 
Beban 

Perkara 

1 PA. BANGIL 2.533 141 113 2.787 25 2.812 

2 PA. BANGKALAN 2.124 213 129 2.466 53 2.519 

3 PA. BANYUWANGI 6.372 633 499 7.504 181 7.685 

4 PA. BAWEAN 132 43 0 175 0 175 

5 PA. BLITAR 3.735 1.110 112 4.957 41 4.998 

6 PA. BOJONEGORO 3.462 122 102 3.686 42 3.728 

7 PA. BONDOWOSO 3.025 188 37 3.250 47 3.297 

8 PA. GRESIK 2.717 207 96 3.020 30 3.050 

9 PA. JEMBER 9.035 278 203 9.516 131 9.647 

10 PA. JOMBANG 2.832 525 306 3.663 151 3.814 
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11 PA. KANGEAN 696 59 9 764 1 765 

12 PA. KAB. KEDIRI 3.824 779 366 4.969 84 5.053 

13 PA. KODYA KEDIRI 739 145 51 935 59 994 

14 PA. KRAKSAAN 3.188 223 66 3.477 42 3.519 

15 PA. LAMONGAN 2.870 396 179 3.445 24 3.469 

16 PA. LUMAJANG 4.065 365 46 4.476 38 4.514 

17 PA. KAB. MADIUN 1.939 147 34 2.120 20 2.140 

18 PA. KODYA MADIUN 471 50 14 535 5 540 

19 PA. MAGETAN 1.511 70 90 1.671 34 1.705 

20 PA. KAB. MALANG 7.937 1.185 170 9.292 101 9.393 

21 PA. KODYA MALANG 2.431 419 223 3.073 94 3.167 

22 PA. MOJOKERTO 3.554 500 65 4.119 47 4.166 

23 PA. NGANJUK 2.566 403 87 3.056 75 3.131 

24 PA. NGAWI 1.842 359 75 2.276 100 2.376 

25 PA. PACITAN 1.546 21 8 1.575 33 1.608 

26 PA. PAMEKASAN 2.075 299 18 2.392 28 2.420 

27 PA. PASURUAN 2.711 126 29 2.866 9 2.875 

28 PA. PONOROGO 1.977 283 36 2.296 11 2.307 

29 PA. PROBOLINGGO 715 45 6 766 4 770 

30 PA. SAMPANG 1.581 163 58 1.802 26 1.828 

31 PA. SIDOARJO 4.266 1.063 142 5.471 179 5.650 

32 PA. SITUBONDO 2.486 114 80 2.680 33 2.713 

33 PA. SUMENEP 2.068 139 67 2.274 26 2.300 

34 PA. SURABAYA 7.525 1.455 307 9.287 377 9.664 

35 PA. TRENGGALEK 2.303 250 34 2.587 26 2.613 

36 PA. TUBAN 2.967 538 47 3.552 59 3.611 

37 PA. TULUNG AGUNG 2.739 767 331 3.837 47 3.884 

JUMLAH 108.559 13.823 4.235 126.617 2.283 128.900 

Tabel 2.7  Rekapitulasi Waktu Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama pada 

Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2020 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat waktu penyelesaian perkara tingkat pertama dari 

total perkara yang diselesaikan sebanyak 126.617 perkara, terdapat sebanyak 

122.382 perkara (96,66%) yang diputus tepat waktu/kurang dari 3 bulan (sesuai 

SEMA Nomor 2 Tahun 2014), sedangkan yang diputus tidak tepat waktu 

sebanyak 4.235 perkara (3,34%). Berdasarkan kecepatan waktu penyelesaian 

sebagian besar perkara diputus kurang dari 3 bulan sebanyak 108.559 perkara 

(85,74%), diputus 3-5 bulan sebanyak 13.823 perkara (10,92%), dan diputus lebih 

5 bulan sebanyak 4.235 perkara (3,34%) yang diputus lebih dari 5 bulan. 

Sedangkan dari keseluruhan jumlah perkara yang ditangani, menyisakan perkara 

yang belum putus lebih dari 5 bulan sebanyak 2.283 perkara yakni 1,77% dari 

128.900 beban perkara tahun 2020. 
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Sedangkan tingkat penyelesaian perkara 

tingkat banding dapat digambarkan sebagai berikut: 

Diputus s/d 3 bulan Diputus lebih 3 bulan Jumlah 

513 12 525 

97,71% 2,29% 100,00% 

Diputus 
kurang 1 

bulan 

Diputus 1 - 2 
bulan 

Diputus 2 - 3 
bulan 

Diputus 3 - 5 
bulan 

Diputus lebih 
5 bulan 

Jumlah 

337 147 29 11 1 525 

64,19% 28,00% 5,52% 2,10% 0,19% 100,00% 

Tabel 2.8 Rekapitulasi Waktu Penyelesaian Perkara Banding  

pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020 

 

Berdasarkan waktu penyelesaian tersebut dari total perkara banding yang diputus 

sebanyak 525 perkara, terdapat sebanyak 513 perkara (97,71%) yang diputus tepat 

waktu/kurang dari 3 bulan (sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014), sedangkan yang 

diputus tidak tepat waktu sebanyak 12 perkara (2,29%). Perkara yang 

penyelesaiannya tidak tepat waktu tersebut merupakan perkara sisa tahun 2019 

sebanyak 4 perkara dan selebihnya merupakan perkara yang diterima tahun 2020 

sebanyak 8 perkara. Berdasarkan kecepatan waktu penyelesaian sebagian besar 

perkara diputus kurang dari 1 bulan sebanyak 337 perkara (64,19%), sedangkan 

sisanya yakni 147 perkara (28%) diputus 1-2 bulan, 29 perkara (5,52%) diputus 2-

3 bulan, 11 perkara (2,10%) diputus 3-5 bulan, dan hanya 1 perkara (0,19%) yang 

diputus lebih dari 5 bulan. Perkara yang penyelesaianannya lebih dari 3 bulan 

berdasarkan jenis perkara dapat diklasifikasikan yakni 2 perkara Kewarisan, 1 

perkara Wakaf, 2 perkara Harta Bersama, 2 perkara Cerai Gugat, 3 perkara Cerai 

Talak, dan 2 perkara Lain-Lain. Faktor lain yang menjadi penyebab keterlambatan 

penyelesaian dikarenakan adanya sisa perkara yang ditangani Ketua Majelis yang 

sakit, mutasi, atau purnabakti, sehingga memerlukan perubahan Penetapan 

Majelis Hakim yang baru. 
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B. 3.  Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali 

(PK) 

Berikut rekapitulasi keadaan perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, 

dan Peninjauan Kembali (PK) Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya untuk tahun 2020 sebagai berikut : 

No. Pengadilan Agama 
Perkara Banding Perkara Kasasi Perkara PK 

Dimohonkan Diputus Dimohonkan Diputus Dimohonkan Diputus 

1 PA. BANGIL 7 8 2 5 1 0 

2 PA. BANGKALAN 7 0 4 0 0 0 

3 PA. BANYUWANGI 17 20 6 5 1 1 

4 PA. BAWEAN 0 0 0 0 0 0 

5 PA. BLITAR 18 1 5 2 1 0 

6 PA. BOJONEGORO 8 6 3 1 0 0 

7 PA. BONDOWOSO 13 9 7 0 0 0 

8 PA. GRESIK 18 14 3 1 0 0 

9 PA. JEMBER 26 23 7 0 1 0 

10 PA. JOMBANG 13 6 7 1 0 1 

11 PA. KANGEAN 1 0 0 0 0 0 

12 PA. KAB. KEDIRI 14 9 4 2 1 0 

13 PA. KODYA KEDIRI 10 5 2 2 1 0 

14 PA. KRAKSAAN 15 10 2 0 0 0 

15 PA. LAMONGAN 12 0 4 8 0 2 

16 PA. LUMAJANG 7 5 4 1 0 0 

17 PA. KAB. MADIUN 17 4 2 1 0 0 

18 PA. KODYA MADIUN 9 3 1 2 1 2 

19 PA. MAGETAN 17 17 7 3 0 0 

20 PA. KAB. MALANG 28 27 8 2 0 0 

21 PA. KODYA MALANG 21 25 17 6 1 0 

22 PA. MOJOKERTO 28 19 6 2 0 0 

23 PA. NGANJUK 11 12 6 0 0 0 

24 PA. NGAWI 14 15 3 0 1 0 

25 PA. PACITAN 21 18 1 0 0 0 

26 PA. PAMEKASAN 9 11 3 3 0 0 

27 PA. PASURUAN 7 6 1 2 0 0 

28 PA. PONOROGO 12 14 3 1 0 0 

29 PA. PROBOLINGGO 4 3 1 0 0 0 

30 PA. SAMPANG 35 24 1 0 0 0 

31 PA. SIDOARJO 44 45 15 8 1 1 

32 PA. SITUBONDO 11 9 3 5 0 0 

33 PA. SUMENEP 16 3 6 2 0 0 

34 PA. SURABAYA 59 60 20 25 2 3 

35 PA. TRENGGALEK 12 11 2 1 0 0 

36 PA. TUBAN 6 4 1 2 1 1 

37 PA. TULUNG AGUNG 20 0 9 3 0 0 

JUMLAH 587 446 176 96 13 11 

Tabel 2.9 Rekapitulasi Keadaan Perkara Upaya Hukum Banding, Kasasi dan 

Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan Pengadilan Agama se Jawa 

Timur Tahun 2020 

 

Dari perkara tingkat pertama yang diputus oleh Pengadilan Agama se 

Jawa Timur, terdapat sejumlah 587 perkara yang dimohonkan Banding dan yang 

telah dikirim dan teregister di Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 528 perkara, 
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dan sisa 59 perkara yang belum dikirim oleh PA 

Pengaju, 176 perkara yang dimohonkan Kasasi, dan 13 

perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali. Perkara tingkat pertama yang 

dimohonkan banding tersebut terdiri dari 47,54% perkara tahun 2020, 51,89% 

perkara tahun 2019, dan 0,57% perkara tahun 2018, dimana jika perkara tingkat 

pertama tahun 2020 yang dimohonkan upaya hukum banding dibandingkan 

dengan perkara tingkat pertama yang diputus tahun 2020 maka prosentasenya 

hanya sebesar 0,21%.  

Perkara tingkat pertama yang dimohonkan kasasi tersebut terdiri dari 

28,81% perkara tahun 2020, 68,36% perkara tahun 2019, dan 2,82% perkara 

tahun 2018, dimana jika perkara tingkat pertama tahun 2020 yang dimohonkan 

upaya hukum kasasi dibandingkan dengan perkara tingkat pertama yang diputus 

tahun 2020 maka prosentasenya sebesar 0,04%. Sedangkan perkara banding yang 

dimohonkan kasasi terdiri dari 85,47% perkara banding yang diputus tahun 2020, 

dan 14,53% perkara banding yang diputus tahun 2019, dimana jika perkara 

banding yang diputus tahun 2020 dan dimohonkan upaya hukum kasasi 

dibandingkan dengan perkara banding yang diputus tahun 2020 maka 

prosentasenya sebesar 28%.  

Perkara tingkat pertama yang dimohonkan Peninjauan Kembali terdiri dari 

15,38% perkara tahun 2020, 15,38% perkara tahun 2019, 15,38% perkara tahun 

2018, dan 53,85% perkara tahun 2017, dimana jika perkara tingkat pertama tahun 

2020 yang dimohonkan upaya hukum peninjauan kembali dibandingkan dengan 

perkara tingkat pertama yang diputus tahun 2020 maka prosentasenya hanya 

sebesar 0,01%, dari permohonan peninjauan kembali tersebut tidak ada perkara 

banding yang diputus tahun 2020. 

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perkara 

upaya hukum prosentasenya sangat kecil jika dibandingkan dengan perkara 

tingkat pertama yang diputus pada Pengadilan Agama, dimana perkara tingkat 

pertama yang tidak mengajukan upaya hukum seluruhnya tidak lebih dari 1 

persen. Sedangkan untuk perkara banding yang tidak mengajukan upaya hukum 

kasasi prosentasenya sebesar 72%. 
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B.4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil 

Dimediasi 

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, 

dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh 

penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan dengan bantuan Mediator. 

Target mediasi perceraian biasanya diarahkan untuk merukunkan kembali kedua 

belah pihak (suami dan istri) dan mendorong perceraian dengan cara yang baik. 

Sebab, faktanya bisa saja perceraian tidak bisa didamaikan, tetapi akibat hukum 

perceraian bisa dimediasikan. 

Mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016, Pengadilan Agama di Jawa 

Timur telah menangani perkara yang dimediasi dengan rincian sebagai berikut : 

No. Pengadilan Agama 
Sisa 

Perkara 
Lalu 

Perkara 
Diterima 
Bulan Ini 

Jumlah 
Perkara Yang 

Tidak Bisa 
Dimediasi 

Jumlah 
Perkara 

Yang 
Dimediasi 

Laporan Penyelesaian 
Mediasi Masih 

Dalam 
Proses 
Mediasi 

Sisa 
Perkara 

Gagal Berhasil 
Tidak 
Layak 

1 PA. BANGIL 103 2.770 2.539 334 323 8 0 3 86 

2 PA. BANGKALAN 199 2.444 2.539 104 103 1 0 0 177 

3 PA. BANYUWANGI 532 7.581 7.489 624 611 13 0 0 609 

4 PA. BAWEAN 2 200 180 22 16 1 0 5 27 

5 PA. BLITAR 687 4.859 4.946 600 467 9 0 124 589 

6 PA. BOJONEGORO 70 3.690 3.401 359 225 3 0 131 74 

7 PA. BONDOWOSO 213 3.241 3.107 347 237 25 19 66 204 

8 PA. GRESIK 84 2.981 2.300 765 467 20 0 278 45 

9 PA. JEMBER 373 9.731 9.645 459 451 8 0 0 588 

10 PA. JOMBANG 265 3.604 3.413 456 443 6 0 7 206 

11 PA. KANGEAN 62 709 705 66 57 1 0 8 7 

12 PA. KAB. KEDIRI 434 4.815 4.779 470 465 5 0 0 280 

13 PA. KODYA KEDIRI 116 871 850 137 134 3 0 0 52 

14 PA. KRAKSAAN 262 3.321 3.333 250 250 0 0 0 106 

15 PA. LAMONGAN 223 3.385 3.088 520 309 7 30 174 163 

16 PA. LUMAJANG 247 4.434 4.390 291 186 58 1 46 205 

17 PA. KAB. MADIUN 174 1.991 1.943 222 168 16 14 24 45 

18 PA. KODYA MADIUN 38 520 432 126 102 15 0 9 23 

19 PA. MAGETAN 84 1.722 1.558 248 246 2 0 0 135 

20 PA. KAB. MALANG 541 9.394 9.231 704 688 13 0 3 643 

21 PA. KODYA MALANG 326 3.022 2.431 917 485 46 0 386 275 

22 PA. MOJOKERTO 312 3.857 3.588 581 542 34 4 1 50 

23 PA. NGANJUK 166 3.000 2.839 327 316 9 1 1 110 

24 PA. NGAWI 231 2.204 2.238 197 144 1 0 52 159 

25 PA. PACITAN 27 1.571 1.497 101 52 0 0 49 23 

26 PA. PAMEKASAN 218 2.363 2.389 192 162 6 0 24 189 

27 PA. PASURUAN 68 2.822 2.745 145 103 1 0 41 24 

28 PA. PONOROGO 138 2.280 2.108 310 285 9 0 16 122 

29 PA. PROBOLINGGO 25 754 640 139 88 4 0 47 13 
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30 PA. SAMPANG 
86 1.776 1.739 123 101 0 0 22 60 

31 PA. SIDOARJO 
617 5.417 5.221 813 793 20 0 0 563 

32 PA. SITUBONDO 
84 2.691 2.457 318 315 2 0 1 95 

33 PA. SUMENEP 
99 2.273 2.156 216 79 0 56 81 98 

34 PA. SURABAYA 
992 9.612 9.540 1.064 1.042 22 0 0 1.317 

35 PA. TRENGGALEK 
84 2.548 2.417 215 202 1 0 12 45 

36 PA. TUBAN 
295 3.487 3.277 505 384 11 0 110 230 

37 PA. TULUNG AGUNG 
441 3.789 3.846 384 267 75 0 42 393 

JUMLAH 8.918 125.729 120.996 13.651 11.308 455 125 1.763 8.030 

 

Tabel 2.10 Rekapitulasi Perkara yang dilakukan Mediasi Pada 

Pengadilan Agama se Jawa Timur Tahun 2020 

Berdasarkan data pelaksanaan mediasi tahun 2020 tersebut diketahui 

bahwa jumlah mediasi yang berhasil sebanyak 455 perkara dari jumlah total 

perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 13.651 perkara. Sehingga dapat 

diketahui bahwa perkara yang berhasil dimediasi tersebut sebesar 3,33%, dan sisa 

13.196 adalah perkara mediasi yang tidak berhasil/gagal namun mediasi tetap 

dilaksanakan. 

B.5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tentang 

Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan 

diversi di pengadilan diawali dengan persiapan diversi. Setelah menerima 

penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan 

diversi, Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi. Pada 

Peradilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh karena 

perkara yang ditangani tidak terdapat perkara pidana maka jumlah perkara anak 

yang berhasil melalui diversi tersebut adalah Nihil. 
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C.  AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 

(Sertifikasi ISO Pengadilan) 

Pengadilan Agama yang telah bersertifikat ISO adalah satu satunya 

Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2015 karena ditunjuk langsung oleh 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk wilayah Jawa Timur. 

Selanjutnya Badan Peradilan Agama tahun 2017 menerapkan Sertifikasi Akreditasi 

Penjaminan Mutu yang berlaku untuk Peradilan Agama se Indonesia dan tahun 

2018 berubah menjadi Akredetasi Penjaminan Mutu, sehingga pelaksanaan 

assessment mengacu Pedoman APM Badan Peradilan Agama yang ditetapkan 

berdasarkan Keputusan Dirjen Badilag Nomor 2081.b/DJA/OT.01.3/10/2018 

tanggal 6 Oktober 2018 tentang pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan 

Mutu Badan Peradilan Agama dan surat Dirjen Badilag Nomor 

2065/DJA/OT.01.3/5/2019 tanggal 27 Mei 2019. Pada tahun 2020 sebagaimana 

surat Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 3127/DJA/HM.00/9/2020 tanggal 3 

September 2020 tentang Pelaksanaan Asessment Survaillance Akreditasi 

Penjaminan Mutu tahun 2020 yang diperbarui LKE sebagaimana surat Dirjen 

Badan Peradilan Agama Nomor 3323/DJA.3/HM.00/9/2020 tanggal 29 September 

2020.  

Assessment Pengadilan Agama se wilayah Jawa Timur dibagi menjadi 2 

tahap assessment yang tahap pertama terdiri dari 16 satker termasuk PTA Surabaya 

sedangkan tahap II sebanyak 22 satker, dan sebagaimana surat Dirjen Badilag 

Nomor 3955/DJA.3/HM.00/11/2020, tanggal 30 Nopember 2020 tentang Hasil 

Rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama tahun 

2020  bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama se 

wilayah Jawa Timur mendapat predikat A Excellent semua.    

C.1. Posbakum (Satker Yang Mendapat Alokasi Dan Realisasi Anggaran) 

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 bahwa 

Mahkamah Agung memberikan kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan berupa pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung 

Pengadilan, Pos Layanan Hukum dan penyelesaian sidang terpadu pada 

Pengadilan Agama Tingkat pertama se Indonesia, berikut akan diuraikan Pos 
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Pelayanan Bantuan Hukum untuk Pengadilan 

Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

serta mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

MARI Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 pada Pengadilan Agama di Jawa 

Timur tahun 2019 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut : 

No. 
PENGADILAN 

AGAMA 
PAGU 

ANGGARAN 
REALISASI 

BULAN LALU 
REALISASI 
BULAN INI 

JUMLAH SISA 
JUMLAH 

LAYANAN 

1 PA. BANGIL 24.000.000 0 23.994.000 23.994.000 6.000 531 

2 PA. BANGKALAN 24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 0 325 

3 PA. BANYUWANGI 100.000.000 0 97.118.500 97.118.500 2.881.500 4.239 

4 PA. BAWEAN 14.200.000 0 14.200.000 14.200.000 0 17 

5 PA. BLITAR 61.120.400 0 61.120.400 61.120.400 0 732 

6 PA. BOJONEGORO 86.400.000 0 86.400.000 86.400.000 0 3.326 

7 PA. BONDOWOSO 24.000.000 0 23.999.000 23.999.000 1.000 2.946 

8 PA. GRESIK 48.000.000 0 48.000.000 48.000.000 0 1.869 

9 PA. JEMBER 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 3.546 

10 PA. JOMBANG 86.400.000 0 76.247.998 76.247.998 
10.152.00

2 
867 

11 PA. KANGEAN 24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 0 369 

12 PA. KAB. KEDIRI 62.400.000 0 62.400.000 62.400.000 0 4.815 

13 PA. KODYA KEDIRI 24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 0 717 

14 PA. KRAKSAAN 24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 0 560 

15 PA. LAMONGAN 86.400.000 0 86.400.000 86.400.000 0 3.385 

16 PA. LUMAJANG 57.600.000 0 57.600.000 57.600.000 0 1.586 

17 PA. KAB. MADIUN 24.000.000 0 23.500.000 23.500.000 500.000 220 

18 PA. KODYA MADIUN 57.024.000 0 57.024.000 57.024.000 0 397 

19 PA. MAGETAN 24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 0 1.207 

20 PA. KAB. MALANG 100.000.000 0 99.960.000 99.960.000 40.000 1.190 

21 
PA. KODYA 
MALANG 

38.800.000 0 38.800.000 38.800.000 0 1.672 

22 PA. MOJOKERTO 62.326.000 0 60.544.000 60.544.000 1.782.000 880 

23 PA. NGANJUK 23.640.000 0 23.640.000 23.640.000 0 240 

24 PA. NGAWI 24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 0 222 

25 PA. PACITAN 24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 0 2.324 

No. 
PENGADILAN 

AGAMA 
PAGU 

ANGGARAN 
REALISASI 

BULAN LALU 
REALISASI 
BULAN INI 

JUMLAH SISA 
JUMLAH 

LAYANAN 

26 PA. PAMEKASAN 24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 0 240 

27 PA. PASURUAN 24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 0 332 

28 PA. PONOROGO 24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 0 240 

29 PA. PROBOLINGGO 24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 0 200 

30 PA. SAMPANG 24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 0 240 

31 PA. SIDOARJO 86.400.000 0 85.536.000 85.536.000 864.000 2.167 

32 PA. SITUBONDO 62.400.000 0 62.400.000 62.400.000 0 3.219 

33 PA. SUMENEP 24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 0 240 

34 PA. SURABAYA 100.000.000 0 98.505.000 98.505.000 1.495.000 3.408 

35 PA. TRENGGALEK 30.000.000 0 27.500.000 27.500.000 2.500.000 2.361 

36 PA. TUBAN 96.000.000 0 96.000.000 96.000.000 0 2.928 

37 PA. TULUNG 62.400.000 0 62.400.000 62.400.000 0 624 
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AGUNG 

JUMLAH 1.805.510.400 0 1.785.288.898 1.785.288.898 20.221.502 54.381 

 

Tabel 2.11  Rekapitulasi Anggaran Posbakum Pada Pengadilan Agama 

se Jawa Timur Tahun 2020 

 

Secara keseluruhan pagu anggaran yang diberikan pada Pengadilan Agama 

se Jawa Timur selama tahun 2020 untuk kegiatan Posbakum sebesar Rp. 

1.805.510.400,- dengan realisasi dari pelaksanaan kegiatan sebanyak 54.381 

layanan menghabiskan anggaran sebesar  

Rp. 1.785.288.898 (98,88%), sehingga pada tahun 2020 ini masih menyisakan 

anggaran sebesar Rp. 20.221.502,- (1,12%).  

C.2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu 

Pelaksanaan Sidang Keliling dan Pelayanan Terpadu sesuai dengan 

PERMA No. 1 Tahun 2015 Pasal 8 ayat 6 dan Pasal 12 serta mengacu pada Surat 

Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 

1132.a/DjA/ku.01/05/2016 pada Pengadilan Agama. Adapun manfaat  Pelayanan 

Terpadu meliputi : 

1.  Anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum 

dicatatkan; 

2.  Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di 

gedung kantor Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 

Kab/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik ekonomis maupun 

geografis; 

3.  Anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi 

hukum yang dapat dilayani oleh Posyankum berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 

Berikut data sidang keliling untuk Pengadilan Agama se wilayah Jawa 

Timur tahun 2020. 

No. 
PENGADILAN 

AGAMA 
PAGU 

ANGGARAN 

REALISASI 
TAHUN 
LALU 

REALISASI 
TAHUN INI 

JUMLAH SISA 
JUMLAH 

KEGIATAN 
JUMLAH 

PERKARA 

1 PA. BANGIL 32.000.000 0 31.980.000 31.980.000 20.000 11 245 
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2 PA. BANGKALAN 15.000.000 0 14.950.000 14.950.000 50.000 4 345 

3 PA. BANYUWANGI 60.000.000 0 60.000.000 60.000.000 0 275 275 

4 PA. BAWEAN 0 0 0 0 0 0 0 

5 PA. BLITAR 30.000.000 0 29.950.000 29.950.000 50.000 8 77 

6 PA. BOJONEGORO 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0 24 253 

7 PA. BONDOWOSO 40.000.000 0 32.235.000 32.235.000 7.765.000 22 403 

8 PA. GRESIK 13.500.000 0 13.500.000 13.500.000 0 4 46 

9 PA. JEMBER 19.000.000 0 19.000.000 19.000.000 0 11 1.000 

10 PA. JOMBANG 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 0 6 47 

11 PA. KANGEAN 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 0 6 42 

12 PA. KAB. KEDIRI 25.000.000 0 24.952.500 24.952.500 47.500 8 174 

13 PA. KODYA KEDIRI 0 0 0 0 0 0 0 

14 PA. KRAKSAAN 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0 10 160 

15 PA. LAMONGAN 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 0 6 181 

16 PA. LUMAJANG 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0 6 149 

17 PA. KAB. MADIUN 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0 4 61 

18 PA. KODYA MADIUN 0 0 0 0 0 0 0 

19 PA. MAGETAN 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0 4 19 

20 PA. KAB. MALANG 37.000.000 0 37.000.000 37.000.000 0 6 178 

21 PA. KODYA MALANG 0 0 0 0 0 0 0 

22 PA. MOJOKERTO 17.574.000 0 17.574.000 17.574.000 0 6 133 

23 PA. NGANJUK 17.500.000 0 17.500.000 17.500.000 0 6 21 

24 PA. NGAWI 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0 4 27 

25 PA. PACITAN 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 0 26 743 

26 PA. PAMEKASAN 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0 2 58 

27 PA. PASURUAN 22.500.000 0 22.500.000 22.500.000 0 7 165 

28 PA. PONOROGO 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 0 6 38 

29 PA. PROBOLINGGO 17.500.000 0 17.500.000 17.500.000 0 4 38 

30 PA. SAMPANG 22.500.000 0 17.860.000 17.860.000 4.640.000 5 183 

31 PA. SIDOARJO 45.000.000 0 38.850.000 38.850.000 6.150.000 8 120 

32 PA. SITUBONDO 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0 29 175 

33 PA. SUMENEP 40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 0 3 100 

34 PA. SURABAYA 19.000.000 0 15.000.000 15.000.000 4.000.000 6 64 

35 PA. TRENGGALEK 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0 9 58 

36 PA. TUBAN 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0 4 87 

37 PA. TULUNG AGUNG 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 0 10 69 

JUMLAH 848.074.000 0 825.359.500 825.359.500 
22.714.50

0 
550 5.734 

 

Tabel 2.12 Rekapitulasi Anggaran dan Pelaksanaan Sidang Keliling 

pada Pengadilan Agama se Jawa Timur Tahun 2020 
 

Secara keseluruhan pagu anggaran Sidang Keliling yang diberikan pada 

Pengadilan Agama se Jawa Timur selama tahun 2020 sebesar Rp. 848.074.000,00 

dengan realisasi dari pelaksanaaan kegiatan sebanyak 550 kegiatan menghabiskan 

anggaran sebesar Rp.825.359.500,00 (97,32%), sehingga pada tahun 2020 ini 

masih menyisakan anggaran sebesar Rp.22.714.500,00 (2,68%).  
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Selama tahun 2020 pada beberapa 

Pengadilan Agama melakukan revisi pagu anggaran 

Sidang Keliling, hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid 19 dimana menuntut 

adanya pengalihan kegiatan di luar gedung pengadilan menjadi kegiatan di dalam 

gedung pengadilan seperti kegiatan Posbakum. 

Pada Pengadilan Agama se Jawa Timur selama tahun 2020 terdapat 5 

Pengadilan Agama yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Terpadu baik dari 

anggaran pengadilan agama maupun bekerjasama dengan instansi lain. Pagu 

anggaran kegiatan pelayanan terpadu dapat dirinci sebagai berikut : 

NO. SATUAN KERJA PAGU AWAL 
PAGU 

REVISI 

REALISASI 

TAHUN LALU 

REALISASI 

BULAN INI 
JUMLAH SISA 

1 PA. BANGIL 0 0 0 0 0 0 

2 PA. BANGKALAN 0 0 0 0 0 0 

3 PA. BANYUWANGI 0 0 0 0 0 0 

4 PA. BAWEAN 0 0 0 0 0 0 

5 PA. BLITAR 0 0 0 0 0 0 

6 PA. BOJONEGORO 13.000.000 0 0 13.000.000 13.000.000 0 

7 PA. BONDOWOSO 9.000.000 0 0 7.950.000 7.950.000 1.050.000 

8 PA. GRESIK 0 0 0 0 0 0 

9 PA. JEMBER 0 0 0 0 0 0 

10 PA. JOMBANG 0 0 0 0 0 0 

11 PA. KANGEAN 0 0 0 0 0 0 

12 PA. KAB. KEDIRI 0 0 0 0 0 0 

13 PA. KODYA KEDIRI 0 0 0 0 0 0 

14 PA. KRAKSAAN 0 0 0 0 0 0 

15 PA. LAMONGAN 0 0 0 0 0 0 

16 PA. LUMAJANG 0 0 0 0 0 0 

17 PA. KAB. MADIUN 12.000.000 0 0 12.000.000 12.000.000 0 

18 PA. KODYA MADIUN 0 0 0 0 0 0 

19 PA. MAGETAN 0 0 0 0 0 0 

20 PA. KAB. MALANG 37.000.000 37.000.000 0 37.000.000 37.000.000 0 

21 
PA. KODYA 

MALANG 
0 0 0 0 0 0 

22 PA. MOJOKERTO 0 0 0 0 0 0 

23 PA. NGANJUK 0 0 0 0 0 0 

24 PA. NGAWI 0 0 0 0 0 0 

25 PA. PACITAN 0 0 0 0 0 0 

26 PA. PAMEKASAN 0 0 0 0 0 0 

27 PA. PASURUAN 0 0 0 0 0 0 

28 PA. PONOROGO 0 0 0 0 0 0 

29 PA. PROBOLINGGO 0 0 0 0 0 0 

30 PA. SAMPANG 0 0 0 0 0 0 
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31 PA. SIDOARJO 0 0 0 0 0 0 

32 PA. SITUBONDO 0 0 0 0 0 0 

33 PA. SUMENEP 19.000.000 19.000.000 0 19.000.000 19.000.000 0 

34 PA. SURABAYA 0 0 0 0 0 0 

35 PA. TRENGGALEK 0 0 0 0 0 0 

NO. SATUAN KERJA PAGU AWAL 
PAGU 

REVISI 

REALISASI 

TAHUN LALU 

REALISASI 

BULAN INI 
JUMLAH SISA 

36 PA. TUBAN 0 0 0 0 0 0 

37 
PA. TULUNG 

AGUNG 
0 0 0 0 0 0 

JUMLAH 90.000.000 56.000.000 0 89.950.000 89.950.000 1.050.000 

 

Tabel 2.13 Rekapitulasi Jumlah Kegiatan Pelayanan Terpadu pada 

Pengadilan Agama se Jawa Timur Tahun 2020 

 

Secara keseluruhan pagu anggaran yang diberikan pada Pengadilan Agama 

se Jawa Timur selama tahun 2020 untuk kegiatan Pelayanan Terpadu sebesar Rp. 

90.000.000,- dengan realisasi dari pelaksanaan kegiatan Pelayanan Terpadu 

menghabiskan anggaran sebesar Rp. 89.950.000,- (99,94%), sehingga pada tahun 

2020 ini masih menyisakan anggaran sebesar Rp. 1.050.0000,- (0,06%). 

Sedangkan dari pelaksanaan kegiatannya terdapat 7 Pengadilan Agama 

yang melaksanakan Pelayanan Terpadu yang diuraikan sebagai berikut : 

N
O. 

SATUAN KERJA LOKASI SIDANG 
TANGGAL 

PELAKSANAA
N 

JUMLAH 
PERKARA 

ITSBAT NIKAH 
BULAN INI 

JUMLAH 
BUKU NIKAH 

YANG 
DIKELUARKA

N KUA 

JUMLAH 
AKTA 

KELAHIR
AN 

DUKCAPI
L KABUL 

TOLA
K 

SUAM
I 

IST
RI 

1 PA. BANGIL - - 0 0 0 0 0 

2 PA. BANGKALAN - - 0 0 0 0 0 

3 PA. BANYUWANGI 1. Pondok Pesantren 
Roudlotul Huda Dusun 

Damsari Desa Tegalarum 
Kecamatan Sempu 

Kabupaten Banyuwangi. 
2. Balai Desa 

Wringinputih Kecamatan 
Muncar Kabupaten 
Banyuwangi.        3. 
KANTOR CAMAT 
WONGSOREJO 

KABUPATEN 
BANYUWANGI. 0. Kantor 

Desa Ketapang 
Kecamatan Kalipuro 

(Panjar Biaya Dari Desa).               

1. 13/03/2020, 
2. 25/09/2020,  
3. 16/10/2020, 
0. 28/12/2020 

174 2 174 162 174 

4 PA. BAWEAN - - 0 0 0 0 0 

5 PA. BLITAR - - 0 0 0 0 0 

6 PA. BOJONEGORO Kantor Kecamatan Malo 
dan Kalitidu  

04/09/2020 dan 
11/09/2020 

50 0 50 50 84 

7 PA. BONDOWOSO 1. Kantor MWC NU 1. 08/09/2020, 45 4 45 45 45 
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Kec.Cermee. 2. KAU 
Kec.Botolinggo  

2. 10/11/2020 

8 PA. GRESIK - - 0 0 0 0 0 

9 PA. JEMBER - - 0 0 0 0 0 

10 PA. JOMBANG - - 0 0 0 0 0 

11 PA. KANGEAN - - 0 0 0 0 0 

12 PA. KAB. KEDIRI - - 0 0 0 0 0 

13 PA. KODYA KEDIRI - - 0 0 0 0 0 

14 PA. KRAKSAAN - - 0 0 0 0 0 

15 PA. LAMONGAN - - 0 0 0 0 0 

16 PA. LUMAJANG - - 0 0 0 0 0 

17 PA. KAB. MADIUN 1. Kantor Desa Mejayan, 
Kecamatan Mejayan, 
Kabupaten Madiun   

1. 26/06/2020, 
2. 03/07/2020 

20 0 20 20 0 

N
O. 

SATUAN KERJA LOKASI SIDANG 
TANGGAL 

PELAKSANAA
N 

JUMLAH 
PERKARA 

ITSBAT NIKAH 
BULAN INI 

JUMLAH 
BUKU NIKAH 

YANG 
DIKELUARKA

N KUA 

JUMLAH 
AKTA 

KELAHIR
AN 

DUKCAPI
L KABUL 

TOLA
K 

SUAM
I 

IST
RI 

18 PA. KODYA 
MADIUN 

- - 0 0 0 0 0 

19 PA. MAGETAN - - 0 0 0 0 0 

20 PA. KAB. MALANG 1. Kantor Kecamatan 
Singosari, dan Kantor 
desa Dawuhan Kec. 

Poncokusumo.        2. 
Kantor Desa Ngembal 

Kec. Wajak, Kantor Desa 
Dawuhan Kec. 

Poncokusumo. 0. Kantor 
Kecamatan Singosari dan 

Kantor Desa Dawuhan 
Kec. Poncokusumo  

1. 06/03/2020, 
2. 26/06/2020, 
0. 21/02/2020 

78 0 0 0 0 

21 PA. KODYA 
MALANG 

- - 0 0 0 0 0 

22 PA. MOJOKERTO - - 0 0 0 0 0 

23 PA. NGANJUK - - 0 0 0 0 0 

24 PA. NGAWI - - 0 0 0 0 0 

25 PA. PACITAN - - 0 0 0 0 0 

26 PA. PAMEKASAN - - 0 0 0 0 0 

27 PA. PASURUAN - - 0 0 0 0 0 

28 PA. PONOROGO - - 0 0 0 0 0 

29 PA. 
PROBOLINGGO 

- - 0 0 0 0 0 

30 PA. SAMPANG - - 0 0 0 0 0 

31 PA. SIDOARJO - - 0 0 0 0 0 

32 PA. SITUBONDO - - 0 0 0 0 0 

33 PA. SUMENEP Pendopo Kecamatan 
Talango 

04/08/2020 91 0 91 91 91 

34 PA. SURABAYA - - 0 0 0 0 0 

35 PA. TRENGGALEK Kantor Balai Desa 
Dongko Kecamatan 
Dongko Kabupaten 

Trenggalek 

26-27 Februari 
2020 

261 0 261 261 0 

36 PA. TUBAN - - 0 0 0 0 0 

37 PA. TULUNG 
AGUNG 

- - 0 0 0 0 0 

JUMLAH     719 6 641 629 394 

 

Tabel 2.14 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Terpadu pada 

Pengadilan Agama se Jawa Timur Tahun 2020 
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Dari pelaksanaan kegiatan Pelayanan 

Terpadu tersebut terdapat 2 Pengadilan Agama yang 

seluruh anggarannya bukan berasal dari DIPA karena bekerjasama dengan 

instansi lain yakni PA Banyuwangi dan PA Trenggalek. 

C.3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) 

Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) sesuai dengan PERMA 

No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Mayarakat 

Tidak Mampu di Pengadilan, serta mengacu pada Surat Edaran Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 pada 

Pengadilan Agama di Jawa Timur tahun 2020 dapat dilihat pada rincian sebagai 

berikut : 

NO. 
PENGADILAN 

AGAMA 
PAGU 

ANGGARAN 

REALISASI 
TAHUN 
LALU 

REALISASI 
TAHUN INI 

JUMLAH SISA 
JUMLAH 

PERKARA 

1 PA. BANGIL 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 10 

2 PA. BANGKALAN 
22.500.000 0 

22.418.00
0 

22.418.000 82.000 
85 

3 PA. BANYUWANGI 
21.000.000 0 

20.918.00
0 

20.918.000 82.000 
111 

4 PA. BAWEAN 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 10 

5 PA. BLITAR 
10.500.000 0 

10.500.00
0 

10.500.000 0 
6 

6 PA. BOJONEGORO 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0 20 

7 PA. BONDOWOSO 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0 20 

8 PA. GRESIK 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 10 

9 PA. JEMBER 
21.000.000 0 

21.000.00
0 

21.000.000 0 
70 

10 PA. JOMBANG 7.500.000 0 7.275.000 7.275.000 225.000 25 

11 PA. KANGEAN 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 6 

12 PA. KAB. KEDIRI 6.000.000 0 5.885.000 5.885.000 115.000 41 

13 PA. KODYA KEDIRI 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 5 

14 PA. KRAKSAAN 
12.000.000 0 

12.000.00
0 

12.000.000 0 
51 

15 PA. LAMONGAN 9.000.000 0 9.000.000 9.000.000 0 50 

16 PA. LUMAJANG 9.000.000 0 9.000.000 9.000.000 0 48 

17 PA. KAB. MADIUN 4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 16 

18 PA. KODYA MADIUN 4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 15 

19 PA. MAGETAN 6.000.000 1.711.000 4.289.000 6.000.000 0 33 

20 PA. KAB. MALANG 
18.000.000 0 

18.000.00
0 

18.000.000 0 
0 

21 PA. KODYA MALANG 
15.000.000 0 

14.818.00
0 

14.818.000 182.000 
55 

22 PA. MOJOKERTO 4.500.000 0 4.432.000 4.432.000 68.000 15 

23 PA. NGANJUK 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0 12 

24 PA. NGAWI 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0 20 
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25 PA. PACITAN 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 51 

26 PA. PAMEKASAN 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 10 

27 PA. PASURUAN 4.500.000 0 4.140.000 4.140.000 360.000 15 

28 PA. PONOROGO 1.600.000 0 1.600.000 1.600.000 0 6 

29 PA. PROBOLINGGO 9.000.000 0 9.000.000 9.000.000 0 30 

30 PA. SAMPANG 3.000.000 0 2.178.000 2.178.000 822.000 4 

31 PA. SIDOARJO 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 14 

32 PA. SITUBONDO 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0 64 

33 PA. SUMENEP 
12.000.000 0 

12.000.00
0 

12.000.000 0 
40 

34 PA. SURABAYA 
30.000.000 0 

29.935.00
0 

29.935.000 65.000 
108 

35 PA. TRENGGALEK 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0 22 

36 PA. TUBAN 
7.500.000 0 5.100.000 

5.100.000 
2.400.00

0 17 

37 PA. TULUNG AGUNG 4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 15 

JUMLAH 300.100.000 1.711.000 293.988.000 295.699.000 
4.401.00

0 
1.130 

 

Tabel 2.15 Rekapitulasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara 

(Prodeo) pada Pengadilan Agama se Jawa Timur Tahun 2020 

 

Secara keseluruhan pagu anggaran yang diberikan pada Pengadilan Agama 

se Jawa Timur selama tahun 2020 untuk kegiatan Prodeo sebesar Rp. 

300.100.000,- dengan realisasi dari pelaksanaan kegiatan pembebasan biaya 

perkara sebanyak 1.130 perkara menghabiskan anggaran sebesar Rp. 

295.699.000,- (98,53%), sehingga pada tahun 2020 ini masih menyisakan 

anggaran sebesar Rp. 4.401.000,- (1,47%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
Komposisi SDM bersarkan kepangkatan 

- 37 - 
 

BAB III 
 
 

SUMBER DAYA MANUSIA 
 

A. SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi 

institusi. Sebagai salah satu faktor pendukung manajemen Sumber Daya Manusia yang 

lebih baik, mekanisme pembinaan karir diwujudkan dengan menjadikan penilaian 

berbasis kinerja sebagai komponen utama, dengan mengacu pada Undang Undang 

Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hal ini untuk memacu setiap Sumber 

Daya Manusia dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi. 
 

Di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. secara umum dan di Lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya khususnya pengelolaan Sumber Daya Manusia 

(Aparatur Peradilan Agama) yang ada diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi serta wewenang peradilan, sehingga tercipta Sumber Daya Manusia yang efektif 

dan efisien yang merupakan aset berharga bagi institusi. 

Sumber Daya Manusia dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu Sumber Daya 

Manusia Teknis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial. Berikut 

kami sampaikan Sumber Daya Manusia Tenaga Teknis Yudisial pada Peradilan di 

wilayah PTA Surabaya 

 

NO SATKER KLS 

TEKNIS YUDISIAL 

KETU

A 

WAKI

L 

KETU

A 

HAKI

M 

TINGG

I/ 

HAKI

M 

PANITER

A 

WAKIL 

PANITER

A 

PANMU

D 
PP 

JUR

U 

SITA 

JSP 

1 PTA Surabaya  1 1 24 1 0 2 15 0 0 

2 PA Bangil IB 1 0 4 1 0 3 4 0 2 

3 PA Bangkalan IB 1 1 4 1 0 3 0 0 2 

4 PA Banyuwangi IA 1 1 18 1 0 3 7 0 5 

5 PA Bawean II 1 1 2 1 0 3 0 0 0 

6 PA Blitar IA 1 0 14 1 0 3 8 1 1 

7 PA Bojonegoro IA 1 1 9 1 0 3 5 1 1 

8 PA Bondowoso IB 0 1 4 1 0 3 2 1 2 
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9 PA Gresik IB 1 1 5 1 0 3 4 2 3 

10 PA Jember IA 1 1 18 1 0 3 12 1 3 

11 PA Jombang IB 1 1 5 1 0 3 4 1 2 

12 PA Kab. Kediri IA 1 1 10 1 0 3 7 1 0 

13 PA Kab. Madiun IB 1 1 0 1 0 3 5 1 0 

14 PA Kab. Malang IA 1 1 28 1 0 3 18 2 2 

15 PA Kangean II 1 1 2 1 0 2 0 0 1 

16 PA Kota Kediri IB 0 1 3 1 0 3 2 0 0 

17 PA Kota Madiun II 0 1 3 1 0 3 2 0 0 

18 PA Kota Malang IA 1 1 14 1 0 3 13 1 0 

19 PA Kraksaan IB 0 1 7 1 0 3 3 2 0 

20 PA Lamongan IA 1 1 15 1 0 3 6 1 1 

21 PA Lumajang IA 1 1 9 1 0 3 5 2 3 

22 PA Magetan IB 0 1 4 1 0 3 5 1 1 

23 PA Mojokerto IB 0 1 7 1 0 3 5 2 2 

24 PA Nganjuk IB 1 1 5 1 0 3 2 0 3 

25 PA Ngawi IB 0 1 5 1 0 3 6 2 1 

26 PA Pacitan IB 0 1 4 1 0 3 3 1 0 

27 PA Pamekasan IB 1 1 3 1 0 3 2 1 1 

28 PA Pasuruan IB 0 1 4 1 0 3 5 1 4 

29 PA Ponorogo IB 0 1 5 1 0 3 9 0 1 

30 PA Probolinggo IB 0 1 3 1 0 3 1 2 1 

31 PA Sampang IB 1 1 3 1 0 3 1 1 1 

32 PA Sidoarjo IA 1 0 14 1 0 3 12 3 0 

33 PA Situbondo IB 0 1 4 1 0 3 3 1 4 

34 PA Sumenep IB 0 1 4 1 0 3 1 1 3 

35 PA Surabaya IA 1 1 24 1 0 3 16 3 1 

36 PA Trenggalek IB 1 1 4 1 0 3 5 0 0 

37 PA Tuban IA 1 1 11 1 0 3 5 2 4 

38 PA Tulungagung IA 0 1 12 1 0 3 7 1 2 

JUMLAH 24 35 314 38 0 112 210 39 57 

Tabel 3.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Di Bidang Teknis Pada PTA Dan PA 

Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial pada Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya terdiri dari : 

Ketua : 1 (satu) orang 

Wakil Ketua : 1 (satu) orang 

Hakim Tinggi : 24 (dua puluh empat) orang 

Panitera : 1 (satu) orang 

Panitera Muda : 2 (dua) orang 

Panitera Pengganti : 15 (lima belas) orang 
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Grafik 3. 1 Prosentase Komposisi SDM Teknis Yudisial 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020 

 

Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama di 

wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdiri dari: 
 

Ketua : 23 (dua puluh dua) orang 

Wakil Ketua : 33 (tiga puluh tiga) orang 

Hakim : 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) orang 

Panitera : 37 (tiga puluh tujuh) orang 

Panitera Muda : 110 (seratus sepuluh) orang 

Panitera Pengganti : 195 (seratus sembilan puluh lima) orang 

Jurusita : 38 (tiga puluh delapan) orang 

Jurusita Pengganti : 57 (lima puluh tujuh) orang  

 

Dengan rincian SDM Yudisial tersebut diatas yang belum terisi / kosong sebagai 

berikut, Ketua 14 (empat belas) orang pada satuan kerja Pengadilan Agama Bondowoso, 

Kota Kediri, Kota Madiun, Kraksaan, Magetan, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, 

Ponorogo, Probolinggo, Situbondo, Sumenep dan Tulungagung dan Wakil Ketua 3 (tiga) 

orang pada satuan kerja Pengadilan Agama Bangil, Blitar dan Sidoarjo, Panitera Muda 

Gugatan 1 (satu) orang pada satuan kerja Pengadilan Agama Kangean. 
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Grafik 3. 2 Prosentase Komposisi Sumber Daya Manusia 

Teknis Yudisial Pengadilan Agama Tahun 2020 
 

Untuk Tenaga Non Teknis Yudisial pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdiri 

dari: 

NO

. 
SATKER 

KELA

S 

NON TEKNIS YUDISIAL 

SEKRETARI

S 

KEPALA 

BAGIAN 

KEPALA 

SUB 

BAGIAN 

FUNGSIONAL 

TERTENTU 
PELAKSANA 

1 PTA Surabaya - 1 2 4 0 13 

2 PA Bangil IB 1 0 3 0 0 

3 PA Bangkalan IB 1 0 3 0 0 

4 PA Banyuwangi IA 1 0 3 0 1 

5 PA Bawean II 1 0 3 0 0 

6 PA Blitar IA 1 0 3 0 0 

7 PA Bojonegoro IA 1 0 2 0 3 

8 PA Bondowoso IB 1 0 3 0 0 

9 PA Gresik IB 1 0 3 0 1 

10 PA Jember IA 1 0 3 0 1 

11 PA Jombang IB 1 0 3 0 2 

12 PA Kab. Kediri IA 1 0 3 0 3 

13 
PA Kab. 

Madiun 
IB 1 0 3 0 1 

14 
PA Kab. 

Malang 
IA 1 0 3 0 2 

15 PA Kangean II 1 0 2 0 0 

16 PA Kota Kediri IB 1 0 2 0 2 

17 
PA Kota 

Madiun 
II 1 0 3 0 0 

18 
PA Kota 

Malang 
IA 

1 0 3 
0 3 

19 PA Kraksaan IB 1 0 3 0 1 

20 PA Lamongan IA 1 0 2 0 1 

21 PA Lumajang IA 1 0 2 0 1 
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22 PA Magetan IB 1 0 3 0 0 

23 PA Mojokerto IB 1 0 3 0 0 

24 PA Nganjuk IB 1 0 2 0 0 

25 PA Ngawi IB 1 0 3 0 0 

26 PA Pacitan IB 1 0 2 0 2 

27 PA Pamekasan IB 1 0 3 0 4 

28 PA Pasuruan IB 1 0 3 0 1 

29 PA Ponorogo IB 1 0 3 1 1 

30 PA Probolinggo IB 1 0 3 0 1 

31 PA Sampang IB 1 0 3 0 1 

32 PA Sidoarjo IA 1 0 3 0 2 

33 PA Situbondo IB 1 0 3 0 0 

34 PA Sumenep IB 1 0 3 0 0 

35 PA Surabaya IA 1 0 3 0 2 

36 PA Trenggalek IB 1 0 3 0 0 

37 PA Tuban IA 1 0 3 0 1 

38 
PA 

Tulungagung 
IA 1 0 3 0 1 

JUMLAH 38 2 108 1 51 

Tabel 3.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Di Bidang Teknis Pada PTA Dan PA 

Sumber Daya Manusia (SDM) Non Teknis Yudisial pada Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya terdiri dari : 

Sekretaris : 1 (satu) orang  

Kepala Bagian Perencanaan & Kepegawaian : 1 (satu) orang 

Kepala Bagian Umum & Keuangan : 1 (satu) orang 

Kasubbag Kepegawaian & Teknologi Informasi : 1 (satu) orang 

Kasubbag Rencana Program &Anggaran : 1 (satu) orang 

Kasubbag Keuangan & Pelaporan : 1 (satu) orang 

Kasubbag Tata Usaha & Rumah Tangga : 1 (satu) orang 

Kasubbag Kepegawaian dan Tehnologi Informasi : 1    (satu) orang  

Pelaksana : 13 (tiga belas) orang 
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Grafik 3. 3 Prosentase Komposisi Sumber Daya Manusia 

Non Teknis Yudisial Pengadilan Agama Tahun 2020 
 

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama di wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdiri dari : 
 

Sekretaris : 37 (tiga puluh tujuh) orang 

Kasubbag Kepeg, Organisasi dan Tata 

Laksana : 35 (tiga puluh lima) orang 

Kasubbag Umum dan Keuangan : 35 (tiga puluh lima) orang 

Kasubbag Perencanaan, TI & 

Pelaporan : 33 (tiga puluh tiga) orang 

Fungsional tertentu : 1 (satu) orang 

Pelaksana : 38 (tiga puluh delapan) orang  
 

Dengan rincian Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial tersebut diatas yang 

belum terisi / kosong adalah sebagai berikut : Kepala Sub Bagian Perencanaan, 

Tehnologi Informasi dan Pelaporan 4 orang pada satuan kerja Pengadilan Agama 

Lamongan, Lumajang, Pacitan dan Kangean, Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

Organisasi dan Tata Laksana 2 orang pada satuan kerja Pengadilan Agama Bawean dan 

Kota Kediri, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 2 orang pada satuan kerja 

Pengadilan Agama Bojonegoro dan Nganjuk. 
  

Komposisi Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial tahun 2020 dapat 

digambarakan sesuai grafik berikut : 
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Grafik 3.4 Prosentase Komposisi Sumber Daya Manusia 

Non Teknis Yudisial Tahun 2020 
 

A. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan / Golongan  

Pangkat dan Golongan merupakan bagian penting dari sebuah prestasi Pegawai 

Negeri Sipil, karena pada hakekatnya Pangkat dan Golongan merupakan penghargaan 

yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi baik dan telah memenuhi syarat 

untuk dinaikan pangkatnya. Kenaikan Pangkat dan Golongan diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana disempurnakan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 untuk Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 untuk Kenaikan Pangkat Hakim. Pangkat dan 

Golongan juga menjadi syarat untuk menduduki satu jenjang jabatan di lingkungan 

Peradilan baik jabatan struktural maupun teknis, di samping memiliki kompetensi 

sebagai bagian dari merit sistem dalam pengembangan karier pegawai. 

Berdasarkan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama dan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya, kami sajikan komposisi SDM berdasarkan Pangkat dan 

Golongan sebagaimana tabel di bawah ini. 
                    

NO. SATKER 
PANGKAT/ GOLONGAN TOTAL 

I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e  

1 
PTA 

Surabaya 
- - - - - 

1 
- - 

9 3 3 9 8 2 2 2 22 
61 

2 PA Bangil - - - - - 1 - - 3 - 5 6 3 1 1 - - 20 
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3 
PA 

Bangkalan 
- - - - 1 1 - - - 1 2 5 2 1 3  - 16 

4 
PA 

Banyuwangi 
- - - - - 5 - - 1 6 2 4 1 2 5 15 - 41 

5 PA Bawean - - - - - - 1 - - 4 4 3 1 - - - - 13 

6 PA Blitar - - - - - 1 - - - 5 3 4 4 - 9 7 - 33 

7 
PA 

Bojonegoro 
- - - - - 1 1 - 2 3 3 4 1 2 3 8 - 28 

8 
PA 

Bondowoso 
- - - - - - - 

1 1 3 4 3 2 2 2 
- - 18 

9 PA Gresik - - - - - - - 3 2 3 6 2 4 2 3 - - 25 

10 PA Jember - - - - - 3 - - 2 3 7 6 2 2 12 8 - 45 

11 PA Jombang - - - - - 2 1 - 1 2 5 3 6 - 2 2 - 24 

12 
PA Kab. 

Kediri 
- - - - - - - - 

4 2 4 5 2 2 7 5 
- 31 

13 
PA Kab. 

Madiun 
- - - - - 1 - - 2 3 3 5 3 1 3 - - 21 

14 
PA Kab. 

Malang 
- - - - - 2 - - 2 7 6 7 7 2 12 17 - 62 

15 PA Kangean - - - - - - - 1 2 3 2 1 1 1 - - - 11 

16 
PA Kota 

Kediri 
- - - - - - - - 2 2 2 1 4 1 3 - - 15 

17 
PA Kota 

Madiun 
- - - - - - - - - 2 5 6 1 - - - - 14 

18 
PA Kota 

Malang 
- 1 - - - - - - 1 3 9 3 7 1 10 6 - 41 

19 PA Kraksaan - - - - - - - 1 3 2 3 5 5 2 1 - - 22 

20 
PA 

Lamongan 
- - - - - 1 - - 2 2 

- 
7 3 1 6 12 1 35 

21 
PA 

Lumajang 
- - - - - 3 - - 1 5 1 4 2 2 6 5 - 29 

22 PA Magetan - - - - 1 1 - - - 4 3 7 2 1 1 - - 20 

23 
PA 

Mojokerto 
- - - - 1 1 - - 5 1 3 6 1 3 4 - - 25 

24 PA Nganjuk - - - - - 1 - 2 - - 6 2 2 3 3 - - 19 

25 PA Ngawi - - - - - 1 - - 1 3 7 4 3 1 3 - - 23 

26 PA Pacitan - - - - - - - - 3 2 - 7 3 - 3 - - 18 

27 
PA 

Pamekasan 
- - - - 1 1 - - 1 2 2 7 2 2 3 - - 21 

28 PA Pasuruan - - - - 1 2 - - 1 7 2 6 2 1 2 - - 24 

29 
PA 

Ponorogo 
- - - - - - - - 4 5 5 7 3 - 1 1 - 26 

30 
PA 

Probolinggo 
- 1 - - 1 - 1 - - 2 3 4 3 1 

- - 
- 16 

31 PA Sampang - - - - - 2 1 - - 1 3 6 1 1 2 - - 17 

32 PA Sidoarjo - - - - - 1 - - 2 6 10 3 2 2 6 8 - 40 

33 
PA 

Situbondo 
- - - - - 3 - - 2 6 3 1 2 1 3 - - 21 
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34 PA Sumenep - - - - 1 1 - - - 2 3 5 3 - 3 - - 18 

35 PA Surabaya - - - - 1 - - - 1 2 13 8 3 2 9 17 - 56 

36 PA Trenggalek - - - - - - - - 1 4 3 5 2 2 2 - - 19 

37 PA Tuban - - - - - 3 - - 4 3 2 4 4 1 1 11 - 33 

38 
PA 

Tulungagung 
- - - - - - - 1 2 4 3 5 2 3 3 9 - 32 

JUMLAH 

SELURUHNYA 
- - - - 8 39 5 9 67 118 150 180 109 51 139 133 23 1033 

Tabel 3.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan Di Lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020 

Dari uraian diatas dapat divisualisasikan dalam grafik berikut : 

 

 
 

Grafik 3.5 Komposisi Sdm Berdasarkan Golongan/Ruang Di Lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun 2020 

B. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Latar belakang pendidikan formal yang dimiliki menjadi identitas seorang pegawai 

kemana arah jenjang karirnya akan dibina, sehingga pendidikan merupakan bagian yang 

sangat penting yang perlu menjadi perhatian dalam pembinaan dan pengembangan karier 

pegawai. Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat 

berdasarkan komposisi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.4 Komposisi Sdm Berdasarkan Pendidikan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun 2020
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NO. SATKER 
TINGKAT PENDIDIKAN 

TOTAL 
SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3 

1 PTA Surabaya - - 1 - - 1 26 32 2 62 

2 PA Bangil - - 1 - - - 15 4 - 20 

3 PA Bangkalan - - 2 - - - 6 8 - 16 

4 PA Banyuwangi - - 5 - - - 11 24 1 41 

5 PA Bawean - - 2 - - - 6 5 - 13 

6 PA Blitar - - 1 - - - 13 19 - 33 

7 PA Bojonegoro - - 2 - - - 13 11 2 28 

8 PA Bondowoso - - 2 - - - 12 4 - 18 

9 PA Gresik - - 3 - - 1 12 7 2 25 

10 PA Jember - - - - - - 22 23 1 46 

11 PA Jombang - - 3 - - - 9 12 - 24 

12 PA Kab. Kediri - - 1 - - - 17 13 1 32 

13 PA Kab. Madiun - - 1 - - - 9 9 2 21 

14 PA Kab. Malang - - 3 - - - 14 42 3 62 

15 PA Kangean - - 1 - - - 4 6 - 11 

16 PA Kota Kediri - - 1 - - - 8 6 - 15 

17 PA Kota Madiun - - - - - - 6 8 - 14 

18 PA Kota Malang 1 - - - - - 10 29 1 41 

19 PA Kraksaan - - 1 - - - 12 9 - 22 

20 PA Lamongan - - 1 - - - 14 15 3 33 

21 PA Lumajang - - 2 - - - 12 14 1 29 

22 PA Magetan - - 2 - - - 15 3 - 20 

23 PA Mojokerto - - 1 - - - 15 8 1 25 

24 PA Nganjuk - - 1 - - 1 9 8 - 19 

25 PA Ngawi - - 1 - - 1 16 5 - 23 

26 PA Pacitan - - - - - - 16 2 - 18 

27 PA Pamekasan - - 7 - - - 10 4 - 21 

28 PA Pasuruan - - 4 - - - 10 9 1 24 

29 PA Ponorogo - - - - - - 22 4  26 

30 PA Probolinggo 1  2 - - - 4 9  16 

31 PA Sampang - - 3 - - - 11 2 1 17 

32 PA Sidoarjo - - 1 - - - 22 17 - 40 

33 PA Situbondo - - - - - - 12 9 - 21 

34 PA Sumenep - - 5 - - - 8 5 - 18 

35 PA Surabaya - - - - - - 20 35 1 56 

36 PA Trenggalek - - - - - - 12 7 - 19 

37 PA Tuban - - - - - 1 21 11 - 33 

38 
PA 

Tulungagung - - 
2 

- - - 
16 14 

- 
32 
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JUMLAH 

SELURUHNYA 
2 

- 
62 

- - - 
490 452 23 1034 

 
 
Dari uraian diatas dapat divisualisasikan dalam grafik berikut :  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.6 Komposisi Sdm Berdasarkan Pendidikan Di Lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020 
 

C. Mutasi 

Pelaksanaan Promosi dan Mutasi bagi pegawai berdasarkan pada Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tenta ng Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan 

Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan 

dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung R.I. nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang 

Pendelegasian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat 

Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di Bidang 

Kepegawaian. 
 
 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memproses usul mutasi masuk 

sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan mutasi keluar sebanyak 9 (sembilan) orang 

sedangkan untuk Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

telah memproses mutasi masuk sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) dan mutasi 
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keluar sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) 

sebagaimana disajikan dalam pada table berikut : 

 

NO. SATKER 

MUTASI MASUK MUTASI KELUAR 

HAKIM 
TEKNIS 

YUDISIAL 

NON 

TEKNIS 

YUDISIAL 

JUMLAH HAKIM 
TEKNIS 

YUDISIAL 

NON 

TEKNIS 

YUDISIAL 

JUMLAH 

1 
PTA 

Surabaya 
16 5 9 30 4 1 4 9 

2 PA Bangil 4 1 0 5 6 1 0 7 

3 
PA 

Bangkalan 
3 1 0 4 3 2 1 6 

4 
PA 

Banyuwangi 
14 2 1 17 13 1 1 15 

5 PA Bawean 2 0 0 2 1 1 2 4 

6 PA Blitar 10 3 0 13 12 2 2 16 

7 
PA 

Bojonegoro 
4 2 0 6 5 1 1 7 

8 
PA 

Bondowoso 
2 1 0 3 3 1 0 4 

9 PA Gresik 2 6 1 9 3 6 1 10 

10 PA Jember 12 1 1 14 14 1 2 17 

11 PA Jombang 5 1 0 6 4 1 0 5 

12 
PA Kab. 

Kediri 5 4 1 10 10 1 1 12 

13 
PA Kab. 

Madiun 
4 0 0 4 2 1 0 3 

14 
PA Kab. 

Malang 
19 5 0 24 8 3 1 12 

15 PA Kangean 4 0 0 4 3 1 0 4 

16 
PA Kota 

Kediri 
3 0 0 3 3 3 0 6 

17 
PA Kota 

Madiun 
1 0 0 1 5 0 0 5 

18 
PA Kota 

Malang 7 3 2 12 6 4 2 12 

19 PA Kraksaan 7 1 2 10 4 1 0 5 

20 
PA 

Lamongan 
10 5 1 16 6 4 1 11 

21 
PA 

Lumajang 
3 4 0 7 5 2 1 8 

22 PA Magetan 4 0 0 4 3 2 0 5 

23 
PA 

Mojokerto 7 3 2 
12 

4 2 2 
8 

24 PA Nganjuk 4 0 0 4 2 1 0 3 

25 PA Ngawi 6 2 0 8 5 0 0 5 

26 PA Pacitan 4 0 2 6 4 2 0 6 

27 
PA 

Pamekasan 
3 0 1 4 3 1 0 4 

28 PA Pasuruan 4 4 2 10 6 1 1 8 

29 
PA 

Ponorogo 
2 1 1 4 1 1 2 4 
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30 
PA 

Probolinggo 
3 1 0 4 3 2 0 5 

31 PA Sampang 5 0 0 5 5 0 0 5 

32 PA Sidoarjo 6 2 2 10 4 2 2 8 

33 PA Situbondo 0 1 0 1 2 1 2 5 

34 PA Sumenep 2 1 0 3 0 2 1 3 

35 PA Surabaya 19 2 3 24 11 1 5 17 

36 
PA 

Trenggalek 
3 1 1 5 4 1 0 5 

37 PA Tuban 4 2 1 7 6 3 1 10 

38 
PA 

Tulungagung 
4 2 0 6 4 1 0 5 

JUMLAH 217 67 33 317 187 61 36 284 

 Tabel 3.5 Rekapitulasi Hakim Dan Pegawai Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya Tahun 2020 

D. Promosi 

 

Promosi yang sudah terealisasi pada tahun 2020 di wilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya, baik melalui usulan PTA Surabaya maupun langsung berdasarkan hasil 

TPM Badilag ataupun Biro Kepegawaian Mahakamah Agung RI terdiri dari 43 (empat 

puluh tiga) orang hakim dan 59 (lima puluh sembilan) orang pegawai (baik teknis 

maupun non teknis) yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

NO SATKER 

PROMOSI SEBAGAI 

KETU

A 

WAKIL 

KETUA 

PANITER

A 

SEKRETARI

S 

PANMU

D 

KABA

G 

KASUB

BAG 

P

P 

JUMLA

H 

1 PTA Surabaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 PA Bangil 0 2 0 0 1 0 0 0 3 

3 PA Bangkalan 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

4 PA Banyuwangi 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

5 PA Bawean 1 0 0 0 2 0 0 0 3 

6 PA Blitar 1 0 0 0 0 0 1 1 3 

7 PA Bojonegoro 1 0 0 1 2 0 0 0 4 

8 PA Bondowoso 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

9 PA Gresik 1 0 1 0 1 0 1 2 6 

10 PA Jember 1 1 0 1 0 0 0 1 4 

11 PA Jombang 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

12 PA Kab. Kediri 1 1 0 1 0 0 0 3 6 

13 PA Kab. Madiun 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

14 PA Kab. Malang 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

15 PA Kangean 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

16 PA Kota Kediri 0 1 0 0 1 0 0 3 5 
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17 PA Kota Madiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 PA Kota Malang 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

19 PA Kraksaan 0 2 1 0 0 0 0 0 3 

20 PA Lamongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 PA Lumajang 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

22 PA Magetan 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

23 PA Mojokerto 1 0 1 1 0 1 0 0 4 

24 PA Nganjuk 1 1 0 0 1 0 0 0 3 

25 PA Ngawi 0 1 0 0 1 0 0 1 3 

26 PA Pacitan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 PA Pamekasan 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

28 PA Pasuruan 1 2 0 0 1 0 0 0 4 

29 PA Ponorogo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

30 PA Probolinggo 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

31 PA Sampang 1 1 1 0 0 0 1 0 4 

32 PA Sidoarjo 1 2 0 0 0 0 0 1 4 

33 PA Situbondo 1 1 0 1 2 0 1 1 7 

34 PA Sumenep 1 1 0 0 0 0 1 0 3 

35 PA Surabaya 2 1 1 0 0 0 1 0 5 

36 PA Trenggalek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 PA Tuban 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

38 PA Tulungagung 1 0 1 1 0 0 0 1 4 

JUMLAH 22 21 8 7 16 1 9 18 102 

 Tabel 3.6 Rekapitulasi Promosi Hakim Dan Pegawai Di Lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020 

E. Pensiun 

Sepanjang tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memproses usul 

pensiun berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun 

Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai sebanyak 56 (lima puluh enam) orang yang 

terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang hakim, 28 (dua puluh delapan) orang Bidang 

Kepaniteraan/Panitera Pengganti dan 6 (enam) orang Bidang Kesekretariatan yang dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
 

 

 

 

 

 

Tabel 3.7 Pensiun Pegawai  Di Lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun 2020

NO. UNSUR JUMLAH 

1 Hakim 22 

2 Pejabat dan Pegawai Bidang Kepaniteraan 28 

3 Pejabat dan Pegawai Bidang Kesekretariatan 6 

  Jumlah  56 
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Selama masa pandemi Covid 19 Tahun 

2020 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

telah terdampak, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

NO NAMA NIP JABATAN SATKER 

1 Mohamad Taufiq, S.H.I. 198006062011011006 Panitera Pengganti 
Pengadilan Agama  

Mojokerto 

2 M. Wiyanto, S.H. 196109101990031002 
Panitera Muda 

Hukum 

Pengadilan Agama 

Banyuwangi 

3 Drs. H. Shohibul Bahri, M.HES. 195907151994031001 Hakim 
Pengadilan Agama 

Nganjuk 

4 Trisno Sujarwo, S.H. 197007232014081001 Panitera Pengganti 
Pengadilan Agama 

Bojonegoro 

5 Drs. Rofi'I, M.H. 196505251993031003 Hakim 
Pengadilan Agama 

Bojonegoro 

6 Drs. H. Moh. Hifni, M.A. 196006111993031004 Hakim 
Pengadilan Agama 

Banyuwangi 

7 Dra. Nurlina 196501271993032002 Hakim 
Pengadilan Agama 

Sidoarjo 

8 Syafi'I Rahman, S. Ag. 196911152006041010 

Kasubbag 

Perencanaan, TI 

dan Pelaporan 

Pengadilan Agama 

Lamongan 

9 Drs. Sholichin S., M. HI. 196005041992031003 Hakim  
Pengadilan Agama 

Lamongan 

10 Drs. H. Nur Rohman, S.H., M.H. 196802021993031001 Hakim 
Pengadilan Agama 

Bojonegoro 

Tabel 3.8 Usul Pensiun  Janda/Duda Pegawai Di Lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun 2020  
 

F. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat) 
 

Selama tahun 2020, tenaga teknis maupun non teknis di lingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya telah mengikuti berbagai diklat antara lain : 

1. Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah; 

2. Bimtek Manajemen Peradilan; 

3. Bimtek SAKIP; 

4. Bimtek Penatausahaan & Perbendaharaan Keuangan Negara; 

5. Diklat Bendahara Pengeluaran; 

6. Diklat Ekonomi Syariah (Online); 

7. Pelatihan Hakim Mediator; 

8. Pelatihan Risk Management for Public Sector; 

9. Pelatihan Kompetensi Kehumasan; 

10. Pelatihan Teknis Fungsional Gugatan Sederhana bagi Hakim di Lingkungan 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia; 

11. Live Training Webinar Manajemen Resiko Gelombang VI; 

12. Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh 

Indonesia; 
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NO. NAMA DIKLAT 
TANGGAL 

DIKLAT 
NAMA PESERTA JABATAN 

1.  
Pelatihan Sertifikasi Hakim 

Ekonomi Syariah 

14/09/2020 

s/d 

28/10/2020 

Drs. H. Gembong Edy 

Sujarno, M.H 

Hakim PA 

Bojonegoro 

2.  
Bimtek Manajemen Peradilan 

PTA Sby 

23/10/2020 

s/d 

25/10/2020 

Drs. Syamsul Aziz, M.H 
Ketua PA 

Bojonegoro 

3.  
Bimtek Manajemen Peradilan 

PTA Sby 

23/10/2020 

s/d 

25/10/2020 

Drs. Faiq, M.H. 
Wakil Ketua PA 

Bojonegoro 

4.  Bimtek SAKIP  

23/10/2020 

s/d 

25/10/2020 

Drs. H. SolikinN, S.H.,M.H. 
Panitera PA 

Bojonegoro 

5.  Bimtek SAKIP  

23/10/2020 

s/d 

25/10/2020 

Yeti Rianawati, S.H., M.H 
Sekretaris PA 

Bojonegoro 

6.  Bimtek SAKIP  

23/10/2020 

s/d 

25/10/2020 

Novan Yahya Utama, S.Kom 
Kasubbag PTIP 

PA Bojonegoro 

7.  
Bimtek Penatausahaan & 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16/09/2020 

s/d 

18/09/2020 

Yunistira Fauziah, S.HI. 
Kasubbag Kepeg 

PA Bojonegoro 

8.  
Bimtek Penatausahaan & 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16/09/2020 

s/d 

18/09/2020 

Try Maya Octavia, S.E. 
ASDMA PA 

Bojonegoro 

9.  Diklat Bendahara Pengeluaran 

27/04/2020 

s/d 

01/05/2020 

Try Maya Octavia, S.E. 
ASDMA PA 

Bojonegoro 

10.  Diklat Bendahara Pengeluaran 

11/05/2020 

s/d 

15/05/2020 

Yadi Sepriadi, S.Kom. 
Prakom PA 

Bojonegoro 

11.  Diklat Bendahara Penerimaan 

27/04/2020 

s/d 

01/05/2020 

Endah Ratna Wijaya, S.H PP PA Bojonegoro 

12.  Bintek Managemen 

23/11/2020 

s/d 

25/11/2020 

Dr. Hj. Nurul Maulidah, 

S.Ag., M.H. 
Wakil Ketua 

13.  Bintek Managemen 

23/11/2020 

s/d 

25/11/2020 

As’ad, S.Ag. Panitera 

14.  Bintek Managemen 

23/11/2020 

s/d 

25/11/2020 

Syamsudl Dluha, S.Kom., 

S.H.I. 
Sekretaris 

15.  Bintek Managemen 

23/11/2020 

s/d 

25/11/2020 

Laili Hidayati, A.Md., S.H. Kasubbag. PTIP 

16.  
Bimtek Panitera Pengganti se 

wilayah PTA Surabaya 

19/02/2020 

s/d 

21/02/2020 

Arifin, S.H., M.H. 
Panitera Pengganti 

PA Kab. Malang 

17.  Pelatihan Hakim Mediator 

18/02/2020 

s/d 

27/02/2020 

Drs. H. Moh. Mujib, M.H. 
Ketua PA Kab. 

Malang 

18.  Pelatihan Risk Management for 06/07/2020 Idha Nur Habibah, S.H., M.H. Panitera Pengganti 
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Public Sector s/d 

10/07/2020 

PA Kab. Malang 

19.  Bimtek Manajemen Peradilan 

23/11/2020 

s/d 

25/11/2020  

Drs. Santoso, M.H. 
Ketua PA Kab. 

Malang 

20.  Pelatihan Kompetensi Kehumasan 

10/08/2020 

s/d 

15/08/2020  

Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H, 

M.H. 

Hakim PA Kab. 

Malang 

21.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16/09/2020 

s/d 

18/09/2020 

Hera Nurdiana, S.H., M.H. 
Panitera Pengganti 

PA Kab. Malang 

22.  Bimtek Jurusita 

16/09/2020 

s/d 

1809/2020 

Margono, S.Ag., S.H., M.H. 
Panmud Gugatan 

PA Kab. Malang 

23.  Bimtek Manajemen Peradilan 

23/11/2020 

s/d 

25/11/2020 

Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., 

M.H. 

Wakil Ketua PA 

Kab. Malang 

24.  

Pelatihan Teknis Fungsional 

Gugatan Sederhana bagi Hakim di 

Lingkungan Peradilan Umum  

dan Peradilan Agama Seluruh 

Indonesia 

16/10/2020 

s/d 

5/11/2020  

Drs. H.A. Nurjihad 
Hakim PA Kab. 

Malang 

25.  

Pelatihan Teknis Fungsional 

Panitera Pengganti Lingkungan 

Peradilan Agama  

Seluruh Indonesia 

06/11/2020 

s/d 

23/11/2020  

Ahmad Rosyidi, S.H., M.H. 
Panitera Pengganti 

PA Kab. Malang 

26.  Bimtek SAKIP 

23/11/2020 

s/d 

25/11/2020 

Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., 

M.H. 

Panitera PA Kab. 

Malang 

27.  Bimtek SAKIP 

23/11/2020 

s/d 

25/11/2020 

H. Khoirudin, S.H. 
Sekretaris PA 

Kab. Malang 

28.  Bimtek SAKIP 

23/11/2020 

s/d 

25/11/2020 

Mohammad Faried Dzikrullah, 

S.H. 

Kasubbag PTIP 

PA Kab. Malang 

29.  
Diklat Fungsional Analis 

Kepegawaian Ahli Pertama 

09/10/2020 

s/d 

09/11/2020 

Mia Afriza Fajarwati, S.A.P. 

Analis 

Kepegawaian Ahli 

Pertama PA Kab. 

Malang 

30.  
Pelatihan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

09 s.d. 26 

Februari 

2020 

Kholid Darmawan, S.H. 
Panitera PA 

Lumajang 

31.  Integrated Risk Management 

06 Mei s.d 

05 Juni 

2020 

Kholid Darmawan, S.H. 
Panitera PA 

Lumajang 

32.  Integrated Risk Management 
08- Juni s.d 

03 Juli 2020 
Umi Rofiqoh, S.H.,M.H. 

Sekretaris PA 

Tuban 

33.  
Workshop Online Metodologi 

Penelitian  

04- s.d 27 

Juni 2020 

Magya Ramadhania Putri, 

S.A.P. 

Analis 

Kepegawaian Ahli 

Pertama PA Tuban 

34.  
Live Training Webinar 

Manajemen Resiko Gelombang 

VI 

20-24 Juli 

2020 
Thoyib Teguh Dwi Nugroho JSP PA Tuban 

35.  Online Adobe After Effect 14 s.d. 18 Akh. Edy Ismanto, S.Kom. Honorer/Staf 
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September 

2020 

Kasubbag PTIP 

PA Tuban 

36.  
Bimbingan Teknis Jurusita di 

Lingkungan PTA Surabaya Tahun 

2020 

16 s.d 18 

September 

2020 

As’ad, S.Ag. Panitera PA Tuban 

37.  
Bimbingan Teknis Penata usahaan 

dan Perbendaharaan Keuangan 

Negara 

16 s.d 18 

September 

2020 

Thoyib Teguh Dwi Nugroho JSP PA Tuban 

38.  
Bimbingan Teknis Penata usahaan 

dan Perbendaharaan Keuangan 

Negara 

16 s.d 18 

September 

2020 

Nurlailia Isnawati, A.Md. JS PA Tuban 

39.  Online Basic Video Editting 

21 s.d. 25 

September 

2020 

Agus Pujo Harianto, S.Kom. 

Honorer/Staf 

Kasubbag PTIP 

PA Tuban 

40.  
Hakim Mediator Bagi Hakim 

Peradilan Agama 

02 s.d.18 

Maret 2020 
Drs. H. Irwandi, M.H. 

Hakim PA Kodya 

Malang 

41.  
Hakim Mediator Bagi Hakim 

Peradilan Agama 

02 s.d.18 

Maret 2020 

Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., 

M.H. 
Hakim PA Tuban 

42.  
Seminar Mengelola Stress Bekerja 

di Pengadilan 

22 

September 

2020 

Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., 

M.H. 
Hakim PA Tuban 

43.  
Pelatihan Sertifikasi Ekonomi 

Syariah di Lingkungan Peradilan 

Agama Seluruh Indonesia 

11 

September 

s.d 28 

Oktober 

2020 

Drs. Muntasir, S.H., M.H.P. Hakim PA Tuban 

44.  
Diklat Fungsional Penjenjangan 

Perencana (DFPP) Pertama 

14 

September 

s.d 30 

Oktober 

2020 

Weninging Tyas 

Wahyuningrum, S.H 
JSP PA Tuban 

45.  
Diklat Fungsional Analis Sumber 

Daya Manusia Aparatur Ahli 

Pertama 

09 Oktober 

s.d. 09 

November 

2020 

Magya Ramadhania Putri, 

S.A.P. 

Analis 

Kepegawaian Ahli 

Pertama PA Tuban 

46.  
Bimbingan Teknis Manajemen 

Peradilan 

23 s.d. 25 

November 

2020 

Dra. Hj. Nur Indah H. Nur, 

S.H. 

Ketua Pengadilan 

Agama Tuban 

47.  
Bimbingan Teknis Manajemen 

Peradilan 

23 s.d. 25 

November 

2020 

Drs. Kh. Taufiqurrohman, 

S.H., M.H. 

Wakil Ketua 

Pengadilan Agama 

Tuban 

48.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

23 s.d. 25 

November 

2020 

As’ad, S.Ag. Panitera PA Tuban 

49.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

23 s.d. 25 

November 

2020 

Umi Rofiqoh, S.H.,M.H. 
Sekretaris PA 

Tuban 

50.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

23 s.d. 25 

November 

2020 

Siti Sopiyah, S.Si. 
Kasubbag PTIP 

PA Tuban 

51.  Sertifikasi Bendahara  
Februari 

2020 
M. Ali Mahfud.,SH.I 

Kasubag PTIP PA 

Bawean  

52.  
Pelatihan Onlne English Effective 

Presentation  
Juli 2020 Nurma Saputra.,SH.,MH.,MM 

Sekretaris PA 

Bawean  
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53.  
Pelatihan Onlne English Effective 

Presentation  
Juli 2020 

Lichayatul 

Mahbubah.,SH.I.,MH 

Panmud 

Permohonan PA 

Bawean 

54.  
Pelatihan Onlne English Effective 

Presentation  
Juli 2020 Refi Malikul Adil.,SH.I 

Cakim PA 

Bawean  

55.  

Bimtek Refresment PPSPM 

Kanwil Perbendaharaan Jawa 

Timur Perbendaharaan dan 

Keuangan  

Agustus 

2020 

Wildana Setia Warga 

Dinata.,SH.I,M,sy 

Kasubag Umum 

dan Keuangan PA 

Bawean  

56.  Pelatihan Oline Kehumasan  
Agustus 

2020 
Ramdani Fahyudin.,SH.I 

Hakim PA 

Bawean  

57.  
Bimtek Perbendaharaan dan 

Keuangan Negara  

September 

2020 

Wildana Setia Warga 

Dinata.,SH.I,M,sy 

Kasubag Umum 

dan Keuangan PA 

Bawean  

58.  Bimtek Manajemen Peradila  
November 

2020 

Achmad 

Kadarisman.,SH.I.,MH 
Ketua PA Bawean  

59.  Bimtek Manajemen Peradilan  
November 

2020 
Wahib Latukau.,SH.I 

Wakil Ketua PA 

Bawean  

60.  Bimtek SAKIP  
November 

2020 
Halifi.,SH.I 

Panitera PA 

Bawean  

61.  Bimtek SAKIP 
November 

2020 

Nurman 

Saputera.,SH.,MH.,MM 

Sekretaris PA 

Bawean  

62.  Bimtek SAKIP 
November 

2020 
M. Ali Mahfud.,SH.I 

Kasubag PTIP PA 

Bawean  

63.  

Pendidikan dan Pelatihan 

Sertifikasi Hakim Mediator Bagi 

Hakim Peradilan Umum dan 

Agama Seluruh Indonesia 

02 Maret s/d 

18 Maret 

2020 

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag., 

M.Hum 

Hakim PA 

Magetan 

64.  

Web Seminar International 

Conference On Contemporary 

Fiqh Issues On Islamic Economics 

And Finance 

27 Oktober 

2020 
Mahdys Syam, S.H 

Hakim PA 

Magetan 

65.  
Mentoring Kelas "Kelas Intensif 

Mahkamah Agung : Bekerja 

Dengan Media" 

09 Oktober 

2020 
Mahdys Syam, S.H 

Hakim PA 

Magetan 

66.  

Bimbingan Teknis Manajemen 

Peradilan di Lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya Tahun Anggaran 2020 

23-25 

November 

2020 

H. Husnul Muhyidin, S.Ag 
Wakil Ketua PA 

Magetan 

67.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

23-25 

November 

2020 

ST, Mar’atu Ulfah, S.Ag 
Sekretaris PA 

Magetan 

68.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

23-25 

November 

2020 

Ria Eko Wahyudi, S.Kom 
Kasubbag. PTIP 

PA magetan 

69.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

23-25 

November 

2020 

Subban Kafrowi, S.Ag PP PA Magetan 

70.  
Diklat Sertifikasi Hakim Mediator 

Bagi Hakim Peradilan Agama 

02 – 18 

Maret 2020 
Dr.H.Toif.Drs.,M.H  

Hakim PA 

Lumajang 

71.  
Pelatihan Online Teknik 

Menyusun Abstraksi Putusan 

Pengadilan Tahun 2020 

16 – 17 Juli 

2020 
Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. 

Ketua PA 

Lumajang 
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72.  
Pelatihan Online Kompetensi 

Kehumasan Pengadilan Tahun 

2020 

10 – 15 

Agustus 

2020 

Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. 
Ketua PA 

Lumajang 

73.  
Pelatihan Online Basic Image 

Editing With Adobe Photoshop 

24 – 28 

Agustus 

2020 

 Amsaliya Khurun Ainun,S.H., 

M.H. 
Staf PA Lumajang 

74.  
Bimbingan Teknis Jurusita di 

Lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun 2020 

16 – 18 

September 

2020 

 Ricky Rizki Rahmawan, S.H. PP PA Lumajang 

75.  

Bimbingan Teknis Penatausahaan 

dan Perbendaharaan Keuangan 

Negara di Lingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya Tahun 

2020 

16 – 18 

September 

2020 

1. Sih Harsono 

2. Darliana Farikhah 

Rahmantari 

JS - JSP PA 

Lumajang 

76.  
Pelatihan Online Analis 

Kepegawaian Keahlian Angkatan 

III Tahun 2020 

09 Oktober 

2020 – 09 

November 

2020 

1. Nindyra Ayu Sagita, S.Sos. Staf PA Lumajang 

77.  
Pelatihan Online Membangun 

Kemitraan Komunikasi 

Pengadilan 

05 – 09 

Oktober 

2020 

2. Dr. Hj. Lailatul Arofah, 

M.H. 

Ketua PA 

Lumajang 

78.  
Seleksi Pelatihan Kepemimpinan 

Administrator bagi Eselon III dan 

IV 

17 

November 

2020 

1. Faris Handoko, S.H. 

Kasubbag Umum 

dan Keuangan PA 

Lumajang 

79.  

Bimbingan Teknis Manajemen 

Peradilan di Wilayah Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya Tahun 

2020. 

23 – 25 

November 

2020 

1. Dr. Hj. Lailatul Arofah, 

M.H. 

2. Drs. Muslim,S.H., M.H. 

Ketua - Wakil 

Ketua PA 

Lumajang 

80.  
Bimbingan Teknis SAKIP di 

Wilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun 2020. 

23 – 25 

November 

2020 

1. Kholid Darmawan, S.H. 

2. Achmad Chozin, S.H. 

3. Faris Handoko, S.H. 

Panitera - 

Sekretaris - 

Kasubbag Umum 

dan Keuangan PA 

Lumajang 

81.  

Rapat Koordinasi Pengembangan 

ASN 2020: Strategi 

Pengembangan Kepegawaian 

ASN Untuk Mewujudkan ASN 

Yang Agile 

02 

Desember 

2020 

1. Hj. Mas Khabibah Nur, S.H. 

2. Nindyra Ayu Sagita, S.Sos. 

Kasubbag 

Kepegawaian dan 

Ortala - Staf PA 

Lumajang 

82.  
Bimtek Panitera Pengganti di 

Lingkungan PTA Surabaya Tahun 

2020 

19 - 21 

Februari 

2020 

1. Abdul Jamil, S.H.I 

2. Ahmad Atas Muhrof, S.H.I 

3. Eko Wahyuni, S.H 

4. Bastuti Ridwan., S.Ag., S.H 

Panitera Pengganti 

PA . Ngawi 

83.  
Transformasi Bisnis Proses 

Pengadilan dari Tempat Kerja 

Tahun 2020 

7 s/d 9 

September 

2020 

1. Ludiansyah, S.H.I. M.S.I 
Hakim Pengadilan 

Agama Ngawi 

84.  
Bimtek Jurusita di Lingkungan 

PTA Surabaya Tahun 2020 

16 - 18  

September 

2020  

1. Zahri Muttaqin, S.Ag, 

M.HES 

Panitera 

Pengadilan Agama 

Ngawi 

85.      

86.  
Bimtek Manajemen Peradilan di 

Lingkungan PTA Surabaya Tahun 

2020 

23 - 25 

November 

2020 

1. M. Sa'dan, S.Ag 

Wakil Ketua 

Pengadilan Agama 

Ngawi 

87.  Pelatihan Online Basic Video 24-28 1. Ahmad Atas Muhrof, S.H.I Panitera Pengganti 

http://s.ag/
http://s.ag/
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Editing dari Tempat Kerja Tahun 

2020 

Agustus 

2020 

Pengadilan Agama 

Ngawi 

88.  

Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

di Lingkungan PTA Surabaya 

Tahun 2020 

 1. Sutji Eny Lestari, S.H 

2. Berti Yussi Ekasari, A.Md 

Sekretaris dan 

Bendahara 

Pengadilan Agama 

Ngawi 

89.  
Bimtek SAKIP di Lingkungan 

PTA Surabaya Tahun 2020 

23 - 25 

November 

2020 

1. Zahri Muttaqin, S.Ag. 

M.HES  

2. Sutji Eny Lestari, S.H  

3. Agus Widyanto, S.H.I 

Panitera, 

Sekretaris dan 

Kasubag PTIP 

Pengadilan Agama 

Ngawi 

90.  
Pelatihan Kepemimpinan 

Pengawas 

31 Agustus 

- 4 

Desember 

2020 

1. Agus Widyanto, S.H.I 

Kasubag PTIP 

Pengadilan Agama 

Ngawi 

91.  
Pelatihan Online Basic Image 

Editing With Adobe Photoshop 

24 – 28 

Agustus 

2020 

1. Ahmad Arifin Arfan, S.HI, 

M.H 

Kasubag PTIP 

Pengadilan Agama 

Banyuwangi 

92.  Bimtek SAKIP  
November 

2020 
Drs. H. Subandi, S.H, M.H 

Panitera PA 

Banyuwangi  

93.  Bimtek SAKIP 
November 

2020 
Shoheh, S.H 

Sekretaris PA 

Banyuwangi 

94.  Bimtek SAKIP 
November 

2020 

1. Ahmad Arifin Arfan, S.HI, 

M.H 

Kasubag PTIP PA 

Banyuwangi 

95.  

Pelatihan Teknis Fungsional 

Gugatan Sederhana bagi Hakim di 

Lingkungan Peradilan Umum dan 

Peradilan Agama Seluruh 

Indonesia 

16/10/2020 

s/d 

5/11/2020  

Dr. Ambari, MSI 
Hakim PA 

Banyuwangi 

96.  
Diklat Kepemimpinan Pengawas 

secara Online 

31/08/2020 

s/d 

6/10/2020 

Samsul 
Kasubbag. PTIP 

PA Sumenep 

97.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16/09/2020 

s/d 

18/09/2020 

Elly Kusdiana Hobaidah, 

S.A.g 

Kasubbag. Umum 

dan Keuangan PA 

Sumenep 

98.  
Diklat Online Bekerja Dengan 

Media (Siaran Pers) Batch 2 

Tahun 2020 

8 Okktober 

2020 
Sapuan, S.H.I., M.H. 

Hakim PA 

Sumenep 

99.  
Bimtek Manajemen Peradilan dan 

SAKIP 

23/11/2020 

s.d 

25/11/2020 

Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I 
Wakil Ketua PA 

Sumenep 

100.  
Bimtek Manajemen Peradilan dan 

SAKIP 

23/11/2020 

s.d 

25/11/2020 

Masdura, S.H. 
Sekretaris PA 

Sumenep 

101.  
Bimtek Manajemen Peradilan dan 

SAKIP 

23/11/2020 

s.d 

25/11/2020 

Suswati, S.H. 
Panitera Pengganti 

PA Sumenep 

102.  
Bimtek Manajemen Peradilan dan 

SAKIP 

23/11/2020 

s.d 

25/11/2020 

Elly Kusdiana Hobaidah, 

S.A.g 

Kasubbag. Umum 

dan Keuangan PA 

Sumenep 

103.  
Bimtek Manajemen Peradilan dan 

SAKIP 

23 s.d 25 

Nopember 

2020 

Drs.H. Saiful Karim, M.H Ketua PA Blitar 

104.  Bimtek Manajemen Peradilan dan 23 s.d 25 Hj. Herlinawaty, S.H, M.H Panitera PA Blitar 

http://a.md/
http://s.ag/
http://s.ag/
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SAKIP Nopember 

2020 

105.  
Bimtek Manajemen Peradilan dan 

SAKIP 

23 s.d 25 

Nopember 

2020 

Afrizal Andriyandika B, 

S.Kom 

Kasub PTIP PA 

Blitar 

106.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16 s.d 18 

September 

2020 

Dini Herawati, S.E, S.H 

Kasub 

Kepegawaian dan 

Ortala PA Blitar 

107.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16s.d 18 

September 

2020 

Afrizal Andriyandika B, 

S.Kom 

Kasub PTIP PA 

Blitar 

108.  
Diklat Fungsional Gugatan 

Sederhana (Online) 

26 Okt s.d 5 

Nopember 

2020 

Drs. Suyadi, M.H Hakim PA Blitar 

109.  
Diklat sertifikasi Hakim Ekonomi 

Syariah (Online) 

23 Okt s.d 

28 Oktober 

2020 

Drs Suyadi, M.H Hakim PA Blitar 

110.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16/09/2020 

s/d 

18/09/2020 

Juminem, S.H., M.Hum 

Kasubag Umum 

Keuangan PA 

Kota Madiun 

111.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16/09/2020 

s/d 

18/09/2020 

Wiwin sukristiana, S.H., M.H. 
Panitera Pengganti 

PA Kota Madiun 

112.  
Bimtek Manajemen Peradilan dan 

SAKIP 

23/11/2020 

s.d 

25/11/2020 

Nur Hamid, S.Ag., M.H 
Wakil Ketua PA 

Kota Madiun 

113.  
Bimtek Manajemen Peradilan dan 

SAKIP 

23/11/2020 

s.d 

25/11/2020 

Onis Nur Islahi, S.Sos., M.M. 
Sekretaris PA 

Kota Madiun 

114.  
Bimtek Manajemen Peradilan dan 

SAKIP 

23/11/2020 

s.d 

25/11/2020 

Drs. Khusnul Salim 
Panitera Pengganti 

PA Kota Madiun 

115.  
Bimtek Manajemen Peradilan dan 

SAKIP 

23/11/2020 

s.d 

25/11/2020 

Anita Nurhikma, S.H., M.Hum 

Kasubbag. Umum 

dan Keuangan PA 

Kota Madiun 

116.  
Bimtek Manajemen Peradilan dan 

SAKIP 

23/11/2020 

s.d 

25/11/2020 

Sudarmanto, S.H. 
Sekretaris PA 

Pamekasan 

117.  
Bimtek Manajemen Peradilan dan 

SAKIP 

23/11/2020 

s.d 

25/11/2020 

Muzakki 

Kasubag 

Kepegawaian dan 

Ortala PA 

Pamekasan 

118.  
Bimtek Manajemen Peradilan dan 

SAKIP 

23/11/2020 

s.d 

25/11/2020 

Siti Halimah, S.H. 

Kasubag 

Perencanaan, TI 

dan Pelaporan PA 

Pamekasan 

119.  

Bimbingan Teknis Manajemen 

Peradilan di Lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya Tahun Anggaran 2020 

23/11/2020 

s.d 

25/11/2020 

Drs. M. Shohi, S.H., M.H. 
Ketua PA 

Pamekasan 

120.  

Bimbingan Teknis Manajemen 

Peradilan di Lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya Tahun Anggaran 2020 

23/11/2020 

s.d 

25/11/2020 

Drs. Ainurrofiq ZA 
Hakim PA 

Pamekasan 

http://s.ag/
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121.  

Bimbingan Teknis Jurusita di 

Lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun Anggaran 

2020 

16/09/2020 

s.d. 

18/09/2020 

Drs. H. Mat Busiril, M.H. 
Panitera PA 

Pamekasan 

122.  

Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

di Lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun Anggaran 

2020 

16/09/2020 

s.d. 

18/09/2020 

Jamaliyah, S.Ag. 
Panitera Pengganti 

PA Pamekasan 

123.  

Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

di Lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun Anggaran 

2020 

16/09/2020 

s.d. 

18/09/2020 

Norhafi 
Jurusita PA 

Pamekasan 

124.  

Bimbingan Teknis Manajemen 

Peradilan di Lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya Tahun Anggaran 2020 

23 s.d 25 

Nopember 

2020 

Muhamad Rizki, S.H. 
Wakil Ketua PA 

Paitan 

125.  
Bimtek SAKIP di Lingkungan 

PTA Surabaya Tahun 2020 

23 s.d 25 

Nopember 

2020 

1. Mochammad Mu'ti, S.H. 

2. Toni Dwi Rubianto, S.H 

3. Jauhar Rochman, S.H. 

Panmud Hukum, 

Kasubbag Umum 

& Keuangan, 

Jurusita PA. 

Pacitan 

126.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16 s.d 18 

September 

2020 

1. Jauhar Rochman, S.H. 

2. Syaiul Ma'ruf, S.Kom 

Jurusita dan 

Pranata Komputer 

Ahli Pertama PA 

Pacitan 

127.  

Bimbingan Teknis Jurusita di 

Lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun Anggaran 

2020 

16/09/2020 

s.d. 

18/09/2020 

Drs. Wahyudin 
Panitera PA 

Pacitan 

128.  Orientasi Hisab Rukyat 
11 s.d 13 

Maret 2020 
Dra. Nur Habibah Hakim Pa. Pacitan 

129.  BIMTEK Menejemen Peradilan 

23 s.d 25 

Nopember 

2020 

Mochamad Ali Muchdor, 

S.Ag.,M.H. 

Ketua 

PA.Situbondo 

130.  
Bimtek SAKIP di Lingkungan 

PTA Surabaya Tahun 2020 

23 s.d 25 

Nopember 

2020 

H. Khadimul Huda, S.H.,M.H. 
Panitera 

PA.Situbondo 

131.  
Bimtek SAKIP di Lingkungan 

PTA Surabaya Tahun 2020 

23 s.d 25 

Nopember 

2020 

Syaiful Anwar, S.Ag.,M.HP. 
Sekretaris 

PA.Situbondo 

132.  
Bimtek SAKIP di Lingkungan 

PTA Surabaya Tahun 2020 

23 s.d 25 

Nopember 

2020 

Andi Firdous, S.T. Kasubag PTIP 

133.  

Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

di Lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun Anggaran 

2020 

16/09/2020 

s.d. 

18/09/2020 

H. Khadimul Huda, S.H.,M.H. 
Panitera 

PA.Situbondo 

134.  

Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

di Lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun Anggaran 

16/09/2020 

s.d. 

18/09/2020 

Roudatus Sholiha, S.H.,M.H. 

Kasubag Umum 

dan Keuangan 

PA.Situbondo 

http://s.ag/
http://s.ag/
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2020 

135.  

Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

di Lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun Anggaran 

2020 

16/09/2020 

s.d. 

18/09/2020 

Eka Muharyanti, S.H. 

Bendahara 

Pengeluaran PA 

Situbondo 

136.  
Bimbingan Teknis Penatausahaan 

dan Perbendaharaan Keuangan 

Negara 

16-19 

September 

2020 

Ery Handini, S.H., M.H. Panitera Pengganti 

137.  
Bimbingan Teknis Penatausahaan 

dan Perbendaharaan Keuangan 

Negara 

16-19 

September 

2020 

Hamsia Mitan, S.E. 

Staf Subbag 

Umum dan 

Keuangan 

138.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Dr. Musthofa, S.H., M.H. Ketua 

139.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Drs. H. Misbah, M.H.I. Wakil Ketua 

140.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Drs. H. Chafidz Syafiuddin, 

S.H., M.H. 
Panitera 

141.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

H. Zaenal Abidin, S.H., M.M. Sekretaris 

142.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Alifah Ratnawati, S.H., M.H. 
Kasubbag Umum 

dan Keuangan 

143.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Dewi Khusna, S.Ag. 

Kasubbag 

Kepegawaian 

Organisasi dan 

Tata Laksana 

144.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Muhammad Irfan, S.H. 

Kasubbag 

Perencanaan, 

Tehnologi 

Informasi dan 

Pelaporan 

145.  
Bimbingan Teknis SAKIP di 

Wilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun 2020. 

23 – 25 

November 

2020 

1. Muslich, S.Ag, M.H. 

2. Andi Risa Nur Agustini, 

S.H., M.Hum 

3. Ammalia Hidayati, S.H. 

Wakil Ketua PA 

Pasuruan  

Sekretaris PA 

Pasuruan 

Kasubbag 

Perencanaan, IT 

dan Pelaporan PA 

Pasuruan 

146.  

Bimbingan Teknis Jurusita di 

Lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun Anggaran 

2020 

16 - 18 

September 

2020 

Junaidi Ichwantoro, S.H., 

M.H. 

Panmud Hukum 

PA Pasuruan 

147.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16 - 18 

September 

2020 

Humam Fairuzy Fahmi, S.H., 

M.H. 

PP PA Pasuruan 

Bend Penerimaan 

148.  English Effective Presentasion 
16 s.d 24 

Juli 2020 

Andi Risa Nur Agustini, S.H., 

M.Hum 

Sekretaris PA 

Pasuruan 

149.  Eksaminasi Hakim di Peradilan 20 Juli s.d Drs. H.Urip, M.H. Hakim PA 

http://s.ag/
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Agama secara Elektronik melalui 

Aplikasi Eksaminasi 

09 Agustus 

2020 

Pasuruan 

150.  
Pelatihan Online Basic Video 

Editing 

24 s.d 28 

Agustus 

2020 

Abdul Mustopa, S.HI, M.H. 
Hakim PA 

Pasuruan 

151.  
Pelatihan Online Kepemimpinan 

Pengawas Gelombang III 

31 Agustus 

s.d 4 

Desember 

2020 

Dimas Wahyu Adrianto, S.E Kasubag.PTIP 

152.  
Pelatihan Online Menulis Laporan 

Efektif 

13 - 14 Juli 

2020 
1. Siti Sopiyah, S.Sos 

Kasubag PTIP PA 

Gresik 

153.    2. Annys Ahmadi, S.HI Hakim PA Gresik 

154.  
Pelatihan Online Kompetensi 

Kehumasan 

10-15 

Agustus 

2020 

1. Dr. H. 

Suhartono.,S.Ag.,S.H.,M.H. 
Ketua PA Gresik 

155.  
Pelatihan Inovasi Pengadilan 

dalam Tatanan Norma Baru 

11-13 

Agustus 

2020 

Sofyan Zefri, S.H.,M.S.I Hakim PA Gresik 

156.  
Pelatihan English For And 

Discusions 

16 

September 

2020 

Dr. Sugiri Permana, 

S.Ag.,M.H. 
Ketua PA Gresik 

157.  
Pelatihan Online Pola Pikir 

Pertumbuhan Kerjasama dengan 

PPM 

21-25 

September 

2020 

H. Sofyan Zefri, S.HI.,M.HI Hakim PA Gresik 

158.  
Pelatihan Online Basic Video 

Production 

28 

September 

s.d. 2 

Oktober 

2020 

Siti Sopiyah, S.Sos 
Kasub PTIP PA 

Gresik 

159.  
Pelatihan Online Membangun 

Kemitraan Komunikasi 

5-9 Oktober 

2020 

1. Dr. Sugiri Permana, 

S.Ag.,M.H. 
Ketua PA Gresik 

160.  Pelatihan SAKIP 

23-25 

November 

2020 

1. Dr. Sugiri Permana, 

S.Ag.,M.H. 
Ketua PA Gresik 

161.  
Bimtek Penatausahaan & 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16/09/2020 

s/d 

18/09/2020 

SYAFIUDDIN ARIWIJAYA, 

S.E. 

Bendahara 

Penerimaan PA 

Sidoarjo 

162.  
Bimtek Penatausahaan & 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16/09/2020 

s/d 

18/09/2020 

WILDANA MAHMUDA, 

S.Sosio. 

Staf Kepegawaian 

PA Sidoarjo 

163.  

Bimbingan Teknis Jurusita di 

Lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun Anggaran 

2020 

16/09/2020 

s.d. 

18/09/2020 

Drs. ABDULLAH FAQIH, 

M.H. 

Panitera PA 

Sidoarjo 

164.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Drs. H. ZAMRONI ROSADI, 

S.H.M.H 
Ketua PA Sidoarjo 

165.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Drs. ABDULLAH FAQIH, 

M.H. 

Panitera PA 

Sidoarjo 

166.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

ARYL ZABARRESPATI, 

S.E. 

Sekretaris PA 

Sidoarjo 

167.  Bimbingan Teknis Sistem 23-25 HERU SANTOSO, S.H.I. Kasubag PTIP PA 

http://s.ag/
http://s.ag/
http://s.ag/
http://s.ag/
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Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

November 

2020 

Sidoarjo 

168.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Mahmudah Hayati, S.Ag., 

M.H.I. 

Wakil Ketua 

PA.Probolinggo 

169.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

H. Yomi Kurniawan, S.Ag., 

M.H. 

Panitera PA. 

Probolinggo 

170.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Hillyah Sa'diah, S.H., M.H. 
Sekretaris 

PA.Probolinggo 

171.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Fani Suma Pratama, S.H., 

M.H. 
Kasubag PTIP 

172.  
Pelatihan Online Kepemimpinan 

Pengawas Gelombang III 

31 Agustus 

s.d 4 

Desember 

2020 

Fani Suma Pratama, S.H., 

M.H. 
Kasubag PTIP 

173.  
BIMTEK Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

di Lingkungan PTA Surabaya 

16/09/2020 

s/d 

18/09/2020 

1. Moch. Ali, S.H., M.H. 

Kasubbag Umum 

dan Keuangan PA 

Kota Kediri 

174.  
BIMTEK Jurusita di Lingkungan 

PTA Surabaya 

16/09/2020 

s/d 

18/09/2020 

H. Hadiyatullah, S.H., M.H. 
Panitera PA Kota 

Kediri 

175.  
BIMTEK Manajemen Peradilan 

PTA Surabaya 

23/11/2020 

s/d 

25/11/2020 

H. Subhan, S.Ag., S.H. 
Wakil Ketua PA 

Kota Kediri 

176.  
Pelatihan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

Gelombang II Tahun 2020 

9 s.d 26 

Februari 

2020  

Abdus Syakur Widodo, S.H., 

M.H. 

Panitera 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

177.  

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 

Tanda Tangan Elekrtonik pada 

Salinan Putusan di Aplikasi 

eCourt TA. 2020 

21 Februari 

2020 

Abdus Syakur Widodo, S.H., 

M.H. 

Panitera 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

178.  
Bimtek Aplikasi Silabi 2020 dan 

Aplikasi SAIB 

24 Februari 

2020 

Tyara Septiana Putri, S.Psi 
Staf Pengadilan 

Agama Surabaya 

Yulianti Nur Setyaningtyas, 

S.Psi  

Staf Pengadilan 

Agama Surabaya 

179.  

Pelatihan Mentoring Leader 

(Leader as Coach) bagi Ketua / 

Ketua Pengadilan dan Pelatihan 

English Effective Presentation 

Tahun 2020 

15 s.d. 27 

Maret 2020  
Dr. Musthofa, S.H., M.H. 

Wakil Ketua 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

180.  
Pelatihan Practical Problem 

Solving secara Online tahun 2020 

30 Maret 

s.d. 24 April 

2020 

Mila Febriansari, S.E., M.H. 

Kasubag. 

Kepegawaian 

Organisasi dan 

Tatalaksana 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

181.  
Peserta Webinar Menulis Laporan 

Efektif Tahun 2020 

13 s.d. 14 

Juli 2020  

Priyo Setiawan, S.Kom., S.H., 

M.H. 

Kepala Sub 

Bagian Umum dan 

Keuangan 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

http://s.ag/
http://s.ag/
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182.  
Bimbingan Teknis RSPP dan 

Aplikasi SAKTI Modul 

Penganggaran update RSPP 

14 Juli 2020 

Aryl Zabarrespati, S.E. 

Sekretaris 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

Eva Juliastutik, S.T. 

Kepala Sub 

Bagian 

Perencanaan 

Teknologi 

Informasi dan 

Pelaporan 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

183.  

Refreshment Training SAKTI 

Web Modul Penganggaran dan 

Pendampingan Penyusunan RKA 

K/L Tahun Anggaran 2021 

15 Juli 2020 

Eva Juliastutik, S.T. 

Kepala Sub 

Bagian 

Perencanaan 

Teknologi 

Informasi dan 

Pelaporan 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

Tyara Septiana Putri, S.Psi. 
Staf Pengadilan 

Agama Surabaya 

184.  

Pelatihan Online Risk 

Management for Public Sector 

(ManajemenResiko) Batch 5A s.d. 

5D Tahun 2020 

13 s.d. 17 

Juli 2020 
Eva Juliastutik, S.T. 

Kepala Sub 

Bagian 

Perencanaan 

Teknologi 

Informasi dan 

Pelaporan 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

185.  
Seminar Online Big Data, 

Artificial Intelligence di 

Pengadilan 

3 Agustus 

2020 
Tyara Septiana Putri, S.Psi 

Staf Pengadilan 

Agama Surabaya 

186.  

Online Risk Management for 

Public Sector (Manajemen 

Resiko) Batch 7A s.d. 7C Tahun 

2020 

3 s.d. 7 

Agustus 

2020 

Priyo Setiawan, S.Kom., S.H., 

M.H. 

Kepala Sub 

Bagian Umum dan 

Keuangan 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

187.  

Pelatihan Online dari Tempat 

Tugas Menulis Laporan Efektif 

bagi Kesekretariatan Batch 2 

Tahun 2020 

10 s.d. 14 

Agustus 

2020 

Priyo Setiawan, S.Kom., S.H., 

M.H. 

Kepala Sub 

Bagian Umum dan 

Keuangan 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

188.  

Pelatihan Online Risk 

Management for Public Sector 

(Manajemen Resiko) Batch 8A 

s.d. 8C  

10 s.d. 14 

Agustus 

2020 

Tyara Septiana Putri, S.Psi. 
Staf Pengadilan 

Agama Surabaya 

189.  
Bimbingan Teknis Petunjuk 

Penyusunan RKA-K/L Tahun 

Anggaran 2021 

12 Agustus 

2020 

Aryl Zabarrespati, S.E. 

Sekretaris 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

Eva Juliastutik, S.T. 

Kepala Sub 

Bagian 

Perencanaan 

Teknologi 

Informasi dan 
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Pelaporan 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

Tyara Septiana Putri, S.Psi. 
Staf Pengadilan 

Agama Surabaya 

190.  
Pelatihan Online Kepemimpinan 

Pengawas Gelombang III dari 

Tempat Tugas Tahun 2020 

31 Agustus 

s.d. 6 

Oktober 

2020 

Eva Juliastutik, S.T. 

Kepala Sub 

Bagian 

Perencanaan 

Teknologi 

Informasi dan 

Pelaporan 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

7 Oktober 

s.d. 28 

November 

2020 

30 

November 

s.d. 4 

Desember 

2020 

191.  
Bimbingan Teknis Jurusita di 

Lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun 2020 

16 s.d. 18 

September 

2020  

Abdus Syakur Widodo, S.H., 

M.H. 

Panitera 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

192.  

Peserta Bimbingan Teknis 

Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

di Lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun 2020 

17 s.d. 18 

September 

2020 

Dwi Hernasari, S.H., M.HES. 

Panitera Pengganti 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

Tyara Septiana Putri, S.Psi. 
Staf Pengadilan 

Agama Surabaya 

193.  

Pelatihan Online Basic Image 

Editing with Adobe Photoshop 

Kelas 04 dari Tempat Tugas 

Tahun 2020 

21 s.d. 25 

September 

2020  

Tyara Septiana Putri, S.Psi. 
Staf Pengadilan 

Agama Surabaya 

194.  

Pelatihan Teknis Fungsional 

Gugatan Sederhana bagi Hakim 

Lingkungan Peradilan Umum dan 

Agama Seluruh Indonesia 

16 Oktober 

2020 s.d. 5 

November 

2020 

Drs. Suryadi, S.H., M.H. 
Hakim Pengadilan 

Agama Surabaya 

195.  
Program E-Learning Bendahara 

Negara 

23 s.d. 26 

November 

2020 

Tyara Septiana Putri, S.Psi. 
Staf Pengadilan 

Agama Surabaya 

196.  

Bimbingan Teknis Manajemen 

Peradilan di Lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya 

23 s.d. 25 

November 

2020 

Drs. Samarul Falah, M.H. 
Ketua Pengadilan 

Agama Surabaya 

Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum. 

Wakil Ketua 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

197.  

Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

(SAKIP) di Lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya 

23 s.d. 25 

November 

2020 

Abdus Syakur Widodo, S.H., 

M.H. 

Panitera 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

Moch. Agus Syamsul Arief, 

S.H. 

Sekretaris 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

Eva Juliastutik, S.T. 

Kepala Sub 

Bagian 

Perencanaan 

Teknologi 

Informasi dan 

Pelaporan 
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Pengadilan Agama 

Surabaya 

198.  

Pelatihan Teknis Fungsional 

Panitera Pengganti Lingkungan 

Peradilan Agama Seluruh 

Indonesia 

6 s.d. 23 

November 

2020 

Fifit Fitri Litfianingsih, 

S.H.,M.H.,M.M. 

Panitera Pengganti 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

Taufiq Rahman Efendi, 

S.H.,M.H. 

Panitera Pengganti 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

199.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Riky Yohanna, S.E., M.H. 
Kasubag PTIP PA 

Tulungagung 

200.  
Pelatihan Online Kepemimpinan 

Pengawas Gelombang II 

13 Juli - 24 

Oktober 

2020 

Riky Yohanna, S.E., M.H. 
Kasubag PTIP PA 

Tulungagung 

201.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16 - 18 

September 

2020 

Dra. Siti Aminah 

PP PA 

Tulungagung 

Bend Penerimaan 

202.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16 - 18 

September 

2020 

Tomi Lustoro, S.H. 

Jurusita Pengganti 

PA Tulungagung 

Bend Pengeluaran 

203.  
Diklat Sertifikasi Hakim Mediator 

Bagi Hakim Peradilan Agama 

03 - 19 

Maret 2020 

Drs. Mohammad Huda 

Najaya, M.H. 

Hakim PA 

Tulungagung 

204.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Drs. H. A. Nurul Mujahidin, 

M.H. 

Panitera PA 

Tulungagung 

205.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Alwie, S.H. 
Sekretaris PA 

Tulungagung 

206.  
Diklat Fungsional Analis 

Kepegawaian Ahli Pertama 

09 Oktober 

- 09 

Nopember 

2020 

Khusnul Maslikhatin, S.Sos 

Analis 

Kepegawaian Ahli 

Pertama PA 

Tulungagung 

207.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Drs. Masyhudi M.H.E.S.  
Panitera PA 

Kangean 

208.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Ahdiyat Ilmawan Nehru 

S.H.I., M.H. 

Sekretaris PA 

Kangean 

209.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16 s.d 18 

September 

2020 

Isnayati, A.Md. 

Pengelola 

Kepegawaian PTA 

Surabaya 

210.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16 s.d 18 

September 

2020 

Nur Sa’adah Muhammad, 

S.H.I. 

Analis 

Perencanaan 

Evaluasi dan 

Pelaporan PTA 

Surabaya 

211.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16 s.d 18 

September 

2020 

Qurrotul ‘Aini, S.IAN. 

Analis 

Kepegawaian Ahli 

Pertama PTA 

Surabaya 

212.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16 s.d 18 

September 

2020 

Novita Mahdiyah Izzati, S.H. 

Analis 

Kepegawaian Ahli 

Pertama PTA 

Surabaya 
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213.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16 s.d 18 

September 

2020 

Yolanda Aufa Wiraga Ayu, 

S.Sosio 

Analis 

Kepegawaian Ahli 

Pertama PTA 

Surabaya 

214.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16 s.d 18 

September 

2020 

Ika Karlina, S.H., M.H. 

Penyusun Laporan 

Keuangan PTA 

Surabaya 

215.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16 s.d 18 

September 

2020 

Risda Erfin Widyastuti, S.E. 

Analis SDM 

Aparatur PTA 

Surabaya  

216.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16 s.d 18 

September 

2020 

Rachmad Firman Kristanto 

S.MN. 

Analis SDM 

Aparatur PTA 

Surabaya  

217.  
Bimtek Penatausahaan dan 

Perbendaharaan Keuangan Negara 

16 s.d 18 

September 

2020 

Adip Tohari 
Pemelihara Sarana 

dan Prasarana 

218.  
Diklat Fungsional Perencana 

Pertama Angktan IV 

05 Oktober 

– 20 

November 

2020 

Nur Sa’adah Muhammad, 

S.H.I. 

Analis 

Perencanaan 

Evaluasi dan 

Pelaporan PTA 

Surabaya 

219.  
Diklat Fungsional Analis 

Kepegawaian Ahli Pertama 

17 Juli – 13 

Agustus 

2020 

Qurrotul ‘Aini, S.IAN. 

Analis 

Kepegawaian Ahli 

Pertama PTA 

Surabaya 

220.  
Diklat Fungsional Analis 

Kepegawaian Ahli Pertama 

09 Oktober 

- 09 

Nopember 

2020 

Novita Mahdiyah Izzati, S.H. 

Analis 

Kepegawaian Ahli 

Pertama PTA 

Surabaya 

221.  
Diklat Fungsional Analis 

Kepegawaian Ahli Pertama 

09 Oktober 

- 09 

Nopember 

2020 

Yolanda Aufa Wiraga Ayu, 

S.Sosio 

Analis 

Kepegawaian Ahli 

Pertama PTA 

Surabaya 

222.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Rusdi Isnan Yulkhamsyah 

S.H.I., M.H. 

Kasubag 

Kepegawaian 

Organisasi dan 

Tatalaksana PA 

Kangean 

223.  

Bimbingan Teknis Manajemen 

Peradilan di Lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya Tahun Anggaran 2020 

23-25 

November 

2020 

Makhmud S.Ag., M.H. 
Ketua PA 

Kangean 

224.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Maulana Musa Sugi Alam, 

S.H 

Kabag 

Perencanaan dan 

Kepegawaian PTA 

Surabaya 

225.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Ricky Riyyanno, S.E., S.H. 

Kasubbag 

Rencana Program 

dan Anggaran 

PTA Surabaya 

226.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Nur Sa’adah Muhammad, 

S.H.I. 

Analis 

Perencanaan 

Evaluasi dan 

Pelaporan PTA 
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Surabaya 

227.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Ika Karlina, S.H., M.H. 

Penyusun Laporan 

Keuangan PTA 

Surabaya 

228.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Dhita Novia Widaningsih, 

S.Psi 

Analis SDM 

Aparatur PTA 

Surabaya  

229.  
Bimbingan Teknis Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) 

23-25 

November 

2020 

Risda Erfin Widyastuti, S.E. 

Analis SDM 

Aparatur PTA 

Surabaya  

Tabel 3.9 Diklat Pegawai Di Lingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan masih 

belum memadai dan belum menyentuh semua pegawai sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing. Harapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara bertahap 

seluruh pejabat dan pegawai dapat diikutsertakan dalam kegiatan Diklat sesuai dengan 

jabatan dan tupoksinya masing-masing, sehingga kompetensi pegawai di lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama merata merata dan tujuan lembaga dapat dicapai secara 

optimal. 
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BAB IV 

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN 

PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 
 

A. PENGELOLAAN KEUANGAN 

Pengelolaan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan Undang -Undang 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara. 
 

Sesuai dengan prinsip- prinsip yang terkandung dalam Undang Undang 

tersebut di atas, satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

telah melakukan serangkaian tahapan siklus Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) yang meliputi perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan 

anggaran, pemeriksaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

anggaran. 
 

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris dibantu Kepala Bagian Perencanaan 

dan Anggaran, Kepala Bagian Umum dan Keungan serta Kepala Sub Bagian 

Keuangan dan Pelaporan selaku pelaksana teknis, namun secara khusus telah 

dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran 

yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab 

Kegiatan yang dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan Anggaran dan 

Kepegawaian, Penguji SPP/Pejabat Penanda Tangan SPM yang dijabat Kepala 

Bagian Umum dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima, 

serta Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). 

A.1. Perencanaan Anggaran 

Perencanaan anggaran terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu perencanaan 

untuk 1 (satu) tahun kedepan yang dikenal dengan Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan perencanaan 1 (satu) tahun berkenaan yang 

disebut Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). RKA-KL merupakan dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L dan 



 
 

BAB IV 
PENGELOLAAN KEUANGAN, 
SARANA DAN PRASARANA 

DAN TI 

 
Penyusunan RKA-KL 2020 

- 69 - 
 

sebagai 

penjabaran dari Rencana Kerja K/L yang 

bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran 

yang diperlukan untuk melaksanakannya. Perencanaan dan penganggaran di 

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya disusun berdasarkan kebutuhan 

kantor dan dibatasi dengan pagu realistis, dimulai dari penetapan pagu indikatif, 

pagu sementara, penelaahan RKA-KL sampai dengan turunnya pagu definitif 

A.1.1. Penyusunan RKA-KL 2020 

 

Penyusunan RKA-KL tahun 2020 melalui tahapan sebagai berikut: 
 

a. Satker mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar pencantuman target 

kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada Kertas Kerja RKA-KL. 
 

b. Dalam rangka penyusunan RKA-KL dimaksud Satker wajib : 
 

- Mengacu pada SE Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif tahun 2019; 

- Mengacu pada Standar Biaya Masukan tahun 2019; 

- Melampirkan dokumen data pendukung Term Of  Reference (TOR) dan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta data dukung terkait. 

 
c. RKA-KL yang telah disusun tersebut, diusulkan ke Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya untuk kemudian dirasionalisasi sesuai dengan tahapan 

pagu yang dialokasikan oleh Biro Perencanaan Anggaran Mahkamah Agung 

RI. 
 

d. Hasil susunan RKA-KL yang telah dirasionalisasikan tersebut diatas 

kemudian diusulkan / diteruskan ke Mahkamah Agung RI. 
 

e. Setelah RKA-KL dibahas antara Mahkamah Agung RI dengan DPR, 

Mahkamah Agung RI bersama dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

melakukan penelaahan untuk meneliti : 
 

- RKA-KL yang telah disusun diteliti kembali kesesuaiannya dengan pagu 

yang ditetapkan; 

- Kesesuaian Term Of Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB) 

dan dokumen pendukung dengan RKA-KL; 

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani 

oleh Kuasa Pengguna Anggaran apabila rincian biaya yang tercantum 

dalam Kertas Kerja RKA-KL tidak terdapat dalam Standar Biaya Umum.
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- Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

pada DIPA-005.01.2.308170/2020 awal 

nomor digital signature 4265-2101-0236-8520 tanggal 12 November 

2019 sebesar . 29.321.618.000,- (Dua puluh sembilan miliar tiga ratus 

dua puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) terdapat dua 

program, yaitu: 

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01.1066) sebesar . 

29.296.618.000,- 

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah 

Agung (005.01.02.1071) sebesar . 25.000.000,- 

Sedangkan DIPA-005.04.2.309125/2020 Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya awal nomor digital signature 5350-3013-3362-7514  tanggal 12 

November 2019 sebesar . 642.381.000,- (Enam ratus empat puluh dua juta tiga 

ratus delapan puluh satu ribu rupiah) terdapat 1 program yaitu : 

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.08) 

sebesar . 642.381.000,- 

 

A.1.2. Petunjuk Operasiona l Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2020 

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, setelah DIPA disahkan oleh 

Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan R.I., setiap Satker 

menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan. Petunjuk operasional kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

dalam DIPA-005.01.2.3081 70/2020 dan DIPA-005.04.2.309125/2020, terbagi 

dalam 3 (tiga) program yaitu: 
 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

lainnya Mahkamah Agung (005.01.01.1066) yang terdiri dari : 
 

a. Belanja pegawai (51) Gaji Dan Tunjangan Komponen 001, 
 

b. Belanja Barang (52) Operasional komponen 002, dan 
 

c. Belanja Barang (52) Pembinaan/Sosialisasi Tingkat Banding ke Tingkat 

Pertama  komponen 056. 

 
2. Program  Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana  Aparatur  Mahkamah  

Agung(005.01.02.1071), yang terdiri dari : 
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a. Belanja Modal (53) Perangkat 

Pengolah Data dan Komunikasi; 
 
 

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.08), yang terdiri dari : 
 

a. Belanja barang (52) komponen 053 Implementasi Sistem Akreditasi 

Penjaminan Mutu Petradilan Agama. 

 
b. Belanja Barang (52) komponen 054 Bimbingan Teknis Yustisial Tenaga 

Teknis Non Hakim. 

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020, setiap satuan kerja di 

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Su rabaya telah membentuk tim 

pengelola keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan 

SPM , Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pen gelola Administrasi Belanja 

Pegawai (PPABP) dan staf pengelola. 

Diawali dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang Mahkamah Agung RI Nomor 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 2 Desember 

2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggara/Pengguna Barang 

Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Dibawahnya, 

pada nomor urut ke 636 menunjuk Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya. 

Pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ditindak lanjuti dengan 

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya Nomor W13-A/0244/KU.01/SK/1/2020 tentang Penunjukan Pejabat 

Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Dan Penandatangan Surat Perintah 

Membayar, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Staf 

Pengelola Keuangan Pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 

Anggaran 2020 serta Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya Nomor W13-A/245/KU.01/SK/1/2020 tentang Penunjukan 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun Anggaran 2020. 
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A.1.3. Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 

 

Sepanjang tahun 2020, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melaksanakan  

revisi anggaran pada DIPA 005.01 sebanyak 8 (delapan) kali dan pada DIPA 

005.04         sebanyak 4 (empat) kali. Revisi anggaran tersebut dilaksanakan 

karena beberapa hal sebagai    berikut :  

1. Penyesuaian pagu anggaran Kementerian/Lembaga pada APBN Tahun 2020. 

2. Revisi anggaran refocussing dan realokasi kegiatan dalam rangka percepatan 

penanganan Covid-19. 

3. Penyelesaian pagu minus belanja pegawai satker se wilayah Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung RI. 

4. Pemenuhan kekurangan belanja Operasional dan pemeliharaan satker se 

wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

5. Optimalisasi penyerapan anggaran belanja. 

6. Penyesuaian rencana penarikan dan realisasi anggaran atau update halaman 

III DIPA. 

 Revisi Anggaran pada DIPA 005.01 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

sebagai berikut: 

a. Revisi ke 01 tanggal 12 Februari 2020 adalah revisi administrasi berupa 

update halaman III DIPA.  

b. Revisi ke 02 tanggal 29 April 2020 adalah revisi penghematan anggaran 

dalam rangka penyesuaian anggaran kementerian lembaga. Pagu anggaran 

berkurang sebesar Rp. 595.722.000,- ( lima ratus sembilan puluh lima juta 

tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) pada akun belanja bimbingan teknis. 
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c. Revisi 

ke 03 tanggal 29 Mei 2020 adalah revisi 

antar satker berupa pengurangan pagu anggaran sewa mesin foto copy 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebesar  Rp. 394.038.000,- (tiga ratus 

sembilan puluh empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk 

ditambahkan pada akun belanja pemeliharaan gedung dan pemeliharaan 

kendaraan dinas R4 satker berikut : 

1. Pengadilan Agama Sidoarjo 

2. Pengadilan Agama Pasuruan 

3. Pengadilan Agama Kediri 

4. Pengadilan Agama Trenggalek 

5. Pengadilan Agama Nganjuk 

6. Pengadilan Agama Tulung Agung 

7. Pengadilan Agama Madiun 

8. Penadilan Agama Lamongan 

d. Revisi ke 04 tanggal 04 Agustus 2020 adalah revisi antar satker antar 

wilayah yang menyebabkan pengurangan pagu anggaran sewa mesin foto 

copy Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebesar Rp. 100.470.000,- (seratus 

juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Revisi tersebut  untuk memenuhi 

belanja operasional satker Mahkamah Agung RI. 

e. Revisi ke 05 tanggal 15 September 2020 adalah revisi antar satker berupa 

pengurangan pagu anggaran sewa mesin foto copy Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya sebesar  Rp. 168.300.000,- (seratus enam puluh delapan 

juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ditambahkan pada pada akun belanja 

pemeliharaan gedung sewa rumah dinas hakim satker berikut : 
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1. Pengadilan Agama Ponorogo 

2. Pengadilan Agama Blitar 

3. Pengadilan Agama Kab. Malang 

f. Revisi ke 06 tanggal 02 Oktober 2020 adalah revisi antar satker antar 

wilayah yang menyebabkan pengurangan pagu anggaran belanja pegawai 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebesar Rp. 2.840.500.000,- (dua miliar 

delapan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Revisi tersebut untuk 

memenuhi kekurangan belanja pegawai satker Mahkamah Agung RI. 

g. Revisi ke 07 tanggal 30 November 2020 adalah revisi antar satker wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk menyelesaikan pagu minus 

belanja pegawai dan pemenuhan belanja operasional. Pagu anggaran belanja 

pegawai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkurang sebesar Rp. 

592.123.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh tiga 

ribu rupiah) dengan rincian belanja pegawai berkurang sebesar  Rp. 

450.475.000,- (empat ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu 

rupiah) dan belanja sewa rumah dinas hakim berkurang sebesar Rp. 

141.648.000,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh 

delapan ribu rupiah). 

h. Revisi ke 08 tanggal 22 Desember 2020 adalah revisi pemutakhiran data 

POK. 

Revisi Anggaran pada DIPA 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai 

berikut: 

a. Revisi ke 01 tanggal 12 Februari 2020 adalah revisi administrasi berupa 

update halaman III DIPA.  

b. Revisi ke 02 tanggal 27 April 2020 adalah revisi penghematan anggaran 

dalam rangka penyesuaian anggaran kementerian lembaga untuk 

penanganan pandemi covid 19 yang dilaksanakan oleh Dirjen Badilag. Pagu 

anggaran berkurang  sebesar Rp. 196.300.000,- ( seratus sembilan puluh 

enam juta tiga ratus ribu  rupiah) pada akun belanja bimbingan teknis. 

c. Revisi ke 03 tanggal 26 Agustus 2020 adalah revisi administrasi berupa 

update halaman III DIPA dan revisi POK. 
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d. Revisi 

ke 04 tanggal 08 Desember 2020 adalah 

revisi pemutakhiran data POK. 

A.1.4. Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2020 

 

a. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 1333/S 

EK/OT.01.1/9/2019 tanggal 20 September 2019 perihal Penelaahan RKA-KL 

Pagu Anggaran Tahun 2020. Penelaan pagu definitif RKA-KL Pagu Anggaran 

Tahun 2020 telah dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 21 September 2019 antara 

Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Jakarta untuk 

alokasi anggaran DIPA 005.01 Badan Urusan Administrasi dengan total pagu 

sebanyak . 252.345.301.493,- (Dua ratus lima puluh dua milyar tiga ratus 

empat puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh tiga  

rupiah)  

b. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja DIPA 005.01 sewilayah Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

NO. SATKER 
BELANJA 

PEGAWAI 

BELANJA 

BARANG 

BELANJA 

MODAL 
JUMLAH 

1 PTA Surabaya 18.173.073.000   6.477.562.000   25.000.000   24.675.635.000  

2 PA Surabaya 11.261.689.000   2.803.245.000   567.918.000   14.632.852.000  

3 PA Jember 10.020.580.000   1.719.544.000   25.000.000   11.765.124.000  

4 PA Kab. Malang 11.299.318.000   2.327.319.000  11.299.318.001   13.851.637.000  

5 PA Banyuwangi   8.954.763.000   1.533.328.000   25.000.000   10.513.091.000  

6 PA Sidoarjo    8.206.451.000   2.029.731.000   25.000.000   10.261.182.000  

7 PA Malang    8.311.834.000   1.619.017.000   25.000.000   9.955.851.000  

8 PA Kab. Kediri    7.247.304.000   1.720.837.000   25.000.000   8.993.141.000  

9 PA Lamongan    7.881.071.000   2.169.047.000   25.000.000   10.075.118.000  

10 PA Tuban    6.779.444.000   1.450.137.000   278.000.000   8.507.581.000  

11 PA Lumajang    6.725.966.000   1.471.605.000   25.000.000   8.222.571.000  

12 PA Blitar    6.818.821.000   1.518.369.000   25.000.000   8.362.190.000  

13 PA Tulungagung    6.493.609.000   1.651.094.000   25.000.000   8.169.703.000  

14 PA Bojonegoro    6.291.276.000   1.444.140.000   25.000.000   7.760.416.000  

15 PA Mojokerto    3.321.431.000   1.556.788.000   916.999.000   5.795.218.000  

16 PA Gresik    3.433.718.000   1.384.214.000   75.000.000   4.892.932.000  

17 PA Jombang    3.257.622.000   1.584.615.000   25.000.000   4.867.237.000  

18 PA Magetan    2.880.251.000   1.200.761.000   225.000.000   4.306.012.000  

19 PA Bangil    2.845.203.000   1.486.325.626   70.000.000   4.401.528.626  

20 PA Pasuruan    2.840.286.000   1.301.527.000   25.000.000   4.166.813.000  

21 PA Kota Madiun    2.753.755.000   1.372.007.000   207.000.000   4.332.762.000  

22 PA Ponorogo    3.156.079.000   1.252.017.000   25.000.000   4.433.096.000  

23 PA Nganjuk    3.087.447.984   1.367.882.308   24.901.840   4.480.232.132  

24 PA Bondowoso    2.811.536.000   1.207.774.000   25.000.000   4.044.310.000  



 
 

BAB IV 
PENGELOLAAN KEUANGAN, 
SARANA DAN PRASARANA 

DAN TI 

 
Rencana Anggaran TA 2020 

- 76 - 
 

25 PA Trenggalek    2.635.620.000   1.098.863.000   25.000.000   3.759.483.000  

26 PA Sumenep    2.302.325.102   1.542.265.552   24.900.000   3.869.490.654  

27 PA Situbondo    2.803.454.000   1.288.934.000   25.000.000   4.117.388.000  

28 PA Kraksaan    2.548.322.635   1.065.242.432   25.000.000   3.638.565.067  

29 PA Pacitan    2.464.618.000   1.258.898.000   25.000.000   3.748.516.000  

30 PA Bangkalan    2.751.233.000   1.310.029.000   25.000.000   4.086.262.000  

31 PA Ngawi    2.847.411.000   1.203.951.000   25.000.000   4.076.362.000  

32 PA Kab. Madiun    2.665.207.000   1.310.369.000   25.000.000   4.000.576.000  

33 PA Pamekasan    2.826.219.000   1.277.446.000   25.000.000   4.128.665.000  

34 PA Sampang    2.096.528.000   1.105.971.000   25.000.000   3.227.499.000  

35 PA Kota Kediri    2.253.870.878   1.305.037.136   25.000.000   3.583.908.014  

36 PA Probolinggo    2.120.306.000   1.125.938.000   25.000.000   3.271.244.000  

37 PA Bawean    1.774.485.000   928.411.000   25.000.000   2.727.896.000  

38 PA Kangean    1.546.853.000   1.071.361.000   25.000.000   2.643.214.000  

Total 188.488.980.599   60.541.602.054   14.389.036.841   252.345.301.493  

Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran DIPA 005.01 Pengadilan Agama 

Se-Jawa Timur TA 2020 

 

Sesuai surat an. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 

4526/DJA.1/ OT.01.1/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Anggaran TA. 2019. Penelaahan 

anggaran DIPA (005.04) Badan Peradilan Agama dilaksanakan tanggal 26 sd 28 

September 2019 antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Surabaya dengan total pagu sebanyak . 

3.475.981.000,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus 

delepan puluh satu ribu rupiah). 
 

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja DIPA 005.04 sewilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat digambarkan sebagai berikut: 
 

 

NO. SATKER BELANJA BARANG TOTAL 

1 PTA Surabaya  446.081.000   446.081.000  

2 PA Surabaya  149.000.000   149.000.000  

3 PA Jember  161.000.000   161.000.000  

4 PA Kab. Malang  155.000.000   155.000.000  

5 PA Banyuwangi  181.000.000   181.000.000  

6 PA Sidoarjo  134.400.000   134.400.000  

7 PA Malang  53.800.000   53.800.000  

8 PA Kab. Kediri  93.400.000   93.400.000  

9 PA Lamongan  120.400.000   120.400.000  
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10 PA Tuban  118.500.000   118.500.000  

11 PA Lumajang  101.600.000   101.600.000  

12 PA Blitar  102.900.000   102.900.000  

13 PA Tulungagung  91.900.000   91.900.000  

14 PA Bojonegoro  135.400.000   135.400.000  

15 PA Mojokerto  84.400.000   84.400.000  

16 PA Gresik  64.500.000   64.500.000  

17 PA Jombang  118.900.000   118.900.000  

18 PA Magetan  45.000.000   45.000.000  

19 PA Bangil  59.000.000   59.000.000  

20 PA Pasuruan  51.000.000   51.000.000  

21 PA Kota Madiun  62.100.000   62.100.000  

22 PA Ponorogo  45.600.000   45.600.000  

23 PA Nganjuk  47.500.000   47.500.000  

24 PA Bondowoso  79.000.000   79.000.000  

25 PA Trenggalek  66.000.000   66.000.000  

26 PA Sumenep  95.000.000   95.000.000  

27 PA Situbondo  103.400.000   103.400.000  

28 PA Kraksaan  66.000.000   66.000.000  

29 PA Pacitan  47.000.000   47.000.000  

30 PA Bangkalan  61.500.000   61.500.000  

31 PA Ngawi  45.000.000   45.000.000  

32 PA Kab. Madiun  55.500.000   55.500.000  

33 PA Pamekasan  42.000.000   42.000.000  

34 PA Sampang  49.500.000   49.500.000  

35 PA Kota Kediri  25.500.000   25.500.000  

36 PA Probolinggo  50.500.000   50.500.000  

37 PA Bawean  17.200.000   17.200.000  

38 PA Kangean  50.500.000   50.500.000  

Total  3.475.981.000   3.475.981.000  

 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Anggaran DIPA 005.04 Pengadilan 

Agama Se-Jawa Timur TA 2020 

 

Kedua DIPA tersebut telah diterbitkan tertanggal 12 November 2019 pada semua 

satuan kerja Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

A.2. Pelaksanaan Anggaran 
 
 

Pada tahun anggaran 2020 terdapat 3 (tiga) program pada Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya : 
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1. Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung; 

Program ini tertuang dalam DIPA Badan urusan administrasi (01) yang terdiri dari 

belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan Pagu Anggaran sebesar 

Rp. 24.675.635.000,- Realisasi Rp. 24.494.214.771,- Tidak terserap Rp. 

336.693.520,- atau penyerapan sebesar 99,29%; 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung; 

Program ini tertuang dalam DIPA Badan Urusan Administrasi (01) yang terdiri 

dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan Pagu Anggaran 

sebesar Rp. 25.000.000,- Realisasi Rp. 24.880.000,- Tidak terserap Rp. 120.000,- 

atau penyerapan sebesar 99.52%; 

 
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama; 

Program ini tertuang dalam DIPA Badan Peradilan Agama (04) yang terdiri dari 

belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan Pagu Anggaran sebesar 

Rp. 446.081.000.- Realisasi Rp. 443.192.025.- Tidak terserap Rp. 2.888.975,- atau 

penyerapan sebesar 99.35% 

Berdasarkan jenis belanja pada tahun anggaran 2020 komposisi anggaran terdiri 

dari 3 (tiga) jenis belanja yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Belanja Pegawai 

Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang 

yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta 

pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan 

baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas 

pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi 

unit organisasi pemerintah, yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan 

tunjangan, lembur dan uang makan PNS. Dalam pelaksanaan anggaran 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk belanja pegawai adalah sebagai 

beribut Pagu Anggaran sebesar Rp. 18.173.073.000.- Realisasi Rp. 

18.098.390.580.- Tidak terserap Rp. 74.682.420,- atau penyerapan sebesar 

99.59%. 

Penyerapan pagu belanja pegawai seluruh satuan kerja di lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya antara 88,99% s/d 100% dengan rincian 

sebagai berikut: 
 



 
 

BAB IV 
PENGELOLAAN KEUANGAN, 
SARANA DAN PRASARANA 

DAN TI 

 
Pelaksanaan Anggaran 

- 79 - 
 

 

No 

 

SATKER 

TAHUN 2020 

PAGU 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

% 

REALISASI 

1 PTA Surabaya Rp     18,173,073,000   Rp     18,098,390,580  99.59% 

2 PA Surabaya Rp     11,261,689,000   Rp     11,240,830,789  99.81% 

3 PA Jember Rp     10,020,580,000   Rp        9,983,658,355  99.63% 

4 PA Kab. Malang Rp     11,299,318,000   Rp     11,284,060,392  99.86% 

5 PA Banyuwangi Rp       8,954,763,000   Rp        8,885,270,925  99.22% 

6 PA Sidoarjo Rp       8,206,451,000   Rp        7,600,750,449  92.62% 

7 PA Malang Rp       8,311,834,000   Rp        8,266,325,549  99.45% 

8 PA Kab. Kediri Rp       7,247,304,000   Rp        7,247,030,862  100.00% 

9 PA Lamongan Rp       7,881,071,000   Rp        7,866,762,362  99.82% 

10 PA Tuban Rp       6,779,444,000  Rp        6,662,914,369  98.28%  

11 PA Lumajang Rp       6,725,966,000   Rp        6,572,156,190  97.71% 

12 PA Blitar Rp       6,818,821,000   Rp        6,780,256,702  99.43% 

13 PA Tulungagung Rp       6,493,609,000   Rp        6,479,627,556  99.78% 

14 PA Bojonegoro Rp       6,291,276,000   Rp        6,257,603,483  99.46% 

15 PA Mojokerto Rp       3,321,431,000   Rp        3,316,899,060  99.86% 

16 PA Gresik Rp       3,433,718,000   Rp        3,363,070,786  97.94% 

17 PA Jombang Rp       3,257,622,000   Rp        3,202,537,983  98.31% 

18 PA Magetan Rp       2,880,251,000   Rp        2,563,016,571  88.99% 

19 PA Bangil Rp       2,845,203,000   Rp        2,810,138,464  98.77% 

20 PA Pasuruan Rp       2,840,286,000  Rp        2,817,540,877  99.20% 

21 PA Kota Madiun Rp       2,753,755,000   Rp        2,558,999,286  92.93% 

22 PA Ponorogo Rp       3,156,079,000   Rp        3,145,438,308  99.66% 

23 PA Nganjuk Rp       3,109,737,000   Rp        3,087,447,984  99.28% 

24 PA Bondowoso Rp       2,811,536,000   Rp        2,806,620,929  99.83% 

25 PA Trenggalek Rp       2,635,620,000   Rp        2,614,263,778  99.19% 

26 PA Sumenep Rp       2,340,046,000   Rp        2,302,325,102  98.39% 

27 PA Situbondo Rp       2,803,454,000   Rp        2,798,515,263  99.82% 

28 PA Kraksaan Rp       2,645,775,000   Rp        2,548,322,635  96.32% 

29 PA Pacitan Rp       2,464,618,000   Rp        2,437,908,034  98.92% 

30 PA Bangkalan Rp       2,751,233,000   Rp        2,741,252,340  99.64% 

31 PA Ngawi Rp       2,847,411,000   Rp        2,841,653,055  99.80% 

32 PA Kab. Madiun  Rp       2,665,207,000   Rp        2,565,687,587  96.27% 

33 PA Pamekasan Rp       2,826,219,000   Rp        2,813,039,082  99.53% 

34 PA Sampang Rp       2,096,528,000   Rp        2,058,640,836  98.19% 

35 PA Kota Kediri Rp       2,362,012,000   Rp        2,253,870,878  95.42% 

36 PA Probolinggo Rp       2,120,306,000   Rp        2,116,840,758  99.84% 

37 PA Bawean  Rp       1,774,485,000   Rp        1,753,365,768  98.81% 

38 PA Kangean  Rp       1,546,853,000   Rp        1,466,890,326  94.83% 

Total  Rp  188,754,584,000   Rp   186,209,924,253  98.65% 

 
Tabel 4.3 Realisasi belanja pegawai satuan kerja dilingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 2020 
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2. Belanja 

Barang 
 

Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa 

yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun 

yang tidak dipasarkan. Berikut ini adalah pagu dan realisasi belanja barang pada 

Pengadilan Tinggi Agama 
 

Surabaya sebagai berikut :   

Pagu DIPA Rp. 6.477.562.000,- 

Realisasi DIPA Rp. 6.395.704.191,- 

Sisa Pagu DIPA Rp. 81.857.809,- 
 

 
 

Untuk belanja barang DIPA 005.01 (Badan Urusan Administrasi) seluruh 

satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 

2020 realisasi anggaran tertinggi 100% dan terendah 96.82%, rincian seluruh 

satuan kerja sebagai berikut: 
 

NO. SATKER 

TAHUN 2020 

 PAGU 

(Rp)  

 REALISASI 

(Rp)  

% 

REALISASI 

1 PTA Surabaya  Rp   6,477,562,000   Rp   6,395,704,191  98.74% 

2 PA Surabaya  Rp   2,803,245,000   Rp   2,765,782,499  98.66% 

3 PA Jember  Rp   1,719,544,000   Rp   1,695,871,528  98.62% 

4 PA Kab. Malang  Rp   2,327,319,000   Rp   2,325,933,363  99.94% 

5 PA Banyuwangi  Rp   1,533,328,000   Rp   1,504,663,861  98.13% 

6 PA Sidoarjo  Rp   2,029,731,000   Rp   1,979,153,823  97.51% 

7 PA Malang  Rp   1,619,017,000   Rp   1,617,981,163  99.94% 

8 PA Kab. Kediri  Rp   1,720,837,000   Rp   1,705,314,465  99.10% 

9 PA Lamongan  Rp   2,169,047,000   Rp   2,144,101,060  98.85% 

10 PA Tuban  Rp   1,450,317,000   Rp   1,450,268,441  100.00% 

11 PA Lumajang  Rp   1,471,605,000   Rp   1,470,726,807  99.94% 

12 PA Blitar  Rp   1,518,369,000   Rp   1,470,234,756  96.83% 

13 PA Tulungagung  Rp   1,651,094,000   Rp   1,608,110,390  97.40% 

14 PA Bojonegoro  Rp   1,444,140,000   Rp   1,439,978,832  99.71% 

15 PA Mojokerto  Rp   1,556,788,000   Rp   1,521,593,584  97.74% 

16 PA Gresik  Rp   1,384,214,000   Rp   1,377,343,364  99.50% 

17 PA Jombang  Rp   1,584,615,000   Rp   1,581,475,294  99.80% 

18 PA Magetan  Rp   1,200,761,000   Rp   1,193,093,528  99.36% 

19 PA Bangil  Rp   1,487,879,000   Rp   1,486,325,626  99.90% 

20 PA Pasuruan  Rp   1,301,527,000   Rp   1,300,553,959  99.93% 

21 PA Kota Madiun  Rp   1,372,007,000   Rp   1,343,324,935  97.91% 

22 PA Ponorogo  Rp   1,252,017,000   Rp   1,212,177,655  96.82% 

23 PA Nganjuk  Rp   1,445,218,000   Rp   1,434,432,308  99.25% 
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24 PA Bondowoso  Rp   1,207,774,000   Rp   1,184,234,397  98.05% 

25 PA Trenggalek  Rp   1,098,863,000   Rp   1,097,810,105  99.90% 

26 PA Sumenep  Rp   1,600,457,000   Rp   1,542,265,552  96.36% 

27 PA Situbondo  Rp   1,288,934,000   Rp   1,281,670,968  99.44% 

28 PA Kraksaan  Rp   1,068,265,000   Rp   1,065,242,432  99.72% 

29 PA Pacitan  Rp   1,258,898,000   Rp   1,229,766,918  97.69% 

30 PA Bangkalan  Rp   1,371,529,000   Rp   1,360,834,091  99.22% 

31 PA Ngawi  Rp   1,203,951,000   Rp   1,167,823,729  97.00% 

32 PA Kab. Madiun  Rp   1,310,369,000   Rp   1,282,451,068  97.87% 

33 PA Pamekasan  Rp   1,277,446,000   Rp   1,272,120,000  99.58% 

34 PA Sampang  Rp   1,105,971,000   Rp   1,022,252,724  92.43% 

35 PA Kota Kediri  Rp   1,325,389,000   Rp   1,305,037,136  98.46% 

36 PA Probolinggo  Rp   1,125,938,000   Rp   1,098,243,308  97.54% 

37 PA Bawean  Rp      928,411,000   Rp      921,684,050  99.28% 

38 PA Kangean  Rp   1,071,361,000   Rp   1,042,749,625  97.33% 

Total  Rp 60,763,737,000   Rp 59,898,331,535  98.58% 

 
Tabel 4.4 Realisasi Dipa 005.01 belanja barang satuan kerja 

dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 2020 
 
 

Untuk belanja barang DIPA 005.04 (Badan Peradilan Agama) seluruh 

satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 

2020 realisasi anggaran tertinggi 100% dan terendah 88,97%, rincian seluruh 

satuan kerja sebagai berikut: 
 

NO. SATKER 

DIPA 005.04 (BADILAG) 

PAGU (Rp) REALISASI (Rp.) PERSENTASE 

1 PTA Surabaya  Rp                   446.081.000   Rp                   443.192.025  99,35% 

2 PA Surabaya  Rp                   149.000.000   Rp                   143.440.000  96,27% 

3 PA Jember  Rp                   161.000.000   Rp                   154.204.000  95,78% 

4 PA Kab. Malang  Rp                   155.000.000   Rp                   154.960.000  99,97% 

5 PA Banyuwangi  Rp                   181.000.000   Rp                   179.578.000  99,21% 

6 PA Sidoarjo  Rp                   134.400.000   Rp                   127.386.000  94,78% 

7 PA Malang  Rp                     53.800.000   Rp                     53.618.000  99,66% 

8 PA Kab. Kediri  Rp                     93.400.000   Rp                     93.182.500  99,77% 

9 PA Lamongan  Rp                   120.400.000   Rp                   120.166.000  99,81% 

10 PA Tuban  Rp                   118.500.000   Rp                   114.611.500  96,72% 

11 PA Lumajang  Rp                   101.600.000   Rp                   101.600.000  100,00% 

12 PA Blitar  Rp                   102.900.000   Rp                   102.194.400  99,31% 

13 PA Tulungagung  Rp                     91.900.000   Rp                     91.900.000  100,00% 

14 PA Bojonegoro  Rp                   135.400.000   Rp                   135.400.000  100,00% 

15 PA Mojokerto  Rp                     84.400.000   Rp                     83.100.000  98,46% 

16 PA Gresik  Rp                     64.500.000   Rp                     64.500.000  100,00% 

17 PA Jombang  Rp                   118.900.000   Rp                   118.673.000  99,81% 
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18 PA Magetan  Rp                     45.000.000   Rp                     45.000.000  100,00% 

19 PA Kota Madiun  Rp                     62.100.000   Rp                     62.100.000  100,00% 

20 PA Ponorogo  Rp                     45.600.000   Rp                     45.600.000  100,00% 

21 PA Nganjuk  Rp                     47.500.000   Rp                     47.487.000  99,97% 

22 PA Bondowoso  Rp                     79.000.000   Rp                     71.084.000  89,98% 

23 PA Trenggalek  Rp                     66.000.000   Rp                     65.380.000  99,06% 

24 PA Sumenep  Rp                     95.000.000   Rp                     95.000.000  100,00% 

25 PA Situbondo  Rp                   103.400.000   Rp                   103.400.000  100,00% 

26 PA Kraksaan  Rp                     66.000.000   Rp                     66.000.000  100,00% 

27 PA Pacitan  Rp                     47.000.000   Rp                     47.000.000  100,00% 

28 PA Bangkalan  Rp                     61.500.000   Rp                     61.368.000  99,79% 

29 PA Ngawi  Rp                     45.000.000   Rp                     45.000.000  100,00% 

30 PA Kab. Madiun  Rp                     55.500.000   Rp                     55.000.000  99,10% 

31 PA Pamekasan  Rp                     42.000.000   Rp                     42.000.000  100,00% 

32 PA Sampang  Rp                     49.500.000   Rp                     44.038.000  88,97% 

33 PA Kota Kediri  Rp                     25.500.000   Rp                     25.500.000  100,00% 

34 PA Probolinggo  Rp                     50.500.000   Rp                     50.500.000  100,00% 

35 PA Bawean  Rp                     17.200.000   Rp                     17.200.000  100,00% 

36 PA Kangean  Rp                     25.500.000   Rp                     25.500.000  100,00% 

37 PA Bangil  Rp                     59.000.000   Rp                     58.974.000  99,96% 

38 PA Pasuruan  Rp                     51.000.000   Rp                     50.460.000  98,94% 

 
Tabel 4.5 Realisasi Dipa 005.04 belanja barang satuan kerja dilingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 2020  
3. Belanja Modal 

 

Belanja modal yaitu pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset 

dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset 

tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Realisasi belanja modal pada 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : 
 

Pagu DIPA Rp. 25.000.000,- 

Realisasi DIPA Rp. 24.880.000,- 

Sisa Pagu DIPA Rp. 120.000,- 

   

Selama tahun anggaran 2020, belanja modal dialokasikan untuk Pengadaan 

perangkat pengolah data dan komunikasi, dan pengadaan peralatan fasilitas 

perkantoran.  
 

Untuk belanja Modal DIPA 005.01 (Badan Peradilan Agama) seluruh 

satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 
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2020 

realisasi anggaran tertinggi 100% dan 

terendah 95,66%, rincian seluruh satuan kerja 

sebagai berikut: 

 
 

NO. SATKER 

TAHUN 2020 

PAGU 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

% 

REALISASI 

1 PTA Surabaya Rp              25,000,000 Rp              24,880,000 99.52% 

2 PA Surabaya Rp            567,918,000 Rp            566,120,000 99.68% 

3 PA Jember Rp              25,000,000 Rp              24,200,000 96.80% 

4 PA Kab. Malang Rp            225,000,000 Rp            224,500,000 99.78% 

5 PA Banyuwangi Rp              25,000,000 Rp              25,000,000 100.00% 

6 PA Sidoarjo Rp              25,000,000 Rp              25,000,000 100.00% 

7 PA Malang Rp              25,000,000 Rp              24,500,000 98.00% 

8 PA Kab. Kediri Rp              25,000,000 Rp              25,000,000 100.00% 

9 PA Lamongan Rp              25,000,000 Rp              25,000,000 100.00% 

10 PA Tuban Rp            278,000,000 Rp            275,450,000 99.08% 

11 PA Lumajang Rp              25,000,000 Rp              25,000,000 100.00% 

12 PA Blitar Rp              25,000,000 Rp              25,000,000 100.00% 

13 PA Tulungagung Rp              25,000,000 Rp              25,000,000 100.00% 

14 PA Bojonegoro Rp              25,000,000 Rp              24,600,000 98.40% 

15 PA Mojokerto Rp            916,999,000 Rp            877,247,090 95.66% 

16 PA Gresik Rp              75,000,000 Rp              74,888,400 99.85% 

17 PA Jombang Rp              25,000,000 Rp              25,000,000 100.00% 

18 PA Magetan Rp            225,000,000 Rp            224,811,840 99.92% 

19 PA Bangil Rp              70,000,000 Rp              69,990,000 99.99% 

20 PA Pasuruan Rp              25,000,000 Rp              25,000,000 100.00% 

21 PA Kota Madiun Rp            207,000,000 Rp            207,000,000 100.00% 

22 PA Ponorogo Rp              25,000,000 Rp              25,000,000 100.00% 

23 PA Nganjuk Rp              25,000,000 Rp              24,901,840 99.61% 

24 PA Bondowoso Rp              25,000,000 Rp              25,000,000 100.00% 

25 PA Trenggalek Rp              25,000,000 Rp              25,000,000 100.00% 

26 PA Sumenep Rp              25,000,000 Rp              24,900,000 99.60% 

27 PA Situbondo Rp              25,000,000 Rp              25,000,000 100.00% 

28 PA Kraksaan Rp              25,000,000 Rp              25,000,000 100.00% 

29 PA Pacitan Rp              25,000,000 Rp              25,000,000 100.00% 

30 PA Bangkalan Rp              25,000,000 Rp              24,900,000 99.60% 

31 PA Ngawi Rp              25,000,000 Rp              24,901,840 99.61% 

32 PA Kab. Madiun Rp              25,000,000 Rp              24,974,000 99.90% 

33 PA Pamekasan Rp              25,000,000 Rp              24,900,000 99.60% 

34 PA Sampang Rp              25,000,000 Rp              24,900,000 99.60% 

35 PA Kota Kediri Rp              25,000,000 Rp              25,000,000 100.00% 

36 PA Probolinggo Rp              25,000,000 Rp              25,000,000 100.00% 

37 PA Bawean Rp              25,000,000 Rp              25,000,000 100.00% 

38 PA Kangean Rp              25,000,000 Rp              24,900,000 99.60% 

Total Rp        3,314,917,000 Rp        3,267,465,010 98.57% 
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Tabel 4.6 Realisasi belanja modal satuan 

kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun Anggaran 2020
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Dengan penyerapan atau realisasi 

diatas 95.66% diharapkan peningkatan sarana 

prasarana juga meningkatkan kepuasan masyarakat yang berhubungan dengan 

kantor Pengadilan meningkat. 

A.2.1. Daftar Isian Pelaksannaan Anggaran (DIPA) 

 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran merupakan wujud dokumen 

pelaksanaan anggaran yang berlaku mulai tahun anggaran 2005 berupa daftar isian 

yang mem uat uraian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian 

kegiatan, rencana penarikan dana tiap-tiap bulan dalam satu tahun serta 

pendapatan yang diperkirakan oleh kementerian negara/lembaga. 

Pada tahun anggaran 2020, DIPA terdiri atas DIPA Induk dan DIPA 

Petikan. DIPA Induk merupakan akumulasi/rangkuman dari DIPA milik satuan 

kerja (satker) yang disusun oleh Pengguna Anggaran untuk satu unit Eselon I dan 

ditandatangani oleh Pejabat eselon I sebagai penanggungjawab program yang 

memiliki alokasi anggaran. Pada DIPA Induk, Pejabat Eselon I membubuhkan 

tanda tangan sebagai tanda pengesahan atas dokumen DIPA. Pada DIPA Petikan 

yang diperuntukan bagi satker tidak diperlukan tanda tangan basah. Namun 

keabsahan DIPA Petikan tetap dapat terjamin karena melalui otomatisasi sistem, 

pada setiap DIPA Petikan akan diberikan kode pengaman berupa digital stamp. 

Pada tahun anggaran 2020 dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya 

menerima 2 (dua) DIPA dari eselon I Mahkamah Agung, yaitu: 

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (kode 005.01) 
 

2. DIPA Direktorat Badan Peradilan Agama (kode 005.04) 

A.2.2. Metode Pembayaran 

 

Model pencairan dana bagi satuan kerja ada 2 jenis, yaitu model 

langsung (LS) dan uang persediaan (UP). Contoh pencairan dana dengan 

menggunakan LS misalnya gaji dan tunjangan pegawai, lembur, uang makan, 

remunerasi, perjalanan dinas, belanja diatas Rp. 50.000.000 kepada satu rekanan 

(kecuali honor), dan pembayaran ke pada pihak ketiga, sedangkan dengan 
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metode 

uang persediaan misalnya belanja barang 

operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan 

bela nja perjalanan dinas. 

A.2.3. Belanja Pegawai 

 

Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya belanja pegawai 

dipergunakan untuk : 

 

1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 

Pembayaran belanja pegawai gaji dilaksanakan secara langsung kepada pegawai 

melalui rekening masing-masing pegawai secara giral. Namun apabila Satker 

masih menghendaki pembayaran secara tunai, maka hal tersebut dapat 

dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Kepala KPPN yang memuat 

pernyataan KPA bertanggungjawab atas penggantian pembayaran belanja 

pegawai gaji apabila terjadi kehilangan, pencurian, perampokan atau sebab lain. 

2. Belanja Uang Makan PNS 

Pembayaran uang makan diberikan kepada pegawai yang bekerja pada hari kerja 

yang ditetapkan maksimal 22 hari kerja. 

Pengajuan pembayaran uang makan untuk diterbitkan SPM dan SP2D dilampiri 

dengan Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP, 

Bendahara Pengeluaran dan Kuasa PA/PPK, SPP, SSP PPh Pasal 21, SPTJM 

dari Kuasa PA/PPK. SPM belanja pegawai gaji terdiri dari beberapa jenis 

pembayaran yaitu gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, uang muka gaji, 

uang duka wafat/tewas. SPM-LS Belanja Pegawai yang diajukan ke KPPN 

didasarkan pada dokumen/persyaratan pendukung sesuai jenis permintaan 

pembayaraannya. Daftar gaji dibuat dengan menggunakan aplikasi GPP Satker, 

dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan 

PPABP. 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga bertugas menghimpun 

pengajuan dan pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) 

dari satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengajuan 

remunerasi dilakukan tiap bulan dan sejak bulan September 2014 wajib 
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menggunakan 

aplikasi Komuni kasi Data Nasional (Komdanas) 

http://komdanas.mahkamahagung.go.id. Aplikasi 

Komdanas merupakan aplikasi
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intranet yang 

dibuat Mahkamah Agung RI, selain untuk 

menghindari kesalahan perhitungan, penggunaan aplikasi 

Komdanas dilakukan dalam rangka mendukung rencana pengajuan dan 

pertanggungjawaban yang bersifat paperless serta pelaksanaan Program 

Elektronik Audit (e-Audit) yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

RI. 

Untuk tahun anggaran 2020 Belanja pegawai Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya sebagai berikut: 
 

Pagu DIPA Rp. 18.173.073.000 

 Realisasi DIPA Rp. 18.098.390.580 

Sisa Pagu DIPA Rp. 74.682.420 

A.2.4. Belanja Barang Operasional 

Merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang 

dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan 

umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara 

lain: 

1. Belanja keperluan perkantoran 

2. Belanja pengadaan bahan makanan 

3. Belanja penambah daya tahan tubuh 

4. Belanja bahan 

5. Belanja pengiriman surat dinas 

6. Honor yang terkait deng an operasional satker 

7. Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai listrik, 

telepon, dan air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni 

8. Belanja biaya pemeli haraan gedung dan bangunan (ditafsirkan 

sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung 

operasional) 

9. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (Pengeluaran 

untuk membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan 

yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat)



 
 

BAB IV 
PENGELOLAAN KEUANGAN, 
SARANA DAN PRASARANA 

DAN TI 

 
Belanja Barang Non Operasional 

- 89 - 
 

10. Belanja 

biaya pemeliharaan peralatan dan mesin 

(ditafsirkan sebagai pemeliharaan asset yang 

terkait dengan pelaksanaan operasional satker sehari-hari) tidak 

termasuk 

11. biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi Belanja sewa gedung 

operasional sehari-hari satker 

12. Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. 
 
 

Untuk tahun anggaran 2020 belanja barang operasional Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya sebagai berikut: 
 

Pagu DIPA Rp. 5.544.410.000,- 

Realisasi DIPA (98,94%) Rp. 5.486.128.930,- 

   

Sisa Pagu DIPA Rp. 58.281.070,- 
 

A.2.5. Belanja Barang Non Operasional 

Merupakan pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai dikaitkan 

dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya 

pelayanan yang bersifat eksternal. Jenis pengeluaran terdiri antara lain: 

1. Honor yang terkait dengan output kegiatan 

2. Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di 

luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang 

transport lokal, biaya akomodasi yang mendukung penyelenggaraan kegiatan 

berkenaan 

3. Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja 

4. Belanja jasa profesi 

5. Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan dengan target 

kinerja 

6. Belanja jasa 

7. Belanja perjalanan 

Untuk tahun anggaran 2020 belanja barang non operasional Dipa 005.01 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai berikut:
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Pagu DIPA Rp. 933.152.000,- 

Realisasi DIPA (97,84%) Rp. 913.033.461,- 

   

Sisa Pagu DIPA Rp. 20.118.539,- 

 

Untuk tahun anggaran 2020 belanja barang non operasional Dipa 005.04 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya seba gai berikut: 

Pagu DIPA Rp. 446.081.000,- 

Realisasi DIPA (99,35%) Rp. 443.192.025,- 

   

Sisa Pagu DIPA Rp. 2.888.975,- 
 

A.2.6. Belanja Modal 

Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya belanja modal 

dipergunakan untuk Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi; Alat 

Pengolah Data Pendukung Ecourt; Pengadaan Meubelair. Pencairan dana belanja 

modal dilakukan secara langsung (LS) artinya pembayaran melalui transfer dari 

rekening kas negara ke rekening pihak ketiga/rekanan setelah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan. Untuk tahun anggaran 2020 berikut data belanja 

modal Pengadilan Tinggi Agama Surabaya: 
 

Pagu DIPA Rp. 25.000.000,- 

Realisasi DIPA (97,66%) Rp. 24.880.000,- 

    

Sisa Pagu DIPA Rp. 120.000,- 

 

A.2.7. Pembukuan Bendahara 

 

Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBN 

harus dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu. Pembukuan bendahara 

terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran. 

Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja 

Pengelola APBN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

162/PMK.05/2013, sedangkan Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan 

Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN Serta 
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Verifikasi 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

diatur oleh Dirjen Perbendaharaan dengan perat 

urannya Nomor Per-3/PB/2014. 

A.2.8. Pajak 
 

Setiap bendaharawan diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). Bendaharawan pemerintah wajib melakukan pemotongan dan 

pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan pemungutan PPN dan PPn BM yang 

besarannya diatur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, antra lain: 
 

- Pajak Penghasilan Pasal 21/26 
 

- Pajak Penghasilan Pasal 22 
 

- Pajak Penghasilan Pasal 23/26 
 

- Pajak Penghasilan yang bersifat final 
 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm) 

A.2.9. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

 

Adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasa l dari 

penerimaan perpajakan. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi : 
 

- Penerimaan yang berasal dari pengelolaan dana pemerintah, seperti : pendapatan 

jasa lembaga keuangan (Jasa Giro) akun 423221, peneriman kembali belanja 

pegawai TAYL akun 423951, penerimaan kembali persekot/uang muka gaji akun 

423991; 
 

- Penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan BMN, seperti pendapatan sewa 

tanah, gedung dan bangunan akun 423141. 
 

- Penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, 

seperti pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan akun 

423413, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya akun 423419 dan lain 

sebagainya. 

 

Penerimaan ini secara khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Jumlah Keseluruhan PNBP tahun 2020 

sebesar Rp.10.749.752.300 (Sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh 
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ratus lima puluh 

dua ribu tiga ratus rupiah) yang berasal dari 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah dengan 

rincian sebagai berikut: 
 

NO. SATKER 
KODE 

SATKER 

ESTIMASI 

PENDAPATAN 

TERIMA 

PENDAPATAN 
% REALISASI 

1 PTA Surabaya 309125  Rp        2.365.000   Rp          5.230.000  221,14% 

2 PA Surabaya 401241  Rp    991.832.000   Rp      863.938.000  87,11% 

3 PA Jember 401339  Rp    642.075.000   Rp      767.635.000  119,56% 

4 PA Kab. Malang 604731  Rp    418.985.000   Rp      832.341.500  198,66% 

5 PA Banyuwangi 401370  Rp    492.807.000   Rp      593.288.500  120,39% 

6 PA Sidoarjo 401263  Rp    264.069.000   Rp      363.215.500  137,55% 

7 PA Malang 401427  Rp    166.957.000   Rp      279.680.000  167,52% 

8 PA Kab. Kediri 401376  Rp    254.496.000   Rp      422.888.000  166,17% 

9 PA Lamongan 401323  Rp    145.391.000   Rp      284.279.000  195,53% 

10 PA Tuban 450738  Rp    192.947.000   Rp      297.512.000  195,53% 

11 PA Lumajang 401473  Rp    249.889.000   Rp      389.976.000  156,06% 

12 PA Blitar 401403  Rp    262.226.000   Rp      543.524.000  207,27% 

13 PA Tulungagung 401382  Rp    177.946.000   Rp      368.245.500  206,94% 

14 PA Bojonegoro 401308  Rp    165.987.000   Rp      311.785.000  187,84% 

15 PA Mojokerto 401257  Rp    190.673.000   Rp      324.961.000  170,43% 

16 PA Gresik 401294  Rp    151.108.000   Rp      262.826.000  173,93% 

17 PA Jombang 401272  Rp    197.334.000   Rp      368.317.000  173,93% 

18 PA Magetan 401495  Rp    133.789.000   Rp      172.616.500  129,02% 

19 PA Bangil 401442  Rp    217.459.000   Rp      268.171.500  123,32% 

20 PA Pasuruan 401433  Rp    135.824.000   Rp      226.814.000  166,99% 

21 PA Kota Madiun 401489  Rp      25.649.000   Rp        47.094.500  183,61% 

22 PA Ponorogo 401515  Rp    136.106.000   Rp      176.690.000  129,82% 

23 PA Nganjuk 401411  Rp    152.229.000   Rp      246.692.000  162,05% 

24 PA Bondowoso 401345  Rp    127.336.000   Rp      247.869.000  194,66% 

25 PA Trenggalek 401391  Rp    134.750.000   Rp      244.771.000  181,65% 

26 PA Sumenep 401561  Rp    134.157.000   Rp      209.561.000  156,21% 

27 PA Situbondo 401351  Rp    142.176.000   Rp      246.582.000  173,43% 

28 PA Kraksaan 401464  Rp                      0   Rp        66.000.000  100% 

29 PA Pacitan 401521  Rp      63.870.000   Rp      145.550.500  227,88% 

30 PA Bangkalan 401546  Rp    109.948.000   Rp      194.438.000  176,85% 

31 PA Ngawi 401509  Rp      96.792.000   Rp      202.692.500  209,41% 

32 PA Kab. Madiun 403031  Rp    121.255.000   Rp      198.854.000  164,00% 
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33 PA Pamekasan 401540  Rp      91.578.000   Rp      188.830.000  206,20% 

34 PA Sampang 401552  Rp    112.969.000   Rp      146.037.000  129,27% 

35 PA Kota Kediri 403047  Rp      55.326.000   Rp        96.687.000  174,76% 

36 PA Probolinggo 401458  Rp      37.269.000   Rp        63.603.000  170,66% 

37 PA Bawean 401288  Rp      19.342.400   Rp        14.821.800  76,63% 

38 PA Kangean 401577  Rp      29.880.000   Rp        65.735.000  220,00% 

Total  Rp 7.044.791.400   Rp 10.749.752.300  152,59% 

 

Tabel 4.7 Realisasi Anggaran Pendapatan untuk periode 

yang berakhir 31 Desember 2020 

 

Rekapitulasi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah 

dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN untuk seluruh satuan kerja di wilayah Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya selama Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: 

NO AKUN URAIAN ESTIMASI REALISASI PERSENTASE 

1 PTA Surabaya 

a 425231 
Pendapatan pengesahan surat di 

bawah tangan 
      

b 425232 
Pendapatan uang meja (leges) dan 

upah pada Panitera Badan 
      

c 425233 Pendapatan ongkos perkara       

d 425239 
Pendapatan Kejaksaan dan 

Peradilan lainnya 
 Rp       2.365.000   Rp      5.230.000  221,14% 

e 425764 
Pendapatan jasa lembaga keuangan 

(jasa giro) 
      

f 425911 
Penerimaan kembali belanja 

pegawai tahun anggaran yang lalu 
      

 

Tabel 3.19 Rekapitulasi Akun Pendapatan untuk periode 

yang berakhir 31 Desember 2020 

A.2.10. Kerugian Negara 

 

Adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang 

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan idin baik 

sengaja maupun lalai. Penyebab terjadinya kerugian iding adalah 

bencana alam, perampokan/pencurian, pengge lapan uang/BMN, 

kelalaian, atau dengan perbuatan melawan idin. Undang-Undang No 1
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tahun 2004 pasal 59 ayat (2) berbunyi 

"Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, 

atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar idin atau 

melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung 

merugikan keuangan iding, wajib mengganti kerugian tersebut". 

A.3. PELAPORAN ANGGARAN 

A.3.1. Laporan e-Rekon (SAIBA & SIMAK) 

 

Aplikasi SAIBA merupakan implementasi dari Sistem Akuntansi 

Instansi Berbasis Akrual, yang digunakan oleh Satker untuk menghasilkan 

Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Untuk kemudian tiap bulan arsip 

data komputer (file kirim dan backup) SAIBA Satker dilakukan proses 

rekonsiliasi dengan KPPN, yang bertujuan untuk penyamaan data realisasi 

belanja dan pendap atan mulai tahun 2017 dilaksanakan secara elektronik 

melalui aplikasi e-Rekon. 
 

Selain melakukan pengiriman data ke KPPN setempat, Satker juga 

berkewajiban untuk melakukan pengiriman ADK SAIBA (dari hasil 

rekonsiliasi dengan KPPN yang sudah benar) tiap semester ke koordinator 

wilayah dengan mengupload backup data tiap bulan ke aplikasi 

KOMDANAS. 
 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bertugas menghimpun ADK SAIBA 

Pengadilan Agama se Jawa Timur (38 satker) untuk kemudian diserahkan ke 

Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Korwil DIPA 01. Sedangkan sebagai 

Koordinator Wilayah DIPA 04, dengan adanya aplikasi e-rekon Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya berkewajiban memantau satker yang ada dibawahnya 

untuk menganalisa transaksi yang tidak wajar seperti saldo tidak normal, 

realisasi tanpa pagu; 

A.3.2. Laporan PNBP 

 

Merupakan laporan yang disusun oleh Bendahara Penerimaan masing-

masing Satker sebagai bentuk pertanggungjawaban atas PNBP yang 

ditatausahakan. Satker memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan 
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Bulanan 

Realisasi PNBP setiap tanggal 10 bulan 

berikutnya dan Laporan Realisasi PNBP triwulan 

yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang 

bersangkutan berakhir sebagaimana telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian 

Rencana dan Laporan Realisasi Peneri maan Negara Bukan Pajak dan 

SATKER harus melakukan juga laporan melalui aplikasi SIMARI online. 
 

A.3.3. Laporan Aplikasi E-Monev Bappenas 

 

Aplikasi e-Monev Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembang unan 

Tahun 2015 merupakan optimalisasi dari Aplikasi Pelaporan PP 39/2006 (off-

line) sebelumnya. Dalam memantau pelaksanaan kegiatan, aplikasi e-Monev 

memonitor dari dua aspek, yakni realisasi anggaran dan realisasi kinerja. 

Mekanisme pengumpulan data/informas i untuk pelaporan monev kinerja 

program/kegiatan tetap berjenjang, namun dilakukan secara online. Adapun 

prinsip utama mekanisme pelaporannya adalah sebagai berikut: 
 

1. Pada awal tahun anggaran, penanggung jawab program di tingkat UKE I 

bersama dengan penanggung jawab kegiatan (UKE II) melakukan 

konsolidasi untuk bersama-sama menetapkan target angga ran kegiatan dan 

target anggaran kinerja kegiatan mulai dari Triwulan I sampai denga n 

Triwulan IV (kumulatif); 
 
2. Selanjutnya, UKEIK/L cq. Set Ditjen/unit kerja dengan fungsi sejenis, 

melakukan pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja (seluruh 

iding or sasaran kegiatan) secara online melalui iding e-Monev paling 

lambat 10 hari kerja setelah triwulan berakhir; 
 

3. Menteri/Pimpinan Lembaga (cq. Kepala Biro Perencanaan), memeri ksa 

dan melakukan validasi terhadap laporan UKE I melalui aplikasi e-Monev 

paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan berakhir. 

A.3.4. Laporan Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran 

Aplikasi ini merupakan implementasi pasal 18 ayat (1) PMK No. 

249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan 

RKA-KL yang menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan
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hasil 

Evaluasi Kinerja untuk setiap program K/L 

yang dipimpinnya kepada Menteri Keuangan dan 

Menteri Perencanaan. Pada Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran, satker harus 

merekam realisasi volume output dan persentase perkembangan pencapaian 

output. 

A.3.5. Laporan Tuntutan Ganti Rugi 
 

Laporan perkembang an TGR berisi informasi mengenai uraian singkat 

kerugian negara dan status TGR tanggal tertentu. Laporan ini disampaikan segera 

setelah terjadi perkembangan penyelesaian kerugian negara maupun ketika timbul 

kerugian negara yang baru. Laporan TGR disampaikan oleh Satker segera setelah 

triwulan berakhir. 

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

 

Pada tahun 2020, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama di 

Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan penin gkatan sarana 

dan prasarana kantor yang mem adai guna mendukung kelancaran tugas pokok dan 

fungsi Peradilan Agama. Aktivitas tersebut meliputi pengadaan, pemeliharaan dan 

penghapusan terhadap sarana dan prasara na gedung serta fasilitas gedung yang dala m 

pengelolaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 

78/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara serta 

Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintan sebag aimana diubah oleh Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 dan 

terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, serta peraturan 

perundang-undangan lainn ya. 
 

B.1. Pengadaan 
 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di tahun 2020 telah melakukan peningkatan 

sarana dan prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 229.500.000,- (Dua ratus dua puluh 

sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai berikut : 
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No  Uraian Kegiatan  Nila i Pengadaan 

      

  Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi   

1  - Laptop untuk Ketua, Laptop untuk Hakim Tinggi 129.500.000 

  - Printer, Pengada an Laptop Hakim (BA.BUN)   

  
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 

   

2  - Meja Kerja Haki m Tinggi, Sice Tanpa Meja untuk Ruang Ketua   100.000.000 

  - Kursi Hadap PTSP    

  Total   229.500.000 
        

Tabel 4.8 Rekapitulasi Peningkatan Sarana Dan Prasarana 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 2020 

Pengadilan Agama di liingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada 

Tahun 2020 telah melakukan peningkatan sarana dan prasarana berupa pembangunan, 

renovasi/perluasan gedung, p engadaan alat pengolah data, pengadaan me ubelair dan 

fasilitas perkantoran lainnya dengan total anggaran sebesar Rp. 7.923.323.000,- (Tujuh 

milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan 

rincian : 
 

 No   Satun Kerja   
Nilai 

Pengadaan   Urain  Kegiatan  
              

           Pengadaan perangkat pen golah data dan 

1   Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 229.500.000   komunikasi; Alat Pengolah Data Pendukung Ecourt; 

           Pengadaan Meubelair 

              

 
2 

  Pengadilan 

Agama Surabaya 

  
214.000.000 

  
Pengadaan perangkat 

pen golah data dan  

       komunikasi; Biaya 

Pengem bangan Sistem Antrian 

 

            

              

3   Pengadilan Agama Mojokerto 37.500.000   
Pengadaan perangkat pen golah data dan 

komunikasi 

              

           

Pengadaan perangkat 

pen golah data dan  

 4   

Pengadilan 

Agama Sidoarjo   237.500.000   

komunikasi; Pengadaan 

p eralatan fasilitas  

           perkantoran   

              

           Pengadaan perangkat pen golah data dan 

5   Pengadilan Agama Jombang 93.131.000   komunikasi; Pembangunan/renovasi gedung dan 

           bangunan 

            

 6   
Pengadilan 

Agama Bawean   50.000.000   
Pengadaan perangkat 

pen 

golah data dan 

komunikasi  
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7   Pengadilan Agama Gresik 50.000.000   
Pengadaan perangkat pen golah data dan 

komunikasi 

            

 8   
Pengadilan 

Agama Bojonegoro   87.500.000   
Pengadaan perangkat 

pen 

golah data dan 

komunikasi  
              

9   Pengadilan Agama Lamongan 112.500.000   
Pengadaan perangkat pen golah data dan 

komunikasi 

            

 10   
Pengadilan 

Agama Jember   112.500.000   
Pengadaan perangkat 

pen 

golah data dan 

komunikasi  
              

11 

  

Pengadilan Agama Bondowoso 1.650.000.000 

  Pengadaan perangkat pen golah data dan 

    

komunikasi; Renovasi Rum ah Dinas            
              

 

12 

  Pengadilan 

Agama Situbondo 

  

453.192.000 

  

Pengadaan perangkat 
pen golah data dan  

       komunikasi; Renovasi 

Rum ah Dinas 

 

            

           Pengadaan perangkat pen golah data dan 

13   Pengadilan Agama Banyuwangi 2.325.000.000   komunikasi; Pembangunan/renovasi gedung dan 

           bangunan 

 14   
Pengadilan 

Agama 

Kabupaten 

Kediri   100.000.000   
Pengadaan perangkat 

pen 

golah data dan 

komunikasi  
              

15   Pengadilan Agama Tulungagung 112.500.000   
Pengadaan perangkat pen golah data dan 

komunikasi 

            

 16   
Pengadilan 

Agama Trenggalek   50.000.000   
Pengadaan perangkat 

pen 

golah data dan 

komunikasi  
              

17 

  

Pengadilan Agama Blitar 160.000.000 

  Pengadaan perangkat pen golah data dan 

    

komunikasi; Meubelair            
              

           

Pengadaan perangkat 
pen golah data dan  

 18   

Pengadilan 

Agama Nganjuk   137.500.000   

komunikasi; Pengadaan 

p eralatan fasilitas  

           perkantoran   

19   Pengadilan Agama Malang 75.000.000   
Pengadaan perangkat pen golah data dan 

komunikasi 

            

 20   
Pengadilan 

Agama Pasuruan   37.500.000   
Pengadaan perangkat 

pen 

golah data dan 

komunikasi  
              

21 

  

Pengadilan Agama Bangil 98.000.000 

  Pengadaan perangkat pen golah data dan 

    

komunikasi; Tambah Daya Listrik            
            

 22   
Pengadilan 

Agama Probolinggo   25.000.000   
Pengadaan perangkat 

pen 

golah data dan 

komunikasi  
              

23   Pengadilan Agama Kraksaan 37.500.000   
Pengadaan perangkat pen golah data dan 

komunikasi 

            

 24   
Pengadilan 

Agama Lumajang   87.500.000   
Pengadaan perangkat 

pen 

golah data dan 

komunikasi  
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Tabel 4.9 Rekapitulasi Peningkatan Sarana Dan Prasarana 

Pengadilan Agama Se Jawa Timur Tahun 2020 

 

B.2. Pemeliharaan 

 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung yang dilakukan mel alui belanja 

barang (52) meliputi bangunan dan lingkungan gedung kantor pengadilan serta rumah 

dinas pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2020 sebesar Rp. 47 

25 
  

Pengadilan Agama Madiun 237.500.000 

  Pengadaan perangkat pen golah data dan 

    

komunikasi; Pematangan Lahan            
              

 26   Pengadilan Agama Magetan   50.000.000   Pengadaan perangkat pen golah data dan komunikasi  
              

27   Pengadilan Agama Ngawi 37.500.000   Pengadaan perangkat pen golah data dan komunikasi 

              

           Pengadaan perangkat pen golah data dan  

 28   Pengadilan Agama Ponorogo   345.000.000   komunikasi; Pengadaan p eralatan fasilitas  

           perkantoran   

           Pengadaan perangkat pen golah data dan 

29   Pengadilan Agama Pacitan 108.500.000   komunikasi; Pengadaan p eralatan fasilitas 

           Perkantoran 

 30   Pengadilan Agama Pamekasan   25.000.000   Pengadaan perangkat pen golah data dan komunikasi  
              

31   Pengadilan Agama Bangkalan 37.500.000   Pengadaan perangkat pen golah data dan komunikasi 

            

 32   Pengadilan Agama Sampang   25.000.000   Pengadaan perangkat pen golah data dan komunikasi  
              

33   Pengadilan Agama Sumenep 12.500.000   Pengadaan perangkat pen golah data dan komunikasi 

            

 34   Pengadilan Agama Kangean   37.500.000   Pengadaan perangkat pen golah data dan komunikasi  
              

35 

  Pengadilan Agama Kabupaten 

50.000.000 

  

Pengadaan perangkat pen golah data dan komunikasi   

Madiun 

  

           
              

 

36 

  

Pengadilan Agama Kediri 

  

150.000.000 

  Pengadaan perangkat pen golah data dan  

       

komunikasi; Pengadaan M eubeliar 

 

            

37   Pengadilan Agama Tuban 100.000.000   Pengadaan perangkat pen golah data dan komunikasi 

              

    

Pengadilan Agama Malang Kab. 

     Pengadaan perangkat pen golah data dan  

 

38 

    

134.500.000 

  

komunikasi; Pengadaan p eralatan fasilitas 

 

   

Malang 

      

          

perkantoran 

  

             

    Total   7.923.323.000      
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2.388.000,- (Empat 

ratus tujuh puluh dua juta tig a ratus delapan puluh 

delapan ribu rupiah) t erdiri dari : 

 

No   Je nis Pemeliharaan  Volume Anggaran Pemeliharaan  
          

1 

  Pemeliharaaan Gedung Bangunan  

1.524 m2 168 .000.000 

 

  

Kantor 

  

        

         

2   Rumah Din As  630 m2 38 .319.000  
          

3 

  Peralatan Dan Mesin (Kendaraan  

22 Unit 216 .119.000 

 

  

Roda 2 dan 4) 

  

        

         

4   Laptop, P.C , Printer, AC  110 Unit 49 .950.000  
          

    Total   472 .388.000  

            
Tabel 4.10 Pemeliharaan Gedung dan Sarana dan Prasarana Pada 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020 
  

Sedangkan untuk pemeliharaan bangunan dan lingkungan gedung kantor, serta 

rumah dinas pada Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya tahun 2020 adalah sebagaimana dal am tabel berikut ini : 
 

 

No 

  

Satuan Kerja 

  

Jenis Pemeliharaan 

  

Volume 

  Anggaran  

         

Pemeliharaan 

 

              

       Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor  1600m2 168.000.000 

1 

  Pengadilan Tinggi  

Pemeliharaan Rumah Dinas 

 

630m2 38.319.000   

Agama Surabaya 

  

     

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

167 unit 266.069.000         

               

    

Pengadilan Agama 

  Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor   2105m2   221.052.000  

 

2 

    

Pemeliharaan Rumah Dinas 

  

54m2 

  

8.100.000 

 

   

Surabaya 

       

      

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

146 unit 

  

160.416.000 

 

            

       Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor  2149m2 93.624.000 

3 

  Pengadilan Agama  

Pemeliharaan Rumah Dinas 

 

125m2 8.000.000   

Mojokerto 

  

     

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

80 unit 99.243.000         

              

 

4 

  Pengadilan Agama   Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor   1080m2   115.560.000  

   

Sidoarjo 

  

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

86 unit 

  

109.020.000 

 

           

       Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor  1148m2 144.903.000 

5 

  Pengadilan Agama  

Pemeliharaan Rumah Dinas 

 

675m2 40.500.000   Jombang   
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Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

73 unit 104.570.000         

               

    

Pengadilan Agama 

  Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor   234m2   43.280.000  

 

6 

    

Pemeliharaan Rumah Dinas 

  

140m2 

  

14.000.000 

 

   

Bawean 

       

      

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

48 unit 

  

80.472.000 

 

            

       Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor  694m2 102.798.000 

7 

  Pengadilan Agama  

Pemeliharaan Rumah Dinas 

 

70m2 5.250.000   

Gresik 

  

     

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

88 unit 103.660.000         

              

 

8 

  Pengadilan Agama   Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor   910m2   140.817.000  

   

Bojonegoro 

  

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

91 unit 

  

11.726.000 

 

           

       Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor  1867m2 167.718.000 

9 

  Pengadilan Agama  

Pemeliharaan Rumah Dinas 

 

286m2 10.296.000   

Lamongan 

  

     

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

101 unit 116.300.000         

              

 

10 

  Pengadilan Agama   Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor   1350m2   91.000.000  

   

Jember 

  

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

219 unit 

  

125.660.000 

 

           

11 

  Pengadilan Agama  Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor  500m2 37.600.000 

  

Bondowoso 

 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

70 unit 111.214.000       

              

 

12 

  Pengadilan Agama   Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor   1130m2   121.650.000  

   

Situbondo 

  

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

56 unit 

  

81.980.000 

 

           

13 

  Pengadilan Agama  Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor  584m2 45.315.000 

  

Banyuwangi 

 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

92 unit 125.060.000       

              

 

14 

  Pengadilan Agama   Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor   1380m2   133.380.000  

   

Kabupaten Kediri 

  

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

127 unit 

  

77.532.000 

 

           

15 

  Pengadilan Agama  

Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor 

 

1628m2 146.965.000   

Tulungagung 

  

             

       Pemeliharaan Rumah Dinas  382m2 24.448.000 

       Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  115 unit 107.487.000 

              

 

16 

  Pengadilan Agama   

Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor 

  

808m2 

  

68.199.000 

 

   

Trenggalek 

       

      

Pemeliharaan Rumah Dinas 

  

275m2 

  

18.660.000 

 

            

       Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   73 unit   85.720.000  

17   Pengadilan Agama  Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor  1587m2 81.350.000 
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Blitar 

 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

103 unit 108.721.000       

               

    

Pengadilan Agama 

  Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor   951m2   85.129.000  

 

18 

    

Pemeliharaan Rumah Dinas 

  

500m2 

  

15.000.000 

 

   

Nganjuk 

       

      

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

69 unit 

  

99.550.000 

 

            

    

Pengadilan Agama 

 Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor  1351m2 142.742.000 

19 

   

Pemeliharaan Rumah Dinas 

 

133m2 1.330.000   

Malang 

  

     

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

68 unit 102.510.000         

                  
    

Pengadilan Agama 

  Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor   662m2   62.508.000  

 

20 

    

Pemeliharaan Rumah Dinas 

  

480m2 

  

8.160.000 

 

   

Pasuruan 

       

      

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

82 unit 

  

100.015.000 

 

            

21 

  Pengadilan Agama  Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor  1471m2 106.441.000 

  

Bangil 

 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

98 unit 114.745.000       

              

 

22 

  Pengadilan Agama   Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor   1440m2   96.560.000  

   

Probolinggo 

  

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

92 unit 

  

124.440.000 

 

           

23 

  Pengadilan Agama  Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor  960m2 54.195.000 

  

Kraksaan 

 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

66 unit 82.023.000       

              

 

24 

  Pengadilan Agama   Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor   2303m2   180.013.000  

   

Lumajang 

  

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

107 unit 

  

120.680.000 

 

           

       Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor  551m2 114.592.000 

25 

  Pengadilan Agama  

Pemeliharaan Rumah Dinas 

 

590m2 14.750.000   

Madiun 

  

     

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

68 unit 70.720.000         

              

 

26 

  Pengadilan Agama   Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor   1245m2   96.925.000  

   

Magetan 

  

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

60 unit 

  

77.000.000 

 

           

27 

  Pengadilan Agama  Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor  2395m2 114.800.000 

  

Ngawi 

 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

59 unit 83.910.000       

              

 

28 

  Pengadilan Agama   Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor   2176m2   85.406.000  

   

Ponorogo 

  

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

59 unit 

  

77.500.000 

 

           

       Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor  1400m2 116.900.000 

29 

  Pengadilan Agama  

Pemeliharaan Rumah Dinas 

 

664m2 52.796.000   Pacitan   
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Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

82 unit 127.100.000         

              

 

30 

  Pengadilan Agama   Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor   1200m2   113.740.000  

   

Pamekasan 

  

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

95 unit 

  

117.594.000 

 

           

       Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor  1536m2 133.067.000 

31 

  Pengadilan Agama  

Pemeliharaan Rumah Dinas 

 

650m2 50.390.000   

Bangkalan 

  

     

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

93 unit 124.259.000         

               

    

Pengadilan Agama 

  Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor   494m2   11.700.000  

 

32 

    

Pemeliharaan Rumah Dinas 

  

97m2 

  

4.850.000 

 

   

Sampang 

       

      

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

49 unit 

  

81.330.000 

 

            

       Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor  800m2 89.971.000 

33 

  Pengadilan Agama  

Pemeliharaan Rumah Dinas 

 

350m2 52.255.000   

Sumenep 

  

     

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

64 unit 152.885.000         

               

    

Pengadilan Agama 

  Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor   300m2   94.700.000  

 

34 

    

Pemeliharaan Rumah Dinas 

  

70m2 

  

4.480.000 

 

   

Kangean 

       

      

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

67 unit 

  

68.770.000 

 

            

35 

  Pengadilan Agama  Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor  900m2 96.300.000 

  

Kabupaten Madiun 

 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

109 unit 137.130.000       

              

 

36 

  Pengadilan Agama   Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor   813m2   106.649.000  

   

Kediri 

  

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

65 unit 

  

87.600.000 

 

           

       Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor  1191m2 98.413.000 

37 

  Pengadilan Agama  

Pemeliharaan Rumah Dinas 

 

70m2 805.000   

Tuban 

  

     

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

 

96 unit 129.076.000         

              

 

38 

  Pengadilan Agama   Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor   2400m2   146.270.000  

   

Malang Kab. Malang 

  

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

78 unit 

  

16.362.000 

 

           

       Total     291.708.000  
                 

Tabel 4.11 Pemeliharaan pada Pengadilan Agama Se Jawa Timur Tahun 

Anggaran 2020  
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B.3. Penghapusan 
 

Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya pada tahun 2020 telah melaksanakan penghapusan dan pengusulan 

penghapusan Barang Milik Negara dengan rincian sebagai berikut: 

 No   Satuan Kerja    Uraian  
          

1   Pengadilan Agama Bondo woso  Mengajukan penghapusan mebelair dan fasilitas gedung 

        

Mengusulkan untuk pelaksanaan penghapusan BMN berupa 1 unit 

 

 
2 

  
Pengadilan Agama Maget an 

   

     

kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2 

 

         

        

Telah melakukan pengapusan BMN berupa kendaraan b ermotor roda 2 

3 

  

Pengadilan Agama Sumenep 

 

   

sebanyak 3 unit         

        

 4   Pengadilan Agama Kangea n   Mengusulkan penghapusan sejumlah 132 unit BMN  
          

5 

  Pengadilan Agama Kabupa ten  Pengahapusan yaitu sepeda motor GL 100 Merk honda d an mengajukan 

  

Madiun 

 

penghapusan berupa meubelir      

          

Tabel 4.12 Penghapusan pada Pengadilan Agama wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020 

B.4. Penetapan Status 
 

Penetapan Status yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama di 

Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2020 adalah 

sebagaimana dalam tabel berikut: 
 

No  Satuan Kerja   Keterangan 

      

1  Pengadilan Agama Gresik Mengajukan Penetapan Status Penggunaan 

     

2  Pengadilan Agama Trenggalek  Mengajukan Penetapan Status Penggunaan 

      

3  Pengadilan Agama Pasuruan Mengajukan Penetapan Status Penggunaan 

  

Pengadilan Agama Probolinggo 

  

4    
     Mengajukan Penetapan Status Penggunaan 

5  Pengadilan Agama Pamekasan Mengajukan Penetapan Status Penggunaan 

     

6  Pengadilan Agama Bangka lan  Mengajukan Penetapan Status Penggunaan 

        
Tabel 4.13 P enetapan Status Penggunaan (PSP) pada wilayah Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020 
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B.5. Tranfer Keluar 
 

Selain pengadaan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana fasilitas gedung 

kantor, Pengadilan Tinggi Ag ama Surabaya pada tahun 2020 telah melak ukan penghapusan 

aset melalui transfer ke Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dalam tabel 

berikut : 
  

No Satuan Kerja  Satker Tujuan  Nama Barang  Nomor/Tanggal SK Nilai Total 

         
 

- NIHIL 
 

Total 0 

  

 
Tabel 3.14 Transfer keluar Sarana Dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2020 

B.6. Transfer Masuk 
 

 

Pengadilan Tinggi A gama Surabaya dan satuan kerja dibawahnya pada tahun 

anggaran 2020 telah menerima aset pada Dipa 005.01 Badan Urusan Administrasi 

Mahkamah Agung RI dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok sebesar Rp. 

8.378.130.541 (Delapan milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu 

lima ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana dalam tabel berikut: 
 

No   Satker Asal   SatkerTujuan  Nama Barang Nilai   

            

1   BUA MARI   PTA Surabaya  Peralatan dan Mesin 84. 055.600  

            

2   BUA MARI   PA Surabaya  Peralatan dan Mesin 170.354.258  

            

3   BUA MARI   PA Mojokerto  Peralatan dan Mesin 76. 725.600  

            

4   BUA MARI   PA Sidoarjo Peralatan dan Mesin 170.902.190  

            

5   BUA MARI   PA Jombang  Peralatan dan Mesin 170. 902.190  

            

6   BUA MARI   PA Bawean  Peralatan dan Mesin 170.902.190  

            

7   BUA MARI   PA Gresik  Peralatan dan Mesin 170. 902.190  

            

8   BUA MARI   PA Bojonegoro  Peralatan dan Mesin 170.902.190  

            

9   BUA MARI   PA Lamongan  Peralatan dan Mesin 170. 902.190  

            

10   BUA MARI   PA Jember  Peralatan dan Mesin 170.902.190  

            

11   BUA MARI   PA Bondowoso  Peralatan dan Mesin 170. 902.190  
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12 

  

PN SITUBONDO 

  

PA Situbondo 

 Gedung dan 

248.682.000 

 

     

Bangunan 

 

           

13   PN SITUBONDO   PA Situbondo  Tanah 1.922.496.000  

            

14   BUA MARI   PA Situbondo Peralatan dan Mesin 170.902.190  

            

15   BUA MARI   PA Banyuwangi  Peralatan dan Mesin 170. 902.190  

            

16   BUA MARI   PA Kab. Kediri  Peralatan dan Mesin 607.448.963  

            

17   BUA MARI   PA Tulungagung  Peralatan dan Mesin 170. 902.190  

            

18   BUA MARI   PA Trenggalek  Peralatan dan Mesin 170.902.190  

            

19   BUA MARI   PA Blitar  Peralatan dan Mesin 170. 902.190  

            

20   BUA MARI   PA Nganjuk  Peralatan dan Mesin 170.902.190  

            

21   BUA MARI   PA Pasuruan  Peralatan dan Mesin 170. 902.190  

            

22   BUA MARI   PA Bangil  Peralatan dan Mesin 170.902.190  

            

23   BUA MARI   PA Probolinggo  Peralatan dan Mesin 170. 902.190  

            

24   BUA MARI   PA Kraksaan  Peralatan dan Mesin 170.902.190  

            

25   BUA MARI   PA Lumajang  Peralatan dan Mesin 161. 035.600  

            

26   BUA MARI   PA Madiun Peralatan dan Mesin 170.902.190  

            

27   BUA MARI   PA Ngawi  Peralatan dan Mesin 170. 902.190  

            

28   BUA MARI   PA Ponorogo  Peralatan dan Mesin 170.902.190  

            

29   BUA MARI   PA Pacitan  Peralatan dan Mesin 170. 902.190  

            

30   BUA MARI   PA Pamekasan  Peralatan dan Mesin 161.035.600  

            

31   BUA MARI   PA Bangkalan  Peralatan dan Mesin 170. 902.190  

            

32   BUA MARI   PA Sampang  Peralatan dan Mesin 170.902.190  

            

33   BUA MARI   PA Sumenep  Peralatan dan Mesin 161. 035.600  

            

34   BUA MARI   PA Kangean  Peralatan dan Mesin 170.902.190  

            

35   BUA MARI   PA Kab. Madiun  Peralatan dan Mesin 170. 902.190  

            

36   BUA MARI   PA Tuban Peralatan dan Mesin 170.902.190  
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37 BUA MARI PA Kab. Malang Peralatan dan Mesin 170. 902.190 

      

  Total  8.378.130.541 

       
 

Tabel 4.15 Transfer Masuk Sarana dan Prasarana dilingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020 

 

Satuan kerja dilingku ngan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 

anggaran 2020 telah menerima aset pada Dipa 005.04 Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok sebesar Rp. 

195 .404.800 (Seratus sembilan puluh lima juta e mpat ratus empat ribu delapan ratus 

rupiah) berupa barang persediaan dokumen blanko A kta Cerai sebagaimana dalam 

tabel berikut: 
 

No Satker Asal SatkerTujuan Nama Barang Nilai  

      

1 BADILAG PA Bangil Barang Konsumsi 4.352 .000 

      

2 BADILAG PA Surabaya Barang Konsumsi 12.294 .400 

      

3 BADILAG PA Mojokerto Barang Konsumsi 6.201 .600 

      

4 BADILAG PA Sidoarjo Barang Konsumsi 9.248 .000 

      

5 BADILAG PA Jombang Barang Konsumsi 6.092 .800 

      

6 BADILAG PA Bawean Barang Konsumsi 544 .000 

      

7 BADILAG PA Gresik Barang Konsumsi 4.460 .800 

      

8 BADILAG PA Bojonegoro Barang Konsumsi 5.875 .200 

      

9 BADILAG PA Lamongan Barang Konsumsi 5.548 .800 

      

10 BADILAG PA Jember Barang Konsumsi 13.491 .200 

      

11 BADILAG PA Bondowoso Barang Konsumsi 3.916 .800 

      

12 BADILAG PA Situbondo Barang Konsumsi 3.916 .800 

      

13 BADILAG PA Banyuwangi Barang Konsumsi 13.164 .800 

      

14 BADILAG PA Kab. Kediri Barang Konsumsi 7.616 .000 

      

15 BADILAG PA Tulungagung Barang Konsumsi 6.310 .400 

      

16 BADILAG PA Trenggalek Barang Konsumsi 3.699 .200 
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17 BADILAG PA Blitar Barang Konsumsi 8.595 .200 

      

18 BADILAG PA Nganjuk Barang Konsumsi 5.113 .600 

      

19 BADILAG PA Malang Barang Konsumsi 5.113 .600 

      

20 BADILAG PA Pasuruan Barang Konsumsi 4.352 .000 

      

21 BADILAG PA Probolinggo Barang Konsumsi 1.305 .600 

      

22 BADILAG PA Kraksaan Barang Konsumsi 4.678 .400 

      

23 BADILAG PA Lumajang Barang Konsumsi 6.636 .800 

      

24 BADILAG PA Madiun Barang Konsumsi 1.088 .000 

      

25 BADILAG PA Magetan Barang Konsumsi 2.828 .800 

      

26 BADILAG PA Ngawi Barang Konsumsi 4.134 .400 

      

27 BADILAG PA Ponorogo Barang Konsumsi 4.460 .800 

      

28 BADILAG PA Pacitan Barang Konsumsi 2.284 .800 

      

29 BADILAG PA Pamekasan Barang Konsumsi 3.046 .400 

      

30 BADILAG PA Bangkalan Barang Konsumsi 3.481 .600 

      

31 BADILAG PA Sampang Barang Konsumsi 2.720 .000 

      

32 BADILAG PA Sumenep Barang Konsumsi 3.264 .000 

      

33 BADILAG PA Kangean Barang Konsumsi 1.088 .000 

        
34 BADILAG PA Kab. Madiun Barang Konsumsi 3.590 .400 

      

35 BADILAG PA Kediri Barang Konsumsi 1.523 .200 

      

36 BADILAG PA Tuban Barang Konsumsi 5.222 .400 

      

37 BADILAG PA Kab. Malang Barang Konsumsi 14.144 .000 

      

  Total  195.404 .800 

        
Tabel 4.16 Transfer Masuk Barang Persediaan Dokumen 

Blanko Akta Cerai dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya Tahun 2019 
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B.7. Hibah 
 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama 

se Jawa Timur pada tahun 2020 telah menerima Hibah dalam rangka 

menunjang pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dalam tabel berikut: 
 

 

No 

  

Satuan Kerja 

  

Asal 

  

Nama Barang 

  Nomor/Tanggal   

Nilai Total 

 

         

BAST 

   

                 

1   Pengadilan Agama Tulungagung  Takmir Masjid Bangunan 2020  112.500.000 

                 

 2   Pengadilan Agama Bangil   Takmir Masjid   Bangunan   2020   100.000.000  

                  

 
Tabel 4.17 Hibah Sarana dan Prasarana dilingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020 

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI 

C.1. Implementasi E-Court di lingkungan Peradilan Agama 

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang sederhana, cepat dan biaya ringan 

maka perlu diadakan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses 

penyelenggaraan peradilan dengan menyesuaikan perkembangan zaman maka 

mengharuskan adanya pelayanan administrasi di Pengadilan secara effektif dan 

effisien. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung menetapkan Peraturan 

Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan 

secara elektronik. Untuk menindaklanjuti Pasal 8 dan Pasal 12 Keputusan Dirjen 

Badilag Nomor 1294/DJA/HK.006/SK/05/2018 tentang petunjuk pelaksanaan 

Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 maka Dirjen Badilag mengeluarkan 

surat edaran nomor 3126/DJA/HM.02.3/XI/2018 tentang tata cara pengaktifan e-court 

Mahkamah Agung untuk wilayah Pengadilan Agama. Dengan terbitnya Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun   tentang administrasi perkara dan persidangan 

di Pengadilan secara elektronik maka sistem Peradilan secara elektronik  (E-Court) di 

Pengadilan meliputi : e-filling (pendaftaran), e-payment (pembayaran), e-summons 

(pemanggilan ), e-litigition (persidangan). 

C.1.1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing) 

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi E-Court untuk saat ini baru dibuka 

jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan 
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permohonan. 

Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang 

didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan 

Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, 

dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat E-Court salah satunya adalah 

kemudahan berusaha. Keuntungan  pendaftaran  perkara  secara  online melalui 

Aplikasi        E-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah : 

1. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara; 

2. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau 

dari berbagai metode pembayaran dan bank; 

3. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media; 

4. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat. 

Dalam hal pendaftaran perkara online, pengguna terdaftar (Advokat) harus 

setelah mendaftar dan mendapatkan akun harus melalui mekanisme validasi Advokat 

oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah. Pengguna insidentil 

(Pengguna Non Advokat) terdiri dari perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum. 

Pada dasarnya Pengguna ini merupakan termasuk pengguna E-Court temporary, 

pengunaan account untuk pengguna insidentil hanya berlaku saat beracara secara 

elektronik untuk satu kali dan 14 hari setelah tanggal putusan, user tidak bisa lagi 

mengakses data perkaranya. Untuk menggunakan kembali harus dilakukan aktivasi 

kembali oleh Pengadilan. Kesemua Pengguna insidentil ini mem punya mekanisme 

kebutuhan data yang berbeda-beda ketika melakukan pendaftaran, pendaftarannya 

tersebut dilakukan di pengadilan setempat/tertuju untuk terdaftar dalam aplikasi E-

Court. 

Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) 

selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang 

sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru. Pendaftaran perkara online 

dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan E-Court. 

Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Makamah 

Agung RI. 
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C.1.2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment) 

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan 

SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate 

tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah 

ditetapkandan dikonfigurasi oleh Pengadila n, dan Besaran Biaya Radius yang juga 

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah 

diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektroniik SKUM atau e-SKUM. 

Pengguna T erdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan 

mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk 

pembayaran Biaya Panjar Perkara. 

C.1.3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons) 

Sesuai dengan Perma No.3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang 

pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada 

Pengguna Terdaftar dilakukan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat 

domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan Tetapi Untuk pihak tergugat untuk 

pemanggilan pertama dilakukan dengan m anual dan pada saat tergugat hadir pada 

persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggilan secara 

elektronik atau tidak, jika setuju maka akan Pihak Tergugat akan dipanggil secara 

elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju 

pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa. 

C.1.4. Persidangan Elektronik (e-Litigation) 

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik 

sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, 

Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan 

dan para pihak. Pada e-Litigasi ini acara persidangan secara elektronik oleh para pihak 

dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan. Untuk mekanisme 

kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para 

pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak 

mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis hakim kedua belah 

pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.
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Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai 

mensosialisasikan E-Court pada tahun 2018. Langkah awal yang dilakukan adalah 

memerintahkan Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur untuk melakukan kerjasama 

dengan Bank mengenai sistem pembayaran melalui Virtual Account. Sistem E-Court 

Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen 

Pembayaran Biaya Panjar Perkara untuk menyediakan Virtual Account (nomor pem 

bayaran). Bank Pemerintah yang ditunjuk adalah Bank BRI, BRI Syariah, BNI, BNI 

Syariah, Mandiri dan Bank Syariah Mandiri. Dalam mengimplementasikan PERMA No. 3 

Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, seluruh 

pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah berhasil 

menyelesaikan konfigurasi sistem pembayaran menggunakan virtual account dan 

dievaluasi oleh Dirjen Badan Peradilan Agama di Hotel Vassa Surabaya tanggal 29 s/d 

30 November 2018. 

Pada bulan Agustus 2019, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai salah 

satu pengadilan tingkat banding yang ditunjuk untuk mengawal implementasi pilot 

project e-litigasi (persidangan elektronik) pada Pengadilan Agama Surabaya. Dimana 

Pengadilan Agama Surabaya sebagai salah satu dari 4 (empat) pengadilan di 

lingkungan Peradilan Agama yang menjadi percontohan e-litigasi. Pelaksanaan e-

litigasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sosialisasi 

PERMA 1 Tahun 2019 dan TOT (Training Of Trainer) Aplikasi E-Court (e-Filling, e-

Payment, e-Summons, e-Litigation) dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Jakarta dari 

tanggal 13 s.d 15 Agustus 2019. 

Pada tahun 2020, seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya telah melaksanakan persidangan secara elektronik/e-

Litigation. Sebanyak 15.461 perkara didaftar melalui E-Court terdapat 668 perkara 

telah disidangkan secara elektronik (e-Litigations). Rekapitulasi perkara E-Court pada 

Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020 

adalah sebagai berikut: 
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NO. 
PENGADILAN 

AGAMA 

SISA 
TAHUN 
LALU 

DITERIMA DICABUT 

DIPUTUS SISA / MASIH 
DALAM 

PROSES 
SECARA 

ELEKTRONIK 
SECARA 
BIASA 

JUMLAH 

1 PA. BANGIL 13 106 10 4 88 92 17 

2 PA. BANGKALAN 13 239 12 6 155 161 79 

3 PA. BANYUWANGI 131 1441 133 9 1267 1276 163 

4 PA. BAWEAN 1 40 0 1 30 31 10 

5 PA. BLITAR 30 615 38 3 508 511 96 

6 PA. BOJONEGORO 7 152 9 0 124 124 26 

7 PA. BONDOWOSO 3 49 1 4 40 44 7 

8 PA. GRESIK 32 395 19 48 321 369 39 

9 PA. JEMBER 11 237 19 5 172 177 52 

10 PA. JOMBANG 53 616 51 18 547 565 53 

11 PA. KANGEAN 3 139 0 8 133 141 1 

12 PA. KAB. KEDIRI 27 455 45 4 364 368 69 

13 PA. KODYA KEDIRI 4 88 3 10 67 77 12 

14 PA. KRAKSAAN 25 486 21 7 480 487 3 

15 PA. LAMONGAN 51 297 42 10 272 282 24 

16 PA. LUMAJANG 6 100 2 3 73 76 28 

17 PA. KAB. MADIUN 47 400 3 9 424 433 11 

18 PA. KODYA MADIUN 7 141 32 5 99 104 12 

19 PA. MAGETAN 14 189 2 9 151 160 41 

20 PA. KAB. MALANG 123 2070 44 5 1987 1992 157 

21 PA. KODYA MALANG 55 432 48 9 357 366 73 

22 PA. MOJOKERTO 15 525 43 20 454 474 23 

23 PA. NGANJUK 19 579 0 19 496 515 83 

24 PA. NGAWI 35 391 9 18 356 374 43 

25 PA. PACITAN 0 14 0 0 14 14 0 

26 PA. PAMEKASAN 57 620 45 6 561 567 65 

27 PA. PASURUAN 5 61 7 7 46 53 6 

28 PA. PONOROGO 14 351 30 1 312 313 22 

29 PA. PROBOLINGGO 11 119 14 6 101 107 9 

30 PA. SAMPANG 10 212 2 17 185 202 18 

31 PA. SIDOARJO 41 1116 127 18 924 942 88 

32 PA. SITUBONDO 5 76 14 2 52 54 13 

33 PA. SUMENEP 0 116 1 6 99 105 10 

34 PA. SURABAYA 72 1227 126 271 677 948 225 

35 PA. TRENGGALEK 17 625 28 14 576 590 24 

36 PA. TUBAN 3 18 0 0 15 15 6 

37 PA. TULUNG AGUNG 25 743 91 30 553 583 94 

JUMLAH 985 15480 1071 612 13080 13692 1702 

Tabel 4.18  Keadaan perkara E-Court di lingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020 
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Dari data di 

atas diketahui bahwa Penerimaan dan Penanganan 

Perkara melalui E-Court Pada Pengadilan Agama se Jawa 

Timur Tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut: 

Sisa Tahun Lalu = 985 perkara 

Diterima = 15.480 perkara 

Dicabut = 1.071 perkara 

Diputus Secara Elektronik = 612 perkara 

Diputus Secara Biasa = 13.080 perkara 

Jumlah Diputus = 13.692 perkara 

Jumlah Diselesaikan = 14.763 perkara 

Sisa / Masih Dalam Proses = 1.702 perkara 

Prosentase Penyelesaian = 89,66 % 

Prosentase Sisa = 10,34 % 

Berdasarkan perkara yang diterima Pengadilan Agama di Wilayah Hukum 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2020 sebanyak 125.729 perkara, 

jumlah perkara yang diterima melalui E-Court terdapat sebanyak 15.480 perkara 

(12,31%). Dari Pengadilan Agama yang ada di Jawa Timur sebanyak 37 satuan kerja, 

Pengadilan Agama Kebupaten Malang termasuk salah satu satuan kerja di badan 

peradilan agama yang menerima perkara melalui E-Court tertinggi yakni selama tahun 

2020 menerima sebanyak 2.070 perkara (13,37% dari seluruh perkara yang diterima 

Pengadilan Agama se Jawa Timur). 

Mahkamah Agung RI mulai awal tahun 2020 membuat kebijakan untuk 

menerapkan persidangan secara elektronik/E-Litigasi bagi seluruh Pengadilan Tingkat 

Pertama di Indonesia, oleh karena itu mulai bulan Nopember 2019 Badan Peradilan 

Agama MARI mulai mencanangkan penerapan E-Litigasi di lingkungan peradilan 

agama. Keadaan Perkara melalui persidangan secara elektronik atau E-Litigasi pada 

Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2020 

dapat dilihat sebagai berikut : 

NO. PENGADILAN AGAMA 
SISA TAHUN 

LALU 
DITERIMA DICABUT DIPUTUS 

SISA / MASIH 
DALAM PROSES 

1 PA. BANGIL 1 4 0 4 1 

2 PA. BANGKALAN 1 7 0 6 2 
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3 PA. BANYUWANGI 2 9 0 9 2 

4 PA. BAWEAN 0 2 0 1 1 

5 PA. BLITAR 2 1 0 3 0 

6 PA. BOJONEGORO 0 0 0 0 0 

7 PA. BONDOWOSO 0 5 0 4 1 

8 PA. GRESIK 1 57 3 48 7 

9 PA. JEMBER 0 5 0 5 0 

10 PA. JOMBANG 0 18 0 18 0 

11 PA. KANGEAN 1 7 0 8 0 

12 PA. KAB. KEDIRI 0 7 0 4 3 

13 PA. KODYA KEDIRI 1 10 0 10 1 

14 PA. KRAKSAAN 0 9 0 7 2 

15 PA. LAMONGAN 2 9 0 10 1 

16 PA. LUMAJANG 1 7 0 3 5 

17 PA. KAB. MADIUN 0 9 0 9 0 

18 PA. KODYA MADIUN 1 5 1 5 0 

19 PA. MAGETAN 2 8 0 9 1 

20 PA. KAB. MALANG 2 4 1 5 0 

21 PA. KODYA MALANG 3 9 0 9 3 

22 PA. MOJOKERTO 1 19 0 20 0 

23 PA. NGANJUK 0 19 0 19 0 

24 PA. NGAWI 1 19 1 18 1 

25 PA. PACITAN 0 0 0 0 0 

26 PA. PAMEKASAN 2 4 0 6 0 

27 PA. PASURUAN 1 6 0 7 0 

28 PA. PONOROGO 0 1 0 1 0 

29 PA. PROBOLINGGO 1 9 1 6 3 

30 PA. SAMPANG 1 18 1 17 1 

31 PA. SIDOARJO 1 20 0 18 3 

32 PA. SITUBONDO 0 2 0 2 0 

33 PA. SUMENEP 0 9 0 6 3 

34 PA. SURABAYA 13 315 35 271 22 

35 PA. TRENGGALEK 2 18 3 14 3 

36 PA. TUBAN 0 0 0 0 0 

37 PA. TULUNG AGUNG 3 35 5 30 3 

JUMLAH 46 686 51 612 69 

Tabel 4.19  Rekapitulasi Penyelesaian Perkara melalui E-Litigasi 

Pada Pengadilan Agama se Jawa Timur Tahun 2020 

 

Dari data di atas diketahui bahwa Penyelesaian Perkara melalui E-Litigasi pada 

Pengadilan Agama Se Jawa Timur Tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut: 

Sisa Tahun Lalu = 46 perkara 
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Diterima = 686 perkara 

Jumlah Ditangani = 732 perkara 

Dicabut = 51 perkara 

Diputus = 612 perkara 

Jumlah Diselesaikan = 663 perkara 

Sisa / Masih Dalam Proses = 69 perkara 

Prosentase Diputus E-Litigasi = 83,61 % 

Prosentase Penyelesaian = 90,57 % 

Prosentase Sisa = 9,43 % 

Jumlah perkara yang diputus melalui E-Litigasi terdapat sebanyak 612 perkara 

(83,61%). Dari Pengadilan Agama yang ada di Jawa Timur sebanyak 37 satuan kerja, 

Pengadilan Agama Surabaya merupakan satuan kerja yang menangani perkara melalui          

E-Litigasi tertinggi yakni selama tahun 2020 menerima sebanyak 315 perkara (45,92% 

dari seluruh perkara yang diterima Pengadilan Agama se Jawa Timur). 

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, selanjutnya 

oleh Ketua Mahkamah Agung diresmikan E-Court Tingkat Banding melalui 

peluncuran aplikasi E-Court fitur upaya hukum banding pada tanggal 19 Agustus 

2020. Adapun pelaksanaan E-Court Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya pada tahun 2020 menerima perkara banding secara E-Court sebanyak 4 

perkara dan sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 2 perkara yang terdiri dari : 

1.  Perkara nomor 461/Pdt.G/2020/PTA.Sby telah diputus 17 Desember 2020; 

2. Perkara nomor 491/Pdt.G/2020/PTA.Sby telah diputus 28 Desember 2020; 

3.  Perkara nomor 508/Pdt.G/2020/PTA.Sby; 

4.  Perkara nomor 528/Pdt.G/2020/PTA.Sby. 

C.2. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Agama 

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik dan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R epublik Indonesia Nomor : 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Surat 
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Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 

026/KMA/ SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 559/DJ 

U/HK.00.7/VI/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di 

Lingkungan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi 

pencatatan dan penulusuran perkara di pengadilan yaitu SIPP. 

Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) merupakan web-based 

application, suatu aplikasi yang terinstall di server dan diakses menggunakan 

penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan Internet atau 

intranet. Pada mulanya SIPP dimulai dengan versi 1 dimana hanya beberapa 

Pengadilan Negeri yang digunakan sebagai percontohan kemudian diperbaharui 

dengan versi 2 dengan pembaharuan diantaranya jurnal keuangan perkara perdata, 

autogenerate template penetapan hakim, Berita Acara Persidangan dan pembaharuan 

fasilitas dan fungsi yang lainnya, dan pada versi 3.0.0 dimana Pengadilan Tinggi turut 

berperan serta dalam pencatatan perkara. Saat ini SIPP telah diperbaharui dengan versi 

4.0.0 yang salah satunya terdapat penambahan fitur integrasi dengan E-Court Upaya 

Hukum Banding. 

Untuk pertama kalinya Mahkamah Agung menyelenggarakan Training for 

Trainer (TOT) untuk menyiapkan calon-calon pelatih guna mengimplementasikan 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 02-1/SEK/KU.01/1/2016 

tanggal 4 Januari 2016, pelaksanaan Training for Trainer mulai tanggal 10 s/d 16 

Januari 2016 di Balitbangdiklat MA yang diikuti 151 peserta yang berasal dari 

lingkungan peradilan umum 60 orang, peradilan agama 60 orang, serta peradilan 

militer dan tata usaha negara 31 orang. 

Pada dasarnya SIPP terbagi menjadi tiga. Pertama, SIPP untuk proses 

pengadministrasian perkara di pengadilan atau disebut SIPP lokal. Kedua, SIPP untuk 

penelusuran perkara oleh publik atau disebut SIPP Web. Dan ketiga, SIPP untuk 

pemantauan dan evaluasi kinerja pengadilan-pengadilan oleh MA atau disebut SIPP 

MA. Masing-masing dari ketiga jenis SIPP itu memiliki menu-menu dan pelbagai 

submenu yang berbeda-beda. 
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Pada tahun 2020 terdapat pengembangan 

SIPP menjadi versi 4.01 untuk Pengadilan Tingkat 

Pertama, sedangkan untuk SIPP Tingkat Banding telah dikembangkan 

SIPP versi 4.0.0 dimana keduanya telah terintegrasi dengan E-Court Upaya Hukum 

Banding. Berikut adalah Rekapitulasi Data Penanganan Perkara melalui SIPP pada 

seluruh satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2020 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.20  Rekapitulasi Data Penanganan Perkara SIPP Pengadilan 

Agama se Jawa Timur Tahun 2020 

No Pengadilan Sisa Lalu Masuk Minutasi Sisa 
Penanganan 

Perkara 
Versi 

1 PENGADILAN AGAMA BANGIL 103  2.770  2.787  86 97,01% 4.0.1 

2 PENGADILAN AGAMA BANGKALAN 199  2.444  2.466  177  93,30% 4.0.1 

3 PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI 532  7.581  7.504  609  92,49% 4.0.1 

4 PENGADILAN AGAMA BAWEAN 2 200  175  27 86,63% 4.0.1 

5 PENGADILAN AGAMA BLITAR 687  4.859  4.957  589  89,38% 4.0.1 

6 PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO 70 3.690  3.686  74 98,03% 4.0.1 

7 PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO 213  3.241  3.250  204  94,09% 4.0.1 

8 PENGADILAN AGAMA GRESIK 84 2.981  3.020  45 98,53% 4.0.1 

9 PENGADILAN AGAMA JEMBER 373  9.731  9.516  588  94,18% 4.0.0 

10 PENGADILAN AGAMA JOMBANG 265  3.604  3.663  206  94,68% 4.0.1 

11 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI 434  4.815  4.969  280  94,67% 4.0.1 

12 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN 174  1.991  2.120  45 97,92% 4.0.1 

13 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG 541  9.394  9.292  643  93,53% 4.0.1 

14 PENGADILAN AGAMA KANGEAN 64 713  766  11 98,58% 4.0.1 

15 PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA KEDIRI 116  871  935  52 94,73% 4.0.1 

16 PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MADIUN 38 520  535  23 95,88% 4.0.1 

17 PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MALANG 326  3.022  3.073  275  91,79% 4.0.1 

18 PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN 262  3.321  3.477  106  97,04% 4.0.1 

19 PENGADILAN AGAMA LAMONGAN 223  3.385  3.445  163  95,48% 4.0.1 

20 PENGADILAN AGAMA LUMAJANG 247  4.434  4.476  205  95,62% 4.0.1 

21 PENGADILAN AGAMA MAGETAN 84 1.722  1.671  135  92,52% 4.0.1 

22 PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO 312  3.857  4.119  50 98,80% 4.0.1 

23 PENGADILAN AGAMA NGANJUK 166  3.002  3.057  111  96,50% 4.0.1 

24 PENGADILAN AGAMA NGAWI 231  2.204  2.276  159  93,47% 4.0.1 

25 PENGADILAN AGAMA PACITAN 27 1.571  1.575  23 98,56% 4.0.1 

26 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN 218  2.363  2.392  189  92,68% 4.0.1 

27 PENGADILAN AGAMA PASURUAN 68 2.823  2.866  24 99,14% 4.0.1 

28 PENGADILAN AGAMA PONOROGO 138  2.280  2.296  122  94,95% 4.0.1 

29 PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO 25 754  766  13 98,33% 4.0.1 

30 PENGADILAN AGAMA SAMPANG 86 1.776  1.802  60 96,78% 4.0.1 

31 PENGADILAN AGAMA SIDOARJO 617  5.417  5.471  563  90,67% 4.0.1 

32 PENGADILAN AGAMA SITUBONDO 84 2.691  2.680  95 96,58% 4.0.1 

33 PENGADILAN AGAMA SUMENEP 99 2.273  2.274  98 95,87% 4.0.1 

34 PENGADILAN AGAMA SURABAYA 992  9.612  9.287  1.317  87,58% 4.0.1 

https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_sisa/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/T2wyajJsdFQ4RXNld3ByZ0l1OWNUckVabVB3UlZnbi9pZVJWajN5bjVKUFBrMzlHUWgzbEVaODBpTVdpemxIV2kvZ21hbDBINVNyYm5mK01OS1Nab3c9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_masuk/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/T2wyajJsdFQ4RXNld3ByZ0l1OWNUckVabVB3UlZnbi9pZVJWajN5bjVKUFBrMzlHUWgzbEVaODBpTVdpemxIV2kvZ21hbDBINVNyYm5mK01OS1Nab3c9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_minut/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/T2wyajJsdFQ4RXNld3ByZ0l1OWNUckVabVB3UlZnbi9pZVJWajN5bjVKUFBrMzlHUWgzbEVaODBpTVdpemxIV2kvZ21hbDBINVNyYm5mK01OS1Nab3c9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_sisa_tahun_ini/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/T2wyajJsdFQ4RXNld3ByZ0l1OWNUckVabVB3UlZnbi9pZVJWajN5bjVKUFBrMzlHUWgzbEVaODBpTVdpemxIV2kvZ21hbDBINVNyYm5mK01OS1Nab3c9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_sisa/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/VjgxMlAvdEZuNGxLaGNjMitEaW1SM1laR2w5dlovYlZoOWJWSHFzajFFdFBYejkydytueHZpVWVIV1QxU2J1RlhoK2ZzTG1OOGZFcXpGVlZyb21Hdmc9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_masuk/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/VjgxMlAvdEZuNGxLaGNjMitEaW1SM1laR2w5dlovYlZoOWJWSHFzajFFdFBYejkydytueHZpVWVIV1QxU2J1RlhoK2ZzTG1OOGZFcXpGVlZyb21Hdmc9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_minut/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/VjgxMlAvdEZuNGxLaGNjMitEaW1SM1laR2w5dlovYlZoOWJWSHFzajFFdFBYejkydytueHZpVWVIV1QxU2J1RlhoK2ZzTG1OOGZFcXpGVlZyb21Hdmc9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_sisa_tahun_ini/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/VjgxMlAvdEZuNGxLaGNjMitEaW1SM1laR2w5dlovYlZoOWJWSHFzajFFdFBYejkydytueHZpVWVIV1QxU2J1RlhoK2ZzTG1OOGZFcXpGVlZyb21Hdmc9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_sisa/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/VFhhTmNvZnIvcTVROGozOU9ldEFNVk5ydTBUN0Ixai95eVlTamYxd3dnNUZTUWZhdXljTW1qVjFzNFZZSmJLblEvNXdQM3Q5eEsxeE5zRnI5THluU1E9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_masuk/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/VFhhTmNvZnIvcTVROGozOU9ldEFNVk5ydTBUN0Ixai95eVlTamYxd3dnNUZTUWZhdXljTW1qVjFzNFZZSmJLblEvNXdQM3Q5eEsxeE5zRnI5THluU1E9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_minut/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/VFhhTmNvZnIvcTVROGozOU9ldEFNVk5ydTBUN0Ixai95eVlTamYxd3dnNUZTUWZhdXljTW1qVjFzNFZZSmJLblEvNXdQM3Q5eEsxeE5zRnI5THluU1E9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_sisa_tahun_ini/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/VFhhTmNvZnIvcTVROGozOU9ldEFNVk5ydTBUN0Ixai95eVlTamYxd3dnNUZTUWZhdXljTW1qVjFzNFZZSmJLblEvNXdQM3Q5eEsxeE5zRnI5THluU1E9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_sisa/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/c1pET3o2cURSYUJkazlEbDFCQ3hCVGdwOVQzYzhiSDhKOTZ0dm5HNXRoTnNxVko2eEhidVlUdnZmdkZnN2NndTlDZ0NBYzZwemZTMk4vQ2RsdGhYdmc9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_masuk/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/c1pET3o2cURSYUJkazlEbDFCQ3hCVGdwOVQzYzhiSDhKOTZ0dm5HNXRoTnNxVko2eEhidVlUdnZmdkZnN2NndTlDZ0NBYzZwemZTMk4vQ2RsdGhYdmc9PQ==
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35 PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK 84 2.548  2.587  45 98,29% 4.0.1 

36 PENGADILAN AGAMA TUBAN 295  3.487  3.552  230  93,92% 4.0.1 

37 PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG 441  3.789  3.837  393  90,71% 4.0.1 

Total 8.920 125.736 126.620 8.035 94.03%  

  

Secara keseluruhan prosentase penyelesaian perkara melalui SIPP pada tahun 

2020 sudah di atas 85% sehingga dapat dikatakan bahwa kepatuhan Pengadilan 

Agama dalam implementasi SIPP Tingkat Pertama telah berjalan dengan baik. 

Sebagian besar Pengadilan Agama di Jawa Timur telah mengimplementasikan SIPP 

versi terbaru yakni 4.0.1, hanya Pengadilan Agama Jember yang masih menggunakan 

SIPP versi 4.0.0 disebabkan adanya kegagalan masuk link update walaupun telah 

disinkronisasi berkali-kali, namun hal ini akan diatasi sesegera mungkin. 

Implementasi SIPP di Peradilan Agama telah menjadi keharusan dalam 

penanganan perkara, sebagai sumber informasi yang dapat mendukung proses 

administrasi penyelesaian perkara maupun sebagai informasi kepada masyarakat 

pencari keadilan, ataupun dapat pula menjadi sumber data untuk pengembangan 

inovasi peradilan lainnya. Oleh karena itu, administrasi perkara melalui SIPP selalu 

digalakkan di Peradilan Agama di Jawa Timur. Sebagai wujud upaya Peradilan Agama 

di Jawa Timur selama tahun 2020, beberapa Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya telah mendapatkan Apresiasi dan Penghargaan dari Ditjen 

Badan Perdilan Agama Mahkamah Agung RI, seperti halnya Pengadilan Agama 

Jember baik tahun 2020 maupun dari tahun-tahun sebelumnya selalu berada pada 

peringkat pertama tingkat nasional di lingkungan peradilan agama dalam Rapor 

Penanganan Perkara SIPP. Pada tahun 2020 sesuai Surat Ditjen Badilag Mahkamah 

Agung RI Nomor 3950/DJA/HM.00/11/2020 tanggal 27 November 2020, Pengadilan 

Agama di Jawa Timur yang mendapatkan apresiasi dan penghargaan dalam Predikat 5 

Besar yaitu pada Kategori I (beban perkara di atas 5000) yakni Rangking 1 adalah PA 

Jember, Rangking 2 adalah PA Banyuwangi, Rangking 3 adalah PA Surabaya, dan 

Rangking 4 adalah PA Kab. Malang. Sedangkan untuk Kategori II (beban perkara 

2501-5000) yakni Rangking 1 adalah PA Lamongan, dan Rangking 2 adalah PA 

Bondowoso. Untuk Predikat 10 Besar yakni pada Kategori II (beban perkara 2501-

5000) yakni Rangking 2 adalah PA Tuban, dan Rangking 4 adalah PA Kraksaan.  
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https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_sisa/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/MWZFRjhHdGRRY1RJVWo2ODQzNmZ4Zzk3UnM5bXdDbE5zNDkzU2t0TUNCZEFMeWNIbFBwckwxR2liYnBMSFZVWkZzaXZ4Z2tjd25iSGtkQWM4WDNGMFE9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_masuk/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/MWZFRjhHdGRRY1RJVWo2ODQzNmZ4Zzk3UnM5bXdDbE5zNDkzU2t0TUNCZEFMeWNIbFBwckwxR2liYnBMSFZVWkZzaXZ4Z2tjd25iSGtkQWM4WDNGMFE9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_minut/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/MWZFRjhHdGRRY1RJVWo2ODQzNmZ4Zzk3UnM5bXdDbE5zNDkzU2t0TUNCZEFMeWNIbFBwckwxR2liYnBMSFZVWkZzaXZ4Z2tjd25iSGtkQWM4WDNGMFE9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_sisa_tahun_ini/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/MWZFRjhHdGRRY1RJVWo2ODQzNmZ4Zzk3UnM5bXdDbE5zNDkzU2t0TUNCZEFMeWNIbFBwckwxR2liYnBMSFZVWkZzaXZ4Z2tjd25iSGtkQWM4WDNGMFE9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_sisa/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/Y1J3dDByQm8wQ1plclJQUWQvU2I2WEtBZWVKM1pNc0xNVUhxZXV5UERkRmRaKy9tbVp1QmRFUmRvc240Z2E5TUZPT3dsc24xdUY5NUJlRFYyYThDWlE9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_masuk/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/Y1J3dDByQm8wQ1plclJQUWQvU2I2WEtBZWVKM1pNc0xNVUhxZXV5UERkRmRaKy9tbVp1QmRFUmRvc240Z2E5TUZPT3dsc24xdUY5NUJlRFYyYThDWlE9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_minut/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/Y1J3dDByQm8wQ1plclJQUWQvU2I2WEtBZWVKM1pNc0xNVUhxZXV5UERkRmRaKy9tbVp1QmRFUmRvc240Z2E5TUZPT3dsc24xdUY5NUJlRFYyYThDWlE9PQ==
https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/show_perkara_sisa_tahun_ini/VGJHY2lKWTdGbVRQR2lqajk1LzQwTEF1OE5IRkNPSkVjRkZDMmQxZ3hmZllQcXVEWTQwdThzMzcrVklMSGw2SFBrM0FMaFpMUXg3RklsQzFBQWdmdGc9PQ==/YTN2c2VKVm4zM1V4M1kwRW42WGw2dzZwSW5YK1dyU1F4dUMyR00rWTRpUTVuYm8wRmJjOTVrd25xQnRqSGNzT3V4c2xRdkhYNHhhOFNPdGNzR0JPK0E9PQ==/Y1J3dDByQm8wQ1plclJQUWQvU2I2WEtBZWVKM1pNc0xNVUhxZXV5UERkRmRaKy9tbVp1QmRFUmRvc240Z2E5TUZPT3dsc24xdUY5NUJlRFYyYThDWlE9PQ==
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Pada tahun 2020 

ini, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga 

memberikan Apresiasi dan Penghargaan kepada Pengadilan 

Agama se Jawa Timur salah satunya obyek penilaiannya adalah Lomba Kinerja SIPP 

dimana pada Kategori I (beban perkara diatas 5000) yakni Juara 1 adalah PA Jember, 

Juara 2 adalah PA Surabaya, Juara 3 adalah PA Banyuwangi. Sedangkan pada 

Kategori II (beban perkara 2501-5000) yakni Juara 1 adalah PA Bondowoso, Juara 2 

adalah PA Bangil, Juara 3 adalah PA Lamongan. Untuk Kategori III (beban perkara 

1001-2500) yakni Juara 1 adalah PA Trenggalek, Juara 2 adalah PA Situbondo, Juara 

3 PA Ponorogo. Kemudian untuk Kategori IV (beban perkara dibawah 1000) yakni 

Juara 1 adalah PA Kodya Madiun, Juara 2 adalah PA Kangean, dan Juara 3 adalah PA 

Bawean. Segala bentuk apresiasi dan penghargaan tersebut diharapkan menjadi 

motivasi Pengadilan Agama di Jawa Timur untuk terus meningkatkan kinerja dalam 

mendukung Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 

maupun Pengadilan Agama itu sendiri. 
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BAB V 

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 
 
 

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DAN PEMBANGUNAN ZONA 

INTEGRITAS 

 

Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan sebuah konsep dan 

langkah perubahan dalam lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam 

mengakomodir segala isu-isu yang berkembang baik isu internal maupun isu eksternal, 

kebutuhan pihak-pihak berkepentingan, peningkatan kualitas pelayanan melalui inovasi dan 

pengembangan seluruh sumber daya yang dimiliki (Man, Money, Methode, Machine, 

Material). 

Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badilag ditujukan untuk memantau, 

merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan memperbaiki system manajemen mutu 

Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama se Indonesia dengan mengacu standar system 

manajemen mutu internasional yang saat ini kita kenal dengan ISO 9001:2015 atau ISO 

tentang pelayanan dengan basic riskbased thinking. Pengadilan Agama wilayah Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya, telah berhasil meraih ISO pelayanan 9001:2008 adalah Pengadilan 

Agama Surabaya. 

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG) membuat 

program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama yang terdiri dari Standar 

Persyaratan dengan dipetakan mengorelasikan Standar Internasional ISO pelayanan 

9001:2015. 

Tahun 2020 berdasarkan Surat Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI Nomor : 3229/DJA/HM.00/9/2020 tanggal 3 September 2020 perihal 

pelaksanaan observasi/wawancara Assesmen Survillance Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 

2020 dan ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

Nomor W13-A/3407/HM.00/SK/9/2020 Tanggal 04 September 2020 tentang Penetapan Tim 

telusur dokumen Asessment Surveillance dan Asessmen Eksternal Akreditasi Penjaminan 

Mutu tahun 2020 pada 37 satuan kerja. Telah dilakukan assesment surveillance Akreditasi 

Penjaminan Mutu tahap III terhadap Pengadilan Agama yang mendapatkan sertifikat tahap I 

yang penyerahannya dilaksanakan di Makasar pada bulan Oktober 2020 dengan hasil sebagai 

berikut : 

 

No Satuan Kerja Keterangan 

1. Pengadilan Agama Surabaya Kelas I.A Sertifikat APM nilai A Excelent 
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2. Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I.A Sertifikat APM nilai A Excelent 

3. Pengadilan Agama Kab Malang Kelas I.A Sertifikat APM nilai A Excelent 

4. Pengadilan Agama Lumajang Kelas I.A Sertifikat APM nilai A Excelent 

5. Pengadilan Agama Jember Kelas I.A Sertifikat APM nilai A Excelent 

6. Pengadilan Agama Blitar Kelas I.A Sertifikat APM nilai A Excelent 

7. Pengadilan Agama Pasuruan Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

8. Pengadilan Agama Magetan Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

9. Pengadilan Agama Pacitan Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

10. Pengadilan Agama Madiun Kelas II Sertifikat APM nilai A Excelent 

Tabel 5.1 Pengadilan Agama Peserta Assesment Surveillance 

Tahap III Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2020 

 

Assesment Surveillance juga telah dilakukan pada Pengadilan Agama Tahap II yang 

diserahkan di Balikpapan sebanyak 15 Pengadilan Agama sebagai peserta Program akreditasi 

penjaminan mutu Peradilan Agama (APM) dilaksanakan pada bulan September s.d Oktober 

2020 oleh Assesor yang ditunjuk Dirjen Badan Peradilan Agama dengan hasil sebagai berikut: 

 

No Satuan Kerja Keterangan 

1. Pengadilan Agama Lamongan Kelas I.A Sertifikat APM nilai A Excelent 

2. Pengadilan Agama Nganjuk Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

3. Pengadilan Agama Jombang Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

4. Pengadilan Agama Mojokerto Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

5. Pengadilan Agama Gresik Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

6. Pengadilan Agama Bangkalan Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

7. Pengadilan Agama Bangil Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

8. Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

9. Pengadilan Agama Kraksaan Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

10. Pengadilan Agama Situbondo Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

11. Pengadilan Agama Tulungagung Kelas I.A Sertifikat APM nilai A Excelent 

12. Pengadilan Agama Kab Kediri Kelas I.A Sertifikat APM nilai A Excelent 

13. Pengadilan Agama Kab Madiun Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

14. Pengadilan Agama Ponorogo Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

15. Pengadilan Agama Ngawi Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 
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Tabel 5.2 Pengadilan Agama Peserta Assesment 

Surveillance Tahap II Akreditasi 

Penjaminan Mutu Tahun 2020 

 

Tahap II juga assesment survillance pada Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya, dilakukan oleh Assesor Eksternal dari Badan Peradilan Agama 

(BADILAG) pada bulan Oktober 2020. Assesment Surveillance Pengadilan Agama 

selanjutnya pada Pengadilan Agama Tahap III dengan penyerahan di Denpasar wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebanyak 12 Pengadilan Agama yang 

dilaksanakan bulan September s.d Oktober 2020 dengan hasil sebagai berikut: 

 

No Satuan Kerja Keterangan 

1. Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas I.A Sertifikat APM nilai A Excelent 

2. Pengadilan Agama Bondowoso Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

3. Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas I.A Sertifikat APM nilai A Excelent 

4. Pengadilan Agama Tuban Kelas I.A Sertifikat APM nilai A Excelent 

5. Pengadilan Agama Malang Kelas I.A Sertifikat APM nilai A Excelent 

6. Pengadilan Agama Kediri Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

7. Pengadilan Agama Trenggalek Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

8. Pengadilan Agama Kangean Kelas II Sertifikat APM nilai A Excelent 

9. Pengadilan Agama Bawean Kelas II Sertifikat APM nilai A Excelent 

10. Pengadilan Agama Sumenep Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

11. Pengadilan Agama Sampang Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

12. Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I.B Sertifikat APM nilai A Excelent 

 

Tabel 5.3 Pengadilan Agama Peserta Assesment Surveillance Tahap II  Akreditasi  

Penjaminan Mutu Tahun 2020 

 

Dengan kata lain, seluruh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya telah dilakukan assesment survillance langkah untuk mempertanggung 

jawabkan implementasi sertifikat akreditasi penjaminan mutu sebagai langkah awal 

untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan pada masyarakat.  

Untuk pencapaian implementasi reformasi birokrasi melalui tools 

pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah 

birokrasi bersih melayani (WBBM) tahun 2020, terdapat 8 (delapan) Pengadilan 

Agama yang telah meraih predikat WBK. Yaitu : 

1. Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas I.A 
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2. Pengadilan 

Agama Jember Kelas I.A 

3. Pengadilan Agama Malang Kelas I.A 

4. Pengadilan Agama Lumajang Kelas I.A 

5. Pengadilan Agama Pasuruan Kelas I.B 

6. Pengadilan Agama Sumenep Kelas I.B 

7. Pengadilan Agama Kab.Madiun Kelas I.B 

8. Pengadilan Agama Bangil Kelas I.B 

Hal ini melengkapi tahun 2019 tepatnya bulan Desember, Pengadilan Agama 

Lamongan, Pengadilan Agama Blitar, Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan 

Agama Kab Kediri berhasil meraih prestasi sebagai unit kerja Pemerintah berpredikat 

wilayah bebas dari korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB), serta Pengadilan Agama Surabaya telah 

mendapat predikat WBK satu tahun sebelumnnya tahun 2018.  

Sejak tahun 2019 seluruh Pengadilan Agama dan Pengadilan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya telah melakukan deklarasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) 

yang disaksikan oleh stakeholder external. Dan pada tahun 2020 diusulkan 4 (empat) 

satuan kerja meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta 

diusulkan 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja diusulkan untuk meraih predikat WBK 

termasuk Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Meskipun hanya 8 (delapan) satuan 

kerja yang mendapatkan predikat WBK tidak termasuk Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya 

Selain keberhasilan pencapaian implementasi reformasi birokrasi dan 

akreditasi penjaminan mutu, Pengadilan Agama yang memperoleh penghargaan atas 

kinerjanya dalam pelaksanaan TUPOKSI tahun 2020, diantaranya : 

       

 No Satker Nama Penghargaan Peringkat 
Instansi Pemberi 

Penghargaan 

Nomor 
Sertifikat/Piaga

m 

Tanggal 

 1 
PTA 
Surabaya 

1 

Assesment Surveillance II  

Akreditasi Penjaminan Mutu 

Badan Peradilan Agama 

A  Excellent Badan Peradilan Agama 
4344/DJA/HM.

01/12/2020 
28 Desember 

2020 

 2 
PA 
Surabaya 

1 

Penghargaan Kategori 

Kelengkapan Dokumen 

Aplikasi SIKEP 

Peringkat 
Terbaik I 

Pengadilan Tinggi 
Agama Surabaya 

  January 2020 
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 2 

Penghargaan Kategori Satker 

Pengelola Pagu Kecil (Pagu 

Non Belanja Pegawai) Tahun 
Anggaran 2019 Satker 401240 

Peringkat 

Terbaik IV 
KPPN Surabaya II   January 2020 

 3 

Peringkat Terbaik I Kategori 

Pelaksanaan Rekonsiliasi 

UAKPA dan Penyampaian 
LPJ Bendahra KAtegori 

SAtker Pengelola Pagu Kecil 

Tahun Anggaran 2019 

Peringkat 
Terbaik I 

KPPN Surabaya II   January 2020 

 4 
Assesment Surveillance II  
Akreditasi Penjaminan Mutu 

Badan Peradilan Agama 

A  Excellent  
Ditjen Badilag 

Mahkamah Agung 

3127/DJA/HM.

00/9/2020 

03 September 

2020 

 5 

Penghargaan Dalam Bidang 

Penyelesaian Proses 
Administrasi Perkara Melalui 

Aplikasi SIPP Kategori 

Perkara Diatas 5000 di 
Lingkungan PTA Surabaya 

Tahun 2020 

Peringkat 
Terbaik III 

Pengadilan Tinggi 
Agama Surabaya 

  December 2020 

 6 

Penghargaan Dalam Bidang 

Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

DIPA 005.01 TA 2020 

Peringkat 
Terbaik III 

Pengadilan Tinggi 
Agama Surabaya 

  December 2020 

 7 
Penghargaan Dalam Bidang 

Implementasi E-court  

Peringkat 

Terbaik III 

Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 
  December 2020 

 

3 

PA 

Mojokert
o 

1 

Penghargaan  Satker Peraih 
Nilai kinerja Pelaksanaan 

Anggaran Terbaik Kategori 

Pagu DIPA  < 2 Milyar 
Triwulan IV 2019 

Terbaik 
Kanwil Kementrian 

Keuangan 
  9 January 2020 

 2 
Penghargaan Kinerja Triwulan 
II Tahun 2020  Badilag 

Terbaik 

Kedua 
Kategori 

Kelas I B  

Badilag   19 August 2020 

 3 
Penghargaan bidang 

penyelesaian perkara  

Terbaik 
Pertama 

kategori 

perkara 
antara 2500 

s.d 5000 

perkara  

PTA Surabaya 

W13-

A/4446/KP.00/
SK.11/2020 

23 Nopember 

2020 

 4 

Penghargaan Bidang Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran DIPA 

005.01 TA. 2020 

Terbaik 
Pertama  

PTA Surabaya 

W13-

A/4446/KP.00/

SK.11/2020 

23 Nopember 
2020 

 5 

Penghargaan Bidang Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran DIPA 

005.04 TA. 2020 

Terbaik 
Ketiga 

PTA Surabaya 

W13-

A/4446/KP.00/

SK.11/2020 

23 Nopember 
2020 

 4 
PA 
Sidoarjo 

1 
Sertifikat Akreditasi 
Penjaminan Mutu BADILAG 

A Excellent Badilag   2020 

 5 
PA 

Jombang 
1 

Piagam Penghargaan 

Pengadilan Tinggi Agama 
Surabaya  

Peringkat 

terbaik I 

dalam 
bidang 

kinerja 

pelaksanaan 
Anggaran 

DIPA 

Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya  

W13-
A13/4446/HM.

00/SK/11/   

2020 

23 November 

2020 
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005.04.TA.2

020 

 

6 
PA 

Bawean 

1 
Sertifikat Akreditasi Penjamin 
Mutu  

 Badan Peradilan Agama 

A Excellent Badilag 
063/DjA/SERT/

1/2020 
17 January 2020 

 2 

Peringkat Terbaik 9 Besar 

Kategori Implementasi e-Court 
di Lingkungan Peradilan 

Agama Kelas II 

Terbaik 9 Mahkamah Agung RI - 19 August 2020 

 3 

Peringkat Terbaik III Kategori 
Penyelesaian Perkara kurang 

dari 2500 perkara di 

Lingkungan PTA Surabaya 
Tahun 2019 

Terbaik 3  PTA Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 
2020 

 

7 
PA 

Gresik 

1 
Piagam Penghargaan 
Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya  

Peringkat 

terbaik II 
dalam 

bidang 

Penyelesaian 
Perkara 

Kategori 

Perkara 
antara 2500 

s.d 5000 

Perkara 

Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya  

W13-

A13/4446/HM.

00/SK/11/   
2020 

23 November 

2020 

 2 
Akreditasi Penjaminan Mutu  
Peradilan Agama Tahun 2020 

A Excellent Badilag 
3955/DjA.3/H
M.00/11/2020 

30 November 
2020 

 8 

PA 

Bojonego

ro 

1 
Sertifikat Akreditasi Penjamin 
Mutu Badan Peradilan Agama 

A Excellent Badilag 
3955/DjA.3/H
M.00/11/2020 

30 November 
2020 

 

9 

PA 

Lamonga

n 

1 
penghargaan Bidang 
penyelesaian Proses 

Administrasi Perkara SIPP 

Terbaik 3 PTA, Surabaya 
W13-

A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 

2020 

 2 
WBK (Wilayah Bebas dari 

Korupsi) 
- Dirjen Badilag - 31 Januari 2020 

 

10 
PA 
Jember 

1 
Juara I Proses Administrasi 
perkara melalui SIPP perkara 

di atas 5000 perkara 

1 PTA Surabaya 
W13-

A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 

2020 

 2 
Juara II Penyelesaian Perkara 

Kategori di atas 5000 perkara 
2 PTA Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 

2020 

 3 
Juara III Dekorum Ruang 

Sidang 
3 PTA Surabaya 

W13-
A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 

2020 

 4 

Juara III Kebersihan Kantor 

dan Penataan Ruang dengan 

Implementasi 5R1N 

3 PTA Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 
2020 

 5 

Piagam Penghargaan Museum 

Rekor Dunia atas Sidang Itsbat 
Nikah secara daring di lokasi 

terbanyak 

- MURI Indonesia 
9620/R.MURI/

VIII/2020 
28 Agustus 

2020 

 6 
Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK) 
- Kemenpan RB - 

21 Desember 

2020 
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11 

PA 

Bondowo
so 

1 

Penyelesaian administrasi 

perkara melalui aplikasi 

system informasi penelusuran 
perkara (SIPP) Antara 2500 s.d 

5000 dilingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya 
Tahun 2020. 

Peringkat 

terbaik I 
PTA Surabaya 

W13-
A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 

2020 

 2 

Penyelesaian Perkara Kategori 

Perkara Antara 2500 s.d 

5000Perkara di Lingkungan 
Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya Tahun 2020 

Peringkat 

Terbaik III 
PTA Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/
SK/11/2020 

23 November 

2020 

 4 Penggunaan KKP Peringkat 4 KPPN Bondowoso   23 Juli 2020 

 

12 

PA 

Situbond

o 

1 
Penghargaan Dalam 
Pengelolaan Rekening 

Pemerintah Tahun 2019 

Terbaik IV KPPN Bondowoso 
KET-30/WPB 

16/KP.06/2020 
22 Januari 2020 

 2 

Penghargaan Dalam 
Penyampaian LPJ Bendahara 

Tercepat Semester I Tahun 
2020 

Terbaik II KPPN Bondowoso - 23 Juli 2020 

 3 

Penghargaan Pengelola 

Rekening Pemerintah Semester 

I Tahun 2020 

Terbaik III KPPN Bondowoso - 23 Juli 2020 

 4 

Penghargaan Pengelola 

Belanja Gaji Pegawai 

Semester I Tahun 2020 

Terbaik IV KPPN Bondowoso - 23 Juli 2020 

 5 

Anugerah MA RI 2020 Dalam 
Pelaksanaan Gugatan 

Sederhana Pada Kategori 

Pengadilan Kelas IB Peradilan 
Agama 

Terbaik 
Peringkat IV 

MA RI - - 

 6 

Penghargaan Dalam Bidang 

Penyelesaian Proses 
Administrasi Perkara Melalui 

Aplikasi SIPP Kategori 

Perkara 1000 s.d 2500 Di 
Lingkungan PTA Surabaya 

Tahun 2020 

Peringkat 
Terbaik II 

PTA Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 
2020 

 

13 

PA 

Banyuwa
ngi 

1 

Penghargaan Ketepatan 

Upload Putusan & Kepatuhan 
Upload Upaya Hukum 

Banding Th 2020 

Terbaik I PTA Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 Nopember 
2020 

 2 
Penghargaan Implementasi E-

Court Th 2020 
Terbaik II PTA Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/
SK/11/2020 

23 Nopember 

2020 

 3 

Penyelesaian Perkara Kategori 

Perkara Di Atas 5000 Perkara 
Th 2020 

Terbaik III PTA Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/
SK/11/2020 

23 Nopember 

2020 

 4 

Penyelesaian Proses 

Administrasi Perkara Melalui 
Aplikasi SIPP Kategori 

Perkara Di Atas 5000 Tahun 

2020 

Terbaik III PTA Surabaya 
W13-

A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 Nopember 

2020 

 5 Wilayah Bebas dari Korupsi WBK MENPANRB   
21 Desember 

2020 

 14 
PA Kab 

Kediri 
1 - - - - - 

 15 
PA 
Tulungag

ung 

1 
Piagam Penghargaan Bidang 
Ketepatan Upload Putusan dan 

Kepatuhan Upload Upaya 

Peringkat 

Terbaik II 
PTA Surabaya 

W13-A/4446/ 
HM.00/SK/11/2

020 

23 Nopember 

2020 
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Hukum Banding 

 2 

Piagam Penghargaan Kategori 

LPJ Bendahara Cepat, Andal 
dan Akurat Tahun Anggaran 

2020 

Satker 
Terbaik II 

Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara 

Blitar 

- 
3 Desember 

2020 

 

16 

PA 

Trenggal
ek 

6 

Pelaksanaan Itsbat Nikah 
dalam rangka peringatan hari 

perempuan internasional yang 

dilaksanakan pada kegiatan 
"Bupati Trenggalek Ngunduh 

Mantu" 

- Bupati Trenggalek - 08 Maret 2020 

 7 

Peringkat Terbaik 1 
Penyelesaian Proses 

Administrasi Perkara dengan 

Aplikasi SIPP kategori perkara 
1000 - 2500 di Lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama 

Jawa Timur 

- 
Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/
11/2020 

23 Nopember 

2020 

 8 

Peringkat Terbaik 3 Bidang 

Penyelesaian Perkara Kategori 

Perkara Kurang dari 2500 
Perkara di Lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama 

Jawa Timur 

- 
Pengadilan Tinggi 
Agama Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/

11/2020 

23 Nopember 
2020 

 

17 PA Blitar 

1 
Akreditasi Penjaminan Mutu 
tahun 2020 Survelence III 

A Exelence Dirjen Badilag - 
21 November 

2020 

 2 
Operator Pengelola Keuangan 

APBN Terbaik Tahun 2020 
1 KPPN Blitar - 

3 Desember 

2020 

 18 
PA 

Nganjuk 
1 

Pelaksanaan Rekonsiliasi, 

Penyampaian LPJ dan Saldo 
Rekening Satker 401410 

1 KPPN Kediri - 
23 September 

2020 

 

19 
PA 

Malang 

1 

Penghargaan Satuan 

Berkinerja Terbaik Dipa 04 

Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

  KPPN Malang - 

Periode 

Triwulan III 

Tahun 2020 

 2 Unit Kerja Berpredikat WBK WBK Kemenpan RB - 
21 December 

2020 

 3 
Pengadilan Terbaik dalam 
Pelaksanaan Peradilan 

Elektronik 

ke-VIII 
Kategori 

Pengadilan 

Kelas IA 
Peradilan 

Agama 

Mahkamah Agung - 2020 

 20 
PA 

Pasuruan 
1 

Satuan Kerja dengan predikat 

Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK) 

WBK Kemenpan - RB - 
21 Desember 

2020 

 

21 
PA 
Bangil 

1 
Penyelesaian Perkara Melalui 
SIPP perkara (2500-5000) 

II PTA Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 Nopember 
2020 

 2 WBK - KEMENPAN-RB - 
21 Desember 

2020 

 

22 
PA 
Proboling

go 

1 
Pengelolaan rekening 

pemerintah tahun 2019 
Terbaik III KPPN Bondowoso 

KET-

29/WPB.016/K
P.06/2020 

22 Januari 2020 

 2 
Pelaksanaan rekonsiliasi 

laporan keuangan tahun 2019 
Terbaik VI KPPN Bondowoso 

KET-

38/WPB.016/K
P.06/2020 

22 Januari 2020 
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 3 
Sertifikat Akreditasi 

Penjaminan Mutu 

"A" 

(Excellent)- 

(surveillance 
ke -III) 

Badan Peradilan Agama 
3955/DjA.3/H

M.00/11/2020 

30 November 

2020 

 4 

Implementasi Dekorum Ruang 

Sidang Pengadilan Agama 
Kelas IB 

Terbaik II PTA Surabaya - 
24 November 

2020 

 

23 
PA 
Kraksaan 

1 
Pelaksanaan Rekonsialiasi 

laporan Keuangan Tahun 2019 
III 

Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara 

Bondowoso 

KET-35/WPB 

16/KP.06/2020 
22 Januari 2020 

 2 
Penilaian Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran Tahun 

2019 

IV 
Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara 

Bondowoso 

KET-26/WPB 

16/KP.06/2020 
22 Januari 2020 

 3 

Pengelolaan Rekening 

Pemerintah Semester I Tahun 

2020 Satuan Kerja Lingkungan 
KPPN Bondowoso 

VI 
Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara 

Bondowoso 

- 23 Juli 2020 

 

24 

PA 

Lumajan

g 

1 
Indikator Kinerja Pengelolaan 

Anggaran Tahun 2019 
I KPPN - 27 Januari 2020 

 1 Dekorum Sidang II 
Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/
SK/11/2020 

23 Nopember 

2020 

 2 

Ketepatan Upload Putusan dan 

Kepatuhan Upload Upaya 

Hukum Banding 

III 
Pengadilan Tinggi 
Agama Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 Nopember 
2020 

 3 WBK - Kemenpan - RB - 
21 Desember 

2020 

 

25 

PA 
KOTA 

MADIU

N 

1 
Penilaian Rekonsiliasi Laporan 
Keuangan Tahun 2019 

2 KPPN Madiun   14 Januari 2020 

 2 Dekorum Ruang Sidang 1 PTS Surabaya 
W13-

A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 

2020 

 3 

Penyelesaian Proses 

Administrasi Perkara Melalui 

Aplikasi SIPP 

1 PTA Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 
2020 

 4 
Kinerja Pelaksanaan Anggaran 
Dipa 005.04 TA. 2020 

2 PTA Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 
2020 
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 26 
PA 
Magetan 

1 
Sertifikat Akreditasi 
Penjaminan Mutu BADILAG 

A-Excellent Dirjend Badilag     

 

27 
PA 
Ngawi 

1 
Dekorum Ruang Sidang dan 

K3 
1 

Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 

W13-
A/1988/HM.00/

4/2020 

2020 

 2 
Dekorum Ruang Sidang dan 

K3 
1 Dirjen Badilag 

1336/DjA/HM.

01/4/2020 
20 April 2020 

 3 
Dekorum Ruang Sidang dan 

K3 
1 

Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/
SK/11/2020 

23 November 

2020 

 

28 
PA 
Ponorogo 

1 
Penyelesaian Proses 
Administrasi Perkara Melalui 

SIPP 

3 PTA Surabaya 
W13-

A/4446/HM.00/

11/2020 

23 November 

2020 

 2 Dekorum Ruang Sidang 3 PTA Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/

11/2020 

23 November 
2020 

 

29 
PA 

Pacitan 

1 
Penyelesaian Perkara Kategori 
Perkara Kurang dari 2.500 

perkara  

Piagam 

Penghargaan 
PTA Surabaya 

W13-
A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 

2020 

 2 
Bidang Kepeberihan dan 
Penataan Ruangan Serta 

Implementasi 5R1N 

Piagam 

Penghargaan 
PTA Surabaya 

W13-
A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 

2020 

 30 

PA 

Pamekas

an 

1 
Sertifikat Kategori Penyerapan 
Anggaran Tahun 2020 

Peringkat 2 KPPN Pamekasan   
10 Desember 

2020 

 

31 
PA 
Bangkala

n 

1 

Katagori Penyerapan 

Anggaran Tahun Anggaran 

2020 

Peringkat 
Pertama 

KPPN Pamekasan - 
08 Desember 

2020 

 2 
Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

DIPA 01.005 TA 2020 

Peringkat 

Kedua 
PTA Surabaya 

W13-
A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 

2020 

 

32 
PA 

Sampang 

1 

Piagam Anugerah MARI 

kategori Pelaksanaan Gugatan 

Sederhana Kelas IB Peradilan 
Agama 

Peringkat IX Mahkamah Agung RI - 2020 

 2 
Sertifikat Akreditasi 

Penjaminan Mutu 
A Excellent Mahkamah Agung RI 

064/DjA/SERT/

I/2020/ 
17 Januari 2020 

 

33 
PA 

Sumenep 

1 WBK - Kemenpan RB - 
21 Desember 

2020 

 2 

Satuan Kerja Terbaik Wilayah 
Kab. Sumenep Kategori 

Pelaksanaan Rekonsiliasi 

UAKPA 

Peringkat II KPPN Pamekasan - 
10 Desember 

2020 

 34 
PA 

Kangean 
1 

Penyelesaian Proses 
Administrasi Perkara melalui 

Aplikasi SIPP Kategori 

Perkara kurang dari 1.000 

Peringkat 

Terbaik II 

Ketua Pengadilan 

Tinggi Agama 
Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/
SK/11/2020 

23 November 

2020 
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 2 

Hasil Akreditasi Penjaminan 

Mutu Tahun 2020  

(Surveillance II) 

A 
(Excellent) 

Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Agama 

3955/DjA.3/H
M.00/11/2020 

30 November 
2020 

 3 

Satuan Kerja Wilayah 
Kabupaten Sumenep dengan 

Kategori Penyerapan 
Anggaran Tahun 2021 

Peringkat I KPPN Pamekasan - 
10 Desember 

2020 

 

35 
PA Kab 
Madiun 

1 Wilayah Bebas Dari Korupsi 

Wilayah 

Bebas 
Korupsi 

(WBK) 

Kementrian 

Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi 

- 
21 Desember 

2020 

 2 

Penyelesaian Perkara kategori 

perkara kurang dari 2500 
perkara di Lingkungan PTA 

Surabaya 

Terbaik II PTA Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 
2020 

 3 

Anugerah Mahkamah Agung 

Pelaksanaan Peradilan 

Elektronik Pengadilan Agama 
Kelas IB 

Juara 7 Mahkamah Agung RI 
201/KMA/SK/

VIII/2020 

19 Agustus 

2020 

 4 
Hasil Akreditasi Penjaminan 

Mutu Tahun 2020 

A 

(Excellent) 

Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Agama 

3955/DjA.3/H

M.00/11/2020 

30 November 

2020 

 5 

Satuan Kerja Terbaik I 
Pelayanan Kepada Masyarakat 

Tidak Mampu se Karesidenan 
Madiun 

Juara I Imparcial 
19 Agustus 

2020 

19 Agustus 

2020 

 6 
Pelayanan Prima di Bidang 
Hukum dan Transparansi 

Keuangan Perkara 

Juara 1 
Bank Syariah Mandiri 

Cabang Madiun 
- 8 Oktober 2020 

 

36 
PA 
Kediri 

1 

Kerjasama dan Dedikasi 
Lebaga Peradilan Yang 

Humanis dan Santun Terhadap 

Advokat dan Para Pencari 
Keadilan 

Tepat Waktu PERADI 
01/XII/DPC.K

DFY/2020 
15 Desember 

2020 

 2 

Kerjasama dan Pelayanan 

Prima dalam Kegiatan Praktik 

Peradilan Agama Mahasiswa 

dan Mahasiswa UNISKA 

Kediri 

Tepat Waktu 

Fakultas Hukum 

Universitas Islam 

Kadiri (UNISKA) 

103/040.3.1/PP/

XXI/2020 

15 Desember 

2020 

 3 

Pelaksanaan Gugatan 
Sederhana Kategori 

Pengadilan Kelas IB Peradilan 

Agama 

Peringkat II 
Mahkamah Agung 

Republik Indonesia 
- 

26 November 

2020 

 

37 
PA 
Tuban 

1 

Piagam Penghargaan 

Pelaksanaan Anggaran Terbaik 

TA 2020 Katagori Satker 
Sedang 

Terbaik II KPPN Tuban - 
11 Desember 

2020 

 2 
Penghargaan Rangking 10 
Besar berturut-turut Rapor 

Penanganan SIPP 

Secara 

berturut-
turut periode 

Oktober 

2020 

Badilag  
3950/DjA/HM.

00/11/2020 

20 November 

2020 
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 38 
PA Kab 

Malang 

1 

Juara I Lomba Dekorum 

Ruang Sidang serta 

Kebersihan, Kerapihan dan 
Keindahan di Lingkungan 

Peradilan Agama 

I Dirjen Badilag - 04 Mei 2020 

 2 

Juara I Lomba Dekorum 

Ruang Sidang serta 

Kebersihan, Kerapihan dan 
Keindahan Kategori 

Pengadilan Agama Kelas 1A 

I 
Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 

W13-

A/1987/HM.00/
4/2020 

04 Mei 2020 

 3 
Peringkat Terbaik I Dekorum 
Ruang Sidang Kategori 

Pengadilan Agama Kelas I.A 

I 
Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 

W13-
A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 

2020 

 4 
Peringkat Terbaik I Dalam 

Bidang Implementasi e-Court 
I 

Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 

W13-
A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 

2020 

 5 

Peringkat Terbaik I Dalam 

Bidang Penyelesaian Perkara 
diatas 5000 perkara di 

Lingkungan PTA Surabaya 

Tahun 2020 

I 
Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 

W13-
A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 

2020 

 6 

Peringkat Terbaik I Dalam 
Bidang Kebersihan Kantor dan 

Penataan Ruang serta 

Implementasi 5R1N 

I 
Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/
SK/11/2020 

23 November 

2020 

 7 
Juara Umum Kinerja Terbaik 
Tahun 2020 

Juara Umum 
Pengadilan Tinggi 
Agama Surabaya 

W13-

A/4446/HM.00/

SK/11/2020 

23 November 
2020 

 8 

Pengadilan Terbaik dalam 
Pelaksanaan Peradilan 

Elektronik Kategori 

Pengadilan Agama Kelas 1A 
Peradilan Agama 

IV Mahkamah Agung RI - 2020 

 9 
Berkinerja Terbaik (Capaian 
IKPA 100) Kategori Pagu 

Kecil Kurang dari 5 Milyar 

Kinerja 

terbaik 
KPPN Malang - 

01 Desember 

2020 

 

Tabel 5.4 Daftar Penghargaan Tahun 2020 

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 

tanggal 02 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 

Lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan 

Agama seJawa Timur telah menerapkan implementasi dari Surat Keputusan tersebut 

dengan dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP), aplikasi antrian dan survey 

layanan. Bahkan saat ini seluruhnya telah disesuaikan dengan penerapan protokol 
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kesehatan dengan 

pemberian tambahan pengamanan bagi petugas 

PTSP berupa : kaca/pembatas dengan pihak terlayani, 

detektor suhu, handsanitizer, wastafel cuci tangan, air minum gratis, kursi roda, charge 

handphone, ruang tamu terbuka, ruang bermain anak, ruang menyusui (laktasi) serta 

mewajibkan memakai masker. 

 

Gambar 5.1 Area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTA Surabaya 
 

 

Gambar 5.2 Aplikasi Suvey Layanan 
 
 

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

nomor: W13-A/0744/HK.05/SK/2/2019 yang telah direvisi dengan nomor W13-

A/3391/OT.00/SK/9/2020 tanggal 03 September 2020 tentang Tim Pengelola 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 

dimana dalam SK tersebut Tim PTSP mempunyai tugas sebagai berikut:
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No Nama Pegawai / Jabatan 

Dinas 

Jabatan 

Dalam Tim 

Pengelola 

Tugas Dan Tanggung Jawab 

1. Drs.H.Mohammad Yamun 

Awie,SH, MH (Ketua) 

Pengarah a. Membentuk Tim Pengelola PSTP; 
 
b. Mengarahkan dan membina 

Penanggungjawab, Pelaksana, dan 

Petugas PTSP; 
 
c. Mensosialisasi PTSP kepada 

seluruh aparat Pengadilan; 
 
d. Berkoordinasi dan berkonsultasi 

dengan unit kerja di Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama 

yang membidangi PTSP; 
 
e. Mengawasi dan mengevaluasi 

pengelolaan PTSP; 
 
f. Meminta Laporan Pengelolaan 

secara periodik maupun secara 

insidentil kepada Penanggung 

Jawab PTSP; 
 
g. Memberikan teguran kepada 

Penanggung Jawab, Pelaksana dan 

Petugas PTSP; 
 
h. Mengganti anggota Tim Pengelola 

PTSP. 

2. ✓ Hj. Siti 

Romiyani,S.H,MH 

(Panitera) 

 

✓ Agus Widyo Susanto, 

SH,MH (Sekretaris) 

Penanggung 

Jawab 

a. Membentuk dan mengoperasikan 

PTSP; 

b. Menyediakan sarana dan 

Prasarana pendukung PTSP; 

c. Berkoordinasi dengan 

Pimpinan, Hakim, 

Pejabat dan Pegawai 

Pengadilan agar PTSP 

dapat dikelola dengan 

baik; 

d. Mengkoordinasikan 

dan memberi petujuk 
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kepada Pengarah 

PTSP; 

e. Memberikan Laporan 

Pengelolaan PTSP 

kepada Pengarah 

PTSP; 

f. Meminta Laporan 

Pengelolaan PTSP 

secara periodik 

maupun secara 

insidentil kepada 

petugas PTSP; 

g. Memberikan teguran 

kepada Pelaksana dan 

Petugas PTSP; 

h. Bertanggung jawab 

kepada Ketua 

Pengadilan selaku 

Pengarah PTSP. 

3. ✓ Dra.Hj.Suffana Qomah 

(Panmud Hukum) 

✓ Dra.Hj. Chairussakinah 

Ady (Panmud 

Banding) 

✓ Maulana Musa Sugi 

Alam,SH (Kabag 

Kepegawaian Dan 

Perencanaan) 

✓ Muhammad Nidzom 

Anshori, SH,MH 

(Kabag Umum Dan 

Keuangan) 

Pelaksana a. Mengatur jadwal petugas PTSP; 

b. Memberikan dokumen, data dan 

informasi kepada Petugas PTSP; 

c. Menyusun Laporan Pengelolaan 

PTSP; 

d. Mengoreksi hasil kerja Petugas 

PTSP sesuai dengan bidangnya; 
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4. ✓ Risda Erfin,SE (staf) 

✓ Dhita Novia W,S.Psi 

(staf) 

✓ Nugraheni Puji 

Hartini,S.Akun (staf) 

✓ Ika Karlina,SH (staf) 

✓ Novita Mahdiyah,SH 

(staf) 

✓ Qurrotul Aini,S.IAN 

(staf) 

✓ Yolanda AW,S.Sosio 

(staf) 

✓ Aditya Zaadur R,S.Kom 

(staf) 

✓ H.Mukolili,SH (staf) 

✓ Hj.Siti Rofiah,SH (staf) 

✓ Dra.Sri Pratiwiningrum, 

M.Hes (staf) 

✓ Eva Ervina,SE,SH (staf) 

✓ Hj.Chalimah Tuzuhro,SH 

(staf) 

✓ Hj.Diah Anggraeni,SH, 

MH (staf) 

✓ Muhammad Hadi 

Risqianto (staf) 

Petugas a. Memberikan pelayanan secara 

langsung dan/atau dengan 

memanfaatkan teknologi 

informasi 

b. Memberikan pelayanan sesuai 

dengan prosedur baku; 

c. Membuat rekapitulasi layanan 

yang diberikan dan menyerahkan 

kepada Pelaksana PTSP sesuai 

dengan bidangnya masing-

masing; 

d. Memberikan informasi dan 

petunjuk kepada Pengguna 

Layanan sesuai tupoksinya 

e. Bertanggung jawab kepada 

Penanggung Jawab PTSP 

 

Tabel 5.5 Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020 
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Pada Laporan pelayanan informasi 

seluruh satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut: 

No Satuan Kerja Jumlah 

Permohonan 

Waktu 

Rata2 

Pelayanan 

(menit) 

Jumlah Pemrohonan 

Yang Dikabulkan 

Jumlah 

Permohonan 

Yang 

Ditolak 

Alasan Permohonan Yang 

Ditolak 

Sepenuhnya Sebagian Rahasia Belum 

Dikuasai 

/ Selesai 

Lainnya 

1 PA Bangil 413 120 413 0 0 0 0 0 

2 PA Bangkalan 213 60 213 0 0 0 0 0 

3 PA 

Banyuwangi 

505 104 456 0 0 0 0 0 

4 PA Bawean 33 90 33 0 0 0 0 0 

5 PA Blitar 132 105 132 0 0 0 0 0 

6 PA 

Bojonegoro 

286 60 286 0 0 0 0 0 

7 PA 

Bondowoso 

103 60 103 0 0 0 0 0 

8 PA Gresik 427 60 437 0 0 0 0 0 

9 PA Jember 39 80 39 0 0 0 0 0 

10 PA Jombang 141 110 141 0 0 0 0 0 

11 PA Kangean 16 65 18 0 0 0 0 0 

12 PA Kab Kediri 575 49 575 0 0 0 0 0 

13 PA Kediri 297 85 297 0 0 0 0 0 

14 PA Kraksaan 76 40 76 0 0 0 0 0 

15 PA Lamongan 311 60 311 0 0 0 0 0 

16 PA Lumajang  30 75 30 0 0 0 0 0 

17 PA Kab 

Madiun 

23 80 23 0 0 0 0 0 

18 PA Madiun 140 120 140 0 0 0 0 0 

19 PA Magetan 476 103 476 0 0 0 0 0 

20 PA Kab 

Malang 

2.390 60 2.390 0 0 0 0 0 

21 PA Malang 993 62 993 0 0 0 0 0 

22 PA Mojokerto 1.147 60 1.147 0 0 0 0 0 

23 PA Nganjuk 49 65 49 0 0 0 0 0 

24 PA Ngawi 537 120 537 0 0 0 0 0 

25 PA Pacitan 67 60 67 0 0 0 0 0 
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26 PA Pamekasan 41 105 41 0 0 0 0 0 

27 PA Pasuruan 285 60 285 0 0 0 0 0 

28 PA Ponorogo 118 74 118 0 0 0 0 0 

29 PA 

Probolinggo 

183 115 183 0 0 0 0 0 

30 PA Sampang 41 90 41 0 0 0 0 0 

31 PA Sidoarjo 3.284 54 3.284 0 0 0 0 0 

32 PA Situbondo 134 92 134 0 0 0 0 0 

33 PA Sumenep 529 95 529 0 0 0 0 0 

34 PA Surabaya 3.439 87 3.439 0 0 0 0 0 

35 PA 

Trenggalek 

254 67 254 0 0 0 0 0 

36 PA Tuban 242 112 242 0 0 0 0 0 

37 PA 

Tulungagung 

134 103 134 0 0 0 0 0 

 Total 18.103 3.007 18.066 0 0 0 0 0 

Tabel 5.6 Laporan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama 

Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020 

 

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK 

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak warga negara 

sekaligus kewajiban konstitusional negara. Oleh karenanya pemerintah dan 

kementerian/lembaga wajib hukumnya menyelenggarakan pelayanann publik yang 

sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sebagian masyarakat seringkali mendapat 

pengabaian pelayanan publik yang baik dari penyelenggara pelayanan publik bahkan 

kecenderungan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan seadanya.  

Pelayanan publik dianggap hanya sekadar menggugurkan kewajiban dan bagian 

dari tugas rutin semata. Dalam hubungan hukum, masyarakat dengan penyelenggara 

pelayanan publik sepertinya tidak berkedudukan yang seimbang serta tidak 

memperoleh akses mendapatkan informasi pelayanan publik yang baik. Undang-

Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi salah satu tonggak 

penting perlindungan dan jaminan hak warga negara dan penduduk Indonesia dalam 

mendapatkan pelayanan publik yang baik. 
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 Untuk menciptakan pelayanan publik yang 

baik kepada masyarakat maka Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya menciptakan inovasi-inovasi dengan tujuan pemberdayaan, pembelajaran, 

dan pengembangan menyebarluaskan ide kreatif, gagasan, dan terobosan guna 

mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.  

Tahun 2020 terdapat 13 (tiga belas) inovasi Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya untuk mendekatkan/menyentuh masyarakat langsung dan kegunaan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Inovasi tersebut adalah : 

1. AREMA  (Aplikasi notifikasi register, amar dan pengiriman salinan putusan 

banding) 

 

AREMA atau Aplikasi notifikasi REgister, aMAr dan pengiriman salinan putusan 

banding. Notifikasi ini terkirim pada pihak melalui aplikasi Whatsapp saat perkara 

bandingnya telah diregistrasi petugas melalui aplikasi register perkara. Untuk itu 

data nomor handphone yang terkoneksi dengan Whatsapp harus diinputkan saat 

pendaftaraan perkara pada Pengadilan tingkat pertama. Ketika berkas diterima oleh 

bagian banding PTA Surabaya, Perkara yang sudah diregister akan mengirimkan 

notifikasi pada pihak, demikian juga apabila perkara telah putus, maka aplikasi ini 

juga akan mengirimkan notifikasi kepada pihak berperkara beserta amar 

putusannya. Inovasi ini menjawab kebutuhan para pihak pencari keadilan akan 

informasi penanganan perkara bandingnya dengan cepat dan tepat. Karena 

sebelumnya informasi perkara telah teregister di Pengadilan Tingkat Banding baru 

dapat diperoleh melalui Pengadilan pengaju, demikian juga untuk amar putusan. 



 
 
 

BAB V 
Peningkatan Pelayanan Publik 

 
Inovasi Pelayanan Publik 

- 140 - 
 

2. “Tako Opo Rek” aplikasi pelayanan chat 

interaktif online 

 

Fasilitas “Takok Opo Rek” yaitu fasilitas chat interaktif online di website PTA 

Surabaya bagi pemohon informasi yang akan dijawab secara langsung oleh petugas 

informasi, hal ini memudahkan bagi pengguna layanan yang membutuhkan 

informasi tertentu, karena tidak perlu datang langsung ke kantor PTA Surabaya, 

cukup melalui fasilitas inovasi ini. 

3. INFO PERKARA (Penyedia Informasi Data Perkata) 

 

 

Info Perkara, dengan aplikasi ini pihak dapat melihat proses penanganan 

perkara banding dari manapun, dan kapanpun melalui smartphone atau website. 

Karena aplikasi tersebut berbasis online sehingga tanpa datang langsung ke 

Pengadilan Pengaju. Cukup memasukkan nomor Perkara Banding atau Perkara 

Pendaftaran pada Pengadilan Agama. Inovasi ini didesain agar masyarakat dapat 

mengetahui informasi lengkap tentang penanganan perkara bandingnya, mulai dari 

jadwal sidang, sampai dengan putusan. Dengan inovasi ini masyarakat pencari 

keadilan dapat merasakan langsung transparansi penanganan perkaranya di 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 
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4. Chanel Youtube "PTA Surabaya Media" 

Pembinaan Teknis Hukum 

 

 

Aplikasi yang memudahkan bagi masyarakat mendapatkan informasi hukum 

secara langsung melalui video dari channel youtube PTA Surabaya Media. PTA 

Surabaya dapat secara efektif, efisien memberikan penyuluhan dan menghemat 

anggaran maupun tenaga. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum bagi 

masyarakat. 

Latar Belakang dibuatnya aplikasi ini karena luasnya wilayah Yurisdiksi PTA 

Surabaya, meliput 37 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Terutama Pengadilan Agama 

yang terletak di kepulauan sehingga sulit untuk memberikan penyuluhan hukum 

karena keterbatasan anggaran yang kurang memadai dan sulit dijangkau. 

5. Aplikasi online pengawasan penyelesaian perkara Pengadilan Agama Se Jatim 

(SIMONA) 

 

 

Aplikasi yang bermanfaat untuk memonitoring kinerja penyelesaian perkara 

melalui aplikasi SIPP (sistim informasi penelusuran perkara) setiap saat, baik oleh 

pimpinan satker/ Hakim, Hakim Tinggi Pengawas Daerah sehingga ketidaksesuaian 

data dapat diantisipasi sedini mungkin. 

Dapat mempermudah monitoring penerimaan perkara ( para pihak kosong, E-

Doc, Gugatan Kosong ) tahap persiapan ( penunjukan PMH, penunjukan PP, 

Penunjukan JS, Penunjukkan PHS), Tahap persidangan ( Jadwal Sidang), Tahap 

Putusan (belum putus sudah ada redaksi dan materai, Sudah Putus E-Doc belum di 
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Upload, Sudah 

Putus E-Doc anonimasi belum di Upload ), Data 

BHT (Perkara Permohonan telah berkekuatan hukum 

tetap, perkara gugatan telah berkekuatan hukum tetap), Tahap Perkara Putus ( Putus 

Cerai Gugatan Hadir terbit Akta Cerai, Putus cerai talak hadir penetapan hari sidang 

ikrar, Putus cerai talak hadir gugur, Pemberitahuan isi putusan cerai gugat di luar 

hadir, cerai gugat di luar hadir terbit akta cerai, pemberitahuan isi putusan cerai 

talak di luar hadir, Penetapan hari sidang ikrar cerai talak di luar hadir, Cerai talak 

gugur, Pemberitahuan isi Putusan Putus verstek cerai gugat ). 

6. Rekapitulasi pelaporan data perkara Pengadilan Agama (RK) 

 

 

 

 

 

Pusat Pelaporan dan Data Statistik Perkara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

digunakan untuk melakukakan rekapitulasi pelaporan perkara (RK) seluruh 

Pengadilan Agama di Jawa Timur yang dibuat oleh Tim IT PTA Surabaya pada 

tahun 2014 dan masih digunakan sampai saat ini. Aplikasi ini dapat diakses pada 

alamat http://www.pta-surabaya.go.id/laporan dan digunakan oleh 37 satker dimana 

masing-masing memiliki akses untuk melakukan input rekapitulasi laporan perkara. 

Dari hasil input tersebut menghasilkan rekapitulasi excel yang dapat didownload 

oleh setiap Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

Dengan adanya aplikasi ini tidak ada lagi perbedaan data laporan perkara antara 

Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya termasuk juga 

laporan yang dikirim ke DIRJEN BADILAG Mahkamah Agung RI 

7. Antrian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
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Aplikasi yang menjamin transparansi dan ketidakberpihakan dalam pemberian 

urutan layanan pada area pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Dilengkapi dengan 

CCTV online yang mengawasi proses pengambilan nomor antrian pada layanan : 

administrasi umum, administrasi perkara, Pengaduan dan meja informasi. Sebelum 

mendapat nomor antrian maka harus mengisi buku tamu secara digital. 

8. Sistim Tata Surat dan Arsip Data Terpadu (SURAMADU) 

Aplikasi yang bermanfaat memudahkan pencarian surat masuk dan surat keluar 

secara digital dimanapun, kapanpun secara realtime. Letak surat yang telah di 

disposisi dapat terlacak dengan mudah.  

 

Manfaat selanjutnya adalah pimpinan dapat membaca dan meneruskan 

Disposisi Surat meskipun sedang dinas luar. Arsip surat masuk dan surat keluar 

dapat terkendali dan terdapat salinan softcopy surat masuk dan surat keluar. 

Menghilangkan aktivitas manual mencatat nomor surat keluar dengan pengambilan 

dimanapun secara online. Memelihara arsip data secara digital atas seluruh hasil 

pekerjaan. 

9. Register Online dan Keuangan Perkara (REOG) 

Aplikasi REOG (REgister Online Perkara dan keuanGan) digunakan untuk 

mencetak Buku Induk Register Perkara Banding dan Jurnal Keuangan Perkara 

Banding dimana datanya bersumber dari Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP) Banding dan Aplikasi Sistem Infromasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

Pengadilan Agama se-Jawa Timur. Untuk mencetak Buku Induk Register Perkara 

Banding tidak diperlukan lagi input data,karena data diambil dari server data 

sinkronisasi SIPP Pengadilan Agama se-Jawa Timur. 
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Aplikasi REOG digunakan oleh bagian kepaniteraan PTA Surabaya sejak 

tahun 2019 sampai dengan sekarang. Aplikasi ini dibuat oleh Tim Inovasi 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang beranggotakan admin IT dari 5 

Pengadilan Agama di Jawa Timur. Aplikasi REOG dapat diakses di http://data.pta-

surabaya.go.id/eregister/ 

10. SIAP (sistim informasi absensi pegawai) 

Sistem Informasi Absensi Pegawai Online ini agar dapat memudahkan 

monitoring kedisiplinan pegawai seluruh Pengadilan Agama se Jawa Timur dan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. SIAP Online adalah sistem aplikasi absensi 

pegawai yang berbasis website (web based) yang secara khusus diperuntukkan 

untuk menampung data kehadiran pegawai di lingkungan satuan kerja Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama se Jawa Timur. SIAP Online 

diterapkan untuk membangun organisasi berkinerja tinggi melalui pengembangan 

sistem pengawasan disiplin aparatur negara dengan berbasis teknologi informasi. 

 
  

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki wilayah hukum yang luas 

dengan 37 satuan kerja dibawahnya, penerapan teknologi informasi (TI) dipilih 

karena perkembangannya yang sangat pesat, tak terbatas jarak dan waktu sesuai 

dengan letak geografis satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya yang berjarak sangat jauh dari ibu kota Provinsi Jawa Timur sehingga 

memudahkan dalam pengawasan kedisiplinan aparatur sipil negara. 
 

Menggunakan media mesin absensi digital dengan penyimpanan di Cloud 

yang terintegrasi untuk semua satuan kerja sehingga memudahkan dalam hal 

penyimpanan, pengolahan dan kecepatan pelaporan untuk seluruh satuan kerja. 

http://data.pta-surabaya.go.id/eregister/
http://data.pta-surabaya.go.id/eregister/
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Aplikasi SIAP 

Online dapat diakses pada alamat 

http://kesekretariatan.pta-surabaya.go.id dimana setiap 

satuan kerja me miliki hak akses masing-masing 

11. Kirimsuratrek 

 

  Aplikasi yang dilatar belakangi pertanyaan secara langsung dari beberapa 

Pengadilan Agama tentang surat yang telah dikirimkan, dimana pengguna aplikasi 

ini adalah Pengadilan Agama Se Jawa Timur. Sehingga dapat memantau apakah 

surat/barang/paket terdisposisi telah diterima dan diproses oleh siapa petugasnya. 

12. Aplikasi CCTV Online 

 

  Aplikasi yang bermanfaat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan 

secara visual lingkungan pelayanan Pengadilan Agama se Jawa Timur. Latar 

belakang kenapa aplikasi ini dibuat adalah efisiensi anggaran dan waktu dalam 

pengawasan lingkungan kantor Pengadilan Agama Se Jawa Timur untuk 

menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi terutama jaringan dan 

perangkat CCTV yang semakin cepat. 

13. Survey Pelayanan Online 
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Aplikasi yang 

dilatar belakangi feedback atas layanan berupa 

survey masih dilakukan secara manual sehingga laporan 

atas hasil memerlukan waktu yang lama. Adapun sasaran aplikasi ini adalah seluruh 

stakeholder yang telah mendapatkan pelayanan dari PTA Surabaya. Manfaat yang 

pasti dapat dirasakan perubahannya adalah laporan atas hasil survey dapat diketahui 

dengan cepat dan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. 

Satuan Kerja diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga 

mengembangkan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kwalitas pelayanan publik 

yang dilaporkan dalam Penilaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 sebagai berikut: 

No Satker Nama Inovasi Deskripsi Singkat 
Tanggal 

Penerapa
n 

1 
PTA 
Surabay
a 

1 
Pusat Pelaporan 
dan data Statistik 
Perkara (RK) 

Pusat Pelaporan dan Data 
Statistik Perkara Pengadilan 
Tinggi Agama Surabaya 

2020 

2 

SIAP Online 
(Sistem Informasi 
Absensi 
Pegawai) 

Sistem Informasi Absensi 
Pegawai Online ini agar dapat 
memudahkan monitoring 
kedisiplinan pegawai di 
lingkungan Pengadilan Tinggi 
Agama Surabaya 

2017 

3 
REOG (REgister 
Online Perkara 
dan keuanGan) 

Cetak Buku Induk Register 
Perkara Banding dan Jurnal 
Keuangan Banding yang 
datanya bersumber dari SIPP 
PTA dan PA-Sejatim 

2019 

4 
SAKERA (Sistem 
vAlidasi aKte 
cERAi) 

Validasi Akta Cerai untuk 
seluruh KUA di wilayah Jawa 
Timur kerjasama dengan Kanwil 
Kemenag Jatim 

2019 

5 
PALAPA (PusAt 
LAyanan PtA 
Surabaya) 

Command Center dan Layanan 
Teleconference PTA Surabaya 

2019 

6 

SURAMADU 
(Sistem Tata 
Surat, 
Manajemen Data 
dan Arsip 
Terpadu) 

Semua surat masuk diinput ke 
dalam sistem SURAMADU dan 
dipilah berdasarkan sifat 
suratnya untuk selanjutnya 
didisposisikan secara sistem 
dan didisposisikan juga 
hardcopy suratnya 

2020 

7 
Server Sinkron 
SIPP se-Jatim 

Menampung seluruh data SIPP 
se Jawa Timur, digunakan untuk 
rangking pengukuran kinerja, 
indikator onedayminute dan one 
day publish 

2020 

2 
PA 
Surabay
a 

1 Ladju Pas Batas 

Sidang diluar gedung penetapan 
ahli waris sebagai dokumen 
pelengkap penerbitan sertifikat 
tanah. 

Juli - 
Septembe

r 2019 
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2 

Astronot (Antrian 
Sidang Terjadwal 
dan Notifikasi) 
ASLI 

Antrian sidang dikelola oleh Tim 
Admin yang bertugas 
memasukkan jadwal sidang 
setiap hari, dengan mengambil 
data dari aplikasi Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara 
(SIPP). 

01 
Agustus 

2019 

3 

Instan Padu 
(Informasi 
Sertifikat Tanah 
dan Penetapan 
Ahli Waris 
Terpadu) ASLI 

Sebagai tindak lanjut kerjasama 
atau MoU dengan BPN, 
Pengadilan Agama Surabaya 
dalam rangka memberi 
kemudahan terhadap 
masyarakat akan meluncurkan 
aplikasi terpadu dengan BPN 
Kota Surabaya I yang diberi 
nama INSTAN PADU (Informasi 
Sertifikat Tanah Dan Penetapan 
Ahli Waris Terpadu), dimana 
perkara PAW yang sudah 
diputus dan sudah 
mendapatkan sertifikat melalui 
program PTSL (program 
pendaftaran tanah sistematis 
lengkap) masyarakat dapat 
mengakses Aplikasi yang 
ditampilkan di halaman Web PA 
Surabaya (https://www.pa-
surabaya.go.id/). 

01 
Agustus 

2019 

4 

Buku Pedoman 
Pelaksanaan 
Administrasi 
Perkara dan 
Persidangan di 
Pengadilan 
Agama Surabaya 
-- ASLI 

Merupakan buku yang 
digunakan sebagai pedoman 
dalam Pelaksanaan Administrasi 
Perkara dan Persidangan di 
Pengadilan Agama Surabaya 
beserta form-form yang 
digunakan 

Septembe
r 2019 

5 

Aplikasi Blanko 
Terintegrasi 
SIPP (ABT SIPP) 
- copy 

  
05 Maret 

2018 

6 
Aplikasi SMART 
--ASLI 

Aplikasi persuratan yang 
digunakan unuk mengarsipkan 
surat keluar dan masuk. 

Tahun 
2017 

7 
Aplikasi SIMONA 
COPY 

Sistem informasi akte cerai dan 
validasi perkara. 

Tahun 
2018 

8 PAK BOPP 

Pelayanan khusus booking dan 
pengiriman produk, booking 
antrian pengambilan produk PA 
Surabaya berupa akta cerai dan 
salinan putusan, serta booking 
pengambilan produk Pengadilan 
Agama lain melalui PA 
Surabaya. 

Tahun 
2020 
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9 
One Gate 
System 

Dengan adanya one gate 
system, yang dapat masuk ke 
ruang tunggu Pengadilan 
Agama Surabaya hanya pihak 
yang berkepentingan, dengan 
cara memberikan barcode pada 
saat akan masuk ke lorong 
dengan menunjukkan kartu 
identitas yang berlaku. Hal 
tersebut juga berguna untuk 
mencegah praktik percaloan. 

Tahun 
2020 

10 SIPBOS 

Integrasi informasi perkara, 
sistem informasi persidangan, 
booking produk pengadilan dan 
survey layanan 

Desembe
r 2020 

3 
PA 
Mojokert
o 

1 

SIMANTAN 
(Sistem 
Manajemen 
Persuratan) 

Aplikasi SIMANTAN ini sangat 
membantu  petugas dalam 
pengelolaan surat, baik surat 
masuk maupun surat keluar, 
pengarsipan, pencarian, serta 
pembuatan disposisi surat. 
Aplikasi ini bisa di gunakan lebih 
dari satu user, dokumennya bisa 
discan dan diuploud dalam 
aplikasi ini. 

2017 

2 

SLIMS (Senayan 
Library 
Management 
System) 

Aplikasi SLIMS ini sangat 
membantu petugas 
perpustakaan dalam 
pengelolaan buku, mulai dari 
pembuatan kartu anggota, 
distribusi buku, pencarian buku. 
Aplikasi ini bisa digunakan lebih 
dari satu user, cover buku 
discan dan diuploud dalam 
aplikasi ini. 

2017 

3 
Cetak Kartu 
Sidang 

Aplikasi Cetak Kartu Sidang dan 
mengetahui jadwal sidang 
digunakan oleh Petugas PTSP 
untuk mencetak kartu sidang 
yang terdapat barcode. 

2018 

4 
SANTRI (Sistem 
Antrian 
Terintegrasi) 

Aplikasi SANTRI ini dilengkapi 
dengan barcode scanner 
digunakan untuk pengambilan 
nomor antrian sidang, nomor 
antrian pendaftaran, nomor 
antrian pengambilan Akta Cerai, 
nomor antrian ke petugas kasir, 
dan nomor antrian ke petugas 
informasi. 

2018 
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5 
SIPARI (Sistem 
Pemanggilan 
Ruang Sidang) 

Aplikasi SIPARI ini sangat 
membantu Panitera Pengganti 
untuk pemanggilan pihak 
berperkara, saksi-saksi, petugas 
mediasi untuk masuk ke salam 
ruang sidang. 

2018 

6 

SIPUNI (Sistem 
Informasi Pantau 
Urutan Nomor 
Sidang) 

Aplikasi SIPUNI ini sangat 
membantu para pihak untuk 
mengetahui nomor urutan 
sidang yang sedang 
berlangsung. 

2019 

7 
GPS (Gerbang 
Pesan Singkat) 

Aplikasi GPS adalah aplikasi 
notifikasi berupa SMS pengingat 
sidang yang dikirim pada saat 
sidang H-1 (sehari sebelum 
sidang). 

2017 

8 
Notifikasi 
Perkara Badilag 

Notifikasi informasi 
perkembangan perkara yang 
sedang berjalan berupa SMS. 

2019 

9 Informasi Mandiri 

Para pihak bisa menggunakan 
secara mandiri aplikasi ini, yang 
meliputi status pendaftaran, 
keabsahan Akta Cerai, cek 
nomor urut sidang, cek biaya 
perkara, cek sisa panjar dan 
persyaratan pendaftaran. 

2020 

10 
Hitung Panjar 
Online 

Para pihak bisa menggunakan 
secara mandiri aplikasi 
perhitungan panjar ini http://pa-
mojokerto.go.id/panjar  

2018 

11 
Antrian Sidang 
Online 

Aplikasi Antrian Sidang ini dapat 
dimanfaatkan oleh pihak 
berperkara untuk mengetahui 
nomor urut dan jam sidangnya. 

2019 

12 
Survei Kepuasan 
Masyarakat 

Aplikasi Survei Kepuasan 
Masyarakat ini digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar 
tingkat kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan Pengadilan. 

2020 

13 
Survei 
Pelayanan Publik 

Aplikasi Survei tentang 
kesesuaian standar pelayanan 
dengan keadaan pelayanan 
yang ada. 

2020 

14 
Survei Persepsi 
Korupsi 

Aplikasi Survei Persepsi Korupsi 
ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah di Pengadilan Agama 
Mojokerto masih terdapat 
persepsi tentang Gratifikasi, 
Pungli dan KKN. 

2020 

http://pa-mojokerto.go.id/panjar
http://pa-mojokerto.go.id/panjar
http://pa-mojokerto.go.id/panjar
http://pa-mojokerto.go.id/panjar
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15 
Aplikasi Arsip 
Perkara 

Aplikasi Arsip Perkara ini 
berfungsi untuk pengelolaan 
arsip perkara, berkas perkara 
discan dan diupload dalam 
aplikasi, serta untuk mengetahui 
nomor rak dan nomor box 
berkas perkara berada. 

2018 

16 E-Buku Tamu 

Aplikasi E-Buku Tamu adalah 
aplikasi untuk mencatat tamu 
secara elektronik dan 
menyimpan foto tamu tersebut. 

2020 

17 
E-Pengambilan 
Akta Cerai 

Aplikasi E-Pengambilan Akta 
Cerai adalah aplikasi register 
pengambilan Akta Cerai secara 
elektronik dan menyimpan foto 
para pihak yang mengambil 
Akta Cerai. 

2020 

18 ATK Proses 

Aplikasi ini berfungsi untuk 
pengelolaan ATK proses, dan 
untuk mencetak laporan 
bulanan, laporan triwulan dan 
bisa untuk ekstimasi belanja 
barang apa saja yang akan kita 
belanjakan.  

2018 

19 
Aplikasi Cetak 
Panggilan 

Aplikasi ini berfungsi untuk 
mencetak panggilan masing-
masing jurusita berdasarkan 
radius.  

2018 

20 
Info Perkara 
Badilag 

Aplikasi ini berfungsi untuk 
mengetahui perkembangan 
perkara yang masih berjalan.  

2019 

21 Simtalak Badilag 

Aplikasi ini meliputi Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara 
dan Basis Data Penduduk 
Miskin.  

2019 

22 
E-Eksaminasi 
Badilag 

Aplikasi ini digunakan untuk 
melakukan eksaminasi putusan 
secara elektronik.  

2019 

23 
Keuangan 
Register Badilag 

Aplikasi ini digunakan untuk 
sarana validasi data keuangan 
perkara yang bersumber dari 
SIPP, mencetak buku-buku 
keuangan perkara, dan 
mencetak register perkara. 

2019 

24 
Simadu (Sistem 
Informasi 
Terpadu) Online 

Aplikasi ini dapat digunakan 
oleh Pihak berperkara, 
Dispenduk, Kemenag dan KUA , 
untuk mengetahui keabsahan 
AC, jadwal sidang, laporan 
perceraian yang telah terbit Akta 
Cerainya, Rekap 
Putusan/Penetapan pada KUA.  

2020 
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25 

Sigap (Sistem 
Integrasi PA - 
Dispenduk) 
Online 

Aplikasi ini dapat diakses oleh 
Dispenduk, sebagai sarana 
untuk mengetahui adanya 
permohonan perubahan status 
kependudukan para pihak 
setelah terjadinya perceraian 
setelah perkaranya BHT.  

2020 

26 
Gugatan Mandiri 
Online 

Aplikasi ini dapat diakses oleh 
para pihak berperkara untuk 
pembuatan gugatan secara 
mandiri. 

2020 

27 ASTIRA 

Aplikasi ini menggunakan sistem 
android, dapat diakses melalui 
HP oleh masyarakat pencari 
keadilan untuk mengetahui 
perkembangan perkaranya, 
jadwal sidang dan perhitungan 
panjar biaya. 

2020 

28 
Survey IKM 
Layanan 

Aplikasi ini bertujuan untuk 
mengukur tingkat kepuasan 
layanan yang telah diberikan 
kepada para pihak berperkara, 
yang meliputi layanan informasi, 
layanan pendaftaran, layanan 
persidangan dan layanan 
pengambilan produk. 

2020 

29 Kontol Perkara 

Aplikasi ini bertujuan untuk 
mengontrol perkara yang belum 
putus 5 bulan, mengetahui 
jumlah perkara ecourt yang 
masuk, mengetahui perkara 
yang belum terupload di SIPP 
dan mengetahui perkara yang 
belum minutasi. 

2020 

30 Steril Area 
Ruang Tunggu dan Pelayanan 
yang Terpisah dengan Pegawai 
(Steril Area).  

2018 

31 
One Stop 
Service 

Pelayanan One Stop Service  
(PT POS dan Bank BTN). 

2018 

32 
Miss Excellent 
Service  

Petugas yang siap membantu 
mengantarkan para pihak, ketika 
belum mengetahui alur 
berperkara. 

2019 

33 Smoking Area 
Tempat khusus untuk para 
merokok.    

2018 

34 
SIPERAC (Si 
Pengantar Akta 
Cerai) 

Kerja sama dengan PT. POS 
cabang Mojokerto dalam jasa 
layanan mengirim Akta Cerai.      

2020 

35 Keamanan Polisi 

Adanya seorang Polisi dalam 
meningkatkan keamanan 
dengan Kerja sama Polsek 
setempat.    

2017 
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36 
Penyerahan AC 
sekaligus 
legalisirnya  

Layanan penyerahan Akta Cerai 
sekaligus penyerahan legalisir 
Akta Cerai tersebut. 

2020 

4 
PA 
Sidoarjo 

1 

SIPANDU 
(Sistem 
Pelayanan 
Terpadu) 

Layanan Antrian Sidang dan 
PTSP Terpadu. 

2020 

2 

SIWALI (Sistem 
Whatsapp 
Layanan 
Informasi) 

Layanan notifikasi & informasi 
melalui Whatsapp. 

2020 

3 SMS Gateway Aplikasi notifikasi perkara. 2019 

4 TV Media 
TV yang menampilkan produk 
unggulan PA Sidoarjo. 

2019 

5 

Aplikasi informasi 
perkara dan 
informasi produk 
pengadilan 
agama 

Aplikasi Informasi perkara dan 
produk di Anjungan Android. 

2019 

6 
Command centre 
Badilag 

Layanan Online Command 
Center Teleconference. 

2019 

7 
Aplikasi e- 
eksamninasi 

Layanan eksaminasi online. 2019 

8 Aplikasi PNBP Layanan PNBP Online. 2019 

9 
E-register 
perkara 

Layanan E Register. 2019 

10 
LASKAR DELTA 
(Laskar Delegasi 
Jurusita) 

Layanan Rompi petugas 
jurusita. 

2020 

11 
SIASRI (Sistem 
Antrian Sidik 
Jari) 

Inovasi layanan antrian sidang 
dan PTSP melalui sidik jari. 

2020 

12 

SIPANDAWA 
(sistem 
pelayanan 
unggul dengan 
Whatsapp) 

Layanan Cepat pengambilan 
produk melalui pesan WA. 

2020 

5 
PA 
Jombang 

1 
Si-Tuan (Sistem 
Bantuan) 

Pengambilan Akta Cerai dari 
Pengadilan Agama lain berbasis 
Web, yang dapat dimanfaatkan 
oleh Pengadilan Agama untuk 
bantuan pengambilan Akta cerai 
Online sekaligus terlihat lacak 
kirim secara realtime. 

04 
Januari 
2021 

2 
Penerapan 9 
Inovasi Badilag 

Pelaksanaan 9 Inovasi Badilag 2018 

3 

Pelayanan 
Perkara Satu 
Pintu (One Stop 
Service) 

Pelayanan tersebut dapat 
mempermudah dan 
mempercepat dalam pelayanan 
perkara 

2018 

4 
Mesin Antrian 
Sidang 

Konten mediasi diaktifkan, 
begitu pula  

01 Juli 
2019 
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pengambilan akta cerai 

5 SiParkit Sistem Pelayanan Terintegrasi 
01 Juli 
2019 

6 SISTEMATIS Sistem Persuratan Praktis 
01 Juli 
2012 

7 SKM Digital Survey Kepuasan Masyarakat 
02 Juni 
2020 

8 TV Media 
TV media menampilkan 
infromasi tentang profil 
dan layanan pengadilan 

02 
Januari 
2020 

9 SIGIT Sistim Informasi Digital  
02 Juni 
2020 

10 PRT  Papan Reklame Terpusat  
02 Juni 
2020 

11 Toilet Disabilitas 
Menyediakan sarana toilet 
khusus untuk para pihak yang 
menyandang Disabilitas 

Maret 
2020 

6 
PA 
Bawean 

1 Aplikasi ABK 
Inovasi aplikasi Analisa Beban 
Kerja Berbasis MS. Excel 

2019 

2 
Aplikasi Monev 
Kesekretariatan 

Inovasi aplikasi Monev 
kesekretariatan Berbasis MS. 
Ecxel 

2019 

3 
ATUNG (Asisten 
Virtual Unggulan) 

Inovasi notifikasi perkara 
(persyaratan pendaftaran, status 
perkara dan produk peradilan ) 
melalui robot Whatsapp 
otomatis 

2019 

4 
Aplikasi Basis 
Data Kemiskinan 

Inovasi Badilag untuk 
mengetahui data kemiskinan 
pihak online 

2019 

5 Media Center 
Inovasi rapat teleconference 
secara online 

2019 

6 Aplikasi PNBP 
Inovasi Badilag pelaporan dan 
penyetoran PNBP online 

2019 

7 
Aplikasi E-
Register 

Inovasi Badilag pencatatan 
register perkara online 

2019 

8 
Aplikasi E-
Keuangan 
Perkara 

Inovasi Badilag pencatatan 
keuangan perkara online 

2019 

9 
Aplikasi E-
Eksaminasi 

Inovasi Badilag eksaminasi 
secara online 

2019 

10 
Aplikasi Gugatan 
Mandiri 

Inovasi Badilag pihak 
melakukan gugatan secara 
online 

2020 

11 
Survei Kepuasan 
Masyarakat 
Online 

Inovasi Survei Kepuasan 
Masyarakat berbasis website 

2019 

12 
Survei Persepsi 
Korupsi Online 

Inovasi Survei Persepsi Korupsi 
berbasis website 

2019 

13 
Customer 
Service PTSP 
Online 

Inovasi layanan chat PTSP 
online berbasis website 

2020 
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14 

SIMPEL (Sistem 
Manajemen 
Persuratan 
Elektronik) 

Inovasi persuratan secara 
eletronik 

2020 

15 
Tim Pembinaan 
Posbakum 

Inovasi pembentukan Tim 
Pembinaan Posbakum 

2020 

16 
Tim Media Sosial 
(Youtube, FB, 
Instagram) 

Inovasi mendekatkan PA ke 
masyarakat melalui medsos 

2020 

17 
Tim Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

Inovasi Peningkatan layanan 
PTSP secara Offline & Online 

2020 

18 
Tim Pelayanan 
Publik 

Inovasi pembentukan tim 
pelayanan pada ruang tunggu 

2020 

17 
Tim Kerja 
Pelayanan 
Keliling (BMC) 

Inovasi pelayanan keliling 
(Bawean Mobile Court/ BMC) 

2020 

18 
Tim Monev 
Kinerja e-LLK 
SIMARI 

Inovasi pembentukan tim 
monitoring dan evaluasi e-LLK 

2020 

19 
Papan Prestasi 
dan Papan 
Inovasi 

Inovasi media informasi prestasi 
dan inovasi PA Bawean 

2019 

20 
Stiker Tidak 
Menerima Tamu 
Perkara 

Inovasi pencegahan tindak KKN 
dalam rangka ZI 

2020 

7 
PA 
Gresik 

1 

Simantan 
(Sistem Antrian 
Sidang dan 
pelayanan) 

.Aplikasi untuk antrian sidang 
dan pelayanan PTSP. 

Februari 
2020 

2 
Nofira (Notifikasi 
dan Informasi 
perkara) 

Aplikasi sms notifikasi dan 
informasi perkara. 

2020 

3 E-Court 
Pendaftaran perkara secara 
elektronik. 

2019 

4 E-Litigasi Persidangan secara elektronik. 2020 

5 

Aplikasi 
Informasi 
Perkara dan 
Informasi Produk 
Pengadilan 
Agama 

Mempermudah pihak perkara 
mengetahui status dan info 
perkara melalui aplikasi android 
secara gratis. 

2019 

6 
Aplikasi Basis 
Data Kemiskinan 

Untuk mengetahui data 
kemiskinan para pihak melalui 
NIK masing-masing para pihak 

2019 

7 Simtalak Badilag 

Aplikasi ini meliputi Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara 
dan Basis Data Penduduk 
Miskin.  

2019 

8 
Command 
Center 

Mempermudah rapat secara 
online tanpa harus datang ke 
dan berkumpul di suatu ruang 
rapat. 

2020 
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9 Aplikasi PNBP 
Mempermudah pelaporan dan 
penyetoran PNBP. 

2019 

10 
Aplikasi E-
Register 

Mempermudah pencatatan 
register tanpa harus melakukan 
pengetikan maupun penulisan 
secara manual 

2019 

11 
Aplikasi E-
Keuangan 
Perkara 

Mempermudah pencatatan 
keuangan dengan data data 
yang bersumber dsari SIPP 

2019 

12 
Aplikasi E-
Eksaminasi 

Melakukan Eksaminasi secara 
online 

2019 

13 
Aplikasi Gugatan 
Mandiri 

Mempermudah pihak mebuat 
gugatan secara mandiri 

2020 

14 
AMS (Aplikasi 
manajemen 
Surat) 

Aplikasi sitem persuratan 2019 

15 E-SKP 
Aplikasi penginputan Sasaran 
Kinerja Pegawai 

2020 

16 
Persidangan 
Online 

Persidangan jarak jauh dengan 
aplikasi Zoom 

2020 

17 
Mobil Layanan 
Keliling 

Pelayanan diluar gedung 
Pengadilan 

2020 

18 One Day Service 
Penyerahan Salinan Penetapan 
pada hari putusan 

2020 

19 KOPI ID 
Kartu dentitas bagi pihak yang 
masuk ke dalam ruang tunggu 
Pengadilan 

2020 

20 
Rekam Wajah 
Buku Tamu 

Setiap tamu yang datang, 
dilakukan pengambilan foto 
wajah 

2020 

21 
Access Door 
Retina Mata dan 
Sidik Jari 

Access door ini hanya bisa di 
akses oleh pegawai yang telah 
di daftarkan sidik jari dan rekam 
wajahnya 

2020 

22  
media sosial PA 
Gresik 

keterbukaan publik kegiatan 
sehari-hari PA Gresik 

2020 

8 
PA 
Bojonego
ro 

1 
Sidiva (Sistem 
Informasi Buku 
Tamu) 

Aplikasi Buku Tamu Elektronik 
yang mencatat tamu yang 
berkunjung ke Pengadilan 
Agama Bojonegoro. 

20 
Februari 

2020 

2 
Asiap (Antrian 
Sidang dan 
PTSP) 

Aplikasi pelayanan PTSP untuk 
antrian pendaftaran, informasi, 
mediasi, pengambilan akta cerai 
dan sidang. 

20 
Februari 

2020 
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3 
Adel (Aplikasi 
Delegasi) 

Aplikasi jurnal delegasi tabayun 
masuk dan keluar digunakan 
Panitera Pengganti agar bisa 
melihat apabila masih ada 
relass dan Pemberitahuan yang 
belum dilaksanakan oleh 
Pengadilan yang dituju. 

20 
Februari 

2020 

4 
Siapib (Aplikasi 
Hitung panjar 
biaya perkara) 

Aplikasi Panjar Biaya digunakan 
untuk menghitung jumlah total 
panjar biaya perkara 

20 
Februari 

2020 

5 

Sikemas (Sistem 
Survey 
Kepuasan 
Masyarakat) 

Aplikasi untuk membantu dalam 
pengelolaan persuratan 

20 
Februari 

2020 

6 
Command 
Center 

Media Komunikasi Berbasis 
Visual Digital untuk 
mempermudah komunikasi tatp 
muka jarak jauh 

24 
Oktober 

2019 

7 
Ruang Sidang 
Digital 

Ruang Sidang Dengan Fasilitas 
Commend Center Untuk 
penunjang Proses Persidangan 
Secara digital 

9 March 
2020 

8 

Pengadilan 
Agama 
Bojonegoro 
Channel Youtube 

Channel Youtube yang 
berfungsi sebagai media 
informasi di Pengadilan Agama 
Bojonegoro kepada Masyarakat 

########
###### 

9 
Penerapan 9 
Inovasi Badilag 

Pelaksanaan 9 Inovasi Badilag 
11 

Agustus 
2019 

10 Area Difable 

Dengan menyediakan sarana 
dan Prasarana untuk para 
pencari keadilan yang 
mengalami kekurangan Fisik 
(Disabilitas) berupa area kusus 
parkir, kursi roda, akses khusus 
masuk dan tempat duduk 
khusus Difable di ruang tunggu. 

21 Juli 
2019 

11 
Tempat Free 
Charger 

Fasilitas tempat free charger 
yang dilengkapi dengan kunci 
demi untuk memberikan rasa 
aman terhadap Hp yang di 
charger oleh para pihak pencari 
keadilan. 

21 Juli 
2019 

12 Minuman Gratis 

Air mineral merupakan hal 
terpenting yang dibutuhkan oleh 
setiap tubuh manusia. 
Pengadilan Agama Bojonegoro 
melengkapi pelayanan yang 
maksimal yaitu salah satunya 
dengan menyediakan Air minum 
gratis yang disimpan di lemari 
pendingin agar para pihak 
pencari keadilan. 

13 
Desembe

r 2019 



 
 
 

BAB V 
Peningkatan Pelayanan Publik 

 
Inovasi Pelayanan Publik 

- 157 - 
 

13 
Foto Copy Alat 
Bukti Gratis 

Seringkali para pihak pencari 
keadilan merasa kesulitan untuk 
menggandakan berkas yang 
hendak mereka pergunakan 
sebagai alat bukti di 
persidangan. Pengadilan 
Agama Bojonegoro berinovasi 
untuk membantu memudahkan 
para pihak pencari keadilan 
dengan menyediakan layanan 
fotocopy gratis untuk alat bukti. 

04 
Agustus 

2020 

14 Area Bermain 

Area yang diperuntukkan untuk 
anak-anak pencari keadilan 
bermain sembari menunggu 
orang tuanya berperkara di 
Pengadilan Agama Bojonegoro 

04 Juli 
2018 

15 Ruang Merokok 

Area Yang diperuntukkan 
kepada perokok agar tidak 
merokok disembarang tempat 
terutama tempat ber-AC 

04 Juli 
2018 

9 
PA 
Lamonga
n 

1 SIMARTA 

Inovasi Sistem Antrian Sidang, 
Pendaftaran Perkara, Mediasi, 
dan Putusan, Akta Cerai Secara 
Elektronik (SIMARTA) 

15 
Agustus 

2018 

2 E-Kasie 
Kartu Identitas Berantas Calo 
(KIB) 

10 
Agustus 

2018 

3 SISPAC 

Sistem informasi pemberitahuan 
Sidang dan terbitnya akta cerai 
secara otomatis melalui sms 
yang langsung terkoneksi 
dengan aplikasi SIPP. 

12 
Agustus 

2017 

4 e- Panjar 

Aplikasi penghitung taksiran 
panjar secara otomatis yang 
bisa langsung diakses oleh para 
pihak melalui online. 

12 April 
2018 

5 Aplikasi DAK 

Aplikasi ini dibuat untuk 
mempermudah kerja dari staf 
Kepegawaian dalam 
menertibkan administrasi 
kepegawaian 

06 
Oktober 

2019 

6 
ACP (APLIKASI 
CUTI PEGAWAI) 

Aplikasi yang diperuntukkan 
untuk memonitoring cuti yang 
diajukan oleh pegawai, 
sehingga dapat mempermudah 
tugas Kepegawaian dalam 
memonitoring serta membuat 
rekap cuti pegawai yang 
dibutuhkan. 

2019 
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7 
Media Sosial 
Instansi 

Media publikasi dan informasi 
kepada masyarakat luas dalam 
memberikan informasi tentang 
instansi serta kegiatan-kegiatan 
yang telah terlaksana 

2018 

8 
Kartu Identitas 
Pengunjung 
(KIP) 

Kartu Identitas Pengunjung 
(KIP) merupakan kartu identitas 
yang diberikan oleh Securiti 
Pengadilan Agama Lamongan 
kepada setiap pengunjung yang 
akan masuk ke dalam ruang 
tunggu Pengadilan Agama 
Lamongan. 

16 April 
2018 

9 
Penyuluhan 
Hukum Pada 
Masyarakat 

Penyuluhan Hukum tersebut 
bertujuan memberikan 
pemahaman terhadap hukum 
kepada masyarakat awam, 
sehingga menjadikan 
masyarakat melek akan hukum 
dan peraturan yang ada. 

21 
Februari 

2020 

10 
Mall Pelayanan 
Publik (MPP) 

MPP atau bisa di bilang Mall 
Pelayanan publik yang 
bertempat dikabupaten 
Lamongan merupakan 
Kerjasama antara Pemerintah 
Kabupaten Lamongan Dengan 
Pengadilan Agama Lamongan 
dibidang pelayanan. 

18 Maret 
2020 

11 
Ambulance 
Gratis 

Dengan telah adanya Ruang 
Kesehatan yang telah 
disediakan oleh instansi adalah 
wujud optimalisasi Pelayanan 
publik kepada masyarakat 
pencari keadilan. Dan adapun 
Ambulan Gratis disediakan oleh 
Pengadilan Agama Lamongan 
untuk alat dukung emergency 
ketika ada para pihak pencari 
keadilan membutuhkan bantuan 
yang lebih serius untuk segera 
dirujuk kerumah sakit terdekat. 

12 Juni 
2020 

12 

Pelayanan 
Keliling 
Penyerahan 
Produk PA 
Lamongan 

Penyerahan Produk Pengadilan 
Keliling adalah sebagai wujud 
pemaksimalkan pelayanan 
kepada masyarakat pencari 
keadilan, dengan menggunakan 
mobil layanan yang di 
operasikan ke setiap 
Kecamatan-Kecamatan yang 
telah di tentukan, dengan 
maksud mendekatkan 
pengambilan produk Pengadilan 
pada Masyarakat Pencari 
keadilan. 

26 Juni 
2020 
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13 
Tempat Free 
Charger 

Fasilitas tempat free charger 
yang dilengkapi dengan kunci 
demi untuk memberikan rasa 
aman terhadap Hp yang di 
charger oleh para pihak pencari 
keadilan. 

2020 

14 Area Membaca 

Area baca ini diharapkan 
menjadi suatu media edukatif 
yang cocok untuk membunuh 
kebosanan menunggu antrian 
pelayanan di Pengadilan Agama 
Lamongan. Selain sebagai 
hiburan, membaca juga sebagai 
pembuka wawasan dan 
pengetahuan. 

13 
Februari 

2020 

15 Minuman Gratis 

Air mineral merupakan hal 
terpenting yang dibutuhkan oleh 
setiap tubuh manusia. 
Pengadilan Agama Lamongan 
melengkapi pelayanan yang 
maksimal yaitu salah satunya 
dengan menyediakan Air minum 
gratis yang disimpan di lemari 
pendingin agar para pihak 
pencari keadilan. 

2018 

16 
Parkir Berkartu 
dan Gratis 

Dengan adanya inovasi Parkir 
Berkartu dan Gratis, sebagai 
wujud Pengadilan Agama 
Lamonga tidak 
mengesampingkan keamanan 
kendaraan para pihak pencari 
keadilan, adanya petugas parkir 
yang menjaga keamanan 
kendaraan serta kerapian 
penataan parkir di tempat parkir 
tersebut. 

06 April 
2020 

17 
Pengiriman Akta 
Cerai melalui PT. 
POS Indonesia 

Dengan perkembangan zaman 
yang begitu pesat maka PA. 
Lamongan juga berinovasi 
dalam pelayanan prima dengan 
melakukan trobosan dalam 
mempercepat pelayanan 
dengan mengirim produk 
pengadilan yaitu akta cerai 
dengan bekerjasama dengan 
PT. Pos Indonesia 

5/28/2020 

18 
Kartu Identitas 
Tamu 
Pengadilan 

Adanya kartu Indentitas tamu 
Pengadilan ini pegawai 
pengadilan dapat membedakan 
antara parapihak pencari 
keadilan dan tamu pengadilan 

10/6/2020 

10 
PA 
Jember 

1 
Aplikasi 
(ADFODIK) 

Akurasi Data Pihak Berperkara 
dengan Foto dan Sidik Jari 

2018 
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2 

Aplikasi 
Autentikasi 
Finger Print  Akta 
Cerai 

Akurasi data dan peningkatan 
pelayanan pada masyarakat 
terutama pada pengambilan 
Akta Cerai 

2018 

3 Aplikasi e-PTSP  
Aplikasi antrian pada meja 
PTSP 

2018 

4 
Aplikasi e-Antrian 
Sidang 

Aplikasi antrian pada saat 
persidangan 

2019 

5 Aplikasi E-SKM  

Aplikasi Survei Kepuasan 
Masyarakat untuk mengetahui 
apakah pihak berperkara puas 
atau tidak puas 

2019 

6 
Aplikasi Buku 
Tamu Digital 

Aplikasi untuk mendata tamu 
dan personal yang akan ditemui 
dan mencatat secara digital data 
tamu yang datang 

Novembe
r 2020 

7 
Pin Zona 
Integritas  

untuk memberikan pelayanan 
publik secara optimal  dalam 
rangka menjaga konsistensi 
pelaksanaan Zona Integritas (ZI) 
menuju WBK dan WBBM 

2020 

8 

Seragam khusus 
Petugas 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu (PTSP)  

Untuk menunjukan identitas 
Petugas khusus pelayanan dan 
sebagai sarana pengawasan 
pegawai Pengadilan Agama 
Jember 

2020 

9 
Parkir khusus 
Disabilitas 

Area parkir yang dibuat untuk 
memudahkan penyandang 
disabilitas 

2020 

10 

Kursi Prioritas 
Lanjut usia, Ibu 
hamil dan 
Disabilitas 

Membantu Lanjut Usia, Ibu 
hamil, dan Penyandang 
Disabilitas yang cenderung lebih 
cepat lelah dan lebih mudah 
kehilangan keseimbangan 

2020 

11 
Petunjuk garis 
arah layanan  

Memudahkan pencari Keadilan 
berperkara dengan mengikuti 
petunjuk garis arah yang berada 
di pintu masuk ruang Pelayanan  

2020 

12 
Jam Istrahat 
Tetap dilayani 

Peningkatan pelayanan kepada 
seluruh masyarakat yang 
membutuhkan pada saat jam 
istirahat 

2020 

13 

Pemberian 
Reward bagi 
pengguna 
Layanan 

Wujud Apresiasi Pengadilan 
Agama Jember kepada 
Masyarakat Pengguna layanan 
yang beracara langsung tanpa 
merasa ada Calo, Pungli dan 
Tip/sogokan 

2020 

14 
Stiker Anti 
Korupsi  

Kampanye Publik kepada 
masyarakat untuk mendukung 
Zona Integritas menuju WBK 
dan WBBM 

2020 
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11 
PA 
Bondowo
so 

1 
Aplikasi 
“ANDANG” 

Apikasi Antrian Sidang   

2 Aplikasi “TRIP” Aplikasi Antrian PTSP   

3 Aplikasi “JAMAS” Aplikasi Meja Informasi   

4 
Aplikasi 
“SNIPER” 

Aplikasi Sistem Navigasi 
Informasi Perkara 

  

5 
Aplikasi 
“SITARA” 

Aplikasi Sistem Informasi 
Transparansi Perkara 

  

6 
Aplikasi 
“GUGATAN 
MANDIRI” 

Aplikasi Layanan pembuatan 
gugatan secara mandiri 

  

7 
TARUNA 
TANGLORA 

Tata Ruang Layanan Tangkal 
Calo Perkara 

  

8 LASER BALI Layanan Serba Lima Menit   

9 KOPI MORNING 
Komentar pagi penuh humor 
tuntaslah masalah penting 

  

10 LARI ISABELA 
Layanan Prioritas Ibu Menyusui, 
Disabilitas dan Lansia 

  

11 
INOVASI LALI 
MAS 

Layanan Peduli Masyarakat   

12 
INOVASI ONE 
STOP SERVICE 

Layanan di satu tempat   

13 
PASUKAN 
PUSARA 

Pasukan Pungut sampah 
sembarangan 

  

12 
PA 
Situbond
o 

1 

Aplikasi 
Basisdata 
Terpadu 
kemiskinan 

Aplikasi yang berfungsi 
membantu menyajikan status 
data masyarakat miskin guna 
pembebasan biaya perkara 

2019 

2 Media Center 

Berfungsi sebagai pusat data, 
pusat pengembangan aplikasi, 
ruang rapat virtual dan pusat 
pembelajaran jarak jauh  

2020 

3 
Aplikasi PNBP 
Fungsional 

Berfungsi menyediakan 
informasi pengelolaan PNBP 
secara terintegrasi  

2019 

4 
Apliasi E-
Eksaminasi 

Berfungsi untuk melakukan 
penilaian kualitas tenaga teknis 
dalam menjalankan tugas pokok 
melalui pemeriksaan berkas 
perkara secara elektronik 

2019 

5 E-Register 
Berfungsi sebagai sarana 
melakukan validasi dan audit 
data perkara pada Aplikasi SIPP 

2019 

6 E-keuangan 

Berfungsi sebagai pendukung 
Aplikasi SIPP untuk mencatat 
semua transaksi keuangan yang 
terkait dengan layanan perkara 

2019 



 
 
 

BAB V 
Peningkatan Pelayanan Publik 

 
Inovasi Pelayanan Publik 

- 162 - 
 

7. 
Aplikasi Gugatan 
Mandiri 

Berfungsi memberikan 
pelayanan kepada masyarakat 
pencari keadilan dalam 
mengajukan 
gugatan/permohonanan mandiri 
secara online  

2020 

8.  
Notifikasi 
Perkara 

Aplikasi ini akan memberikan 
notifikasi SMS kepada pihak 
berperkara terkai perkembangan 
dan status terakhir dari perkara 
yang berjalan  

2019 

9. 
Aplikasi Antrian 
Sidang dan 
Antrian Layanan  

Aplikasi untuk antrian pada saat 
persidangan dan pelayanan 
PTSP, POSBAKUM dan mediasi  

2019 

10. 

Daftar Antrian 
Online dan 
Notifikasi Antrian 
Sidang 

Aplikasi yang memberikan 
fasilitas pendaftaran antrian 
sidang online dan notifikasi sisa 
antrian via Whatsapp 

2021 

11. 
Miss Excellent 
Service 

Petugas yang membantu para 
pihak berperkara menuju 
pelayanan yang dituju 

2020 

12. 
Kompensasi 
Pelayanan 

Kompensasi dalam bentuk 
minuman segar apabila waktu 
pemberian layanan melebihi 
batas waktu dalam SOP 

2020 

13. 
Jam Pelayanan 
tanpa Istirahat 

Layanan PTSP akan tetap 
melayani pada jam istirahat 

2020 

14. 
DiGebuk (Digital 
Guest Book) 

Aplikasi buku tamu elektronik 
untuk mendata tamu yang 
berkunjung dengan mengambil 
foto tamu dan mengirim 
notifikasi ke pimpinan dan 
bagian umum melalui bot 
telegram 

2020 

15. 
Kalung Id Card 
Pihak Berperkara 

Untuk memfilter para pihak 
berperkara yang masuk ke 
dalam ruang tunggu layanan 
dari pihak-pihak yang tidak 
berkepentingan maupun calo 
perkara 

2020 

16. 

SIAP SEDIA 
(Sistem Informasi 
PerkarA 
Perceraian SErta 
ValiDasI Akta 
Cerai) 

Aplikasi untuk mempermudah 
KUA memastikan keaslian dari 
Akta Cerai dari calon pengantin 
yang berstatus janda atau 
dudata serta laporan bulanan 
data perceraian  

2020 

17. E-SKM 

Aplikasi Survey Elektronik untuk 
mengetahui tingkat kepuasan 
masyarakat atas layanan di 
Pengadilan Agama Situbondo 

2020 
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13 
PA 
Banyuwa
ngi 

1 
SMS 
NOTIFNIASI 
PERKARA 

Sebagai pemberitahuan terkait 
status perkara 

2019 

2 Teleconference 

Sebagai media komunikasi rapat 
antar instansi dengan media 
online ,bisa digunakan jugaa 
saat rapat tersebut sangat 
urgent dan tidak memungkinkan 
untuk bertemu saat itu juga. 

2019 

3 

Aplikasi Info 
Perkara dan 
Antrian Sidang 
Online 

Sebagai prasarana pihak untuk 
melakukan pendaftaran online , 
serta pihak bisa memantau 
status perkara dan ada fasilitas 
reallive sidang . sehingga pihak 
bisa memperkirakan masa 
waktu menunggu untuk giliran 
sidang nya. 

28 
Oktober 

2020 

4 
Validasi Akta 
Cerai 

Sebagai validasi akta cerai asli 
atau palsu berdasarkan data asli 
di Pengadilan Agama 
Banyuwangi 

01 
Januari 
2019 

5 

antrian sidang 
QR Code dan 
antrian 
pelayanan 
Terpadu 

Sebagai media pelayanan 
antrian dikhususkan bagi pihak 
yang menbawa QR CODE , 
antisipasi adanya titipan antrian. 

01 Mei 
2019 

6 
Hitung Panjar 
Mandiri 

Untuk perhitungan panjar secara 
mandiri 

01 
Januari 
2018 

7 
SIVERA (aSIsten 
Virtual pErkaRA) 

Aplikasi untuk memudahkan 
para pihak dalam mencari 
informasi perkara melalui 
Whatsapp dengan layanan yang 
diberikan yaitu untuk 
mengetahui alamat dan kontak 
Pengadilan Agama Banyuwangi, 
untuk mengetahui syarat-syarat 
pendaftaran perkara dari 
masing-masing jenis perkara 
dan untuk mengetahui status 
perkara termasuk data 
keuangan 

01 
Desembe

r 2020 

8 Landuk Mapan 
Layanan Perubahan Status 
Kependudukan Paska 
Perceraian 

01 
Desembe

r 2020 

9 
BMC 
(Blambangan 
Mobile Court) 

Layanan Mobil Keliling 
Pengadilan Agama Banyuwangi 

01 
Desembe

r 2020 

14 
PA Kab 
Kediri 

1 
Validasi Akta 
Cerai QRCode 
(SIVALAC) 

MemValidasi Keaslian Data 
Produk Akta Cerai secara 
Online berdasarkan QRCode 

16 
Desembe

r 2019 
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  2 
Antrian Sidang 
Online 

Menampilkan data-data antrian 
persidangan secara realtime 
melalui internet 

02 
Desembe

r 2019 

  3 
Kartu Perkara 
QRcode 
(SIANDOL) 

Kartu Perkara yang berisi 
QRcode yang dapat digunakan 
untuk melihat Proses, Produk 
Perkara dan sekaligus untuk 
Mengambil nomor antrian 
Sidang secara Online 

30 
Desembe

r 2019 

  4 
Aplikasi Antrian 
PTSP 

Aplikasi  berbasis Web untuk 
antrian Pelayanan PTSP 

30 
Desembe

r 2019 

  5 
Aplikasi 
Panggilan 
Sidang VB6 

Aplikasi yang digunakan untuk 
memanggil pihak, saksi, 
maupun petugas untuk masuk 
ke ruang sidang serta 
menginformasikan antrian 
sidang dan persidangan yang di 
skors 

02 
Desembe

r 2019 

  6 
Buku tamu 
Digital 

Aplikasi ini untuk memudahkan 
dalam melakukan regristasi atau 
pendata tamu yang berkunjung 
ke PA.Kab Kediri 

2019 

  7 

e-SKP 
(Elektronik 
Sasaran Kinerja 
Pegawai)  

Sistem Informasi e-SKP 
Pegawai Online ini agar dapat 
memudahkan monitoring data 
kepegawaian dan Memudahkan 
setiap pegawai untuk mengisi 
data sasaran kinerja pegawai  

2019 

  8 
e-Surat (Sistem 
Tata Persuratan) 

Semua surat masuk diinput ke 
dalam sistem e-Surat dan 
dipilah berdasarkan sifat 
suratnya untuk selanjutnya 
didisposisikan secara sistem 
hardcopy suratnya 

2019 

          

15 
PA 
Tulungag
ung 

1 

SIAP PADUKA 
AGUNG (Sistem 
Integrasi 
Pelayanan 
Pengadilan 
Agama Dan Data 
Kependudukan 
Kabupaten 
Tulungagung) 

Bagi para pihak berperkara di 
Pengadilan Agama 
Tulungagung (cerai talak dan 
cerai gugat) yang perkaranya 
telah putus dan berkekuatan 
hukum tetap (BHT), selain 
mendapatkan Akta Cerai (AC) 
juga mendapatkan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) dan Kartu 
Keluarga (KK) yang sudah 
berubah statusnya (janda/duda) 

2020 

2 

DRIVE THRU 
PATAS (Drive 
Thru Produk 
Akhir Tanpa Antri 
Suwe) 

Layanan Pengambilan Produk 
akhir Pengadilan Agama 
Tulungagung kepada para pihak 
berperkara melalui loket khusus 
tanpa turun dari kendaraan roda 
4 maupun roda 2 

2020 
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3 

ASIAP BOS 
(Antrian Sidang 
Pengadilan 
Berbasis Online 
Sistem) 

Untuk menghindari penumpukan 
para pihak yang akan 
mengambil antrian sidang di 
Pengadilan Agama 
Tulungagung, maka dengan 
adanya inovasi ini akan 
mempermudah para pihak 
mengakses antrian sidang 
secara online, sekaligus bisa 
menghindari kerumunan orang 
di masa pandemi Covid-19 

2020 

4 

SITASEDOC 
(Sistem Tata 
Persuratan E-
Document) 

Sebuah Aplikasi yang 
digunakan untuk pengelolaan 
dan pengendalian surat masuk 
dan surat keluar sekaligus 
mengarsipkan ke dalam file pdf. 

25 Maret 
2015 

        

16 
PA 
Trenggal
ek 

1 

Sitem Informasi 
Notifikasi 
Perkara 
Whatsapp 
(SINOPA) 

Bagi pihak yang sedang 
berperkara akan di berikan 
notifikasi secara berkala tentang 
Perkara yang bersangkutan 
mulai dari Perkara di daftarkan, 
Sidang Pertama, Sidang 
Lanjutan, Info Akta Cerai sudah 
bisa di ambil sampai dengan 
informasi sisa panjar perkara 
melalui aplikasi Whatsapp yang 
ada di Smartphone. 

18 Juni 
2020 

Bagi pihak yang belum 
berperkara dapat mengakses 
informasi tentang prosedur 
berperkara di PA Trenggalek 
dengan mengetik info kirim 
melalui Whatsapp ke nomor 
085258069217, maka akan di 
balas secara otomatis oleh 
sistem tentang pengajuan Cerai 
Talak, Cerai Gugat, Ijin 
Poligami, Dispensasi Nikah, 
Harta Bersama(gono gini), 
Penetapan Ahli Waris, Wali 
Adhol, Perkara Gugat(sengketa) 
Waris, Istbat Nikah, Pembatalan 
Nikah, Adopsi Anak dan Asal-
Usul Anak 

  

2 

e-SKP 
(Elektronik 
Sasaran Kinerja 
Pegawai) 
Aplikasi berbasis 
Desktop / 
Localhost 

Sistem Informasi e-SKP 
Pegawai Online ini agar dapat 
memudahkan monitoring data 
kepegawaian di lingkungan 
Pengadilan Agama Trenggalek 
dan Memudahkan setiap 
pegawai untuk mengisi data 
sasaran kinerja pegawai di meja 
masing-masing, 

30 April 
2019 
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3 

Coffe Morning 
(Diskusi Pagi) 
sebelum 
memulai 
pekerjaan 

Coffe Morning bukan dalam arti 
meminum secangkir kopi di pagi 
hari, namun merupakan suatu 
kegiatan rutin ( Selasa, Rabu 
dan Kamis) yang dilaksanakan 
Pengadilan Agama Trenggalek 
dalam suatu tempat/ruangan 
pada pagi hari yang dipimpin 
oleh ketua atau yang ditunjuk 
dan diikuti para hakim, panitera, 
sekretaris dan semua pegawai 
Pengadilan Agama Trenggalek 
dengan durasi waktu maksimal 
30 menit. Berkumpul bersama 
membicarakan/membahas 
tentang banyak hal, mulai dari 
suatu hal yang terkecil dan 
ringan sampai suatu hal yang 
serius dan membutuhkan solusi 
dan pemecahan segera dalam 
kontek menjalankan tugas 
sehari-hari, dengan harapan 
pekerjaan di hari itu berjalan 
lancar dan sukses. Disamping 
itu, kegiatan ini sebagai wahana 
untuk menyerap ide-ide kreatif 
dan inovatif dalam upaya terus 
menurus meningkatkan kinerja, 
sekaligus sebagai media 
meningkatkan kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM) hakim, 
pegawai, karyawan/karyawai 
Pengadilan Agama Trenggalek 
guna menyongsong Pengadilan 
Agama Trenggalek yang maju 
dan modern. Coffee morning 
dilaksanakan pada waktu pagi, 
dimulai sekitar pukul 07.30 
sampai dengan pukul 08.00 
WIB. Terkadang dilaksanakan di 
dalam ruangan atau di ruang 
terbuka, tergantung situasi dan 
kondisinya. Paling sering 
dilaksanakan di tempat/ruang 
tunggu Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) mengingat 
terbatasnya tempat/ruangan di 
Pengadilan Agama Trenggalek 
yang masih jauh dari gedung 
prototipe. Di tengah wabah 
badai Covid 19 yang telah 
dinyatakan WHO (World Health 
Organization) sebagai pandemic 
dan semakin mengganas di 
Indonesia, Coffee Morning tetap 

Sampai 
Hari ini 
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bisa dilaksanakan secara 
elektronik dengan media 
teleconference atau media lain 

4 

Layar Hukum, 
Channel Youtube 
 “Pengadilan 
Agama 
 Trenggalek” 

Memudahkan masyarakat dalam 
mendapat informasi hukum 
melalui video dari channel 
youtube Pengadilan Agama 
Trenggalek, serta Meningkatkan 
pemahaman dan kesadaran 
hukum bagi masyarakat. 

02 
February 

2020 

5 
Sistem Informasi 
Kinerja Satker (si 
- keker) 

Merupakan aplikasi untuk 
memonitor perencanaan dan 
realisasi anggaran tahun 
berjalan, serta berfungsi pula 
sebagai bank data laporan 
perkara & laporan 
kesekretariatan yang dapat di 
akses sementara di 
http://logikadev.com/keker/  

2019 

6 

Aplikasi Basis 
Data Kemiskinan 

Inovasi Badilag untuk 
mengetahui data kemiskinan 
pihak online (aco.badilag.net) 

2019 

Command 
Center 

Inovasi rapat teleconference 
secara online tersedia pada 
ruangan khusus 

2019 

7 Aplikasi PNBP 
Inovasi Badilag pelaporan dan 
penyetoran PNBP online 

2019 

8 
Aplikasi E-
Register 

Inovasi Badilag pencatatan 
register perkara online 

2019 

9 
Aplikasi E-
Keuangan 
Perkara 

Inovasi Badilag pencatatan 
keuangan perkara online 

2019 

10 
Aplikasi E-
Eksaminasi 

Inovasi Badilag eksaminasi 
secara online 

2019 

11 
Aplikasi Gugatan 
Mandiri 

Inovasi Badilag pihak 
melakukan gugatan secara 
online terintegrasi dengan 
website pa-trenggalek.go.id  

2019 

12 
Aplikasi Info 
Perkara 

Mempermudah pihak perkara 
mengetahui status dan info 
perkara melalui aplikasi android 
secara gratis 

2019 

13 

PENGAWASAN 
(Aplikasi Sistem 
Monitoring dan 
Pengawasan 
SIPP) Aplikasi 
berbasis Dekstop 

Untuk menvalidasi kelengkapan 
data perkara yang telah 
diinputkan ke Aplikasi SIPP 
(Sistem Informasi Penelusuran 
Perkara) 

21 Juli 
2018 

http://logikadev.com/keker/
http://logikadev.com/keker/
http://logikadev.com/keker/
http://logikadev.com/keker/
http://logikadev.com/keker/
http://logikadev.com/keker/
http://logikadev.com/keker/
http://logikadev.com/keker/
http://logikadev.com/keker/
http://pa-trenggalek.go.id/
http://pa-trenggalek.go.id/
http://pa-trenggalek.go.id/
http://pa-trenggalek.go.id/
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14 
e-Surat (Sistem 
Tata Persuratan) 

Semua surat masuk diinput ke 
dalam sistem e-Surat dan 
dipilah berdasarkan sifat 
suratnya untuk selanjutnya 
didisposisikan secara sistem 
dan didisposiskan juga hardcopy 
suratnya, Pengambilan nomor 
surat keluar dilakukan secara 
online dan disyaratnya untuk 
mengupload dokumen surat 
keluar. 

30 April 
2019 

17 PA Blitar 

1 
Aplikasi Notifikasi 
Perkara (SMS 
Gateway) 

Inovasi berbasis SMS untuk 
pemberitahuan dan pencarian 
informasi Perkara 

2019 

2 
Aplikasi Antian 
Sidang Sidang 

Aplikasi Antrian untuk 
Pemanggilan Pihak dalam 
Proses Persidangan 

01 Juni 
2013 

3 
SILVIA (Sistem 
Informasi 
Layanan Virtual) 

Aplikasi Berbasis WhatsApp 
untuk Pemberitahuan dan 
Informasi Perkara 

2 Februari 
2020 

4 SIAP PATRIA 

Aplikasi Berbasis Android untuk 
Pemberitahuan dan Informasi 
Perkara baik untuk Pihak 
Perkara Maupun Masyarakat 
Publik ( 
https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=id.go.pa_blitar.and
roid) 

01 Juni 
2020 

5 
Buku Tamu 
Elektronik 

Aplikasi Berbasis Website untuk 
mencatat Tamu yang hadir di 
Pengadilan Agama Blitar 

1 Januari 
2020 

6 Antrian PTSP 
Aplikasi Berbasis Website untuk 
mempermudah Proses 
Pelayanan PTSP 

1 Januari 
2020 

7 
SILAJATA (SIAD 
PATRIA khusus 
Pegawai) 

Aplikasi Berbasis Android untuk 
memudahkan seluruh Warga 
Peradilan dalam Memantau 
Proses Perkara yang ditangani 
sehari-hari dan memudahkan 
Jurusita dalam Mengisi Berita 
Acara Pemanggilan 
Sidang/Pemberitahuan serta 
Mengupload Relaas tersebut 
dalam SIPP menggunakan HP 
Android. 

01 Juni 
2020 

8 KIOSKU 

Aplikasi Bebasis Android untuk 
memudahkan Pihak/Masyarakat 
dalam mengetahui 
Keadaan/Status Perkara serta 
untuk pencarian Data Perkara 
pada Mesin Anjungan yang ada 
di Kantor PA Blitar. 

01 Juni 
2020 
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18 
PA 
Nganjuk 

1 
SITALAK (Sistem 
Tata Kelola 
Kepegawaian) 

Sistem Tata Kelola 
Kepegawaian (Aplikasi 
elektronik KGB secara elektronik 
bagi Pegawai Pengadilan 
Agama Nganjuk), untuk 
mengetahui kenaikan gaji 
berkala Pegawai Negeri Sipil 

02 Maret 
2019 

2 
SiPOL (Sistem 
Panjar Online) 

Aplikasi menghitung panjar 
biaya perkara sesuai dengan 
radius bagi para pencari 
keadilan secara online 

02 
Februari 

2018 

3 

SIADTASU 
(Sistem 
Administrasi Tata 
Surat) 

Aplikasi Tata Persuratan dan 
Kearsipan dinamis secara 
Elektronik 

02 
Februari 

2017 

4 

SiPAPA (Sistem 
Pelayanan 
Antrian Peradilan 
Agama) 

Aplikasi Pelayanan Antrian bagi 
para pencari keadilan yang 
meliputi : 1. Pendaftaran, 2. 
Sidang, 3. Mediasi, 4. Kasir, 5. 
Pengambilan Akta Cerai dan 
Salinan Putusan, 6. Informasi 
dan Pengaduan 

02 
Januari 
2019 

5 
Digilib (Digital 
Library) 

Sistem Perpustakaan secara 
online, memberikan informasi 
secara online tentang buku-
buku yang ada di perpustakaan 
PA Nganjuk 

02 
Februari 

2017 

6 
Aplikasi Basis 
Data Kemiskinan 

Inovasi Badilag untuk 
mengetahui data kemiskinan 
pihak online 

2019 

7 
Command 
Center 

Inovasi rapat teleconference 
secara online 

2019 

8 Aplikasi PNBP 
Inovasi Badilag pelaporan dan 
penyetoran PNBP online 

2019 

9 
Aplikasi E-
Register 

Inovasi Badilag pencatatan 
register perkara online 

2019 

10 
Aplikasi E-
Keuangan 
Perkara 

Inovasi Badilag pencatatan 
keuangan perkara online 

2019 

11 
Aplikasi E-
Eksaminasi 

Inovasi Badilag eksaminasi 
secara online 

2019 

12 
Aplikasi Gugatan 
Mandiri 

Inovasi Badilag pihak 
melakukan gugatan secara 
online 

2019 

13 
Notifikasi 
Perkara Badilag 

Notifikasi informasi 
perkembangan perkara yang 
sedang berjalan berupa SMS 

2019 

14 
Aplikasi Info 
Perkara 

Mempermudah pihak perkara 
mengetahui status dan info 
perkara melalui aplikasi android 
secara gratis 

2019 
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15 

SIVIA (Sistem 
Informasi 
Validasi Akta 
Cerai) 

Penelurusan Perjalanan Perkara 
para pihak berperkara pada 
Pengadilan Agama Nganjuk 
Kelas 1B dengan menggunakan 
QR Code (Quick Respons 
Code) 

2020 

16 
SIBUTA (Sistem 
Informasi Buku 
Tamu) 

Pengisian data buku tamu 
secara digital 

2019 

19 
PA 
Malang 

1 

SIMPEL (Sistem 
Informasi 
Manajemen 
Persuratan 
Elektronik) 

Aplikasi tentang surat masuk 
dan surat keluar secara online 
untuk memudahkan dan 
mempercepat disposisi surat 

01 
Januari 
2018 

2 CASE CARD 

Kartu yang diberikan kepada 
para pihak berperkara yang 
berfungsi sebagai antrian sidang 
dan pengambilan produk 
Pengadilan dimana para pihak 
cukup menempelkan kartu ke 
mesin antrian 

23 
Januari 
2020 

3 
AVIKA (Asisten 
Virtual Informasi 
Perkara) 

Aplikasi untuk memudahkan 
para pihak dalam mencari 
informasi perkara melalui 
Whatsapp dengan layanan yang 
diberikan yaitu untuk 
mengetahui alamat dan kontak 
Pengadilan Agama Malang, 
untuk mengetahui syarat-syarat 
pendaftaran perkara dari 
masing-masing jenis perkara 
dan untuk mengetahui status 
perkara termasuk data 
keuangan 

23 
Januari 
2020 

4 

SUPER POS 
(Sistem 
Pengiriman 
Produk 
Pengadilan 
melalui POS) 

Pengadilan Agama Malang 
bekerjasama dengan PT. Pos 
Indonesia untuk membantu para 
pihak dalam pengiriman akta 
cerai terutama bagi yang 
berdomisili di luar kota dimana 
setelah perkara putus para 
pihak diberikan pilihan dalam 
pengambilan akta cerai yaitu 
diambil sendiri atau dikirim 
melalui POS. Apabila pihak 
berperkara menginginkan dikirim 
melalui POS maka yang 
bersangkutan membuat surat 
kuasa yang ditandatangani oleh 
Petugas POS dan pihak 
berperkara kemudian 
yangbersangkutan membayar 
biaya pengiriman sebagaimana 
yang telah ditentukan oleh 

23 
Januari 
2020 
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petugas POS 

5 

PAKUS (Pakta 
Integritas Untuk 
Semua para 
pihak, pengacara 
dll) 

Semua Stakeholder ekseternal 
harus tanda tangan pakta 
integritas, sebelum daftar 

23 
Januari 
2020 

6 
Penerapan 9 
Inovasi Badilag 

pelaksanaan 9 Inovasi Badilag 
11 

Agustus 
2019 

7 
VAKTA (Validasi 
Akta Cerai) 

Aplikasi untuk pengecekan 
keaslian data Akta Cerai yang 
diterbitkan oleh Pengadilan 
Agama Malang 

12 
Agustus 

2020 

8 

SIPANDU 
(Sistem Integrasi 
Pengadilan 
Agama dengan 
Dinas 
Kependudukan 
dan Catatan Sipil 

Inovasi ini diciptakan untuk lebih 
memudahkan para pihak 
pencari keadilan yang telah 
melalui persidangan perceraian 
untuk mendapatkan fasilitas 
penggantian status di Kartu 
Keluarga dan Kartu Tanda 
Penduduk mereka tanpa harus 
mengurus sendiri ke Dinas 
Kependudukan dan Catatan 
Sipil 

12 
Agustus 

2020 

9 
ASIAP (Antrian 
SIdang via 
whAtsaPp) 

Aplikasi untuk pengambilan 
antrian sidang melalui aplikasi 
Whatsapp 

12 
Agustus 

2020 

10 Audio Maklumat 

Audio Maklumat dari Ketua 
Pengadilan Agama Malang ini 
akan berbunyi secara otomatis 
setiap 1 jam sekali untuk 
mengingatan kepada para pihak 
maupun kepada aparatur 
Pengadilan untuk tidak 
menerima dan memberi 
gratifikasi. 

2019 
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11 Duta Pelayanan 

Petugas yang bertugas 
menyambut dan mengarahkan 
para pihak yang hadir di ruang 
tunggu 

2020 

12 ID Card 

Kartu Identitas bagi pengunjung 
sebagai upaya strelisisasi yang 
bisa masuk ke area PTSP 
hanya pihak yang 
berkepentingan. 

2020 

13 
Kompensasi 
Pelayanan 

Pengadilan Agama Malang juga 
menyediaakan kompensasi 
pelayanan terhadap pihak-pihak 
berperkara jika pelayanan 
petugas Pengadilan Agama 
Malang tidak sesuai dengan 
SOP berupa pemberian 
souvenir 

2020 

20 
PA 
Pasurua
n 

1 

SANTRI PA 
Pasuruan 
(Sistem Antrian 
Terpadu PA 
Pasuruan) 

aplikasi antrian bersifat terpadu 
mulai dari antrian di PTSP 
(Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu), antrian sidang hingga 
antrian pengambilan akta cerai 
maupun pengambilan produk-
produk pengadilan lainnya, 
proses antrian jadi lebih praktis, 
menghindari ketidakteraturan 
dan kerumunan, mengingat saat 
ini dunia sedang berjuang 
menanggulangi pandemi Covid-
19. 

  

2 

SIARIP (Sistem 
Auto Replay 
Informasi 
Perkara) 

Si Arip merupakan asisten 
virtual berperkara di Pengadilan 
Agama Pasuruan, berbasis 
aplikasi WhatsApp berfungsi utk 
mendapatkan informasi perkara 
termasuk juga keuangan 
perkara 

  

3 

KOMIT 
(Konsultasi, 
Mediasi dan 
Motivasi) 

Merupakan aplikasi berbasis 
konsultasi secara online tanpa 
perlu mengantri dan tanpa perlu 
datang langsung ke kantor 
Pengadilan Agama Pasuruan 

akhir 
Novembe

r 2020 

4 
e-Survey (Survey 
elektronik IPK 
dan IKM) 

Merupakan survey Indeks 
Persepsi Korupsi dan Indeks 
Kepuasan Masyarakat yang 
dilakukan secara elektronik dan 
online sehingga pelayanan lebih 
efektif dan efisien 
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5 
Buku Tamu 
Elektronik 

Aplikasi pencatatan tamu secara 
elektronik menggunakan 
computer dan jelas dengan 
fotonya, sehingga proses 
penginputan menjadi mudah 
dan efisien karena data sudah 
langsung masuk ke dalam 
database. 

akhir 
Novembe

r 2020 

6 

Boneka Balon 
Cak MANTAP 
(Melayani, 
Amanah, 
Nyaman, 
Transparan, 
Akuntabel dan 
Profesional) 

Merupakan maskot/ikon yang 
menunjukkan bahwa Pengadilan 
Agama Pasuruan bersih dari 
korupsi dan Gratifikasi 

2020 

7 
Audio Zona 
Integritas 

Merupakan kampanye 
pencanangan Zona Integritas 
secara otomatis di Pengadilan 
Agama Pasuruan 

  

8 

Audio 
Pencegahan 
Penularan Covid-
19 

Merupakan kampanye 
penerapan pola hidup sehat di 
era normal baru sebagai upaya 
pencegahan penularan Covid-
19 secara otomatis di 
Pengadilan Agama Pasuruan 

  

21 
PA 
Bangil 

1 

SIAPA DAKU 
(Sistem Integrasi 
PA dan Data 
Kependudukan) 

Kerjasama dengan dinas 
kependudukan dan catatan sipil 
Kab. Pasuruan untuk 
mendekatkan pelayanan, 
memberikan kemudahan, serta 
kelancaran dalam pengurusan 
dan penerbitan Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik (KTP) dan 
Kartu Keluarga (KK), khususnya 
bagi pencari keadilan di 
Pengadilan Agama Bangil Kab. 
Pasuruan untuk perkara yang 
telah berkekuatan hukum tetap 
(BHT), sehingga akta cerai, ktp, 
dan KK bisa diserahkan 
bersama-sama di kantor 
Pengadilan Agama Bangil oleh 
petugas Meja 3. 

01 
Agustus 

2020 

2 
ATIKA (Asisten 
Virtual Info 
Perkara) 

Aplikasi berbasis WA bot untuk 
membantu memberikan 
informasi terkait pelayanan 
perkara (Prosedur Pendaftaran, 
Tanggal SIdang, Sisa Panjar 
Biaya dan Akta Cerai) 

29 Juni 
2020 
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3 

SIPELANGI 
(Sistem Informasi 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu Pengadilan 
Agama Bangil) 

Aplikasi antrian pelayanan 
PTSP dan sidang 

26 Juni 
2020 

4 E-Survey 

Aplikasi untuk membantu 
masyarakat dalam memberikan 
penilaian IKM dan IPK terhadap 
layanan PA Bangil 

26 Juni 
2020 

5 MISS IDOLA 

Petugas khusus untuk 
membantu mengarahkan dan 
mengambilkan nomor antrian 
pelayanan di PTSP dan Sidang 

26 Juni 
2020 

6 
Viona (Validasi 
online Akta 
Cerai) 

Aplikasi berbasis website yang 
digunakan untuk memberikan 
kemudahan bagi stake holder 
Pengadilan Agama Bangil untuk 
memvalidasi secara mandiri 
akta cerai yang telah 
diterimanya 

26 Juni 
2020 

7 e-SURAT 

Aplikasi desktop untuk 
memudahkan dalam 
manajemen surat masuk dan 
surat keluar 

01 
Agustus 

2020 

8 
SIARPA (Sistem 
Informasi Arsip 
Perkara PA) 

Aplikasi berbasis web yang 
dibuat untuk memudahkan 
petugas arsip dalam memantau 
arsip perkara yang telah masuk 
box di ruang arsip 

26 Juni 
2020 

9 e-tamu 

Aplikasi berbasis web yang 
digunakan untuk mencatat tamu 
Pengadilan Agama Bangil 
disertai dengan foto 

26 Juni 
2020 

22 
PA 
Proboling
go 

Teknologi Informasi     

1 

ASAMURAT 
(aplikasi 
sederhana 
manajemen 
surat) 

Merupakan aplikasi sederhana 
persuratan masuk dan keluar 

01 
Januari 
2015 

2 

Teman Dilan 
(Sistem Antrian 
Digital 
Pengadilan 
Agama 
Probolinggo) 

Merupakan aplikasi antrian 
digital yang terkoneksi dengan 
antrian sidang SIPP dan 
pelayanan PTSP 

17 
Agustus 

2019 

3 

SIAP-GO 
(notifikasi 
informasi 
perkara) 

Notifikasi informasi perkara 
dengan media SMS terkoneksi 
dengan SIPP 

########
###### 

4 

SIMONIK 
(Sistem 
Monitoring 
Informasi Kinerja 

Aplikasi monitoring informasi 
capaian dan laporan kinerja 
pegawai 

2019 
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Pegawai) 

5 
11 aplikasi 
unggukan 
badilag 

11 aplikasi unggulan Badilag 2019 

  
Aplikasi notifikasi 
perkara 

    

  
Aplikasi informasi 
produk 
pengadilan 

    

  
Aplikasi anteran 
sidang 

    

  
Aplikasi basis 
data terpadu 
kemiskinan 

    

  command center     

  
Aplikasi PNBP 
fungsional 

    

  
Aplikasi e-
eksaminasi 

    

  
Aplikasi e-
register 

    

  
Aplikasi e-
keuangan 

    

  
Aplikasi Gugatan 
mandiri 

    

  
Aplikasi Validasi 
akta cerai 

    

6 
Sidang 
teleconfrence 

sidang melalui teleconfrence 2019 

7 
Pojok Gugatan 
Mandiri 

Layanan aplikasi dan sarpras TI 
untuk pengetikan gugatan 
mandiri (tambahan layanan 
sarpras aplikasi gugatan mandiri 
dari Badilag) 

2019 

8 
Drive Thru-APP 
(Ambil Produk 
Pengadilan) 

Inovasi layanan ambil produk 
pengadilan secara langsung 
tanpa turun kendaraan dan 
antrian terintergrasi dengan 
aplikasi TPM (take product by 
message) 

20 Juni 
2020 

9 
TPM (Take 
Product by 
Message) 

Aplikasi layanan pengambilan 
produk pengadilan melalui 
WhatsApp terintergrasi layanan 
drive thru- APP 

20 Juni 
2020 

10 
Covid-AC (code 
validasi akta 
cerai) 

Aplikasi validasi akta cerai 
dalam kode QR berbasis 
webservice tanpa tambahan 
aplikasi lainya 

20 Juni 
2020 

11 PTSP Online 
Aplikasi via chat both terkoneksi 
diwebiste PA Probolinggo untuk 
PTSP Online 

2020 

12 Dewa-AC 
Aplikasi Digitalisasi Wajah Akta 
Cerai 

2020 
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Sarana dan 
Prasarana 

    

1 CCTV 

Penempatan CCTV pada area 
yang rawan tindak kriminal dan 
sebagai sarana pengawasan 
dan pencegahan 

2017 

2 
Pendingin 
Minuman 

Pendingin minuman yang 
berada di ruang PTSP dan 
secara gratis minuman dingin 
dapat diambil oleh penerima 
layanan diruang PTSP 

2019 

3 Lemari Loker 
Tempat loker penyimpan barang 
para pihak berperkara sebelum 
masuk pada ruang sidang 

2019 

4 Tempat Laktasi 
Tempat khusus laktasi yang 
berada dan terintegrasi pada 
ruang layanan PTSP 

2018 

5 
Tempat bermain 
anak indoor 

Tempat khusus bermain anak 
bagi para pihak yang menunggu 
sidang atau pendaftaran yang 
membawa anak balita yang 
berada dan terintegrasi dengan 
ruang tunggu PTSP 

2018 

6 
Sarana 
disabilitas 

Penambahan sarana penunjang 
untuk penerima layanan yang 
berkebutuhan khusus 
(disabilitas), jalur disabilitas, 
toilet disabilitas, kursi roda 

2018 

7 Kursi prioritas 

Adanya kursi khusus bagi pihak 
dengan kategori prioritas seperti 
ibu hamil, lansia, orang yang 
berkebutuhan khusus 

2019 

8 
dekorum ruang 
sidang 

Pemenuhan standarisasi ruang 
sidang yang representatif dan 
modern 

2019 

9 
Hospitaly service 
room 

Penyediaan dan peningkatan 
kenyaman ruang tamu/ lobi 
kantor dengan adanya bahan 
bacaan dan minuman yang 
terpantau CCTV 

2019 

10 Jalur Evakuasi 

Pembuatan dan penandaan 
jalur evakuasi rawan bencana 
untuk mempermudah proses 
evakuasi 

2019 

11 Papan Informasi 
Pembuatan dan penyediaan 
informasi secara aktual atas 
informasi-imfomasi dari PA Prob 

2019 

12 Media center 

Penyediaan ruangan dan media 
TI untuk menunjang sarana 
command center PA 
Probolinggo 

2019 
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13 
Stiker/ banner 
informasi 

Penandaan striker pada area-
area rawan korupsi dan batasan 
bagi para pihak dan pegawai PA 
serta hakim untuk tidak 
melayani para pihak berperkara 
kecuali hanya dilayani di PTSP 

2019 

14 Audio informasi 

Adanya audio informasi secara 
otomatis berdurasi tertentu 
dengan materi informasi 
pencegahan korupsi, zona 
integritas dan pencegahan 
covid-19 

2019 

15 Pojok E-Court 
Penyedian tempat layanan 
untuk pelaksanaan e-court 

2019 

16 
Tempat cuci 
tangan 

Penyediaan dan pembuatan 
tempat cuci tangan dalam upaya 
pencegahan COVID-19 

2020 

17 Penahan Droplet 

Pembuatan penghadang 
percikan bersin ditempat PTSP, 
Sidang, POSBAKUM dan 
Mediasi 

2020 

18 
Thermo gun dan 
handsanitezer 

Penyediaan handsanitezer 
diruang PTSP, sidang serta 
pengecekan suhu tubuh 
sebelum memasuki ruang 
tunggu PTSP dan Sidang 

2020 

19 
Gazebo outdoor 
(area merokok) 

tempat menunggu para pihak 
diluar ruang tunggu PTSP dan 
sidang yang terintegrasi dengan 
pengeras suara 

2020 

20 
tempat bermain 
anak outdoor 

Tempat bermain anak outdoor 
yang teringrasi dengan gazebo 

2020 

21 
Kompensasi 
layanan 

Adanya komitmen kompensasi 
layanan di ruang PTSP apabila 
layanan tidak sesuai dengan 
standard 

2020 

22 
Green garden PA 
Prob 

Penataan dan pembuatan 
taman di area kantor yang 
terintegrasi dengan area 
merokok 

2020 

23 Steril Area 
Area terpisah antara para pihak 
dengan pegawai 

2020 

24 TV Media 
Media Informasi dalam bentuk 
TV 

2020 

25 
Audio 
antigratifikasi 

Adanya audio informasi secara 
otomatis berdurasi tertentu 
dengan materi informasi 
pencegahan korupsi, zona 
integritas dan pencegahan 
covid-19 

2020 
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26 
Audio Himbuan 
Prokes Covid-19 

Adanya audio informasi secara 
otomatis berdurasi tertentu 
dengan materi informasi 
pencegahan korupsi, zona 
integritas dan pencegahan 
covid-19 

2020 

27 

Jam Layanan 
tanpa istirahat 
(pelayanan tetap 
berlangsung) 

Pelayanan tetap berlangsung 
meskipun ada istrihat dengan 
pergantian petugas 

2020 

28 
CCTV Online 
Badilag 

CCTV terpantau langsung di 
Badilag 

2020 

29 
Run tag 
Informasi 

Informasi tulisan dengan run tag 2020 

30 
SIAMAR (sistem 
anti makelar 
kasus) 

Antisipasi calo dengan kartu 
tanda pengenal 

2020 

31 
Ruang tamu 
terbuka 

Ruang tamu yg terbuka untuk 
bertemu dalam keperluan kantor 
bukan untuk perkara 

2020 

23 
PA 
Kraksaan 

1 SANTRI AYU 

SANTRI AYU adalah Sistem 
Antrian Pelayanan Terpadu. 
Aplikasi ini digunakan bagi pihak 
berperkara atau pengunjung 
pengadilan yang masuk ke area 
PTSP. Aplikasi antrian ini terdiri 
dari antrian informasi dan 
pengaduan, antrian 
pendaftaran, antrian e-court, 
antrian pembayaran, antrian 
produk pengadilan, antrian 
sidang, antrian mediasi, dan 
antrian posbakum. 

01 Mei 
2020 

2 PENDAWA 

PENDAWA adalah Pendaftaran 
Perkara melalui WA 
(Whatsapp). sistem ini 
menggunakan sarana 
komunikasi dan pendaftaran 
perkara melalui whatsapp yang 
terdiri dari pendaftaran perkara 
Itsbat Nikah, Dispensasi Kawin, 
dan perkara Perceraian 

14 Mei 
2020 

3 SIPANCAL 

SIPANCAL adalah Sistem 
Penangkal Anti Calo. Sistem ini 
diterapkan untuk mempersempit 
dan menangkal adanya oknum 
calo. sistem ini terdiri dari 
beberapa proses yaitu : 
penjagaan pintu masuk PTSP, 
Antrian, Kalung Identitas, 
informasi gratifikasi berupa 
banner dan audio, pemasangan 
CCTV di area publik. 

01 Juni 
2020 
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4 E-Tamoy 

E-TAMOY merupakan aplikasi 
buku tamu secara elektronik dan 
memberikan notifikasi adanya 
tamu kepada Ketua, Wakil 
Ketua, Panitera, dan Sekretaris. 
TAMOY adalah bahasa Madura 
dari tamu, hal ini digunakan 
untuk mengangkat kearifan 
lokal, karena bahasa sehari-hari 
masyarakat Kabupaten 
Probolinggo adalah Bahasa 
Madura. 

01 Juni 
2020 

5 E-Survey 

E-SURVEY merupakan aplikasi 
survey secara elektronik yang 
terdiri dari survey harian (puas 
atau tidak puas), survey 
pelayanan publik, survey indeks 
persepsi korupsi, dan survey 
kepuasan masyarakat. 

01 Juni 
2020 

6 AMANAT 

AMANAT adalah Aplikasi 
Manajemen Surat, suatu sistem 
aplikasi berbasis website 
tentang register surat masuk 
dan surat keluar 

02 
Januari 
2020 

7 Kecut-e 

KECUT-E adalah Kendali Cuti 
Elektronik. Aplikasi ini 
digunakan bagi pegawai untuk 
mengajukan cuti dan 
mengetahui informasi cuti 
masing-masing pegawai. 

01 Juni 
2020 

8 
11 Aplikasi 
Badilag 

11 aplikasi unggulan Badilag 2019 

9 Dimanja 

Dimanja adalah Digital 
Manajemen Kerja. Aplikasi ini 
berbasis android yang diinstall di 
HP masing-masing pegawai 
untuk mengetahui SK Jabatan, 
SOP, Job Dis pegawai yang 
bersangkutan. 

1 Oktober 
2020 

10 SIP Datae 

SIP Datae adalah Sistem 
Informasi Perceraian dan 
Validasi Akta Cerai. Aplikasi ini 
berbasis website untuk 
mengetahui data perceraian dan 
untuk mengetahui kevalidan 
akta cerai. Aplikasi ini sebagai 
salah satu wujud kerja sama 
antara PA Kraksaan dan Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten 
Probolinggo terkait dengan 
penyajian data perceraian. 

15 
Desembe

r 2020 
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24 
PA 
Lumajan
g 

1 Aplikasi E-CUTI 

Aplikasi ini bertujuan 
mempermudah pegawai 
Pengadilan Agama Lumajang 
dalam pengjuan cutinya secara 
online 

08 Juli 
2019 

2 

Aplikasi Antrian 
Sidang 
menggunakan db 
SIPP 

Aplikasi sinkron dengan SIPP 
untuk mengatur antrian sidang 
dan pelayanan yang ada di 
Pengadilan Agama Lumajang 

08 Juli 
2019 

3 
Aplikasi E-
Register 

Aplikasi sinkron dengan SIPP 
08 Juli 
2019 

4 
Aplikasi E-
Keuangan 

Aplikasi sinkron dengan SIPP 
08 Juli 
2019 

5 
Command 
Centre 

Aplikasi sinkron dengan SIPP 
08 Juli 
2019 

6 

Aplikasi 
pengambilan 
Akta cerai 
dengan screen 
capture 

Aplikasi yang digunakan oleh 
Meja III untuk setiap 
pengambilan produk pengadilan 
agama lumajang akan di 
cupcuter/di foto wajahnya 

08 Juli 
2019 

7 
Aplikasi 
ASWAJAH 

Yaitu Penggunaan Layanan 
Antrian Sidang, Layanan 
Informasi & Pengaduan, 
Layanan Pengambilan Akta 
Cerai oleh para pihak dengan 
menggunakan Fitur Scan wajah. 

03 Juni 
2020 

8 
Aplikasi 
SIPALUKU 

Penerbitan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) dan Kartu 
Keluarga (KK) yang terupdate 
setelah terjadinya perceraian, 
asal-usul anak dan 
pengangkatan anak di 
Pengadilan Agama Lumajang 

03 Juni 
2020 

9 Aplikasi AISA 

Aplikasi Notifikasi Perkara 
melalui Whatsapp Pengadilan 
Agama Lumajang untuk 
mengetahui perkembangan Info 
Perkara dan sebagai reminder 
untuk Para pihak untuk 
pengambilan AC, KTP & KK 
terupdate 

03 Juni 
2020 

10 
Aplikasi ALIYA 
(Aplikasi Lima 
Layanan) 

Aplikasi ALIYA terdiri dari 5 
layanan PTSP yaitu : 
 1. Mesin Antrian Sidang dan 
PTSP 
 2. Pelayanan Permohonan 
Informasi dan Pengaduan 
Elektronik,  
 3. Buku Tamu Elektronik, 
 4. Audio Play 
 5. IKPP (Indeks Kepuasan Para 
Pihak) secara elektronik 

03 Juni 
2020 
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25 
PA Kota 
Madiun 

1 E-Pesilat 
Membatasi akses bagi para 
pihak dengan finger scan dan 
kode 

Mei 2019 

2 E-Survei 
Melakukan survei secara online 
serta langsung mendapatkan 
data dan nilainya 

Januari 
2020 

3 E-Apem 

Melakukan penilaian pelayanan 
PTSP secara online serta 
langsung mendapatkan data 
dan nilainya 

Januari 
2020 

4 E-Dayoh 

Melakukan pendataan tamu 
secara online yang mencakup 
foto tamu, nama, tamau, no KTP 
tamu, dan keperluan tamu 

Februari 
2020 

5 E-Sikad 
Tata persuratan secara 
elektronik 

Februari 
2020 

6 E-Santui 

Mengatur antrian sidang para 
pihak secara offline dengan 
menggunakan jaringan lokal 
danterintegrasi dengan SIPP 

Mei 2019 

7 E-Secure 
Pengawasan online tiap 
ruangan secara elektronik 

Februari 
2020 

8 E-Not 

Memberikan pemberitahuan 
otomatis perkembangan perkara 
kepada para pihak secara 
elektronik 

Mei 2019 

9 E-Nderes 
Penilaian persepsi korupsi 
secara elektronik 

Januari 
2020 

10 Hai PAKOTAMA 
Memberikan informasi perkara 
kepada para pihak 

Juni 2020 

11 
Media 
PAKOTAMA 

Sebagai media Public Campaign Mei 2019 

12 
Media Sosial FB 
PAKOTAMA 

Sebagai media Public Campaign 
dan Public Information Service 

Mei 2019 

13 
Media Sosial IG 
PAKOTAMA 

Sebagai media Public Campaign 
dan Public Information Service 

Mei 2019 

14 
Hubungi 
PAKOTAMA 

Sebagai media Public Campaign 
dan Public Information Service 

Januari 
2020 

15 
Suite 
PAKOTAMA 

Nama email menggunakan 
domain web, memberikan 
kecepatan notifikasi, aman dari 
segi spam, include google drive 
30 Gb, dan google meet 
unlimited access 

Januari 
2020 

26 
PA 
Magetan 

1 
ASEP (Antrian 
Sidang dan 
PTSP) 

PEngambilan Antrian sidang 
dan antrian PTSP secara 
elektronik 

2020 

2 
Viara (Virtual 
Asisten Informasi 
Perkara) 

Whatsapp Bot Informasi Perkara 2020 
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3 
SALMA (Survei 
Layanan Prima) 

Survei Indeks Kepuasan 
Masyarata dan Indeks Persepsi 
Korupsi secara elektronik 

2020 

4 
Buku Tamu 
Elektronik 

Aplikasi untuk mengelola data 
pengunjung di PA Magetan 

2020 

5 

BANG PETIR 
(Balas langsung 
Pengaduan dan 
Informasi) 

Nomor Whatsapp yang 
disediakan khusus untuk 
Pengaduan dan Permintaan 
Informasi 

2020 

6 Duta L-PRIMA 

Adanya petugas yang 
membantu para pencari 
keadilan dalam hal pelayanan di 
PA Magetan 

2020 

27 
PA 
Ngawi 

1 
SMS Pengingat 
sidang 

Mengirimkan notifikasi berupa 
sms kepada para pihak tentang 
informasi perkara 

10 
Oktober 

2019 

2 

Sistem Antrian 
Berbarcode 
berbasis SIPP 
dan Panggilan 
Sidang oleh 
Sistem 

Antrian sidang yang sudah 
terintegrasi dengan SIPP dan 
mampu menampilkan daftar 
antrian serta pada panggilan 
sidang yang dapat dipanggil 
oleh sistem. 

01 April 
2019 

3 SILARI 
Sistem Informasi dan Pelayanan 
Mandiri 

01 Mei 
2020 

4 LIDIA Laporan Alih Media 
01 

Februari 
2019 

5 VALAK Validasi Akta Cerai 
01 Juni 
2020 

6 E-Survey Survey Pelayanan Publik 
########

###### 

7 
Aplikasi 
Persuratan 

Aplikasi Register Surat Keluar 
dan masuk 

2018 

8 Arsip Digital 
Dokumen Elektronik SIPP 
Peradilan Agama 

2018 

9 
Penerapan 11 
inovasi Badilag 

Aplikasi inovasi Ditjen Badilag 2019 

10 Antrian PTSP 
Antrian yang digunakan untuk 
memaksimalkan pelayanan 
PTSP 

2020 
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28 
PA 
Ponorog
o 

1 
AMS (Aplikasi 
Manajemen 
Surat) 

Pengembangan AMS PA 
Ponorogo sekarang ini 
dirancang/lebih ditekankan 
untuk pengiriman disposisi 
secara elektronik (paperless) 
sehingga penggunaan lembar 
disposisi kertas dapat 
diminimalisir serta mengaktifkan 
pengarsipan surat secara 
digital(Semua Surat dijadikan 
eDoc) guna efisiensi ruang 
pengimpanan dokumen arsip 
surat. Selain itu pendisposisian 
pimpinan kepada para pegawai 
juga dapat dilakukan secara 
online via AMS.  

04 
Januari 
2021 

2 

ALIP (Aplikasi 
Layanan 
Informasi 
Perkara) 

Aplikasi ini dapat digunakan 
oleh Dispendukcapil, Kemenag 
dan KUA untuk mengetahui 
keabsahan AC  laporan 
perceraian yang telah terbit Akta 
Cerainya, Rekap 
Putusan/Penetapan pada KUA.  

2020 

3 SIBABA-SP 

Aplikasi ini bekerjasama dengan 
Dispendukcapil Kab. Ponorogo, 
sebagai sarana untuk 
mengetahui adanya 
permohonan perubahan status 
kependudukan para pihak 
setelah terjadinya perceraian 
setelah perkaranya BHT. 

2020 

4 
MAS ERKA 
(Informasi 
Perkara) 

Aplikasi informasi perkara 
melalui whatsap 

06 Juli 
2020 

5 Penahan Droplet 

Tujuan dibuatnya penghadang 
percikan bersin ditempat PTSP 
yaitu untuk menunjang 
pelayanan tetap prima walaupun 
di saat pandemi virus covid-19  

13 April 
2020 

6 
Pintu Layanan 
Elektronik 

Tujuan dibuatnya pintu 
elektronik ini yaitu untuk 
menghapus praktik percaloan di 
Pengadilan Agama Ponorogo, 
menghindari prakti-praktik KKN 
dan tamu kantor atau 
masyarakat pencari keadilan 
yang berkepentingan akan 
bertemu dengan pejabat 
pengadilan dapat terkoordinir 
dan terpatau dengan baik 

10 
Januari 
2020 
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7 Audio Gratifikasi 

adanya audio informasi secara 
otomatis berdurasi 2 jam sekali 
dengan materi informasi 
pencegahan korupsi dan 
gratifikasi 

10 
Oktober 

2019 

8 

SiNaGa (Sistem 
Informasi 
Kenaikan Gaji 
Berkala) 

Aplikasi Sinaga ini salah 
satunya untuk memonitor 
Kenaikan Gaji Berkala supaya 
tidak ada keterlambatan dalam 
pengajuan Kenaikan Gaji 
Berkala 

14 April 
2019 

9 
Santri (Antrian 
Sidang dan 
PTSP) 

Aplikasi ini sangat bermanfaat 
untuk para pencari keadilan 
dalam mengantri persidangan 
maupun mengantri pelayanan 
PTSP, karena bisa tertib sesuai 
dengan urutan antrian selain itu 
untuk pemanggilan tidak perlu 
memanggil secara manual 

2019 

10 
Aplikasi Arsip 
Digital 

Aplikasi ini untuk penginputan 
arsip berkas perkara secara 
elektronik dan untuk membuat 
laporan tentang nomor perkara 
berapa saja yang sudah kita 
Digitalkan, termasuk 
mempermudah dalam pencarian 
arsip perkara di ruang arsip, 
karena bisa mempercepat 
pencarian lokasi dan letak 
penyimpanannya. 

02 
Januari 
2019 

11 
Atara (Aplikasi 
Taksiran Panjar) 

Aplikasi ATP ini dipergunakan 
kasir dalam menaksir panjar 
biaya perkara sesuai dengan 
wilayah/radius yang ditetapkan, 
supaya tidak terlalu banyak 
pengembalian sisa panjar pada 
saat perkara itu sudah putus. 

30 April 
2018 

12 

SiDaRa (Sistem 
Informasi 
Pendaftaran 
Perkara) 

Aplikasi Sidara ini untuk 
mempermudah Meja 1 dalam 
membagikan jumlah perkara 
yang diberikan kepada Majelis 
Hakim maupun Panitera 
Pengganti, agar pembagian 
perkara kepada Majelis Hakim 
dan Panitera Pengganti bisa 
seimbang 

05 
Januari 
2018 

13 

SiMonDe (Sistem 
Informasi  
Monitoring 
Delegasi) 

Aplikasi Simonde ini berfungsi 
untuk mengontrol Panggilan 
Delegasi Keluar maupun 
Panggilan Delegasi Masuk 

22 
Desembe

r 2017 
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14 

SiDaSa (Sistem 
Informasi 
Pendaftaran 
Kuasa) 

Aplikasi Sidasa ini sangat 
membantu dalam petugas 
Pendaftaran kuasa untuk 
mendaftar maupun 
mengarsipkan Surat Kuasa 
untuk kelengkapan berkas 
perkara di persidangan 

20 
Oktober 

2017 

15 
Aplikasi Survey 
Kepuasan 

Aplikasi survey kepuasan ini 
bertujuan untuk meningkatkan 
pelayanan Pengadilan Agama 
Ponorogo yang mungkin masih 
ada kekurangan, karena peran 
serta para pencari keadilan 
untuk kemajuan Pengadilan 
Agama Ponorogo sangat 
dibutuhkan 

03 
Februari 

2017 

29 
PA 
Pacitan 

1 
Pejam Pandang 
(Pengajuan Jam 
Sidang) 

Karena letak geografis pacitan 
sebagian besar pegunungan 
dan sebagaian masyarakat 
berekonomi menengah ke 
bawah sehingga sering 
memakai transportasi umum. 
sehingga jika jam sidang tetap 
jam.09.00 maka kebanyakan 
para pencari keadilan tidak 
mendapatkan angkutan untuk 
pulang ke rumahnya. Angkutan 
umum bisanya jalan paling akhir 
pukul 12.00. akhirnya muncullah 
inovasi ini sehingga 
persidangan cepat selesai dan 
masih banyak kendaraan umum 
yang berjalan. 

2017 

2 Satu Pandangan 

Merupakan motivasi antrian 
sidang yang terintegrasi secara 
terpadu dengan antrian-antrian 
lan yang ada di PTSP 

04 Mei 
2020 

3 Inpusmas 
Inovasi survey kepuasan 
masyarakat secara online 

04 Mei 
2020 

4 Wadule 
wadah aspirasi pengaduan 
lewat elektronik 

04 Mei 
2020 

5 
Aplikasi Notifikasi 
Perkara 

Mempermudah pihak perkara 
untuk mendapatkan notifikasi 
perkara lewat SMS dari server 
kantor secara otomatis 

2019 

6 

Aplikasi 
Informasi 
Perkara dan 
Informasi Produk 
Pengadilan 
Agama 

Mempermudah pihak perkara 
mengetahui status dan info 
perkara melalui aplikasi android 
secara gratis 

2019 

7 
Aplikasi Antrian 
Sidang 

Berguna untuk ketertiban antrian 
sidang 

2019 
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8 
Aplikasi 
Basisdata 
Kemiskinan 

Untuk mengetahui data 
kemiskinan para pihak melalui 
NIK masing-masing para pihak 

2019 

9 
Aplikasi 
Command 
Center 

Mempermudah rapat secara 
online tanpa harus datang ke 
dan berkumpul di suatu ruang 
rapat 

2019 

10 Aplikasi PNBP 
Mempermudah pelaporan dan 
penyetoran PNBP 

2019 

11 
Aplikasi E-
Register 

Mempermudah pencatatan 
register tanpa harus melakukan 
pengetikan maupun penulisan 
secara manual 

2019 

12 
Aplikasi E-
Keungan Perkara 

Mempermudah pencatatan 
keuangan tanpa harus 
melakukan pengetikan maupun 
penulisan secara manual 

2019 

13 
Aplikasi E-
Eksaminasi 

Melakukan Eksaminasi secara 
online 

2019 

14 
wifi gratis 
pengunjung 

Fasilitas wifi gratis untuk para 
pihak agar tidak bosan saat 
mengantri persidangan 

  

15 
Validasi akta 
cerai 

Untuk memfalidasi akta cerai 
asli atau palsu 

2020 

16 Gugatan Mandiri 
Mempermudah para pencari 
keadilan untuk membuat 
permohonan secara mandiri 

2019 

30 
PA 
Pamekas
an 

1 E-Court 
Pendaftaran perkara secara 
elektronik 

2019 

2 E-Litigasi Persidangan secara elektronik 2020 

3 

Aplikasi 
Informasi 
Perkara dan 
Informasi Produk 
Pengadilan 
Agama 

Mempermudah pihak perkara 
mengetahui status dan info 
perkara melalui aplikasi android 
secara gratis 

2019 

4 
Aplikasi Basis 
Data Kemiskinan 

Untuk mengetahui data 
kemiskinan para pihak melalui 
NIK masing-masing para pihak 

2019 

5 Simtalak Badilag 

Aplikasi ini meliputi Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara 
dan Basis Data Penduduk 
Miskin.  

2019 

6 
Command 
Center 

Mempermudah rapat secara 
online tanpa harus datang ke 
dan berkumpul di suatu ruang 
rapat 

2020 

7 Aplikasi PNBP 
Mempermudah pelaporan dan 
penyetoran PNBP 

2019 
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8 
Aplikasi E-
Register 

Mempermudah pencatatan 
register tanpa harus melakukan 
pengetikan maupun penulisan 
secara manual 

2019 

9 
Aplikasi E-
Keuangan 
Perkara 

Mempermudah pencatatan 
keuangan dengan data data 
yang bersumber dsari SIPP 

2019 

10 
Aplikasi E-
Eksaminasi 

Melakukan Eksaminasi secara 
online 

2019 

11 
Aplikasi Gugatan 
Mandiri 

Mempermudah pihak mebuat 
gugatan secara mandiri 

2020 

31 
PA 
Bangkala
n 

1 Aplikasi E-SITI 
Aplikasi untuk mempermudah 
dalam pembuatan cuti para 
pegawai 

  

2 Aplikasi Smart 
Aplikasi untuk mempermudah 
dalam pencatatan surat masuk 
dan surat keluar 

  

3 
Audio Gratifikasi 
dan himbauan 
sosial distancing 

Adanya audio informasi secara 
otomatis berdurasi 2 jam sekali 
dengan materi informasi 
pencegahan korupsi dan 
gratifikasi, serta himbauan 
kepada para pihak untuk sosial 
distancing dalam ruang tunggu  

  

32 
PA 
Sampan
g 

1 E-Court 
Pendaftaran perkara secara 
elektronik 

2019 

2 E-Litigasi Persidangan secara elektronik 2020 

3 

Aplikasi 
Informasi 
Perkara dan 
Informasi Produk 
Pengadilan 
Agama 

Mempermudah pihak perkara 
mengetahui status dan info 
perkara melalui aplikasi android 
secara gratis 

2019 

4 
Aplikasi Basis 
Data Kemiskinan 

Untuk mengetahui data 
kemiskinan para pihak melalui 
NIK masing-masing para pihak 

2019 

5 Simtalak Badilag 

Aplikasi ini meliputi Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara 
dan Basis Data Penduduk 
Miskin.  

2019 

6 
Command 
Center 

Mempermudah rapat secara 
online tanpa harus datang ke 
dan berkumpul di suatu ruang 
rapat 

2020 

7 Aplikasi PNBP 
Mempermudah pelaporan dan 
penyetoran PNBP 

2019 

8 
Aplikasi E-
Register 

Mempermudah pencatatan 
register tanpa harus melakukan 
pengetikan maupun penulisan 
secara manual 

2019 
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9 
Aplikasi E-
Keuangan 
Perkara 

Mempermudah pencatatan 
keuangan dengan data data 
yang bersumber dari SIPP 

2019 

10 
Aplikasi E-
Eksaminasi 

Melakukan Eksaminasi secara 
online 

2019 

11 
Aplikasi Gugatan 
Mandiri 

Mempermudah pihak mebuat 
gugatan secara mandiri 

2020 

12 
Aplikasi Antrian 
Terpadu 

Sistem Antrian Terpadu yang 
dibuat untuk memudahkan 
antrian sidang dan PTSP 
(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 
yang meliputi 
Informasi/Pengaduan, 
Pendaftaran, Kasir, Produk 
Pengadilan, Mediasi dan 
Posbakum.  

01 
Agustus 

2019 

33 
PA 
Sumene
p 

1 

SAKERA 
(SISTEM 
ADMINISTRASI 
KEUANGAN 
PERKARA) 

SAKERA adalah Sistem 
Informasi Keuangan Perkara 
yang dibuat untuk memudahkan 
pengelolaan keuangan perkara 
di Pengadilan Agama Sumenep 
Kelas IB. (dibuat oleh 
Pengadilan Agama Sumenep) 

01 
Agustus 

2019 

2 
SATE (SISTEM 
ANTRIAN 
TERPADU) 

SATE adalah Sistem Antrian 
Terpadu yang dibuat untuk 
memudahkan antrian sidang 
dan PTSP (Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu) yang meliputi 
Informasi/Pengaduan, 
Pendaftaran, Kasir, Produk 
Pengadilan, Mediasi dan 
Posbakum. (dibuat oleh 
Pengadilan Agama Sumenep) 

01 
Agustus 

2019 

3 SMS Perkara 

SMS Perkara adalah sebuah 
Sistem SMS yang dibuat untuk 
memudahkan para pihak 
berperkara dalam mandepatkan 
informasi tentang perkara yang 
sedang dijalani melalui SMS, 
meliputi informasi Jadwal 
Sidang, Tanggal Putus, Salinan 
Putusan, Jadwal Sidang Ikrar 
dan Akta Cerai. Sistem ini juga 
dapat mengirimkan SMS 
Notifikasi yang berisi informasi 
Sidang dan Akta Cerai kepada 
para pihak berperkara secara 
otomatis. (dibuat oleh 
Pengadilan Agama Sumenep) 

2019 
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4 
AREA (Aplikasi 
Register Alih 
Media) 

Sebuah Aplikasi yang dibuat 
untuk memudahkan dan 
menfasilitasi register alih media 
secara elektronik. (dibuat oleh 
Pengadilan Agama Sumenep) 

01 
Agustus 

2019 

5 
Butamin (Buku 
Tamu 
Terintegrasi) 

Sebuah aplikasi pencatatan 
buku tamu secara elektronik 
yang terintegrasi dengan 
aplikasi Telegram untuk proses 
notifikasi. Tamu yg berkunjung 
akan dicatat identitas dan 
tujuannya, serta difoto dan 
disimpan ke dalam aplikasi. 
Petugas resepsionis kemudian 
mengirimkan notifikasi yg akan 
diterima pada smartphone 
bagian umum dan pejabat yg 
dituju. Dengan adanya aplikasi 
ini pencatatan tamu menjadi 
lebih mudah dan modern. 
(dibuat oleh Pengadilan Agama 
Sumenep) 

12 
Februari 

2020 

6 

Sirahlan (Sistem 
Informasi 
Penyerahan 
Produk 
Peradilan) 

Sebuah aplikasi untuk mencatat 
proses penyerahan produk 
peradilan yg berupa Akta Cerai 
dan Salinan 
Putusan/Penetapan. Petugas 
akan mengecek perkara yg akan 
diserahkan produknya dan 
identitas pihak yg 
mengambilnya, serta diambil 
fotonya. Dengan adanya 
aplikasi ini penyerahan produk 
peradilan tercatat secara 
modern dan menjadi bukti 
bahwa produk telah diserahkan 
kepada pihak pencari keadilan. 
(dibuat oleh Pengadilan Agama 
Sumenep) 

28 
Februari 

2020 

34 
PA 
Kangean 

Teknologi Informasi 

1 
ANTER (Antrian 
Terpadu) 

Inovasi Aplikasi yang dibuat 
untuk mengatur antrian secara 
lebih sistematis dan terstruktur 
serta dilengkapi dengan 
otomatisasi panggilan suara dan 
cetak hasil persidangan. 

03 
Februari 

2020 

2 

SIPANDU 
(Sistem Informasi 
Pelayanan 
Terpadu) 

Inovasi Aplikasi yang dibuat 
untuk mempermudah, 
mempercepat, dan menambah 
efisensi dalam memberikan 
seluruh informasi seputar 
Satuan Kerja dan pelayanan 
yang ada. 

11 Juni 
2020 
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3 
SATGAS (Sistem 
Aplikasi Surat 
Tugas) 

Sebuah inovasi aplikasi yang 
dibuat untuk mempermudah 
aparatur peradilan dan para 
pihak yang berada dikepulauan 
untuk memonitoring, melakukan 
pendaftaran sidang pada 
agenda sidang keliling dan 
mengetahui kehadiran para 
pihak yang akan melakukan 
proses persidangan. 

  

4 
SISKELING 
(Sistem Sidang 
Keliling) 

Sebuah inovasi aplikasi yang 
dibuat untuk mempermudah 
aparatur peradilan dan para 
pihak yang berada di kepulauan 
dalam memonitoring, melakukan 
pendaftaran sidang pada 
agenda sidang keliling dan 
mengetahui kehadiran para 
pihak yang akan melakukan 
proses persidangan. 

05 
Oktober 

2020 

5 e-SKM 

Inovasi pengumpulan data 
survei berbasis elektronik yang 
memungkinkan aparatur 
peradilan mengolah data secara 
lebih sistematis untuk 
mendapatkan efiensi waktu dan 
kredibilitas data yang lebih baik. 

2020 

6 

MONATA 
(Monitoring 
Penyimpanan 
Data) 

Inovasi manajemen 
penyimpanan data satker untuk 
mendapatkan penyimpanan 
data yang terstruktur dan lebih 
aman. 

  

7 
e-Notifikasi 
Perkara 

Pengembangan Aplikasi Invasi 
Bagdilag yang berfungsi 
emberitahukan kepada pihak 
berperkara terkait 
perkembangan dan status 
perkara yang berjalan melalu 
SMS  

2019 

8 
Aplikasi 
Informasi Produk 
Pengadilan 

Memberikan Informasi kepada 
pihak berperkara secara real 
time mengenai layanan dan 
produk pengadilan 

2019 

9 
Aplikasi Basis 
Data Terpadu 
Kemiskinan 

Berfungsi membantu 
menyajikan status data 
masyarakat miskin guna 
pembebasan biaya perkara 

2019 

10 
Command 
Center 

Berfungsi sebagai pusat data, 
pusat pengembangan aplikasi, 
ruang rapat virtual dan 
pembelajaran jarak jauh 

2019 

11 
Aplikasi PNBP 
Fungsional 

Berfungsi menyediakan 
informasi pengelolaan PNBP 
secara terintegrasi 

2019 
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12 
Aplikasi e-
Eksaminasi 

Berfungsi untuk melakukan 
penilaian kualitas tenaga teknis 
dalam menjalankan tugas pokok 
melalui pemeriksaan berkas 
perkara secara elektronik 

2019 

13 
Aplikasi e-
Register 

Berfungsi sebagai sarana 
melakukan validasi dan audit 
data perkara pada sistem 
informasi penelusuran perkara 

2019 

14 
Aplikasi e-
Keuangan 

Sebagai Pendukung aplikasi 
SIPP untuk mencatatsemua 
transaksi keuangan yang terkait 
dengan layanan perkara 

2019 

15 
Aplikasi Validasi 
Akta Cerai 

Berfungsi sebagai sarana 
melakukan verifikasi dan 
validasi akta cerai dengan cara 
menginput nomor seri dari 
nomor akta cerai 

2019 

16 
Aplikasi Gugatan 
Mandiri 

Berfungsi memberikan 
pelayanan kepada masyarakat 
pencari keadilan dalam 
mengajukan 
gugatan/permohonan mandiri 
secara online 

2019 

Sarana Prasarana 

1 
Boat Court 
Service (BCS) 

Layanan keliling khusus 
kepulauan 

  

2 
Rest Area 
Pegawai 

Fasilitas Ruang Istirahat 
pegawai 

  

3 Laktasi Room Fasilitas Ruang Laktasi    

4 Media Center 

Sebagai Pusat data, ruang rapat 
virtual dan pembejalaran jarak 
jauh di lingkungan badan 
Peradilan  

  

5 Smoking Area 

Fasilitas tempat merokok untuk 
para pihak degan tetap menjaga 
kebersihan, kerapian dan 
keindahan kantor 

  

35 
PA Kab 
Madiun 

1 

E-PECEL 
(Pelayanan 
Cepat dan 
Simpel secara 
elektronik) 

Aplikasi bebrbasis kartu NFC 
terintegrasi dengan SIPP 
berfungsi membantu pihak agar 
mendapat pelayanan secara 
cepat dan simpel terkait antrian 
sidang, antrian PTSP, informasi 
perkara, informasi sidang, dan 
pelayanan PA Kab Madiun 
lainnya. 

16 Maret 
2020 
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2 

E-PESILAT 
(Pelayanan 
Administrasi 
Secara Cepat 
Berbasis 
Elektronik) 

Aplikasi yang mengintegrasikan 
data perceraian PA Kab Madiun 
dengan Disdukcapil Kab. 
Madiun sehingga masyarakat 
yang sudah mendapat akta cerai 
secara otomatis nanti identitas 
hukum di KTP dan KK juga 
berubah dengan status 
duda/janda, tanpa harus 
mengurus dari awal lagi. 

1 
Septembe

r 2020 

3 

E-PAKEM 
(Pelayanan 
Integrasi PA dan 
Kemenag 
berbasis 
Elektronik) 

Aplikasi yang mengintegrasikan 
data perceraian dan ppenetapan 
pengesahan nikah PA Kab 
Madiun dengan Kemenag Kab. 
Madiun. Khusus untuk 
pengesahan nikah, pihak 
setelah mendapat penetapan 
maka ia juga dapat 
mendapatkankan kutipan akta 
nikah dari Kemenag tanpa harus 
mengurus dari awal. 

1 
Septembe

r 2020 

4 

e-KAMAD TV 
(PA Kab. Madiun 
TV secara 
elektronik) 

Aplikasi yang mengkompilasi 
dan menampilkan video dan 
pamflet berisi alur, prosedur, 
dan berbagai informasi 
mengenai layanan dan produk 
Pengadilan Agama Kab. 
Madiun. 

05 April 
2019 

5 
e-BUTANI (Buku 
Tamu Secara 
Elektronik) 

Aplikasi tentang pengisian data 
tamu menggunakan formulir 
digital berbasis web sehingga 
semua tamu terdata secara 
baik. 

03 
Februari 

2020 

6 

e-DIGIDOC 
(digitalisasi 
dokumen 
perkara) 

Inovasi digitalisasi dokumen 
perkara dan pengarsipan secara 
elektronik sehingga pengarsipan 
perkara menjadi lebih rapi, cepat 
dan aman. 

08 Mei 
2018 

7 

e-AMARIN 
(Aplikasi 
Pembuatan 
Gugatan Mandiri 
Secara 
Elektronik) 

Aplikasi yang membantu pihak 
untuk dapat membuat gugatan 
atau permohonan secara 
mandiri berbasis elektronik 
secara gratis 

02 Maret 
2020 

8 

e-Hitung JARI 
(Aplikasi 
penghitung 
panjar mandiri 
secara 
elektronik) 

Aplikasi yang membantu 
masyarakat mendapatkan 
taksiran panjar biaya perkara 
secara mandiri tanpa melalui 
kasir. 

01 April 
2019 
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9 

e-CSS 
(Electronic 
Customer 
Satisfaction 
Survey) 

Aplikasi yang berfungsi untuk 
survei dimana masyarakat dapat 
memberikan feedback terkait 
pelayanan PTSP PA. Kab. 
Madiun dengan menekan 
emoticon yang tertera pada 
monitor 

11 Juli 
2019 

10 
E- DISPLAY 
PTSP 

Aplikasi yang menampilkan 
daftar antrian PTSP dan 
melakukan pemanggilan sesuai 
nomor antrian yang terintegrasi 
dengan mesin antrian dan PTSP 

02 
Agustus 

2019 

11 
E-OC (Online 
CCTV berbasis 
elektronik) 

Inovasi pengaturan pada CCTV 
sehingga dapat diakses pada 
beberapa device diantaranya 
smartphone, laptop, dan PC 
untuk kontrol pimpinan atas 
kinerja bawahan. 

05 Maret 
2019 

12 

e-SITATAMU 
(Sidang tanpa 
tatap muka 
berbasis 
elektronik) 

Inovasi Persidangan yang 
dilakukan tanpa tatap muka fisik 
antara hakim anggota dengan 
pihak berperkara tetapi 
menggunakan live cam 
teleconference 

22 April 
2020 

13 e-SIMPEL 
Aplikasi persuratan internal yang 
dapat diakses dari semua lokasi 

06 
Januari 
2020 

14 E-Perpus 

Katalog elektronik berisi daftar 
buku perpustakaan yang dapat 
diakses oleh anggota 
perpustakaan menggunakan 
kartu dan user anggota 

16 Maret 
2020 

15 
ASi (Aplikasi 
Antrian Sidang) 

Urutan antrian sidang 
ditampilkan pada layar monitor 
yang terletak di depan ruang 
sidang 

01 Juli 
2019 

16 e-Register 
Pencatatan register perkara 
secara elektronik 

02 Ags 
2019 

17 e-Keuangan 
Pencatatan keuangan perkara 
secara elektronik 

02 Ags 
2019 

18 e- Arsip 
Pengarsipan dokumen perkara 
secara elektronik 

02 Ags 
2019 

19 e-PNBP Jurnal PNBP secara elektronik 
23 Ags 
2019 

20 
Aplikasi Validasi 
Akta Cerai 
(AVACE) 

Aplikasi ini disediakan untuk 
mengetahui validitas akta cerai 
yang terbit, baik dari Pengadilan 
Agama Kab. Madiun, maupun 
dari Pengadilan Agama lainnya 

28 Ags 
2020 

21 
VISI CARD 
(Visitor Identity 
Card) 

Kartu untuk memudahkan 
identifikasi pengunjung dengan 
berbagai warna baik 
pengunjung pihak berperkara, 
saksi, atau tamu lainnya. 

2019 
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22 

Agen RAPAT 
(Agen Pelayanan 
Ramah Cepat 
Tanggap) 

Inovasi pelayanan dalam bentuk 
penyediaan petugas khusus 
yang selalu siaga untuk 
memberikan pelayanan, 
petunjuk, serta arahan kepada 
pihak yang datang ke 
pengadilan secara cepat. 

19 Juli 
2019 

23 

Free KICK 
(koneksi internet 
cepat dengan 
sekali klik gratis) 

Inovasi yang memanjakan pihak 
berperkara dan pengunjung 
sidang untuk dapat 
menggunakan internet secara 
gratis sehingga mereka dapat 
mengupdate dan menggunakan 
semua aplikasi yang ada sambil 
menunggu sidang atau 
pelayanan. 

24 April 
2019 

24 
WCD SEGER 
(Welcome Drink) 

Inovasi terkait fasilitas minuman 
berupa air putih, kopi, dan teh 
untuk pihak secara gratis 

05 
Februari 

2018 

25 
HALO KAMAD 
SIAP 

Aplikasi berbasis whatsup yang 
memberikan layanan informasi 
dan pengaduan 24 jam via 
tlp/sms/chat wa 08113628118 
dan akan dorespon secara 
cepat oleh petugas yang 
kompeten. 

10 Sept 
2018 

26 PRIMA KAMAD 

Inovasi yang menjamin 
pelayanan yang diberikan 
petugas PTSP dan pegawai 
Kamad sesuai dengan SOP jika 
ada pelayanan tidak sesuai SOP 
maka pihak yang dirugikan akan 
mendapatkan kompensasi 
berupa reward langsung sebuah 
gelas cantik dan permohonan 
maaf dari petugas. 

12 Mei 
2020 

27 

APEL MANIS 
PTSP (Aplikasi 
layanan dan 
Mesin Antrian 
Praktis PTSP) 

Aplikasi yang mana pengguna 
layanan dapat memilih layanan 
yang diperlukan dan mengambil 
nomor antrian sesuai dengan 
layanan PTSP yang dituju 
secara praktis dan cepat. 

05 Maret 
2019 
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28 
GALLERY E-
COURT 

Inovasi Gallery e-court berfungsi 
menjadi media sosialisasi 
kepada setiap pihak berperkara 
yang akan mendaftarkan 
perkara di pengadilan untuk 
mendaftar secara e-court. 
Melalui gallery e-court, 
masyarakat yang mengalami 
kendala akses dan prasarana 
internet dapat memanfaatakan 
fasilitas yang ada di gallery e-
court secara gratis dengan 
dibantu petugas yang kompeten 
dan ramah. 

1 
Novembe

r 2019 

29 
RANBERA 
(Ruang Nyaman 
Bermain Anak) 

Inovasi yang memfasilitasi dan 
memanjakan pihak atau 
pengunjung yang membawa 
anak-anak agar bisa bermain 
secara nyaman dan tidak 
mengganggu pelayanan dan 
persidangan. 

30 April 
2019 

30 

RUTASI (Ruang 
laktasi nyaman 
dan 
representatif) 

Inovasi untuk memfasilitasi ibu 
yang ingin menyusui anak-
anaknya dengan menjaga 
privasi ibu tersebut sehingga ia 
nyaman dan anak sehat. 

30 April 
2019 

31 
PEDULI 
DIFABLE 

Inovasi yang memberikan 
fasilitas khusus yang nyaman 
dan mudah untuk para difable 
terkait akses keluar masuk serta 
akses toilet 

14 Mei 
2018 

32 
Database 
terpadu 
kemiskinan 

Data yang terintegrasi dengan 
TNP2K untuk memudahkan 
prodeo 

11 Juli 
1905 

33 
Notifikasi perkara 
(SINORA) 

Informasi kepada pihak terkait 
perkara melalui sms 

09 
Agustus 

2019 

36 PA Kediri 

1 

SMS Notifikasi 
Perkara ( Sistem 
informasi perkara 
) 

Aplikasi ini untuk para pihak 
berperkara agar mengetahui 
sejauh mana perkara yang 
mereka daftarkan berjalan 

2019 

2 

Survey PTSP ( 
Sistem 
pengambilan 
data kepuasan 
masyarakat 
pencari keadilan 
) 

Aplikasi ini untuk para pihak 
berperkara agar dapat mencapai 
kepuasan dalam berperkara dan 
untuklembaga peradilan agar 
dapat berbenah berdasarkan 
data survei dari masyarakat 

2019 

3 

SIADTASU ( 
Sistem 
Administrasi Tata 
Persuratan ) 

Aplikasi ini untuk mempermudah 
administrasi persuratan baik 
surat masuk dan surat keluar, 
dan mempermudah penelusuran 
arsip surat masuk yang telah 
didisposisi 

2017 
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4 
Buku tamu 
Digital 

Aplikasi ini untuk memudahkan 
dalam melakukan regristasi atau 
pendata tamu maupun 
pengunjung yang datang di PA 
Kota Kediri 

2019 

5 
Aplikasi E- 
Payslip 

Aplikasi untuk seluruh pegawai 
guna memudahkan dalam 
administrasi gaji 

2020 

37 
PA 
Tuban 

1 
SANTRI (Sistem 
Antrian Sidang) 

Aplikasi Antrian sidang yang 
terhubung dengan data SIPP 

03 Juli 
2017 

2 
SIMONA (Sistem 
Monitoring dan 
Validasi Perkara) 

Aplikasi yang berfungsi untuk 
monitoring/pengawasan kinerja 
setiap user pada aplikasi SIPP 

02 
Januari 
2018 

3 
SITARA (Sistem 
Transparansi 
Perkara) 

Berbasis Android dengan 
sumber data dari SIPP, 
berfungsi memberikan informasi 
proses perkara bagi pihak dari 
mulai pendaftaran sampai 
dengan produk pengadilan 

30 April 
2019 

4 

SIVA (Sistem 
Validasi dan 
Informasi Akta 
Cerai) 

Aplikasi yang berfungsi 
membantu para kepala KUA 
apakah akta cerai itu asli atau 
palsu dengan sumber data 
utama dari SIPP 

30 April 
2019 

5 
APPLET 
(Aplikasi 
Letter/Surat) 

Aplikasi pengadministrasian 
surat masuk dan keluar secara 
elektronik 

Septembe
r 2017 

6 
WBS Pengadilan 
Agama Tuban 

Pelaporan secara online melalui 
website WBS 

April 2020 

7 
SIBARA (Sistem 
Informasi Berkas 
Perkara) 

Aplikasi untuk mengetahui 
proses perpindahan berkas dan 
relaas perkara secara elektronik 

Juni 2020 

8 
Aplikasi Basis 
Data Kemiskinan 

Mengetahui data kemiskinan 
para pihak melalui NIK masing-
masing para pihak 

2019 

9 
Aplikasi Gugatan 
Mandiri 

Aplikasi untuk pembuataan 
gugatan secara mandiri oleh 
para pihak berperkara  

2019 

10 
Command 
Center 

Media Komunikasi via Daring 
Novembe

r 2020 

11 Aplikasi PNBP 
Aplikasi untuk Pencatatan dan 
Penyetoran PNBP 

2019 

12 
Aplikasi e- 
Register  

Aplikasi untuk mencatat register 
perkara  

2019 

13 
Aplikasi 
SIMTALAK  

Aplikasi ini meliputi Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara 
dan Basis Data Penduduk 
Miskin serta penilaian mandiri 
website pengadilan  

2019 

14 
Aplikasi Notifikasi 
Perkara  

Aplikasi SMS notifikasi dan 
informasi Perkara  

2019 
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15 
Tempat Free 
Charger 

Fasilitas tempat charger untuk 
para pihak berperkara yang 
diletakkan di Ruang Tunggu 
pelayanan  

2019 

16 Free Wifi  
Fasilitas wifi gratis untuk 
pengunjung pengadilan  

2019 

17 Minuman Gratis 
Fasilitas air mineral untuk para 
pengunjung yang dilatakkan di 
ruang tunggu pelayanan  

2019 

18 
Area Bermain 
Anak 

Fasilitas ruang bermain anak 
bagi pengunjung yang 
membawa anak kecil  

2019 

38 
PA Kab 
Malang 

1 E-Register Terintegrasi dengan SIPP 
25 

Oktober 
2018 

2 
Portal 
Maskarebet 

Aplikasi jadwal sidang yang 
terhubung dengan mesin antrian 
sidang dan pemanggilan sidang 
baik offline maupun online (sms 
gateway & website pengadilan) 

01 
Oktober 

2019 

3 Telescop 

Aplikasi berbasis web yang 
berfungsi untuk mengecek 
apakah Akta Cerai telah terbit 
atau belum berikut memberikan 
informasi mengenai keabsahan 
dan keaslian Akta Cerai yang 
dikeluarkan  Agama Kab. 
Malang 

2019 

4 

Ruang 
Perawatan 
Sementara dan 
Laktasi 

Memberikan rasa aman, baik 
kepada masyarakat pada 
umumnya maupun  kepada 
pegawai sendiri apabila 
mengalami  gangguan 
kesehatan di Pengadilan Agama 
Kabupaten Malang. 

2019 

5 Antrian PTSP 

Aplikasi mesin antrian ruang 
PTSP yang Menunjang 
ketertiban dalam memberikan 
pelayanan kepada para pihak. 
Sehingga pelayanan peradilan 
semakin efektif, efisien, dan 
transparan. 

01 Juni 
2019 

6 

Aplikasi SPS 
(Sistem 
Pengingat 
Sidang) 

Sebagai pengingat terhadap 
jadwal-jadwal yang telah 
ditentukan pengadilan, misal : 
jadwal sidang, jadwal ambil AC, 
dll 

2015 
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7 

DUPATARI 
(Dukcapil 
Pengadilan 
Agama Tanpa 
Ribet) 

Kerjasama tentang kecepatan 
update data kependudukan 
pasca terjadinya perceraian 
ataupun pasca adanya 
permohonan lainnya dari para 
pihak berperkara yang secara 
sekaligus akan mendapatkan 
dokumen kependudukan di 
Pengadilan Agama tanpa perlu 
ke Kantor Dukcapil 

10 Juli 
2020 

8 

SIAGA (Sistem 
Informasi Auto 
Reply 
Pengadilan 
Agama Kab. 
Malang) 

Pemberitahuan informasi 
mengenai perkara secara 
otomatis melalui Whatsapp 

01 
Agustus 

2020 

9 
Raport Kinerja 
Harian SIPP 
lokal 

Aplikasi pengawasan harian 
mengenai kinerja majelis hakim 
di SIPP 

2020 

10 
Aplikasi Sistem 
Audio To Text 
Recording (ATR) 

Aplikasi untuk merubah suara 
menjadi teks dengan 
memanfaatkan aplikasi google 
speech API (Application 
Programming Interface) dengan 
fitur translation-nya  

2015 

11 
AREMA PLUS 
Card 

Agar lebih tertib dan mudah 
dalam mengakses ruang 
pelayanan sekaligus merupakan 
pintu lapis keamanan pertama 
PA Kab. Malang bagi para pihak 
berperkara yang akan 
memasuki ruang 
tunggu.sehingga dapat 
memantau informasi perkara 
serta layanan lainnya 
menggunakan aplikasi AREMA 
PLUS mobile yang login 
akunnya hanya dengan 
memindai qrcode 

2020 

12 
Buku Tamu 
Elektronik 

aplikasi Buku Tamu Digital untuk 
memudahkan dalam melakukan 
registrasi atau pendataan tamu 
maupun pegunjung yang 
datang, dengan cara memindai 
wajah tamu ataupun 
pengunjung pada kamera yang 
terpasang di meja resepsionis, 
pengunjung atau tamu 
mendapatkan kartu tamu unik 
bersistem RFID  

2020 

13 
CCTV Online 
Badilag 

Akses kamera cctv yang bisa di 
akses dari website Badilag 

  



 
 
 

BAB V 
Peningkatan Pelayanan Publik 

 
Inovasi Pelayanan Publik 

- 199 - 
 

14 
Anjungan 
Gugatan Mandiri 

Mempermudah para pencari 
keadilan untuk membuat 
permohonan secara mandiri 

2019 

15 
Penerapan 9 
Inovasi Badilag 

pelaksanaan 9 Inovasi Badilag 
11 August 

2019 

16 Audio Gratifikasi 

Adanya audio informasi secara 
otomatis berdurasi 2 jam sekali 
dengan materi informasi 
pencegahan korupsi dan 
gratifikasi 

10 
October 

2019 

17 
Command 
Center / Media 
Center 

Media Komunikasi    

  
11 Aplikasi 
Unggulan 
Badilag 

11 Aplikasi Unggulan Badilag 
11 

Agustus 
2019 

  E-Register Terintegrasi dengan SIPP 
10/25/201

8 

  
Aplikasi notifikasi 
perkara 

Mempermudah pihak perkara 
untuk mendapatkan notifikasi 
perkara lewat SMS dari server 
kantor secara otomatis 

2019 

  
Aplikasi informasi 
produk 
pengadilan 

Mempermudah pihak perkara 
mengetahui status dan info 
perkara melalui aplikasi android 
secara gratis 

2019 

  
Aplikasi antrian 
sidang 

Berguna untuk ketertiban antrian 
sidang 

2019 

  
Aplikasi basis 
data terpadu 
kemiskinan 

Untuk mengtahui data 
kemiskinan para pihak melalui 
NIK masing-masing para pihak 

2019 

  Command center 

Mempermudah rapat secara 
online tanpa harus datang ke 
dan berkumpul di suatu ruang 
rapat 

2019 

  
Aplikasi PNBP 
fungsional 

Mempermudah pelaporan dan 
penyetoran PNBP 

2019 

  
Aplikasi e-
eksaminasi 

Melakukan Eksaminasi secara 
online 

2019 

  
Aplikasi e-
keuangan 

Mempermudah pencatatan 
keuangan tanpa harus 
melakukan pengetikan maupun 
penulisan secara manual 

2019 

  
Aplikasi Gugatan 
mandiri 

Mempermudah para pencari 
keadilan untuk membuat 
permohonan secara mandiri 

2019 

  
Aplikasi Validasi 
akta cerai 

Untuk memfalidasi akta cerai 
asli atau palsu 

2019 

Sarana dan Prasarana 
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1 Free Wifi 
Fasilitas wifi gratis untuk Tamu 

dan para pihak berperkara 
pengadilan 

2019 

2 CCTV 

penempatan CCTV pada area 
yang rawan tindak kriminal dan 
sebagai sarana pengawasan 
dan pencegahan 

2018 

3 
Pendingin 
Minuman 

Pendingin minuman yang 
berada di ruang PTSP dan 
secara gratis minuman dingin 
dapat diambil oleh penerima 
layanan diruang PTSP 

2019 

4 Lemari Loker 
Tempat loker penyimpan barang 
para pihak berperkara sebelum 
masuk pada ruang sidang 

2019 

5 Tempat Laktasi 
Tempat khusus laktasi yang 
berada dan terintegrasi pada 
ruang layanan PTSP 

2018 

6 
Tempat bermain 
anak indoor 

Tempat khusus bermain anak 
bagi para pihak yang menunggu 
sidang atau pendaftaran yang 
membawa anak balita yang 
berada dan terintegrasi dengan 
ruang tunggu PTSP 

2018 

7 
Sarana 
disabilitas 

Penambahan sarana penunjang 
untuk penerima layanan yang 
berkebutuhan khusus 
(disabilitas), jalur disabilitas, 
toilet disabilitas, kursi roda 

2018 

8 Kursi prioritas 

Adanya kursi khusus bagi pihak 
dengan kategori prioritas seperti 
ibu hamil, lansia, orang yang 
berkebutuhan khusus 

2019 

9 
dekorum ruang 
sidang 

Pemenuhan standarisasi ruang 
sidang yang representatif dan 
modern 

2019 

10 Jalur Evakuasi 

Pembuatan dan penandaan 
jalur evakuasi rawan bencana 
untuk mempermudah proses 
evakuasi 

2019 

11 Papan Informasi 
Pembuatan dan penyediaan 
informasi secara aktual atas 
informasi-imfomasi dari PA Prob 

2019 

12 Media center 

Penyediaan ruangan dan media 
TI untuk menunjang sarana 
command center PA 
Probolinggo 

2019 

13 
Stiker/ banner 
informasi 

Penandaan striker pada area-
area rawan korupsi dan batasan 
bagi para pihak dan pegawai PA 
serta hakim untuk tidak 
melayani para pihak berperkara 
kecuali hanya dilayani di PTSP 

2019 
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14 Audio informasi 

Adanya audio informasi secara 
otomatis berdurasi tertentu 
dengan materi informasi 
pencegahan korupsi, zona 
integritas dan pencegahan 
covid-19 

2019 

15 Pojok E-Court 
Penyedian tempat layanan 
untuk pelaksanaan e-court 

2019 

16 
Tempat cuci 
tangan 

Penyediaan dan pembuatan 
tempat cuci tangan dalam upaya 
pencegahan COVID-19 

2020 

17 
Gazebo outdoor 
(area merokok) 

Tempat menunggu para pihak 
diluar ruang tunggu PTSP dan 
sidang yang terintegrasi dengan 
pengeras suara 

2020 

18 
tempat bermain 
anak outdoor 

Tempat bermain anak outdoor 
yang teringrasi dengan gazebo 

2020 

19 TV Media 
Media Informasi dalam bentuk 
TV 

2020 

20 
Audio 
antigratifikasi 

Adanya audio informasi secara 
otomatis berdurasi tertentu 
dengan materi informasi 
pencegahan korupsi, zona 
integritas dan pencegahan 
covid-19 

2020 

21 

Jam Layanan 
tanpa istirahat 
(pelayanan tetap 
berlangsung) 

Pelayanan tetap berlangsung 
meskipun ada istrihat dengan 
pergantian petugas 

2020 

 

 

 

Tabel 5.7 Daftar Aplikasi Inovasi Pengadilan Agama Di Wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020  
Seluruh inovasi yang dibuat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang 

berkualitas. Salah satu sistim yang dapat digunakan adalah implementasi reformasi 

birokrasi. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang dilakukan 

oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menetapkan beberapa kebijakan dan 

regulasi selama tahun 2020 terutama pada peningkatan reformasi birokrasi.  

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan 

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), 
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ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber 

daya manusia aparatur. Pembagian 6 (enam) area, 

yaitu : 

1. Manajemen Perubahan 

 

Area ini bertujuan untuk merubah secara sistematis dan konsisten dari 

sistim dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja 

individu/unit untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran 

Reformasi Birokrasi. Adapaun sasarannya adalah meningkatnya komitmen 

pimpinan dan pegawai, terjadinya pola pikir dan budaya kerja dan menurunnya 

resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap 

perubahan. 

Area pertama ini sangatlah penting dalam mengawali pembangunan 

Zona Integritas. Komitmen pimpinan adalah prioritas yang kami bangun di awal 

sebelum komitmen aparatur lainnya. Pimpinan yang terdiri dari : Ketua dan 

Wakil ketua di bantu Panitera serta Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya turun langsung dan menjadi Role Model. Posisi Role Model 

atau“UswatunHasanah” bagi kami bukan saja tuntutan dalam Pembangunan 

Zona Integritas, tapi suatu nilai yang harus melekat bagi kami karena merupakan 

bagian ajaran agama Islam. 

Perubahan Pola pikir (mindsite) dan budaya kerja (cultur site) kami 

lakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Kami tidak mau 

melakukan perubahan yang sporadis dan formalitas saja. Sehingga output 

perubahan di area ini dapat terukur, sistematis dan totalitas. 

Budaya kerja yang masih sering santai,  menunda pekerjaan, ingin 

dilayani, tidak disiplin secara bertahap dan konsisten kami lakukan perubahan. 

Proses perubahan yang kami lakukan melalui berbagai forum pembinaan 

aparatur diantaranya rapat dinas, pendekatan pribadi (personal approach), apel 

pagi, doa pagi/sore, pembinaan rohani setiap Rabu. Demikian juga kegiatan 

Bersama secara rutin dilakukan, yaitu : olah raga senam Jum’at pagi, kerjabakti, 

kegiatan social berupa pembagian sembako, ta’jilbulan Ramadhan dan kegiatan 

lainnya. 
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Peran Pimpinan sebagai Role model 

sangatlah terasa dalam proses perubahan di 

kalangan aparatur. Kehadiran keteladanan pimpinan memberikan energi kuat 

bagi anak buah, terutama dalam aspek Kedisiplinan dan etos kerja. Program 

sinergi antar kelembagaan telah dilakukan dengan instansi lain, antara lain : 

Gubernur, Kanwil Kementerian Agama maupun dengan Pengadilan Agama 

tingkat pertama.  

Pemilihan Agen Perubahan (Agent Off Change) juga memiliki peran 

penting dalam melakukan percepatan perubahan di lingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya. Rencana Aksi Agen Perubahan telah dibuat untuk 

menguatkan atmosfir perubahan. 

Langkah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mewujudkannya 

pembangunan zona integritas pada area Manajemen Perubahan pada tahun 2020 

diantaranya : 
 

a. Membuat Regulasi Tim Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas untuk 

melakukan pembinaan pada internal satuan kerja dan Pengadilan Agama 

tingkat pertama. 

b. Melakukan pemantauan komitmen pimpinan Pengadilan Agama terhadap 

implementasi pembangunan Zona Integritas. 

c. Melakukan pendampingan pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) 

pembangunan Zona Integritas. 

d. Mengusulkan Pengadilan Agama menjadi peserta satuan kerja untuk 

mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih 

melayani. 

e. Sosialisasi Program sertifikasi akreditasi penjaminan mutu akreditasi 

penjaminan mutu dan implementasi manajemen resiko Peradilan Agama 

kepada semua Pengadilan Agama se Jawa T imur. 

f.      Melakukan assesmen survillance akreditasi penjaminan mutu pada seluruh 

Pengadilan Agama Se Jawa Timur pada bulan Oktober s.d Nopember 2020. 

g. Melakukan evaluasi kinerja pegawai dengan melakukan pembinaan pada 

pegawai internal dan Pengadilan Agama Tk.Pertama. 

h. Mengadakan bimbin gan teknis dan sosialisasi tentang teknis peradilan dan 

kesekretariatan secara offline dan daring. 

i.     Implementasi 9 Inova si Aplikasi Badan Peradilan Agama Mahkam ah 

Agung RI pada Pengadilan Agama se Jawa Timur. 

j.     Perintah implementasi eCourt eLitigasi dan memaksimalkan SIPP. 
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2. Penataan Tata Laksana 
 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada area II 

Penataan Tata Laksana telah melakukan pembangunan yang secara nyata, 

terimplementasi dan dilakukan monitoring secara terus menerus melalui rapat-rapat 

internal area atau tingkat satuan kerja. Standar operasional prosedur (SOP), migrasi ke 

E-Office dan melakukan keterbukaan informasi publik. 

Sejak bergulirnya regulasi Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang 

grand design reformasi birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah membuat 

standar operasional prosedur (SOP) yang mengacu pada bisnis proses, berasal dari 

turunan SOP yang diterbitkan oleh Es.1 Badan Peradilan Agama (BADILAG) maupun 

Mahkamah Agung, ataupun dibuat sendiri sesuai dengan kebutuhan operasional satuan 

kerja serta telah disahkan oleh Ketua untuk diimplementasikan. 

Artinya SOP telah dibuat atau telah ada sejak digulirkan pembangunan 

reformasi birokrasi sejak awal, tetapi sekedar ada dan diimplementasikan. Belum 

dilakukan monitoring atas pelaksanaan serta belum direviu secara berkala. 

Setelah pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas 

korupsi (WBK) telah dilakukan monitoring implementasiSOP secara menyeluruh atas 

seluruh bagian manajemen, kesekretariatan dan kepaniteraan. Melalui Surat Keputusan 

(SK) nomor W13-A/235/OT.00/SK/2/2018 tentang tim reviu standar operasional 

prosedur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan direvisi terakhir nomor W13-

A/870/OT.00/SK/2/2020, dilakukan penyesuaian dikarenakan : 

a. Perubahan regulasi atau peraturan 

b. Perubahan alur proses dan waktu 

c. Perubahan petugas atau bagian pelaksana proses 

Reviu dibuktikan dengan perubahan tanggal revisi dan efektif pada halaman 

pengesahan SOP. 
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Jumlah SOP yang telah dibuat / disahkan 

sebelum pembangunan zona integritas terdiri dari : 

a. Bagian Manajemen 11 Prosedur Mutu/PM 

b. Bagian Kesekretariatan 32 SOP 

c. Bagian Kepaniteraan 19 SOP 

Setelah pencanangan zona integritas maka dilakukan revisi dan penambahan 

SOP menjadi : 

a. Bagian Manajemen 11 Prosedur Mutu/PM 

Revisi : PM Manajemen resiko (PM/AM/01) tertanggal  11 Maret 2020 

dikarenakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 

475/SEK/SK/VII/2019 

b. Bagian Kesekretariatan 38 SOP 

Revisi : SOP PengelolaanTata Naskah Dinas (SOP/AS/21), SOP 

Pengelolaan Arsip (SOP/AS/22)  tanggal 11 Maret 2020 dikarenakan 

perubahan sistem kerja manual ke aplikasi tata surat masuk dan keluar. 

Penambahan : SOP Pembuatan Inovasi (SOP/AS/33), SOP Penerimaan 

Tamu (SOP/AS/34), SOP Aplikasi Sistim Informasi Absensi Pegawai 

(SOP/AS/35), SOP Aplikasi Sistim Tata Surat, Manajemen Data dan arsip 

terpadu (SOP/AS/36), SOP Aplikasi Buku Tamu Digital (SOP/AS/37), SOP 

Layanan Umum (SOP/AS/38) tanggal 11 Maret 2020. 

c. Bagian Kepaniteraan 23 SOP 

Penambahan : SOP Aplikasi Register Online dan Keuangan Perkara 

(SOP/AP/20), SOP Aplikasi pelaporan perkara (SOP/AP/21), SOP Aplikasi 

notifikasi perkara (SOP/AP/22), SOP Layanan Perkara (SOP/AP/23), SOP 

Aplikasi SIMONA (SOP/AP/24), SOP Aplikasi Informasi Perkara 

(SOP/AP/25), SOP Alih Media (SOP/AP/26)   
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Grafik Monitoring Implementasi Dan Evaluasi SOP 

 

Sistim kerja yang efektif dan efisien diperlukan untuk melakukan kompleksitas 

pekerjaan. Penyelesaian perkara, pengelolaan anggaran, pengelolaan dan pengawasan 

aparatur sipil negara, sarana dan prasarana.Migrasi ke E-Office bukan karena terpaksa 

tapi sudah menjadi kebutuhan. Dengan jumlah 38 satuan kerja, 1048 pegawai serta 

anggaran diatas 10 Milyar serta jumlah perkara banding rata-rata diatas 500 perkara 

setiap tahun diperlukan inovasi dan monitoring secara terus menerus. 

Sebelum dilakukan pencanangan zona integritas, sistem kerja masih banyak 

dilakukan secara manual meskipun telah ada yang menggunakan aplikasi tetapi masih 

belum terintegrasi dan stand alone atau perbagian. 

Yang paling terasa adalah penginputan data perkara dilakukan dengan 

aplikasi dulu namanya SIADPA (sistim administrasi Perkara Pengadilan Agama), 

aplikasi ini bersifat stand allone antara satu Pengadilan dengan Pengadilan lainnya 

berbeda dan tidak dapat dimigrasi. Bagi Pengadilan Tingkat Banding proses pelaporan 

perkara setiap bulan dilakukan menggunakan sistim rekap manual dengan 

mengirimkan Excel yang di fax atau di email. Tidak efisien, efektif dan memakan 

resource yang sangat banyak. 

Pada pengelolaan administrasi sumber daya manusia, pengawasan 

kedisiplinan pegawai dilakukan pada akhir bulan mengirimkan rekap (hardcopy) absen 

bulanan oleh Pengadilan Agama. Kemudian pada tingkat banding dilakukan rekap 

untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai se Jawa Timur. 

 



 
 
 

BAB V 
Peningkatan Pelayanan 

Publik 

 
Penataan Tata Laksana 

- 207 - 
 

 

Aplikasi SIPP PTA 

Ketua Pengadilan Tingga Agama Surabaya melalui Surat Keputusan nomor 

W13-A/975/HM.02.3/SK/3/2019 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Teknologi 

Informasi (TI), terus melakukan pembangunan teknologi informasi, 

mengimplementasikan aplikasi dari pusat/stakeholder dan berinovasi untuk mengatasi 

masalah serta tantangan yang ada.  

 

 

Yang telah dilakukan pada migrasi E-Office adalah : 

SEBELUM SETELAH 

Pengadministrasian 

PerkaraPengadministrasian menggunakan 

Aplikasi SIADPA stand alone 

Menggunakan aplikasi SIPP (sistim 

informasi penelusuran perkara) 

berbasis website dan terintegrasi 

antara tingkat pertama dan tingkat 

banding 

Pengarsipan 

Dilakukan secara manual menggunakan 

formulir dan dilakukan rekap 

 

Menggunakan aplikasi sistim 

pengrasipan terpadu berbasis website 

dan dapat diakses oleh seluruh 

bagian. 
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Sistim Tata Surat 

a. Surat masuk menggunakan aplikasi 

excel yang memerlukan proses rekap. 

b. Surat keluar menggunakan datang 

langsung ke bagian surat, menulis 

manual dan tanpa meninggalkan arsip 

surat nya. 

c. Pengiriman surat masuk oleh 

Pengadilan Tingkat Pertama tidak 

dapat terpantau 

 

a. Menggunakan aplikasi sistim tata 

surat terpadu atau Suramadu 

 

b. Menggunakan aplikasi webbased 

diinput dari meja kerja masing-

masing dan upload arsip surat yang 

dimintakan nomor. 

 

c. Pengadilan Agama dapat 

melakukan pemantauan atas proses 

penyelesaian surat yang dikirim 

melalui aplikasi kirimsuratrek 

Pengelolaan Anggaran,  Barang Milik 

Negara dan Sumber Daya Manusia 

Pengelolaan menggunakan aplikasi dari 

stakeholder sesuai dengan kewenangan : 

KPPN, KPKNL, KPP, BADILAG, BKN 

dan Mahkamah Agung 

 

 

Selain menggunakan aplikasi dari 

stakeholder,  data diolah untuk proses 

pelaporan yang mudah dan cepat 

dibaca melalui interface aplikasi. 

Pengawasan 

a. Datang langsung ke satuan kerja untuk 

memeriksa penyelesaian perkara 

b. Kedisiplinan pegawai dilakukan secara 

manual melalui rekap abses setiap 

bulan. 

c. Kondisi lapangan pada area pelayanan 

Pengadilan Tingkat Pertama dilakukan 

dengan datang langsung. 

 

a. Menggunakan aplikasi sistim 

monitoring penyelesaian perkara 

(SIMONA) yang dapat memantau 

penyelesaian perkara melalui data 

terintegrasi SIPP. Setiap hari data 

SIPP PA dilakukan sinkronisasi 

dengan PTA. 

b. Menggunakan sistim informasi 

absensi pegawai online, 

pemantaua realtime atas kehadiran 

dan pulang pegawai se Jawa 

Timur 

c.  Melalui aplikasi CCTV Online 

yang terkoneksi dengan CCTV 

seluruh Pengadilan Tingkat 

Pertama. 
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Pelayanan 

a. Informasi tentang history perkara 

memerlukan buka register ketika ada 

pertanyaan tentang tahapan 

penyelesaian perkara. 

b. Untuk mengetahui feedback atas 

layanan dilakukan secara manual 

dengan meminta pihak mengisi 

kemudian direkap. 

c. Data buku tamu / pengunjung 

dilakukan secara manual 

d. Sistim antrian pelayanan menggunakan 

cara manual, petugas memberikan 

nomor berupa kerta secara langsung 

e. Pelayanan masih manual atau datang 

langsung ke kantor. 

 

a. Informasi perkara dapat 

disajikan melalui aplikasi 

inforperkara tanpa datang langsung 

ke kantor.  Dimana aplikasi 

infoperkara dicapture dari 

database SIPP (sistim informasi 

penyelesaian perkara) Tk.Banding 

Mahkamah Agung. 

b. Survey dilakukan dengan 

digitalisasi dan hasil atau rekap 

harian dan bulanan dapat langsung 

diketahui. 

c. Menggunakan buku tamu 

digital dan dapat langsung dilihat 

laporan atas pengunjung yang 

datang. 

d. Menggunakan aplikasi antrian 

rekayorek. 

e. Aplikasi chat interaktif “takok 

opo rek” yang terpasang pada 

website menjadi layanan elektronik 

yang sangat efisien dan efektif. 
 

Keterbukaan informasi publik merupakan cara untuk mendekatkan 

dengan penerima layanan, bagaimana kebutuhan atas informasi dapat dipenuhi. 

Jika dulu menggunakan media konvensional papan pengumuman saja dianggap 

sudah cukup, artinya pencari informasi harus datang ke kantor. Tetapi sejak tahun 

2008 seluruh satuan kerja di Jawa Timur telah menggunakan website tetapi 

monitoring dan evaluasinya belum berkelanjutan. Setelah pencanangan zona 

integritas menuju wilayah bebas korupsi dengan Surat Keputusan Ketua nomor 

W13-A/2278/HM.02.3/SK/7/2019 tentang penunjukan tim pengelola website 

bertekad untuk mewujudkan jendela informasi terupdate bagi pihak yang 

memerlukan informasi dan data. 

Artinya sebelum pencanangan zona integritas media yang digunakan 

adalah papan pengumuman dan website, maka setelahnya harus dilakukan lebih 

luas mengikuti kondisi masyarakat. 
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Pengumuman Menggunakan Papan Pengumuman 

 

Website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

Selain tetap menggunakan media papan pengumuman, website yang 

terupdate serta mengikuti perkembangan teknologi informasi pada era digital yang 

berkembang secara pesat. Kami juga menggunakan media sosial sebagai media 

informasi pada masyarakat. 

 

Media Sosial PTA Surabaya 

PTA Surabaya telah memiliki berbagai media sebagai keterbukaan 

informasi yang selalu di update, dilakukan monitoring dan evaluasi secara 

berkala. Menginformasikan data, informasi dan berita dilakukan oleh tim yang 

telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Ketua. Email, Whatsapps, Facebook, 

Instagram, Twitter dan Channel Youtube “PTA Surabaya Media” yang telah 

disiapkan sebagai media komunikasi dengan masyarakat. 
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Aplikasi infoperkara.pta-surabaya.go.id salah satu 

wujud inovasi dalam keterbukaan informasi publik, 

dimana data tahapan penyelesesaian perkara dapat diakses oleh para pihak pencari 

keadilan secara real time. Tidak seperti SIPP (Sistim Informasi Penelusuran 

perkara) Pengadilan Tingkat pertama dapat diakses oleh seluruh pihak dan dilink 

kan ke website, dashboard SIPP tingkat banding oleh server pusat di-disabled 

atau belum dapat digunakan. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan 

inovasi mengcapture database SIPP Tk.Banding serta di Online kan sebagai upaya 

mendekatkan dengan publik. 

3. Penataan Sistem Manajemen SDM 
 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci pokok keberhasilan dari 

ReformasiBirokrasi. Sebaik apapun sistemnya, jika Sumber Daya Manusianya 

tidak berintegritas dan professional maka kinerja sebuah instansi juga tidak akan 

bias maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya penataan manajemen SDM yang 

baik untuk meningkatkan profesionalisme SDM. Menyadari pentingnya hal 

tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga bertanggung jawab 

terhadap penataan SDM di 37 Satuan Kerja dibawahnya terus berupaya 

meningkatkan penataan system manajemen sumber daya manusianya.  

Penataan system manajemen SDM pada Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya yang didukung oleh system rekrutmen dan promosi aparatur berbasis 

kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan 

yang sepadan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 

1. Meningkatnya ketataan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; 

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;\Meningkatnya disiplin SDM aparatur 

pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; 

3. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya; dan 

4. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya. 

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan 

indikator-indikator: 
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1. Penataan kebutuhan pegawai sesuai dengan 

kebutuhan organisasi 

2. Pola Mutasi Internal 

3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 

4. Penetapan KinerjaIndividu 

5. Penegakan AturanDisiplin/ Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai 

6. Sistem Informasi Kepegawaian 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah merencanakan kebutuhan 

pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja (ABK). Dan 

telah mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan analisis 

beban kerja pada tanggal 15 Oktober 2019.  

 

 

Untuk penempatan pegawai hasil rekrutmen murni, Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya telah menempatkan Pegawai sesuai dengan kebutuhan pegawai 

yang mengacupada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. 

Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk 

memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah dilakukan enambulan sekali 

apakah penempatan pegawai baru hasil rekrutmen murni tersebut telah 

memberikan perbaikan terhadap kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam melakukan pengembangan 

karir pegawai baik internal maupun di 37 Satuan Kerja di bawahnya telah 

menetapkan kebijakan untuk proses pengusulan mutasi yang disampaikan pada 

forum Baperjakat.  
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Mutasi pegawai yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah 

memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah 

ditetapkan.Untuk menjamin efektifitas dari mutasi yang dilakukan, Selanjutnya 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menerapkan monitoring dan evaluasi 

terhadap kegiatan mutasi tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk 

perbaikan kinerja pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah membuat analisa kebutuhan 

diklat/bimtek/pengembangan pegawai untuk pengembangan kompetensi, 

menyusun rencana pengembangan karir pegawai dan menyusun rencana 

pengembangan kompetensi pegawai. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga 

memberikan kesempatan kepada pegawai di 37 Satuan Kerja di bawahnya untuk 

mengikuti diklat yaitu dengan mengirimkan permintaan nama-nama peserta 

untuk mengikuti diklat ke pengadilan tingkat pertama dibawahnya. 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga melakukan upaya 

pengembangan kompetensi untuk mengikuti pelatihan, salah satunya yaitu denga 

nmengirimkan nama peserta untuk mengikuti diklat kepada lembaga 

penyelenggara. Selain itu, untuk semakin mengembangkan kompetensi pegawai, 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga telah menyelenggarakan beberapa 

Bimbingan Teknis di Tahun 2020 seperti Bimtek Panitera Pengganti, Bimtek 

Jurusita, dan Bimtek Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Negara di 

Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

Dalam upaya pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya juga berinovasi dengan menampilkan “LayarHukum” 

melalui media social youtube oleh Hakim Tinggi secara berkala. Pengadilan 
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Tinggi 

Agama Surabaya juga telah menerapkan 

monitoring dan evaluasi terhadap hasil dari upaya 

pengembangan kompetensi guna melihat kaitannya dengan perbaikan kinerja 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menetapkan Sasaran Kinerja 

Individu Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja (PK) pada awaltahun. Pada 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga telah diterapkan Penilaian Capaian 

Kinerja (PCK) yang wajib dibuat oleh setiap Pegawai dan dilaporkan kepada 

atasan masing-masing sebagai upaya mentoring dan coaching oleh atasan. PCK 

yang telah dibuat setiap bulannya juga dilaporkan ke Mahkamah Agung melalui 

aplikasi KOMDANAS. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga memberikan 

reward terhadap pegawai yang berprestasi yang dituangkan dalam Surat 

Keputusan dan juga memberikan Piagam Penghargaan.  

 

 

Dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah membuat 

Surat Keputusan tentang Penetapan Pola Pikir, Budaya Kerja, etika dan aturan 

perilaku pegawai Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya. Hal ini juga 

terangkum dalam 11 budaya malu 

yang setiap hari apel senin dibacakan 

yang diikuti oleh seluruh peserta apel 

sebagai bentuk sosialisasinya. 
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Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

juga telah melakukan pembinaan rutin tentang 

Kedisiplinan dan Kode etik yang selalu disampaikan pimpinan 

pada setiap kali pembinaan pada saat apel dan pembinaan dalam forum formal 

maupun dalam kegiatan rohani. 

 

Dalam rapat kerja daerah yang dilaksanakan pada Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya pada akhir bulan Desember 2019 mengawali tahun 2020 yang 

juga diikuti oleh Pimpinan Pengadilan Agama se Jawa Timur, membahas tentang 

penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin jam kerja dan berpakaian dinas yang 

diatur dalam surat edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

 

 

 

Penegakandisiplin pada pengadilan Tinggi Agama Surabaya didukung 

dengan menerapkan aplikasi SIAP Online. Melalui aplikasi SIAP Online (Sistem 

Informasi Absensi Pegawai Online) Pimpinan dapat melakukan pengawasan 

pada kedisiplinan pegawai di Pegadilan Tinggi Agama Surabaya dan 37 

pengadilan tingkat pertama dibawahnya secara real time. 
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Laporan absen fisetiap bulan dikirimkan dan dilaporkan ke Mahkamah 

Agung melalui KOMDANAS. Pemotongan remunerasi dilakukan sesuai dengan 

absensi riil, dimana Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menggunakan mesin 

absen dan manual. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga telah menerapkan 

Surat Izin Keluar bagi pegawai yang berkepentingan keluar kantor pada saat jam 

kerja. 

 

 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga rutin melaksanakan apel Senin 

pagi dan jumat sore. Serta telah menginstruksikan ke 37 Satuan Kerja 

dibawahnya untuk pelaksanaan tersebut.  

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan satuan kerja dibawahnya telah 

menerapkan penggunaaan aplikasi SIKEP Versi 3.1.0. Sangat penting untuk 

selalu melakukan update data pada Aplikasi SIKEP ini karena data pada aplikasi 
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telah 

dimanfaatkan untu kurusan administrasi 

kepegawaian seperti kenaikan pangkat, ujian dinas, 

pemberian penghargaan dan lain sebagainya. 

 

 

 

Tidak hanya untuk kebutuhan administrasi kepegawaian, tapi juga Aplikasi 

ini dinilai kelengkapan datanya setiap per 3 (tiga) bulan dilakukan penilaian oleh 

Dirjen Badilag untuk Penilaian Prestasi Kerja, dimana ada 16 unsur dan 

diantaranya adalah Penilaian Kelengkapan Data SIKEP dan e – docnya. Dan hal 

ini semakin memacu semangat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selalu 

melakukan update data serta menjaga keakuratan data yang ada di SIKEP. 

4. Penguatan Akuntabilitas 
 
 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

bertujuan untuk meningkatkan Kapasistas dan Akuntabilitas Kinerja. Target yang 

ingin dicapai pada area ini adalah: 

1. Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 

Atas dasar tersebut maka, untuk mengukur pencapaian program ini digunakan 

indikator - indikator sebagai berikut: 

1.  Adanya keterlibatan pimpinan. 

-  Pimpinan terlibat secara langsung saat penyusunan perencanaan. 

Dengan kondisi sebelumnya keterlibatan pimpinan dalam penyusunan 

program kerja belum optimal dan kondisi sekarang pimpinan terlibat 

langsung dalam penyusunan program kerja sehingga pelaksanaan program 
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kerja 

di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat 

terjadwal dan terukur sesuai dengan sasaran dan 

capaian kinerjanya atas program anggaran tersebut.     

-  Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja, 

perjanjian kinerja, melalui rapat penetapan IKU yang berorientasi pada hasil 

(output) nya.  

-  Pimpinan selalu memantau capaian kinerja secara berkala setiap bulan 

dengan mengevaluasi hasil kinerja para aparaturnya sehingga menjadi nilai 

ukur terhadap kinerja instanasi pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk 

Pemerintahan Yang Bagus (Good Governance). 

2.  Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja. 

-  Memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (RENJA tahunan), 

rencana strategis (RENSTRA) 5 tahunan kedepan dengan melibatkan unsur 

pimpinan dan tim program kerja. 

-  Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek dan rencana strategis 

serta penetapan kinerja.  

-  Dokumen perencanaan yang berorientasi kepada hasil meliputi : 

a. Membuat turunan renja yang mendukung peningkatan pelayanan public 

(penetapan standar layanan, budaya layanan prima, survey kepuasan 

masyarakat) serta pelaksanaan survey persepsi korupsi yang dulunya 

menggunakan survey secara manual dengan kondisi sekarang survey 

secara online yang dapat diakses melalui Website Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya dengan alamat www.pta-surabaya.go.id salah satu 

bentuk innovasi pelaksanaan survey atas penerima layanan telah 

dilakukan secara digital berbasis website dan pelaporan setiap hari. 

b. Membuat turunan renja yang mendukung kegiatan anti korupsi 

(pengendalian gratifikasi, pengaduan  masyarakat). 

-  Indikator Kinerja Utama (IKU). 

a) Memiliki IKU yang ditetapkan organisasi. 

b) Pembuatan IKU sesuai dengan karakteristik satuan kerja yang 

mendukung peningkatan pelayanan public. 

c) Indikator Kinerja Utama telah dilaksanakan dengan prinsip SMART. 

http://www.pta-surabaya.go.id/
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d)  Laporan kinerja disusun tepat 

waktu. 

Menyusun LKJIP secara tepat waktu (bulan Februari 

pada tahun berikutnya). Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

sebelumnya dengan cara manual saat ini dilakukan dengan cara 

digital. 

e) Laporan kinerja memberikan informasi tentang LKJIP yang 

memberikan informasi tentang kinerja. 

f) Upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

menangani akuntabilitas kinerja dengan upaya mengikut sertakan 

pegawai dalam bintek / sosialisasi penyusunan LKJIP. 

g) Pengelolaan akuntabilitas kinerja oleh SDM yang kompeten sehingga 

mewujudkan capaian pelaksanaan kegiatan yang terinci, terukur, 

tersistem dan akuntabel. 

Menempatkan pegawai yang memiliki kompetensi pada bidang pengelolaan 

akuntabilitas. 

1. Personil pengelolaan akuntabilitas telah memiliki sertifikat piagam 

penyusunan LKJIP. 

2. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung daftar pegawai yang 

telah mengikuti diklat. 

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah memberikan penilaian 

yang baik dan meningkat setiap tahunnya terhadap implementasi SAKIP 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tiap tahunnya, Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya mendapatkan nilai 78,31 (Sangat Baik) pada tahun 2018 

dari sebelumnya dengan nilai 77,23 (Sangat Baik) pada tahun 2017. Penilaian 

ini mengacu dan sejalan dengan hasil evaluasi mandiri atas penilaian 

implementasi SAKIP. Evaluasi mandiri ini dilaksanakan sesuai dengan 

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; 

Untuk peningkatan kualitas implementasi SAKIP dalam Laporan Hasil 

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya dapat mewujudkan sebagai berikut : 
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1. Mengintegrasikan semua pelaksanaan 

reformasi birokrasi dengan kinerja yang akan 

dicapai sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi lebih dapat dirasakan 

manfaatnya oleh stakeholder serta pengguna layanan lainnya dalam 

mendapatkan pelayanan yang prima dan bersih dari korupsi. 

2. Meningkatkan internalisasi kepada seluruh pegawai tentang segala 

kebijakan terbaru serta mendorong setiap atasan langsung melakukan 

supervisi, coaching, dan konseling secara berkala kepada masing-masing 

bawahannya yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara 

berkelanjutan. 

3. Meningkatkan komunikasi dengan stakeholder terutama dalam rangka 

menginformasikan segala perbaikan / inovasi yang dilakukan oleh 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sehingga stakeholder mengetahui 

hasilnya. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat meningkatkan kualitas 

implementasi SAKIP dan dapat memenuhi ekspektasi pemangku 

kepentingan sebagai salah satu upaya menuju pelayanan yang lebih baik. 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai diterapkan 

dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang kemudian diatur terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari 

berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan 

dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan 

pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah. Ruang lingkup SAKIP ini meliputi rencana strategis, 

perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, Pelaporan 

kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. 

 

 

 

NILAI INDEKS KEPUASAN PELAYANAN MASYARAKAT 

(IKM) 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

SEMSETER I TAHUN 2020 
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GRAFIK NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN 

PADA UNIT PELAYANAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

SEMESTER I TAHUN 2020 

SANGAT BAIK 

NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

SEMESTER I TAHUN 2020 



 
 
 

BAB V 
Peningkatan Pelayanan 

Publik 

 
Penguatan Akuntabilitas 

- 222 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Indikator Persepsi Korupsi Nilai 

1. 

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur 

dan ketentuan serta tidak dipersulit untuk 

maksud tertentu ? (Manipulasi Peraturan) 

3,87 

2. 

Petugas dalam memberikan Layanan 

pengadilan dilakukan secara cepat dan 

sederhana tanpa ada penawaran dari 

petugas untuk meminta imbalan tertentu? 

(Penyalahgunaan Jabatan) 

3,85 

Indikator Persepsi Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

NILAI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) 
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

SEMSETER I TAHUN 2020 
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5. Penguatan Pengawasan 

 

Sebelum adanya Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya (PTA Surabaya), pelaksanaan Penguatan Pengawasan masih 

terdapat beberapa kekurangan, diantaranya : belum adanya kampanye 

pengendalian gratifikasi baik secara internal maupuneksternal, Penerapan Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang belum efektif dan terkoordinir 

dengan baik, Proses PengaduanMasyarakat yang masih manual dan belum 

terintegrasi, Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) yang juga belum 

terintegrasi dan terinternalisasi, dan belum adanya Identifikasi dan Penanganan 

Benturan Kepentingan. Sehubungan dengan beberapa kekurangan di atas, maka 

perlu segera dilakukan beberapa perubahan guna menciptakan Lingkungan PTA 

3. 

Tidak pernah dihubungi oleh seserang 

(karyawan pengadilan) yang menjanjikan 

akan membantu dalam pengurusan 

surat/berkas perkara dengan meminta 

imbalan sesuatu ? (Menjual Pengaruh) 

3,91 

4. 

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui 

website ataupun petugas layanan mudah 

diakses/diperoleh ? (Transaksi Biaya) 

3,78 

5. 

Pemnbayaran biaya perkara sesuai tarif 

resmi tanpa ada biaya tambahan di luar 

ketentuan ? (Biaya tambahan) 

3,80 

6. 

Petugas dengan tegas menolak setiap 

pemberian tanda terima kasih atas 

layanan yang diterima ? (Hadiah) 

3,82 

7. 

Menerima bukti transaksi keuangan 

pembayaran yang sah setelah proses 

pembayaran dilakukan ? (Transparansi 

Biaya) 

3,80 

8. 

Tidak pernah mengetahui ada praktek 

Percaloan dalam pengurusan Layanan di 

pengadilan ? (Percaloan) 

3,81 

9. 

Tidak pernah melihat dan/atau 

mendengar masih terjadi praktek KKN di 

pengadilan ? (Perbuatan Curang) 

3,81 

10. 

Tidak pernah mengurus perkara melalui 

Hakim / Panitera / Staff pengadilan di 

luar persidangan atau di luar prosedur? 

(transaksi Rahasia) 

3,82 

Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 3,83 
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Surabaya 

yang bersih dan bebas dari korupsi sehingga 

pelayanan yang prima kepada seluruh pencari keadilan 

dapat terwujud. 

 

Sebagai wujud keseriusan aparatur PTA Surabaya dalam rangka upaya 

mengendalikan gratifikasi secara Internal di Lingkungan PTA Surabaya, maka 

pada tanggal 16 Maret 2020 diterbitkanlah Surat Keputusan Ketua PTA Surabaya 

tentang unit pengendali gratifikasi dengan nomor surat W13-

A/1491/OT.01.3/SK/3/2020. 

 

Dalam Surat Keputusan ini ditunjuk beberapa pegawai PTA Surabaya 

yang bertugas mengawasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di PTA Surabaya. 

Langkah awal setelah terbitnya Surat Keputusan ini, maka disusunlah Pedoman 

Pengendalian Gratifikasi, dan dilanjutkan sosialisasi tentang Pengendalian 

Gratifikasi kepada seluruh pegawai PTA Surabaya.  

Selain diterbitkannya Surat Keputusan ini langkah-langkah yang 

dilakukan sebagai wujud upaya pengendalian gratifikasi secara internal adalah 

dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pegawai PTA Surabaya 

yang dilanjutkan dengan pemasangan PIN anti gratifikasi kepada seluruhpegawai 

Tidak cukup sampai disitu pemasangan CCTV di beberapa titik strategis 

yang langsung terintegrasi dengan komputer pimpinan, penerapan ruangan steril 

agar pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat memasuki area pegawai PTA 

Surabaya sesuai surat edaran tentang penerimaan tamu juga diterapkan agar upaya 

pengawasan dan pengendalian gratifikasi dapat terwujud.  

Dalam rangka merubah mindset aparatur pegawai PTA Surabaya terkait 

Pengendalian Gratifikasi, PTA Surabaya juga telah melakukan pemasangan 

banner di beberapa lokasi strategis pemasangan sticker anti gratifikasi di beberapa 

pintu ruangan dan komputer pegawai serta pemutaran audio gratifikasi sebanyak 

2x sehari agar tertanam budaya anti gratifikasi kepada setiap aparatur pegawai 

PTA Surabaya. 

Selain menerapkan Pengendalian Gratifikasi di lingkup internal PTA 

Surabaya, kami juga telah melakukan beberapa langkah pengendalian gratifikasi 

secara eksternal baik itu yang melibatkan aparatur pegawai di wilayah PTA 
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Surabaya 

ataupun elemen masyarakat, yaitu adanya Surat 

Edaran Nomor W13-A/1533/HM.00.8/3/2020 tertanggal 

16 Maret 2020 tentang larangan menerima parsel/ bingkisan lebaran, maksud dari 

edaran ini tentu saja demi menjaga independensi aparatur pengadilan di wilayah 

PTA Surabaya dan kami juga telah melakukan beberapa Public Campaign 

diantaranya pembagian stiker anti korupsi dan masker kepada pengguna jalan 

yang melintasi area kantor PTA Surabaya, selain untuk mempublikasikan kepada 

masyarakat sekitar bahwa PTA Surabaya sedang berupaya untuk menjadi 

peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi juga untuk membantu mencegah 

penyebaran wabah covid-19 serta pemasangan spanduk anti gratifikasi di gedung 

kantor PTA Surabaya dan pengumuman anti gratifikasi di website PTA Surabaya. 

 

Agar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 

dapat berjalan dengan baik, maka pada tanggal 19 Maret 2020 dibuatlah Surat 

Keputusan tentang Satgas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan PTA Surabaya 

denganNomor W13-A/1548/OT.01.3/SK/3/2020, adapun tujuan dibuatkannya 

Surat Keputusan tersebut adalah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan 

pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan 

SPIP di PTA Surabaya.  

Setelah diterbitkan Surat Keputusan ini langkah awal yang dilakukan 

oleh Tim Satgas adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai, 

pembacaan 11 budaya malu pada saat pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin dan 

dilaksanakan pengawasan internal yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang 

sesuai Surat KeputusanNomor W13-A/1505/PS.01/SK/3/2020 dengan tujuan agar 

proses pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perkantoran dan pelayanan 

tetap berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. 

Dan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi PTA Surabaya dalam rangka mewujudkan Kinerja Pengadilan Indonesia 

yang prima (Indonesian Court Performance Excellent-ICPE) maka perlu dibentuk 

suatu Tim yang berkewajiban untuk mengindentifikasi risiko serta melakukan 

monitoring terhadap potensi risiko yang telah diidentifikasi, menginvestigasi dan 

memberikan solusi atau penanganan terhadap risiko yang telah terjadi.  Atas dasar 
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inilah 

maka setiap risiko yang muncul perlu segera 

dilakukan tindakan perbaikan agar risiko tersebut tidak 

menghambat kinerja PTA Surabaya. 

Proses pengaduan masyarakat yang masih manual dan belum terintegrasi 

merupakan kekurangan satuan kerja kami sebelum adanya pembangunan Zona 

Integritas. Demi memperbaiki hal tersebut dan menindaklanjuti Surat Dirjen 

Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama maka dibuatkanlah 

Pelayanan Pengaduan yang terintegrasi di PTSP. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang dating secara 

langsung untuk menyampaikan pengaduannya. Untukmasyarakat yang ingin 

menyampaikan pengaduan tetapi tidak bias dating langsung kekantor tidak perlu 

khawatir, karena PTA Surabaya juga telah menambahkan beberapa alternative 

penyampaian pengaduan yang bias diakses dimana saja dan kapan saja, 

diantaranya website SIWAS (siwas.makhamahagung.go.id), Whatsapp 

Pengaduan di nomor 0822-3311-9321 dan portal Tako’ OpoRek yang mana 

ketiga alternative pilihan ini sudah terintegrasi di website PTA Surabaya dan 

terpublish di seluruh media social resmi PTA Surabaya. 

Demi meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan di Lingkungan 

PTA Surabaya setiap pengaduan yang masuk baik melalui meja pengaduan, 

SIWAS, Whatsapp ataupun Tako’ OpoRek semuanya teregister oleh Tim 

Penyelesaian Pengaduan yang ditunjuk oleh Ketua PTA Surabaya lewat Surat 

Keputusan Nomor W13-A/1490/PS.05/3/2020. Setelah ter-register maka 

pengaduan ini akan segera ditindaklanjuti dan akan dibuatkan Laporan 

Penyelesaian Pengaduan serta Laporan Monitoring danEvaluasi. Hal ini tentu saja 

bertujuan agar dapat terpantau berapa pengaduan yang masuk dan berapa 

pengaduan yang telah terselesaikan serta bagaimana tindak lanjut penyelesaian 

terhadap pengaduan tersebut. 

Dalam rangka perwujudan internalisasi WBS, PTA Surabaya 

menindaklanjutinya dengan melaksanakan Sosialisasi kepada seluruh aparatur 

pegawai PTA Surabaya, hal ini bertujuan agar seluruh pegawai dapat turut 
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berperan 

serta dalam pelaksanaan WBS di PTA Surabaya 

sebagai upaya mewujudkan Birokrasi yang bersih dan 

terkontrol.  

Selain melakukan Sosialisasi kepada seluruh aparatur pegawai PTA 

Surabaya langkah yang diambil dalam proses internalisasi WBS adalah dengan 

mengintegrasikan WBS SIWAS pada website PTA Surabaya.  

Selain melakukan sosialisasi dan integrasi WBS pada website, PTA 

Surabaya juga menyusun Laporan Evaluasi pengaduan dan WBS setiap bulan 

serta laporan tindak lanjut pengaduan dan WBS setiap bulan juga. Hal ini 

dimaksudkan agar dapat terpantau berapa pengaduan dan WBS yang masuk setiap 

bulan, apa langkah penyelesaiannya dan berapa sisa pengaduan dan WBS.  

 

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Area Penguatan 

Pengawasan, PTA Surabaya merasa perlu menyusun pedoman benturan 

kepentingan, atas dasar inilah Ketua PTA Surabaya menetapkan Surat Keputusan 

tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan PTA 

Surabaya dengan nomor W13-A/1521/KP.01.1/SK/3/2020 dan tim penanganan 

benturan kepentingan dengan nomor W13-A/1523/OT.00/SK/3/2020. Setelah 

diterbitkannya dua surat keputusan ini, maka segera disusun identifikasi benturan 

kepentingan yang ada di lingkup PTA Surabaya dan mensosialisasikannya kepada 

seluruh aparatur pegawai PTA Surabaya, hal ini dimaksudkan supaya seluruh 

pegawai dapat mengutamakan kepentingan dinas diatas kepentingan pribadi.  

Sebagai upaya dini Pencegahan terjadinya benturan kepentingan maka 

juga dibuatkan Surat Pernyataan tentang benturan kepentingan serta laporan 

evaluasi dan penanganan benturan kepentingan setiap bulannya. Hal ini bertujuan 

agar dapat termonitoring ada atau tidaknya benturan kepentingan di PTA 

Surabaya dan langkah penanganannya apabila terjadi benturan kepentingan di 

PTA Surabaya. 

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Dalam membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan 

wilayah birokrasi bersih melayani, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selalu 

melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dengan 

melakukan berbagai perbaikan dan inovasi. Adapun target yang ingin dicapai 
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dalams 

etiap program peningkatan kualitas pelayanan 

public adalah, terciptanya pelayanan publik yang lebih 

cepat, transparan, mudah diakses, efektif dan efisien serta meningkatnya indeks 

kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan publik yang diberikan 

oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

Disampingitu, peningkatan kualitas pelayanan public dilakukan untuk 

membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 

menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan 

pelayanan publik 

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya, maka terdapat indikator-indikator yang telah dilakukan 

guna meningkatkan kualitas layanan, yaitu: penetapan standar layanan, budaya 

pelayanan prima, dan penilaian kepuasan terhadap layanan. 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menetapkan standar pelayanan 

melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 

W13-A/0497/HK.05/2/2019, tanggal 1 Februari 2019, tentang standar pelayanan 

pengadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang kemudian 

dimaklumatkan dan disosialisasikan kepada pencari keadilan. Standar Pelayanan 

tersebut kemudian dijabarkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk 

setiap kegiatan pelayanan,  SOP ini dibuat agar masyarakat pencari keadilan 

secara transparan bias mengetahui proses, waktu dan biaya dari setiap pelayanan 

Peradilan. Secara berkala SOP tersebut dievaluasi dan direviu untuk disesuaikan 

dengan kenyataan di lapangan. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan public kepada masyarakat, 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga telah menyediakan kompensasi 

pelayanan yang mana sebelum pembangunan Zona Integritas belum dilakukan.  
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Kompensasi ini diberikan jika mengalami keterlambatan dalam 

pelayanan / tidak sesuai dengan janji  layanan. Adanya kompensasi ini dalam 

rangka mewujdkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas 

penyelenggaran pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan 

kewajiban berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan. Adapun 

kompensasi yang diterima berupa souvenir.  

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga telah menetapkan peraturan 

tentang pemberian reward and punishment kepada petugas pelayanan, apabila ada 

kesalahan dalam pelayanan, reward diberikan setiap tahun dengan kriteria yang 

juga telah ditentukan dan diatur dalam peraturan tersebut. 

Untuk membangun budaya pelayanan prima, dalam Pembangunan Zona 

Integritas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah membentuk tim pelayanan 

terpadu satu pintu yang beranggotakan para petugas pelayanan sebagai ujung 

tombak dalam pelayanan, tim tersebut telah diberi pendidikan dan pelatihan 

khusus mengenai pelayanan prima, bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri 

Surabaya. 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menerapkan“5 S” yaitu 

Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun dalam melayani masyarakat baik pihak 

berperkara maupun masyarakat umum yang dating untuk mencari informasi 

pelayanan hukum. Slogan ini sangat efektif untuk diterapkan agar masyarakat 

memperoleh tingkat kepuasan. Secara teori ‘senyum’ merupakan simbol universal 

dari keramahtamahan. Setiap interaksi yang dilakukan dengan ramah dan penuh 

ketulusan serta sapaan dan salam yang sopan akan membuat masyarakat 

merasakan suasana nyaman saat berada di Kantor Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya. Dengan adanya sikap ini tentu memberikan harapan dan dorongan 

kepada masyarakat tersebut untuk menyampaikan hal-hal baik yang dialaminya 
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kepada 

orang lain saat memperoleh pelayanan dari 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.  

 

Budaya Pelayanan Prima harus dilakukan dan dijaga secara 

berkesinambungan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian setiap individu / petugas 

pelayanan agar mampu berkomunikasi yang baik, memiliki kompetensi, mampu 

memberikan respon yang cepat, aksesibilitas yang mudah, berintegritas, konsisten 

dengan apa yang telah dilakukan, dan sopan santun dalam bertutur kata maupun 

tindakan.  

Kualitas pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah 

mengalami banyak perbaikan dari segi sarana prasarana maupun dari segi inovasi 

pelayanan. Saat ini telah dibentuk sarana pelayanan terintegritas, yaitu Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP)  dengan jenis pelayanan berupa meja informasi, meja 

pengaduan, layanan administrasi perkara dan layanan administrasi umum, dengan 

didukung peralatan dan aplikasi-aplikasi inovasi berbasis teknologi informasi 

yang dibuat sendiri oleh tenaga ahli IT Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

Sebelum Pembangunan Zona Integritas, pelayanan kepada masyarakat di 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya masih bersifat parsial. 

Untuk memperbaiki kualitas layanan, dalam Pembangunan Zona 

Integritas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadakan survey Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkala setiap enam bulan sekali, dimana 

sebelumnya belum dilakukan secara berkala. IKM merupakan tolak ukur untuk 

menilai tingkat kualitas pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam Permen 

PANRB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat untuk 

penyelenggara pelayanan publik. Hasil survey IKM tentunya menjadi bahan 
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masukan 

dan evaluasi untuk melakukan perbaikan terhadap 

unsure pelayanan tertentu. Setiap unsure hasil survey 

yang dievaluasi bernilai rendah langsung ditindaklanjuti dengan memperbaiki 

unsure tersebut, sedangkan untuk unsur yang bernilai baik atau sangat baik juga 

ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas dari unsur tersebut. 

Disamping itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga secara berkala 

melakukan survey indeks persepsi korupsi terhadap penerima layanan, untuk 

mengetahui sejauh mana persepsi tindakan korupsi aparat Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya. Berdasarkan hasil survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 

tersebut dilakukan evaluasi untuk perbaikan.  

Penilaian Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) merupakan salah satu agenda penting Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

Hal ini dikarenakan perbaikan pelayanan sangat penting untuk memperoleh 

kepuasan masyarakat. Selanjutnya hasil survey IPK dan IKM di publikasikan di 

Media Sosial sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan 

informasi. 

Untuk menunjang proses Survey Indeks Kepuasan Masyarakat maupun 

Indeks Persepsi Korupsi, telah dilakukan inovasi melalui aplikasi berbasis online, 

sehingga data yang diperoleh lebihcepat dan akurat, juga akan memudahkan 

dalam proses rekapitulasi dan laporannya. Untuk survey harian juga telah 

diciptakan aplikasi inovasi yang dapat langsung diinput oleh para pengguna 

layanan PTA Surabaya melalui website, demikian juga untuk pengguna layanan 

yang dating langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, begitu selesai 

menerima layanan akan dapat mengisi survey harian cukup dengan sentuhan di 

menu pilihan. 
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Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk 

pengukuran pelaksanaan pada area ini telah melakukan peningkatan dan evaluasi 

meja informasi sebagai sarana melayani masyarakat dan stakeholder memberikan 

informasi secara langsung, menyediakan nomor telepon dan email 

pengaduan,kotak saran yang ditempatkan di sekitar kantor serta memberikan 

pembinaan secara terus menerus kepada Pengadilan Agama di wilayah Jawa 

Timur. Meskipun tahun 2020 karena pandemi covid, tetapi pembinaan dilakukan 

dengan berbagai cara dan inovasi media. Hal ini untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas penyelesaian perkara dan non perkara dilingkungan 

Pengadilan Agama. 
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BAB VI  

PENGAWASAN 
 

 

Pengawasan (controlling) merupakan salah satu fungsi pokok manajemen 

untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat 

berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. 

Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pelaksanaan 

tugas administrasi dan keuangan serta pengawasan internal atas tingkah laku hakim 

dan aparatur peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.  

Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyyah  Aceh  merupakan 

Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, 

mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan pada pengadilan di bawahnya. 

Dalam rangka melaksanakan pengawasan bidang dan pengawasan daerah 

terhadap Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Jawa Timur, untuk tahun 2020, 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, semula dengan Keputusan Nomor W 13-

A/0293/PS01/SK/1/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang kemudian diubah beberapa 

kali untuk menyesuaikan dengan mutasi Hakim Tinggi, terakhir dengan Keputusan 

Nomor W13-A/5324/PS.01/SK/12/2020, tanggal 30 Desember 2020, telah menunjuk 

Hakim Tinggi Pengawas Bidang Dan Pengawas Daerah sebagai berikut:  

HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG 

NAMA PENGAWASAN KETERANGAN 

H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum. 

(Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya). 

Koordinator Pengawas  

Drs. H.M. Kamil Khatib, SH, MH Program Kerja Pembinaan 

SDM 

BIDANG MANAJEMEN 

PERADILAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK Drs. H. Abd. Munir S., SH Pelayanan Publik Website dan 

Information Desk 

Drs. H. Arfan Muhammad, SH, 

M.Hum. 

Prasarana IT 

Drs. H. Muzni Ilyas, SH, MH Penanganan pengaduan dan 

permasalahan hukum 

Hj. Atifaturrahmaniyah, SH, MH Upload putusan dan 

pengiriman salinan putusan 

Drs. H. Nanang Faiz Prosedur penerimaan perkara BIDANG 

ADMINISTRASI 

PERKARA 
Drs. H. Mas’ud Laporan perkara 

H. Supangkat, SH, M.Hum Arsip berkas perkara 

Drs. H. Sugito Musman, SH Register Perkara 

Drs. H. Asrofin Sahlan, MH Register perkara 

H. Basuni, SH, MH Keuangan perkara 

Drs. H. Hasan Bisri, SH, MH Monitoring tabayyun dan e-

court 
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Dr. H. Syamsul Anwar, SH, MH SIPP BIDANG 

ADMINISTRASI 

PERSIDANGAN 
  

Drs. H. Sukkri, SH, MH PMH, PHS (Bindalmin) dan 

Catatan sidang 

Dr. Hj. Hasnawati Abdullah, SH, MH Minutasi dan pemberkasan 

Drs. H. Mahmudi, MH Minutasi dan pemberkasan 

Drs. H. Mahmud, SH, MH Tata persuratan ADMINISTRASI UMUM 

Drs. H. Nur Khazim, MH Kepegawaian/Sikep 

Drs. Moh. Yasya, SH, MH Keuangan dan realisasi DIPA 

Sulhan, SH, M.Hum Inventaris dan SIMAK BMN 

Drs. H. Solihun, SH, MH Perpustakaan 

Drs. H. Idham Khalid, SH, MH Kebersihan lingkungan 

 

HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH 

NAMA HAKIM TINGGI DAERAH PENGAWASAN KETERANGAN 

H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum. 

(Wakil Ketua Penngadilan Tinggi 

Agama Surabaya). 

 Koordinator Pengawas 

Drs. H. Hasan Bisri, SH, MH PA Surabaya 

PA Kab. Malang 

 

Drs. H. Mahmud, SH, MH PA Sidoarjo 

PA Bangkalan 

 

Drs. H.M. Kamil Khatib, SH, MH PA Pacitan 

PA Ponorogo 

 

Drs. H. Nur Khazim, MH PA Bojonegoro 

PA Lamongan 

 

Drs. H. Abd. Munir S., SH PA Banyuwangi 

PA Situbondo 

 

Sulhan, SH, M.Hum PA Lumajang 

PA Probolinggo 

 

Drs. H. Idham Khalid, SH, MH PA Kab. Kediri 

PA Kota Kediri 

 

Drs. H. Solihun, SH, MH PA Gresik 

PA Bawean 

 

Dr. H. Syamsul Anwar, SH, MH PA Kota Malang  

Drs. H. Arfan Muhammad, SH, M.Hum PA Jember  

Drs. H. Nanang Faiz PA Magetan 

PA Ngawi 

 

H. Supangkat, SH, M.Hum PA Tulungagung 

PA Trenggalek 

 

Drs. H. Mas’ud PA Blitar  

Drs. H. Muzni Ilyas, SH, MH PA Bondowoso 

PA Kraksaan 

 

Drs. H. Sugito Musman, SH PA Pamekasan 

PA Sampang 

 

Drs. H. Mahmudi, MH PA Pasuruan 

PA Bangil 

 

Dr. Hj. Hasnawati Abdullah, SH, MH PA Jombang 

PA Mojokerto 

 

H. Basuni, SH, MH PA Kab Madiun  

Hj. Atifaturrahmaniyah, SH, MH PA Nganjuk 

PA Kota Madiun 
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Drs. H. Sukkri, SH, MH PA Tuban  

Drs. Moh. Yasya, SH, MH PA Sumenep 

PA Kangean 

 

 

Dalam tahun 2020 diprogramkan untuk melakukan pengawasan bidang 

pada bulan Juni dan Desember 2020, dan pengawasan daerah meliputi 37 satuan 

kerja, dengan rencana realisasi  pada bulan Juni 2020 sebanyak 19 satuan kerja dan 

pada bulan Desember 2020 sebanyak 18 satuan kerja.  

A. PENGAWASAN  INTERNAL 

Pengawasan Bidang 

Pengawasan bidang  dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 10 Juli 2020 

secara serentak meliputi Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik, 

Bidang Administrasi Perkara, Bidang Administrasi Persidangan dan Bidang 

Administrasi Umum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik,  

Pengawasan Bidang Administrasi Manajemen Peradilan dan Pelayanan 

Publik dilakukan oleh Drs. M. Kamil Khatib, SH, MH (Program Kerja/Pembinaan 

SDM), Drs. Abd. Munir S., SH dan Drs. H. Mahmud, SH, MH (Pelayanan Publik, 

Website dan Meja Informasi,  Drs. H. Arfan Muhammad, SH, MH (Prasarana 

IT.), Drs. H. Muzni Ilyas, SH, MH dan Drs. H. Muhtarom (Penanganan 

Pengaduan dan Permasalahan Hukum), Drs. H. Aridi, SH,M.Si. (upload Putusan), 

dan Dra. Hj. Zulaecho, MH (Pengiriman Salinan Putusan), dengan temuan yang 

pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Dalam program kerja tidak dicantumkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 

Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam landasan yuridis. 

2. Dalam Program Kerja PTA Sby tahun 2020 belanja modal hanya 2 unit PC 

Komputer untuk Panitera, tapi kenyataannya ada pengadaan 2 unit AC baru 

di Ruang Hakim Atas. 

3. Program Kerja halaman 17 angka 3.2 - 3.5 tidak ada ketentuan jadwal waktu 

dan penanggung jawab. 
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4. Uraian tugas 

masing-masing Pegawai/Hakim, masih 

bersifat konsep belum ditandatangani oleh Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,  yang lama dan baru, sehingga uraian 

tugas masing-masing pegawai/hakim  belum diserahkan kepada 

Pegawai/Hakim yang bersangkutan; 

5. Tidak ada jadwal pengawasan bidang  dan pengawasan ke daerah  yang 

dibuat pada awal tahun. 

6. Belum terdapat papan proses penerimaan perkara Tingkat Pertama, Banding,  

Kasasi, dan PK. 

7. Belum ada papan  daftar nama  pejabat struktural yang berisi keterangan ada / 

keluar  yang ditempatkan di lobi /ruangan tunggu.         

8. Kondisi rincian biaya proses perkara Banding  yang terpasang di ruang 

tunggu dibuat pada tahun 2018 masih mengacu pada aturan  lama  yang 

tercantum adanya  biaya komsumsi persidangan. 

9. Penataan Ruangan  Panitera Pengganti khususnya  meja-meja dan printer 

tidak teratur,  meja pejabat  kepaniteraan (Panmud)  tidak terpisah dengan 

ruangan Panitera Pengganti lainnya, sehingga sulit dibedakan meja pejabat ( 

Panmud), dengan meja  Panitera Pengganti lainnya.  

10. Bahwa   belum  seluruh Pegawai/Hakim  secara    tertib memakai tanda 

pengenal sebagai bukti jati diri. 

11. Register permohonan  Informasi  tahun 2019, belum diprint out melalui 

aplikasi, belum dibuat dalam bentuk buku/dijilid  sebagai pengganti buku 

Register permohonan Informasi dan belum ditandatangani  oleh pejabat 

informasi untuk menutup buku tersebut; 

12. Blangko-blangko permohonan informasi telah dibuat, tapi belum lengkap 

sesuai petunjuk KMA 1-144 tahun 2011  dan  pemohon informasi yang telah 

menulis dan mencatat identitas dalam blangko yang disiapkan, tidak diberi 

bukti pendaftaran Nomor kontak serta  maksud dan tujuan permohonan 

Informasi,  namun  Petugas  Meja Informasi, tidak memberikan  nomor 

pendaftaran  kepada Pemohon informasi  sesuai dengan nomor pendaftaran 

dalam Register Informasi; 
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13. Petugas Meja 

Informasi  tidak membuat laporan  rekap 

jumlah pemohon informasi setiap bulan  untuk 

dilaporkan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(Pimpinan PTA Surabaya); 

14. Surat Keputusan tentang biaya permohonan Informasi  belum dibuat yang   

memuat tentang biaya penggandaan/fotokopi per lembar, biaya transpor bagi 

petugas yang melakukan penggandaan.         

15. Dan setiap Menu Bar tersebut telah memuat Sub-sub Menu serta konten, 

namun ada beberapa konten yang  belum diisi secara lengkap  antara lain  

yaitu: 

16. Dalam Konten Pengumuman  LHKPN,   Ketua, Wakil Ketua  Hakim, 

Panitera/Panitera Pengganti dan Sekretaris/Kasubag, masih ada yang belum 

diumumkan  LHKPN yang telah diverifikasi oleh KPK, dan sebagian hanya 

bukti penerimaan laporan dari KPK  yang ditampilkan ; 

17. Konten  peraturan perundangan  dalam web PTA tidak bisa terbuka dan tidak 

disusun secara hierarki  diurut sesuai peraturan yang lebih tinggi; 

18. Konten  peraturan perundang-undangan Ekonomi Syariah kurang lengkap,  

belum ada  Putusan Mahkamah Konstitusi No.93 /PUU-X/2012  Tahun 2012  

tentang Perbankan Syariah.  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Perma No. 

2 tahun 2008 ). 

19. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan dalam  konten web  PTA, 

tidak disusun sesuai hierarki peraturan perundang-undangan yaitu mulai dari 

peraturan yang lebih tinggi sampai yang lebih rendah; 

20. Pada ruang sidang tidak tersedia CCTV yang merupakan kelengkapan dan 

temuan dari asesmen Internal Mahkamah Agung RI.  

21. Seringkali terjadi masalah pada beberapa unit komputer dan laptop, baik yang 

ada di Bagian Kepaniteraan maupun di Bagian Kepegawaian yang koneknya 

lambat, terkena virus, gangguan jaringan, dan permasalahan lainnya; 

22. Terdapat beberapa komputer/Personal Computer (PC) yang kondisinya sudah 

cukup lama (tua) dan perlu peremajaan (penggantian unit) di bagian 

Kepaniteraan, Bagian Umum dan Rumah Tangga, di Bagian Kepegawaian, 

seringkali terjadi masalah, sering mati, dll. 
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23. Di bagian 

Kepaniteraan untuk keperluan alih media arsip 

perkara mesin scenner yang tersedia saat ini hanya 

menggunakan mesin fotocopy, padahal di PTA Surabaya perkara yang masuk 

tertinggi di Indonesia dan berkas bandingnya rata-rata tebal-tebal; 

24. Sering kali dialami oleh Para Hakim Tinggi bahwa konsep putusan yang 

langsung dikerjakan di ling putusan mengalami trobel dan bahkan hilang; 

25. 2 (dua) buah Printer yang tersedia pada ruang PTSP sudah rusak  

26. Ruangan server sempit dan jaringan kabel LAN dari server ke seluruh 

ruangan atau gedung tidak tertata dengan baik. 

27. Jaringan internet kurang terkoneksi dengan baik.  

28. Pengaduan yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak 

dimasukkan ke dalam aplikasi sistem informasi Badan Pengawasan oleh 

petugas yang menerima pengaduan. 

29. Ada pemeriksaan pengaduan dilakukan oleh seorang Hakim Tinggi dan 

dibantu oleh seorang Panitera Pengganti. 

30. Pengaduan Nomor Agenda Satker:W13-A/4353/PS.00/12/2019,   

menyangkut pemeriksaan perkara Nomor 2178/Pdt.G/2019/PA.Kdr. setelah 

diperiksa tidak terbukti kebenaran laporan/pengaduan pelapor, tetapi tidak 

ada pernyataan pengaduan ditutup dan diikuti dengan pemulihan nama baik, 

kedudukan, harkat dan martabat terlapor  dalam bentuk surat keterangan yang 

dikeluarkan oleh  Kepala Badan Pengawasan. 

31. Nomor Agenda Satker Nomor ST:W13-A/1381/PS.00/3/2020 tidak 

dimasukkan ke dalam aplikasi sistem informasi Badan Pengawasan oleh 

petugas yang menerima pengaduan. 

32. Ada pemeriksaan pengaduan pelanggaran kode etik ini tidak didahului 

dengan telaah pengaduan. 

33. Dalam laporan hasil pemeriksaan Nomor W13-A/1381/PS.00/3/2020, tidak 

ditemukan nama pelapor dan juga tidak ditemukan laporannya. 

34. Ada Pemeriksaan dilakukan oleh dua orang Hakim Tinggi dibantu oleh 

seorang Panitera Pengganti. 
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35. Perkara yang 

terlambat dipublikasikan sehingga mengurangi 

hak para pencari keadilan untuk mengetahui kapan 

perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

1. Nomor   11/Pdt.G/2020/PTA.Sby   2 hari 

2. Nomor   19/Pdt.G/2020/PTA.Sby   2 hari 

3 Nomor   27/Pdt.G/2020/PTA.Sby   2 hari 

4. Nomor   48/Pdt.G/2020/PTA.Sby   2 hari 

5. Nomor   61/Pdt.G/2020/PTA.Sby   2 hari 

6. Nomor   67/Pdt.G/2020/PTA.Sby   2 hari 

7. Nomor   74/Pdt.G/2020/PTA.Sby   2 hari 

8. Nomor   81/Pdt.G/2020/PTA.Sby   2 hari 

9. Nomor   82/Pdt.G/2020/PTA.Sby   2 hari 

10. Nomor   87/Pdt.G/2020/PTA.Sby   2 hari 

11. Nomor   99/Pdt.G/2020/PTA.Sby   2 hari 

12. Nomor 105/Pdt.G/2020/PTA.Sby   2 hari 

13 Nomor   38/Pdt.G/2020/PTA.Sby   2 hari 

14. Nomor   73/Pdt.G/2020/PTA.Sby   3 hari 

15. Nomor   86/Pdt.G/2020/PTA.Sby   3 hari 

16. Nomor 111/Pdt.G/2020/PTA.Sby   3 hari 

17. Nomor 115/Pdt.G/2020/PTA.Sby   3 hari 

18. Nomor 118/Pdt.G/2020/PTA.Sby   3 hari 

19. Nomor   04/Pdt.G/2020/PTA.Sby   4 hari 

20.. Nomor   46/Pdt.G/2020/PTA.Sby   4 hari 

21. Nomor   53/Pdt.G/2020/PTA.Sby   4 hari 

22. Nomor   68/Pdt.G/2020/PTA.Sby   4 hari 

23. Nomor   08/Pdt.G/2020/PTA.Sby   5 hari 

24. Nomor 167/Pdt.G/2020/PTA.Sby   5 hari 

25. Nomor 177/Pdt.G/2020/PTA.Sby   5 hari 

26 Nomor   91/Pdt.G/2020/PTA.Sby   6 hari 

27. Nomor   95/Pdt.G/2020/PTA.Sby   6 hari 

28. Nomor 120/Pdt.G/2020/PTA.Sby   6 hari 

29. Nomor 153/Pdt.G/2020/PTA.Sby   6 hari 

30. Nomor 154/Pdt.G/2020/PTA.Sby   6 hari 

31. Nomor   20/Pdt.G/2020/PTA.Sby   7 hari 

32. Nomor   32/Pdt.G/2020/PTA.Sby   7 hari 

33. Nomor   39/Pdt.G/2020/PTA.Sby   7 hari 

34. Nomor   72/Pdt.G/2020/PTA.Sby   7 hari 

35. Nomor 133/Pdt.G/2020/PTA.Sby   7 hari 

36. Nomor 144/Pdt.G/2020/PTA.Sby   7 hari 

37. Nomor   12/Pdt.G/2020/PTA.Sby   8 hari 

38. Nomor 112/Pdt.G/2020/PTA.Sby   8 hari 

39 Nomor 136/Pdt.G/2020/PTA.Sby   8 hari 

40. Nomor   92/Pdt.G/2020/PTA.Sby   9 hari 

41. Nomor   94/Pdt.G/2020/PTA.Sby   9 hari 

42. Nomor 104/Pdt.G/2020/PTA.Sby   9 hari 

43. Nomor 124/Pdt.G/2020/PTA.Sby 13 hari 

44. Nomor   30/Pdt.G/2020/PTA.Sby 22 hari 

45. Nomor   35/Pdt.G/2020/PTA.Sby 22 hari 

46. Nomor 159/Pdt.G/2020/PTA.Sby 24 hari 

47. Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.Sby 32 hari 

48. Nomor   44/Pdt.G/2020/PTA.Sby 68 hari 
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36. Perkara yang 

terlambat diputus sehingga mengurangi hak 

para pencari keadilan untuk mendapatkan haknya serta 

mengetahui kapan perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

   

1. 

Nomor    

40/Pdt.G/2020/PTA.Sby 

    1 

hari 

   

2. 

Nomor    

38/Pdt.G/2020/PTA.Sby. 

    4 

hari 

   

3. 

Nomor    

29/Pdt.G/2020/PTA.Sby 

    8 

hari 

   

4. 

Nomor  

140/Pdt.G/2020/PTA.Sby 

    9 

hari 

   

5. 

Nomor  

468/Pdt.G/2019/PTA.Sby 

  22 

hari 

   

6. 

Nomor    

77/Pdt.G/2020/PTA.Sby 

  29 

hari 

 

37. Pengiriman salinan putusan perkara banding ke Pengadilan Agama terdapat 

16 perkara yang melebihi waktu yang ditetapkan dalam SOP (5 hari kerja 

atau 7 hari kalender) dengan rincian sebagai berikut: 

No Nomor perkara Melebihi 

Waktu 

1 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby 18 hari 

2 39/Pdt.G/2020/PTA.Sby. 8 hari 

3 51/Pdt.G/2020/PTA.Sby. 8 hari 

4 57/Pdt.G/2020/PTA.Sby. 23 hari  

5 77/Pdt.G/2020/PTA.Sby. 11 hari 

6 92/Pdt.G/2020/PTA.Sby. 9 hari  

7 104/Pdt.G/2020/PTA.Sby 9 hari 

8 112/Pdt.G/2020/PTA.Sby 8 hari 

9 136/Pdt.G/2020/PTA.Sby 8 hari 

10 124/Pdt.G/2020/PTA.Sby 8 hari 

11 133/Pdt.G/2020/PTA.Sby 9 hari 

12 144/Pdt.G/2020/PTA.Sby 8 hari 

13 109/Pdt.G/2020/PTA.Sby 15 hari 

14 157/Pdt.G/2020/PTA.Sby 8 hari 

15 159/Pdt.G/2020/PTA.Sby 13 hari 

16 165/Pdt.G/2020/PTA.Sby 13 hari 

Bidang Administrasi Perkara 

Pengawasan Bidang Administrasi PerkR dilakukan oleh Drs. H.Nanang 

Fais, Drs. H. Mas’ud, H.Supangkat, SH,M.Hum., Drs. H. Sugito Musman, SH, 

Drs. H. Asrofin Sahlan, MH, H. Basuni, SH, MH, Drs. Moh. Yasya, SH, MH, dan 

Drs. H. Hasan Bisri, SH,  MH, dengan temuan yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

1. Petugas penerima berkas perkara banding tidak ada Surat Keputusan (SK) 

dari keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 
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2. Pada laporan 

perkara bulan Maret 2020, dalam L II PA 1 

sisa perkara tertulis 65 perkara dan perkara diterima 

tertulis 47 perkara, tapi dalam L II PA 2 sisa perkara tertulis 50 perkara dan 

perkara diterima tertulis 62 perkara. 

3. Pada laporan perkara bulan Maret 2020, dalam RK 8b realisasi bulan ini 

tertulis 108.244.000, tapi pada laporan perkara bulan April 2020, dalam RK 

8b realisasi bulan lalu tertulis 109.412.000. 

4. Pada laporan perkara bulan Maret 2020, dalam RK 8c realisasi bulan ini 

tertulis 375.560.169, tapi pada laporan perkara bulan April 2020, dalam RK 

8c realisasi bulan lalu tertulis 367.981.920. 

5. Pada laporan perkara bulan Januari 2020, dalam RK MA sisa perkara gugatan 

bulan ini tertulis 14.062, tapi pada laporan perkara bulan Pebruari 2020, 

dalam RK MA sisa perkara gugatan bulan lalu tertulis 14.060. 

6. Pada laporan perkara bulan Maret 2020, dalam RK MA sisa perkara gugatan 

bulan ini tertulis 12.099, tapi pada laporan perkara bulan April 2020, dalam 

RK MA sisa perkara gugatan bulan lalu tertulis 12.101. 

7. Terjadi banyak revisi pada laporan bulanan, yaitu bulan Maret 2020 terdiri 

dari RK 7a, RK 7b, RK 8b, RK 8c, RK 10, bulan April 2020 terdiri dari RK 

4, RK 7b, RK 8a, RK 8c, RK 10 dan bulan Mei 2020 terdiri dari RK 4. 

8. Kalau akan menuju ke ruang arsip berkas perkara, harus melalui/melewati 

pintu ruangan Keuangan dan Pelaporan. 

9. Ruangan arsip berkas perkara terasa pengap, masih kurangnya penerangan 

(listriknya mati),  kurangnya ventilasi udara, ruangan tidak ber-AC, tidak ada 

pengharum ruangan (mis. Kapur barus …dsb.) dan masih adanya almari arsip 

kepegawaian,  buku-buku laporan perkara dan brankas perkara diruangan 

arsip berkas perkara; 

10. Masih belum tersedianya meja, dan laptop untuk petugas diruang arsip berkas 

perkara; 

11. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu petugas khusus yang 

menangani arsip  berkas perkara. 
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12. Ada 5 (lima) buah 

almari arsip berkas perkara, yang 3 (tiga) buah 

berisi arsip perkara  kanan kiri (double) = 6 rak,  dan 

yang 2 (dua) buah engkel, dan semuanya sudah terisi penuh arsip berkas 

perkara yang terdiri : 

13. Register perkara tingkat banding sejak bulan Nopember 2019 sudah memakai 

sistim  E register, akan tetapi pengisian oleh petugas   Eregister belum bisa 

dilaksanakan tepat  waktu utamanya  pengisian dapa kolom 13 yaitu tentang 

tanggal pemberitahuan putusan oleh Pengadilan Agama pada pihak,  berikut 

data perkara putus dan tanggal pemberiatahuan putusan oleh Pengadilan 

Agama kepada para pihak: 

14. Perkara putus Januari 2020, putus 34 perkara belum ada pemberitahuan 

putusan oleh Pengadilan Agama  pada para pihak 8 perkara. 

15. Perkara putus bulan Februari 2020 putus 28 perkara belum ada 

pemberitahuan putusan oleh Pengadilan Agama kepada pihak 20 perkara. 

16. Perkara putus bulan Maret 2020 putus 37 perkara belum ada pemberitahuan 

putusan oleh Pengadilan Agama pada para pihak 30 perkara. 

17. Perkara putus bulan April 2020 putus 57 perkara belum ada pemberitahuan 

putusan oleh Pengadilan Agama  pada para pihak 37 perkara. 

18. Perkara putus bulan Mei 2020 putus 47 perkara belum ada  pemberitahuan 

putusan oleh Pengadilan Agama  pada para pihak 35 perkara. 

19. Perkara putus bulan juni 2020 putus 47 perkara belum ada pemberitahuan 

putusan pada pihak 28 perkara. 

20. Dalam buku bantu biaya pemberkasan ATK tahun 2019 dalam lembar 

keterangan belum ditulis jumlah halaman. 

21. Ditemukan pada kulit depan register kalimat “ Buku Pembantu Bank “ 

untuk register tahun 2019 dan Tahun 2020. 

22. Bon penerimaan alat tulis kantor sudah dibuat dengan tertib, akan tetapi 

dalam formulir ysng tersedia kebanyakan hanya ditanda tangani oleh 

penerima barang namun tidak ditanda tangani oleh Pengelola barang. 

23. Kegiatan opname stok barang dibuat oleh petugas pengelola barang setiap 

triwulansekali sebelum dilaksanakan belanja barang Triwulan berikutnya, 
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akan tetapi untuk  

kegiatan Triwulan II ( April – Juni 2020 ) 

belum dibuat laporannya. 

24. Pelaporan Perkara Bulanan belum mewadahi pelaporan E-Court dan E-

Litigasi, dan hanya dilaporkan jika ada permintaan 

25. Pendaftaran perkara melalui E-Court dapat diterima di luar jam kerja (hari 

libur), hal tersebut akan menjadi kendala jika terjadi pada akhir bulan, salah 

satunya adanya selisih saldo pada rekening di Bank dengan laporan keuangan 

perkara 

26. Tidak dapat mengembalikan sisa panjar secara otomatis dari BANK untuk 

perkara e-court 

27. Aplikasi E-Court belum bisa mengakomodir keinginan pihak untuk 

melakukan pencabutan perkara secara elektronik sebelum ada jawaban. 

28. Berbagai permasalahan pada proses E-Payment, antara lain : tidak bisa 

regenerate nomor rekening virtual account untuk pembayaran, status perkara 

sudah terbayar padahal para pihak belum membayar, menu cek pembayaran 

tidak berfungsi, dll. 

29. Tidak ada template permohonan bantuan PBT dan Ikrar Talak delegasi 

Keluar di SIPP. 

30. Kurangnya SDM Pengadilan yang memahami ketentuan dan prosedur 

penyampaian dokumen panggilan / pemberitahuan bagi pihak berperkara di 

luar negeri (Rogatori). 

31. Belum menguasai standardisasi Surat Rogatori dan Surat Penyampaian 

Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata. 

Bidang Administrasi Persidangan  

Pengawasan Bidang Administrasi Persidangan dilakukan oleh   Dr. H. 

Syamsul Anwar, SH, MH  (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), Drs. H. Moch. 

Sukkri, SH,MH, (Pengawas Bidang PMH, PHS  Pola Bindalmin), Dr. Hj. 

Hasnawaty Abdullah, SH, MH dan Drs. H. Mahmudi, MH,  (Pengawas Bidang 

Minutasi dan Pemberkasan), dengan temuan-temuan yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

1) Aplikasi SIPP Tingkat Banding belum sempurna untuk integrasi ke Direktori 

Putusan. 
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2) Pada aplikasi SIPP 

Tingkat Banding belum ada template Surat 

Penerimaan dan Registrasi Perkara Banding.  

3) SIPP Tingkat Banding belum update pada website Mahkamah Agung.  

4) Kolom pertimbangan hukum Aplikasi SIPP Tingkat Banding terkadang gagal 

memuat semua pertimbangan hukum. 

5) Hasil Upload dari SIPP Tingkat Banding data/nama para pihak muncul.    

6) Dalam aplikasi SIPP Tingkat Banding tidak ada link ke Putusan Tingkat 

Pertama (Pengadilan, Nomor Register, Nomor dan tanggal Surat Pengantar). 

7) PHS perkara nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby. dibuat tanggal 13 Maret 2020 

namun pemeriksaan perkaranya ditetapkan akan dilaksanakan tanggal 20 

April 2020, sehingga tenggat waktu antara berkas diterima Majelis Hakim 

dengan persidangan pertama selama 30 hari. 

8) Berkas perkara nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Sby. dan  nomor 

13/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tidak terdapat lembar pendaftaran dan registrasi 

perkara banding yang berisi pemberitahuan penerimaan dan registrasi berkas 

perkara banding. 

9) Perkara nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Sby. diterima tgl 2 Januari 2020, didaftar 2 

Januari 2020 , namun Penetapan Majelis Hakim dibuat tgl 6 Januari 2020. 

sehingga waktu antara diterima dan didaftarkannya perkara dengan 

Penetapan Majelis Hakim selama 5 hari. 

10) Dari 11 (sebelas) berkas ditemukan 4 (empat) berkas perkara belum  sesuai 

petunjuk Buku II yaitu nomor 08/Pdt.G/2020/PTA.Sby, 

15/Ptd.G/2020/PTA.Sby,  123/Pdt.G/ 2020/PTA.Sby, dan 

159/Pdt.G/2020/PTA.Sby, yaitu seperti: susunan tidak kronologis dan tidak 

seragam,  seperti  ada melampirkan putusan dan salinannya dan ada yang 

tidak. 

11) Dari 11 (sebelas)  berkas telah terminutasi one day minut akan tetapi semua 

berkas tersebut pemberkasan atau penyerahan berkas untuk diarsipkan tidak 

tepat waktu, bahkan berkas nomor 123/Pdt.G/2020/PTA.Sby setelah minut 2 

(dua) bulan lebih 4 (empat) hari baru diserahkan. 
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Bidang Administrasi Umum 

Pengawasan Bidang Administrasi Umum dilakukan oleh 

Drs. H. M. Badawi, SH, MH, Drs. H. Nur Khazim, MH, Drs. H. M. Nahiruddin, 

SH, MH, Drs. H. M. Abd. Rohim, SH, MH, Drs. H. Solihun, SH, MH, dan Drs. 

H. M. Roehan El Ghani, SH dengan temuan-temuan yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

1. Dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 

06 Mei 2020 tertulis nomor surat W13-A/0557/PS.01/SK/5/2020 dimana  

dalam nomor surat tersebut terdapat 6 kolom yang salah satu kolomnya 

terdapat huruf “SK”. 

2. Surat dengan nomor W13-A/2536/HK.05/6/2020 tidak bisa diupload oleh 

pegawai yang menangani surat keluar di Aplikasi Suramadu. 

3. Alat scan untuk surat masuk sering bermasalah jika surat yang mau discan 

masuknya agak banyak.  

4. Ruang kepegawaian kurang luas, sehingga almari tempat file dan data 

kepegawaian yang lain berada di ruang lain. 

5. Beberapa komputer dan laptop di ruang kepegawaian sering rusak. 

6. Daftar Urut Kepangkatan sudah ada namun dalam bentuk soft copy. 

7. Buku kendali kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala masing-masing 

peawai sudah dibuat akan tetapi dalam bentuk soft copy. 

8. Surat Keputusan Penunjukan  PPK,  Pejabat dan Penandatangan SPM, 

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola 

Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Nomor W13-

A/0244/KU.01/SK/1/2020 tanggal 2 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh 

Sekretaris sebagai KPA tidak  memakai  stempel dinas; 

9. Meja kerja  Bendahara Pengeluaran menyatu dalam ruangan kerja staf 

lainnya di ruangan Kasubag Keuangan dan Pelaporan; sehingga aktifitas 

kebendaharaan menjadi terganggu; 

10. Dokumen-dokumen bendahara pengeluaran tidak tersimpan secara baik dan 

aman pada rak-rak atau almari yang seharusnya disiapkan untuk itu; 

11. Pemeriksaan dan penutupan kas bendahara yang telah menggunakan aplikasi 

di file elektronik, pemeriksaannya belum berjalan sesuai ketentuan waktu-
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waktu pemeriksaan 

secara administratif utamanya yang berkaitan 

dengan pemeriksaan pengelolaan keuangan sesuai 

ketentuan; 

12. Proses perencanaan, penyusunan, sampai pada realisasi anggaran pendapatan, 

belanja dan pembiayaan negara khususnya pada tahun 2020, belum berjalan 

sesuai ketentuan yang berlaku tentang pengelolaan dan pertanggung-jawaban 

keuangan negara berdasarkan kenyataan belum maksimalnya penyerapan 

anggaran dari yang tersedia dalam DIPA 2020,  

13. Pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan negara harus dikelola secara 

terprogram dan terencana berdasarkan Term of reference, SOP, tugas-tugas 

yang diuraikan dalam SK Penunjukan Tim Keuangan sesuai ketentuan 

pengelolaan keuangan yang berlaku termasuk petunjuk teknis pengelolaan 

dari Menteri Keuangan dan Sekretaris Mahkamah Agung dan KPPN 

setempat; 

14. Publikasi dan porsentase serapan anggaran yang muda terbaca dan gampang 

didapat datanya  belum tersedia secara memadai, kalaupun ada dalam konten 

Web. Suramadu, yang ada secara manual ditempelkan di dinding bagian luar 

ruangan Kasubag Keuangan dengan  lembaran kertas berisi dana DIPA dan 

serapan  yang sulit terbaca ; 

15. Dana yang terserap dari DIPA 01 Dan DIPA 04 sebagaimana termuat dalam 

lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja s/d bulan Juli 

2020 (TRIWULAN II) belum mencapai 50% baik secara kolektif atas 

keseluruhan anggaran yang tersedia maupun penyerapan per MAK; 

16. Buku persediaan barang telah diselenggarakan dengan baik dan sesuai 

dengan keadaan barang, tetapi tanda bukti penerimaan  barang banyak belum 

ditanda tangani oleh Kasubag Rumah Tangga & Tata Usaha. 

17. Buku Barang Bersejarah belum ada. 

18. Bangunan Masjid belum ada sertifikat. 

19. Barang-barang inventaris terutama mebelair, banyak belum ada nomor kode 

barang. 

20. Daftar Barang Ruangan tidak sesuai dengan kondisi riil. 
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21. Pengadaan 

barang/mebelair meja hakim tahun 2019 

sebanyak 16 buah, tetapi dalam laporan aplikasi 

tercatat 15 buah.    

22. Buku Induk Perpustakaan, Buku Pengelompokan dan Buku Peminjaman 

(Buku Keluar) semuanya sudah ada dalam aplikasi perpustakaan PTA 

Surabaya yang tersimpan dalam sebuah laptop khusus untuk perpustakaan. 

Tetapi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu laptop tersebut dipinjam oleh Bagian 

Umum dan informasinya sekarang laptop tersebut dipakai oleh salah seorang 

Panitera pengganti, tetapi menurut Bagian Umum laptop tersebut sekarang 

ada di Bagian Umum karena aplikasi perpustakaan sedang diperbaiki dan 

diperkirakan sebulan lagi selesai. 

23. Jumlah buku yang sudah tercatat dalam register buku induk kira-kira ada 670 

buku, yang belum masuk dalam register buku induk ada 24 buku yang 

kesemuanya adalah buku kiriman yang baru. 

24. Ruang perpustakaan sering digunakan untuk sidang, rapat dan kegiatan lain 

yang tidak berhubungan dengan perpustakaan, bila sedang ada kegiatan-

kegiatan tersebut petugas perpustakaan sering diusir keluar dari ruangannya.   

25. Ada buku peminjaman manual yang dibuat sejak tahun 2016, tetapi hanya 

terdiri dari 3 (tiga) kolom yaitu : nomor urut, nama peminjam dan nama 

buku. Kolom tanggal peminjaman, tanggal pengembalian dan kolom tanda 

tangan tidak ada. 

26. Banyak barang-barang bekas pakai, tumpukan paving, besi-besi galvalum 

bekas, closed bekas, karpet bekas, plastik bekas, bak sampah, dan lain-lain, 

terkesan tidak rapi dan terlihat kumuh, tidak sedap dipandang. 

27. Banyak rumput liar merambat dari barat tembok merusak pohon di taman dan 

atap masjid, ada tumpukan material bekas, tumpukan paving bekas pakai, 

tumpukan selang air. Kedua material di atas mengganggu pengguna jalan ke 

masjid. 

28. Keadaan gudang terkesan kurang rapi, karena isi gudang berserakan, kardus 

kosong berserakan, barang-barang bekas pakai tidak tertata rapi. 

29. Dapur kurang rapi, terkesan kumuh, penataan alat masak campur aduk satu 

sama lain, ada helm motor dan jaket, ada karpet selalu digelar di dapur. 
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Pengawasan Daerah 

Pengawasan Daerah dilaksanakan pada bulan 

Februari 2020, Maret 2020, Agustus 2020, dan September 2020. 

Waktu pengawasan dan sasaran satuan kerja obyek pengawasan dilakukan karena 

kondisi yang mendesak berhubung adanya mutasi Ketua Pengadilan Agama yang 

berlangsung pada bulan-bulan tersebut, karena dengan mutasi pimpinan Pengadilan 

Agama tersebut maka harus dilakukan audit kinerja. Agar efisien maka dalam audit 

kinerja Ketua Pengadilan Agama yang mengalami mutasi tersebut, sekaligus 

dilakukan pengawasan daerah pada Pengadilan Agama yang terkait.  

Pada bulan Februari 2020 – September 2020 telah dilakukan pengawasan 

daerah dan audit kinerja terhadap 19 pengadilan agama, terdiri dari 4 pengadilan 

agama pada bulan Februari 2020, 4 pengadilan agama pada bulan Maret 2020, 1 

pengadilan agama pada bulan Juli 2020, 7 pengadilan agama pada bulan Agustus 

2020 dan 3 pengadilan agama pada bulan September 2020. Bahkan 3 pengadilan 

agama telah dilakukan audit kinerja dan pengawasan daerah 2 kali dalam tahun 

2020, yaitu PA Kab. Kediri, PA Lamongan dan PA Blitar, karena dalam kurun 

waktu tersebut dua kali Ketuanya mengalami mutasi. 

DAFTAR PENGAWASAN DAERAH PENGADILAN AGAMA TAHUN 2020 

No Tanggal PA TIM PENGAWAS Surat Tugas 

1 26-27 

Februari 2020 

PA Surabaya H. Basuni, SH, MH  

Rohmad Bahrudin, S.Kom, M.HP 

Dra. Hj. Suffana Qomah 

No. W13-

A/983/PS.00/2/2020 

Tg. 19 Februari 2020 

2 26-28 

Februari 2020 

PA 

Bondowoso 

Drs. H. Muzni Ilyas, SH, MH 

Dra. Sri Pratiwiningrum, MHES 

Irma Amalia, SE, SH 

No. W13-

A/983/PS.00/2/2020 

Tg. 19 Februari 2020 

3 26-28 

Februari 2020 

PA Jember H. Supangkat, SH, M.Hum. 

H. Mukalili, SH 

Rusmin Rapi, ST 

No. W13-

A/981/PS.00/2/2020 

Tg. 19 Februari 2020 

4 26-28 

Februari 2020 

PA Kab. 

Kediri 

H. Masruri Syuhadak, SH, MH 

Priyo Setyawan, S.Kom. 

Diah Anggraeni, SH, MH 

No. W13-

A/980/PS.00/2/2020 

Tg. 19 Februari 2020 

5 3-5 Maret 

2020 

PA 

Lamongan 

Drs. H. Nur Khazim, MH 

Dra. Hj. Chairussakinah Ady 

Isnayati, A.Md. 

No. W13-

A/982/HM.00/2/2020 

Tg. 19 Februari 2020 

6 3-5 Maret 

2020 

PA Kab. 

Malang 

Drs. H. Sholihun, SH, MH 

Mokhamad Kodi, SH, MH 

Chalimah Tuzuhro, SH 

No. W13-

A/984/PS.00/2/2020 

Tg. 19 Februari 2020 

7 3-5 Maret 

2020 

PA Blitar Drs. H. Roehan El Ghani, SH 

Lukmanul Hakim, SE, SH 

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag 

No. W13-

A/985/PS.00/2/2020 

Tg. 19 Februari 2020 

8 3-5 Maret 

2020 

PA Sumenep Drs. H.M. Badawi, SH, MH 

Drs. H. Sudarno, SH, MH 

Nur Sa’adah Muhammadh, SHI 

No. W13-

A/986/PS.00/2/2020 

Tg. 19 Februari 2020 

9 30 Juli 2020 PA Mojokerto Drs. H. Mohammad Yamin Awie, 

SH, MH 

No. W13-

A/2905/PS/7/2020 
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Hj. Siti Romiyani, SH, MH 

Agus Widyo Susanto, SH, MH 

Tg. 29 Juli  2020 

10 4-5 Agustus 

2020 

PA Kab. 

Kediri 

H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum. 

Dra. Sri Pratiwiningrum, MHES 

Lukmanul Hakim, SE, SH 

No. W13-

A/2928/PS.00/8/2020 

Tg. 30 Juli 2020 

11 6 Agustus 

2020 

PA Pasuruan Drs. Mahmudi, MH 

H. Agus Widyo Susanto, SH, MH 

Eva Ervina, SE, SH, MH 

No. W13-

A/2942/PS.00/8/2020 

Tg. 30 Juli 2020 

12 4-5 Agustus 

2020 

PA 

Lamongan 

Drs. H. Hasan Bisri, SH, MH 

Hj. Siti Romiyani, SH, MH 

Rohmad Bahrudin, S.Kom.MHP 

No. W13-

A/2936/PS.00/8/2020 

Tg. 30 Juli 2020 

13 4-6 Agustus 

2020 

PA 

Tulungagung 

H. Supangkat, SH, M.Hum. 

Hj. Chalimah Tuzuhro, SH 

Rusmin Rapi, ST, SH, MH 

No. W13-

A/2944/PS.00/8/2020 

Tg. 30 Juli 2020 

14 6-7 Agustus 

2020 

PA Sidoarjo Drs. H. Mahmud, SH, MH 

Mokhamad Kodi, SH, MH 

Dra. Hj. Suffana Qomah 

No. W13-

A/2934/PS.00/8/2020 

Tg. 30 Juli 2020 

15 4-6 Agustus 

2020 

PA Blitar H. Nahiruddin, SH, MH 

Dra. Hj. Chairussakinah Ady 

Irma Amalia, SE, SH 

No. W13-

A/2944/PS.00/8/2020 

Tg. 30 Juli 2020 

16 4-6 Agustus 

2020 

PA 

Bojonegoro 

Drs. H. Nur Khazim, MH 

Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, ME 

Ricky Riyanno, SE, SH 

No. W13-

A/2938/PS.00/8/2020 

Tg. 30 Juli 2020 

17 7-8 

September  

2020 

PA Bangil Drs. H. Mahmudi, MH 

Hj. Siti Romiyani, SH, MH 

Ika Karlina, SH, MH 

No. W13-

A/3399/PS.00/8/2020 

Tg. 3 September  2020 

18 21-22 

September 

2020 

PA 

Pamekasan 

Drs. H. Sugito Musman, SH 

Hj. Siti Romiyani, SH, MH 

Ricky Riyanno, SE, SH 

No. W13-

A/3526/PS.00/8/2020 

Tg.15 September  

2020 

19 21-22 

September 

2020 

PA Nganjuk Hj. Atifaturrahmaniyah, SH, MH 

H. Agus Widyo Susanto, SH, MH 

Chalimah Tuzuhro, SH 

No. W13-

A/3525/PS.00/8/2020 

Tg.15 September  

2020 

 

DAFTAR AUDIT KINERJA MUTASI KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUN 2020 

NO TANGGAL MUTASI TIM SURAT TUGAS 

1 26-27 

Februari 2020 

Ketua PA 

Surabaya 

H. Basuni, SH, MH  

Rohmad Bahrudin, S.Kom, M.HP 

Dra. Hj. Suffana Qomah 

No. W13-

A/983/PS.00/2/2020 

Tg. 19 Februari 2020 

2 26-28 

Februari 2020 

Ketua PA 

Bondowoso 

Drs. H. Muzni Ilyas, SH, MH 

Dra. Sri Pratiwiningrum, MHES 

Irma Amalia, SE, SH 

No. W13-

A/983/PS.00/2/2020 

Tg. 19 Februari 2020 

3 26-28 

Februari 2020 

PA Jember H. Supangkat, SH, M.Hum. 

H. Mukalili, SH 

Rusmin Rapi, ST 

No. W13-

A/981/PS.00/2/2020 

Tg. 19 Februari 2020 

4 26-28 

Februari 2020 

Ketua PA 

Kab. Kediri 

H. Masruri Syuhadak, SH, MH 

Priyo Setyawan, S.Kom. 

Diah Anggraeni, SH, MH 

No. W13-

A/980/PS.00/2/2020 

Tg. 19 Februari 2020 

5 3-5 Maret 

2020 

PA 

Lamongan 

Drs. H. Nur Khazim, MH 

Dra. Hj. Chairussakinah Ady 

Isnayati, A.Md. 

No. W13-

A/982/HM.00/2/2020 

Tg. 19 Februari 2020 

6 3-5 Maret 

2020 

Ketua PA 

Kab. Malang 

Drs. H. Sholihun, SH, MH 

Mokhamad Kodi, SH, MH 

No. W13-

A/984/PS.00/2/2020 
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Chalimah Tuzuhro, SH Tg. 19 Februari 2020 

7 3-5 Maret 

2020 

Ketua 

PA Blitar 

Drs. H. Roehan El Ghani, SH 

Lukmanul Hakim, SE, SH 

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag 

No. W13-

A/985/PS.00/2/2020 

Tg. 19 Februari 2020 

8 3-5 Maret 

2020 

PA Sumenep Drs. H.M. Badawi, SH, MH 

Drs. H. Sudarno, SH, MH 

Nur Sa’adah Muhammadh, SHI 

No. W13-

A/986/PS.00/2/2020 

Tg. 19 Februari 2020 

9 30 Juli 2020 PA Mojokerto Drs. H. Mohammad Yamin Awie, 

SH, MH 

Hj. Siti Romiyani, SH, MH 

Agus Widyo Susanto, SH, MH 

No. W13-

A/2905/PS/7/2020 

Tg. 29 Juli  2020 

10 4-5 Agustus 

2020 

Ketua PA 

Kab. Kediri 

H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum. 

Dra. Sri Pratiwiningrum, MHES 

Lukmanul Hakim, SE, SH 

No. W13-

A/985/PS.00/2/2020 

Tg. 19 Februari 2020 

11 6 Agustus 

2020 

Ketua PA 

Pasuruan 

Drs. Mahmudi, MH 

H. Agus Widyo Susanto, SH, MH 

Eva Ervina, SE, SH, MH 

No. W13-

A/2942/PS.00/8/2020 

Tg. 30 Juli 2020 

12 4-5 Agustus 

2020 

Ketua PA 

Lamongan 

Drs. H. Hasan Bisri, SH, MH 

Hj. Siti Romiyani, SH, MH 

Rohmad Bahrudin, S.Kom.MHP 

No. W13-

A/980/PS.00/2/2020 

Tg. 19 Februari 2020 

13 4-6 Agustus 

2020 

Ketua PA 

Tulungagung 

H. Supangkat, SH, M.Hum. 

Hj. Chalimah Tuzuhro, SH 

Rusmin Rapi, ST, SH, MH 

No. W13-

A/2944/PS.00/8/2020 

Tg. 30 Juli 2020 

14 6-7 Agustus 

2020 

Ketua PA 

Sidoarjo 

Drs. H. Mahmud, SH, MH 

Mokhamad Kodi, SH, MH 

Dra. Hj. Suffana Qomah 

No. W13-

A/2934/PS.00/8/2020 

Tg. 30 Juli 2020 

15 4-6 Agustus 

2020 

Ketua PA 

Blitar 

H. Nahiruddin, SH, MH 

Dra. Hj. Chairussakinah Ady 

Irma Amalia, SE, SH 

No. W13-

A/2944/PS.00/8/2020 

Tg. 30 Juli 2020 

16 4-6 Agustus 

2020 

Ketua PA 

Bojonegoro 

Drs. H. Nur Khazim, MH 

Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, ME 

Ricky Riyanno, SE, SH 

No. W13-

A/2938/PS.00/8/2020 

Tg. 30 Juli 2020 

17 7-8 

September  

2020 

Ketua PA 

Bangil 

Drs. H. Mahmudi, MH 

Hj. Siti Romiyani, SH, MH 

Ika Karlina, SH, MH 

No. W13-

A/3399/PS.00/8/2020 

Tg. 3 September  

2020 

18 21-22 

September 

2020 

Ketua PA 

Pamekasan 

Drs. H. Sugito Musman, SH 

Hj. Soti Romiyani, SH, MH 

Ricky Riyanno, SE, SH 

No. W13-

A/3526/PS.00/8/2020 

Tg.15 September  

2020 

19 21-22 

September 

2020 

Ketua PA 

Nganjuk 

Hj. Atifaturrahmaniyah, SH, MH 

H. Agus Widyo Susanto, SH, MH 

Chalimah Tuzuhro, SH 

No. W13-

A/3525/PS.00/8/2020 

Tg.15 September  

2020 

 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap 16 pengadilan agama 

tersebut, diperoleh temuan-temuan yang terpenting dan mempunyai persamaan 

antara obyek pemeriksaan satu dengan yang lain yang pada pokoknya sebagai 

berikut:  
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Manajemen Peradilan: 

1. Tidak dibuat keputusan pembagian tugas Ketua dan Wakil 

Ketua. 

2. Tidak dibuat program kerja pengawasan bidang; 

3. Pimpinan tidak melakukan eksaminasi putusan hakim; 

4. Job description masing-masing pegawai tersimpan di laci, tidak terpampang di 

meja kerja. 

5. Pimpinan tidak menegur/mengingatkan  hakim yang menangani perkara lebih 

dari 5 bulan, sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014; 

6. Hasil pengawasan bidang tidak dibahas/diekspose dalam rapat yang melibatkan 

semua unsur untuk ditindak lanjuti;  

7. Tidak ada sama sekali dalam notulen rapat adanya rapat masing-masing bidang 

seperti rapat Ketua dengan seluruh hakim, rapat kepaniteraan Panitera dengan 

seluruh pejabat kepaniteraan, rapat kesekretariatan antara Sekretaris dengan 

pejabat kesekretariatan. 

Administrasi Perkara 

1. Pengisian kolom register perkara belum sempurna, masih ada kolom yang 

kosong, padahal seharusnya sudah terisi; 

2. Ketidak sesuaian berkas putusan yang sudah diminut dalam laporan SIPP tetapi 

secara fisik belum diminutasi; 

3. Beberapa BAS tidak lengkap tanda tangannya, baik oleh Hakim Ketua maupun 

panitera pengganti; 

4. Pemanggilan perkara ghoib perceraian belum sepenuhnya sesuai Pasal 27 PP 

No. 9 Tahun 1975, yakni tidak menempelkan salinan gugatan/permohonan di 

papan pengumuman; juga relaas panggilan berdasarkan pasal 390 ayat (3) HIR 

tidak ditempelkan di papan pengumuman pengadilan agama;  

5. Kuitansi pengadaan barang ATK perkara tidak ada tanda tangan Pejabat 

Pembuat Komitmen BP, Petugas/staf pengelola ATK BP, dan Bendahara BP; 

6. Beberapa pembayaran pengadaan barang ATK perkara yang jumlah Rp 

1.000.000 ke atas seharusnya dipungut PPN dan PPh ps. 21, belum dipungut 

pajaknya; kalaupun ada yang dipungut tidak dibukukan. 
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7.  Belum dibuat Buku 

Pembantu Pajak, Kas Tunai, dan Bank pada 

pembukuan keuangan biaya  proses; 

8. Pengisian laporan perkara bulanan tidak lengkap (ada kolom-kolom yang kosong). 

9. Pembuatan akta cerai tidak tepat waktu (BHT 30 Maret 2020, AC dibuat 6 Juli 

2020) 

Administrasi Persidangan 

1. Penomoran halaman BAS belum berurutan dari BAS pertama sampai terakhir; 

2. Beberapa bagian dari jawaban gugatan/permohonan, replik, duplik yang tidak 

relevan, tidak dicoret dan direnvoi; 

3. Minutasi berkas (bundel A) tidak disusun secara kronologis, tetapi dimulai 

dengan relaas panggilan mediasi para pihak, baru kemudian surat 

gugatan.permohonan . 

4. Dalam BAS tidak tergambar bahwa dalam pemeriksaan bukti surat oleh salah 

satu pihak, pihak lawan tidak diberi kesempatan untuk melihat/ memeriksa bukti 

tersebut; 

5. Ada amar putusan yang multi tafsir/tidak jelas, misalnya “Menghukum 

Pemohon memberi mut’ah kepada Termohon berupa seperdua (1/2) bagian dari 

harta bersama berupa sepeda motor Honda Beat Nopol X 4321 YZ, tanpa ada 

penjelasan apabila tidak bisa dilakukan secara natura, maka dilelang dan 

seperdua hasilnya diserahkan kepada Termohon; 

6. Ditemukan beberapa BAS tidak lengkap tanda tangannya (Ketua Majelis dan 

Paitera penngganti) dan beberapa kesalahan ketik tidak direnvoi, atau ada renvoi 

tapi tidak dilakukan dengan benar (tidak diparaf pejabat yang menanda tangani 

BAS) . 

Administrasi Umum  

1. Pada Keputusan Pembentukan   Tm Baperjakat, jumlah personilnya 6 orang 

(genab), seharusnya ganjil (vide:Pasal 15 PP No 100 tahun 2000) 

2. Pemakaian BMN oleh pejabat tidak ada surat ijin penggunaan; 

3. Kuitansi pengeluaran DIPA tidak ditanda tangani PPK (setuju dibayar) dan staf umum 

(yang menerima barang/pekerjaan),  

4. Ada beberapa kuitansi pembelanjaan yang nilai nominalnya harus diberi 

meterai, tetapi tidak diberi meterai;  
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5. Daftar Barang 

Ruangan (DBR) tidak sesuai dengan barang yang 

ada, karena tidak di-update; dan di beberapa ruangan tidak 

ada DBRnya; 

6. Konten website tidak update, dan beberapa menu tidak bisa dibuka, dan ada 

menu yang bisa dibuka, tapi kosong (tidak ada konten yang ditampilkan) 

Pelayanan Publik  

1. K3 interior dan eksterior tidak terjaga kebersihan dan keindahannya, banyak 

bercak-bercak di dinding (terkelupas catnya) kaca jendela, pintu, ventilasi tidak 

bening, di beberapa sudut ruang masih ditemui ada sarang labah-labah; 

2. Dalam ruang tunggu telah disediakan dispenser dan galon air minum, tetapi 

tidak disediakan gelas; 

3. Daftar mediator ditempatkan di tempat yang sempit dan sulit dilihat oleh publik; 

4. Counter PTSP belum disekat transparan (plastic/mika/kaca) sebagai upaya 

pencegahan penyebaran Covid 19; 

5. Pengelolaan perpustakaan memprihatinkan (lokasi sempit, banyak barang lain yang 

disimpan di tempat tersebut). 

6. Belum ada kebijakan pimpinan untuk menggerakkan pegawai bersih-bersih bersama 

ruang kerja kantor dan lingkungannya. 

PENANGANAN PENGADUAN 

 

Penanganan pengaduan/pelaporan merupakan salah satu tugas pokok 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagai bagian dari upaya pencegahan 

pelanggaran atas ketentuan yang berlaku, meliputi disiplin kerja, kinerja, penerapan 

hukum dan kode etik dan perilaku aparatur baik di lingkungan kerja maupun di 

lingkungan masyarakat. 

Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi 

terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, 

Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran 

terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara,  Pelanggaran 

hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan 

disiplin militer,  mal administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran 

pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara. Pada prinsipnya semua penanganan 
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Pengaduan merupakan 

kewenangan Badan Pengawasan (Bawas), namun 

begitu Badan Pengawasan dapat mendelegasikan kepada  

Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama; 

Pengadilan Tingkat Banding menangani pengaduan baik atas inisiatif 

sendiri atau atas perintah Mahkamah Agung, terhadap pengaduan yang terkait 

dengan Hakim dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Tingkat 

Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama di bawahnya. Pengadilan Tingkat Banding 

yang menerima Pengaduan yang bersifat tembusan dapat menindaklanjuti pengaduan 

tersebut sepanjang sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan Kepala 

Badan Pengawasan MARI.  

Selama tahun 2020, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menerima 25 

pengaduan dari masyarakat terkait dengan aparatur Pengadilan Agama, yang 

selengkapnya sebagai data berikut:  

DAFTAR PENGADUAN KE PTA SURABAYA TAHUN 2020 

No Pelapor Terlapor Materi /Masalah Keterangan 

1 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Lamongan 

Eksekusi putusan Selesai 

2 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Jember 

Eksekusi putusan Selesai 

3 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Banyuwangi 

Pelanggaran KEPPH Selesai 

4 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Kab. Kediri 

Penyerahan produk pengadilan Selesai 

5 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Malang 

Persidangan Selesai 

6 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Sidoarjo 

Hukum Acara (panggilan 

sidang) 

Selesai 

7 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Lamongan 

Kebijakan Pimpinan Selesai 

8 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Malang 

Putusan Selesai 

9 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Bangil 

Pelanggaran KEPPH Selesai 

10 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Sudoarjo 

Pelaksanaan eksekusi lelang Selesai 

11 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Situbondo 

Pelanggaran Kode Etik Panitera Selesai 

12 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Tulungagung 

Pelanggaran KEPPH Selesai 

13 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Gresik 

Pelanggaran aturan perilaku 

pegawai MA 

Selesai 

14 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Surabaya 

Pelaksanaan eksekusi putusan Selesai  

15 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Jember 

Penetapan Hukum Acara Selesai 

16 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama Dugaan unprofessional conduct Selesai 
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Surabaya petugas pengadilan 

17 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Tulungagung 

Masalah penyitaan jaminan Selesai 

18 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Kraksaan 

Penerapan Hukum Acara Selesai 

19 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Kraksaan 

Pelanggaran KEPPH  Selesai 

20 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Jombang 

Pelaksanaan eksekusi Selesai 

21 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Sidoarjo 

Penyampaian produk 

pengadilan agama 

Selesai 

22 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Jombang 

Pelanggaran Kode Etik Panitera 

dan Aturan perilaku pegawai 

MA 

Selesai/proses 

LHP  

23 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Kraksaan 

Pelanggaran Kode Etik Jurusita 

dan Aturan perilaku pegawai 

MA 

Selesai proses 

LHP 

24 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Jember 

Pelanggaran Kode Etik Panitera 

dan Aturan perilaku pegawai 

MA 

Selesai proses 

LHP 

25 Tidak ditampilkan Pengadilan Agama 

Kediri 

Pelanggaran KEPPH Selesai proses 

LHP 

 

Pengaduan yang diterima dan ditangani PTA Surabaya tersebut sudah 

selesai (tuntas) sebanyak 22, sedangkan sisanya (3 pengaduan) masih dalam proses 

penyelesaian pembuatan LHP untuk diteruskan ke BAWAS MARI. Adapun jumlah 

Pengadilan Agama yang aparaturnya diadukan sebanyak 14 pengadilan agama 

(37,83%), dengan jumlah pengaduan masing-masing sebagaimana tercantum dalam 

daftar berikut: 

NAMA PENGADILAN AGAMA JUMLAH KASUS 

PA SIDOARJO 3 

PA KRAKSAAN 3 

PA JEMBER 3 

PA SURABAYA 2 

PA JOMBANG 2 

PA LAMONGAN 2 

PA KOTA MALANG 2 

PA TULUNGAGUNG 2 

PA BANYUWANGI 1 

PA KAB. KEDIRI 1 

PA BANGIL 1 

PA SITUBONDO 1 

PA GRESIK 1 

PA KOTA KEDIRI 1 

 

Jenis persoalan yang diadukan terdiri dari masalah berkaitan dengan proses 

perkara, pelayanan penyampaian produk pengadilan, pelaksanaan eksekusi, dan pelanggaran 
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kode etik dan pedoman 

perilaku hakim dan jurusita, dugaan unprofessional 

conduct sebagaimana daftar di bawah ini:  

No Permasalahan Jumlah 

1 Pelaksanaan eksekusi  5 

2 Pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim   5 

3 Pelanggaran kode etik dan aturan perilaku panitera jurusita, 

jurusita, pegawai 

5 

4 Pelayanan penyerahan produk pengadilan 2 

5 Proses persidangan (hukum acara) 2 

6 Panggilan sidang (hukum acara) 2 

7 Kebijakan pimpinan pengadilan 1 

8 Putusan 1 

9 Pelaksanaan penyitaan jaminan 1 

10 Perbuatan unprofessional conduct 1 

 

Pengaduan melalui telepon/whatsapp PTA Surabaya no. +6282233119321 

Untuk memberikan layanan yang memudahkan masyarakat dalam 

menyampaikan pengaduan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyediakan 

layanan pengaduan melalui telepon/sms/whatsapp nomor +6282233119321, dan HP 

layanan pengaduan tersebut dipegang langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya.  

Dalam tahun 2020 telah diterima telepon/pesan whatsapp dari masyarakat 

sebanyak 142 kali, yang penyampaiannya tidak terbatas pada jam kerja, melainkan 

24 jam. Sebagian besar di antaranya minta informasi tentang pendaftaran perkara, 

pengambilan produk pengadilan, layanan persidangan, cara mengetahui tahapan 

proses penyelesaian perkara di tingkat banding, dan konsultasi hukum dan lain-lain 

terkait dengan permasalahan keluarga.  

Untuk permohonan informasi layanan perkara dan pengambilan produk 

pengadilan, petugas layanan telepon pengaduan merespon agar berhubungan 

langsung dengan Pengadilan Agama yang terkait, dan untuk pengirim pesan yang 

mohon konsultasi hukum dan solusi permasalahan rumah tangga, disarankan agar 

berhubungan langsung dengan Posbakum di masing-masing pengadilan agama atau 

biro/lembaga bantuan hukum lainnya. Adapun untuk mengetahui tahapan proses 

penyelesaian perkara di tingkat banding, diinformasikan agar membuka portal 

https://infoperkara pada website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

Dalam tahun 2020 ada 1 (satu) pengaduan melalui pesan whatsapp yang 

ditindak lanjuti sebagai pengaduan yang memenuhi syarat, dan telah diproses sesuai 

https://infoperkara/
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dengan PERMA Nomor 9 

Tahun 2016. Satu pengaduann lainnya berkaitan 

dengan keluhan pelayanan pengambilan produk pengadilan, 

langsung diteruskan ke pengadilan agama yang bersangkutan, dan telah ditindak 

lanjuti dengan cepat. 

EKSAMINASI  

 

Salah satu tugas pimpinan Pengadilan dalam rangka pengawasan dan 

pembinaan berkaitan dengan penerapan hukum dan pelaksanaan tugas yudisial 

lainnya adalah melakukan eksaminasi putusan hakim yang ada di bawahnya. 

Eksaminasi meliputi proses persidangan dan penerapan hukum yang melibatkan 

hakim, panitera, panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti. Pada dasarnya 

eksaminasi dilakukan oleh pimpinan pengadilan dengan meneliti seluruh berkas 

perkara, mulai dari surat gugatan/permohonan, PMH, PHS, Berita acara sidang, 

sampai putusan. Putusan pengadilan diteliti berkaitan dengan penerapan hukum 

formil dan hukum materiil. 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. sejak 

tahun 2019 telah membuat aplikasi E-Eksaminasi, yaitu sebuah inovasi IT yang 

digunakan untuk melakukan eksaminasi secara online. Dan sejak itu penanganan 

eksaminasi diprogram oleh Dirjen Badilag MARI dengan sistem silang, yaitu 

eksaminasi putusan hakim tingkat pertama dilakukan oleh hakim tinggi dari 

Pengadilan Tinggi Agama lain. 

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung RI Nomor 2461/DJA/HM.02.3/7/2020, tanggal 17 Juli 2020, Hal: Eksaminasi 

Berkas Perkara Peradilan Agama Secara Elektronik Melalui Aplikasi E-Eksaminasi 

Tahap II Tahun 2020, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang 

ditunjuk menjadi eksaminator atas usulan PTA Surabaya adalah: 

1. Drs. H. Nur Khazim, MH 

2. Drs. H. Hasan Bisri, SH, MH 

3. Drs. H. Muzni Ilyas, SH, MH 

4. Drs. H. Arfan Muhammad, SH, M.Hum. 

5. Drs. H.M. Nahiruddin, SH, MH. 
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Adapun Hakim 

Pengadilan Agama di wilayah yurisdiksi Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya yang putusannya dieksaminasi pada 

tahun 2020, berdasarkan surat Dirjen Badilag MARI Nomor 

2400/DJA/HM.02.3/7/2020, tanggal 8 Juli 2020, Hal: Pelaksanaan Eksaminasi 

Hakim Peradilan Agama Melalui Aplikasi E-Eksaminasi Tahap II Tahun 2020, ada 

34 orang, dan Putusan yang dieksaminasi sesuai dengan surat Dirjen Badilag MARI 

Nomor 3246/DJA/HM.02.3/9/2020, tanggal 25 September 2020, Hal: Hasil 

Pelaksanaan Eksaminasi Hakim Peradilan Agama Secara Elektronik Melalui 

Aplikasi E-Eksaminasi Tahap II Tahun 2020, sebanyak 34 putusan, sebagaimana 

tercantum dalam daftar di bawah ini: 

DAFTAR HAKIM DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG DIEKSAMINASI TAHUN 

2020 

No 

Nama Hakim *) 

Putusan 

Pengadilan 

Agama 

Nomor Putusan**) 

1 Dr. Musthofa, SH, MH PA Surabaya 557/Pdt.G/2020/PA.Sby. 

2 H. Imam Shofwan, SH, MH PA Banyuwangi 4489/Pdt.G/2019/PA.Bwi 

3 Dra. Hj. Siti Mawaidah, SH, MH PA Jember 866/Pdt.G/2019/PA.Jr. 

4 Drs. Syamsul Aziz, MH PA Bojonegoro 1834/Pdt.G/2019/PA.Bjn. 

5 Drs. Kh. Taufiqurrahman, SH, MH PA Tuban 261/Pdt.G/2020/PA.Tbn. 

6 Dra. Hj. Fadhiyatul Indah  PA Lamongan 2083/Pdt.G/2019/PA.Lmg. 

7 Drs. Abdul Somad, MH PA Lumajang 1001/Pdt.G/2020/PA.Lmj. 

8 Hj. Musri, SH, MH PA Kab. Kediri ***) 

9 Drs. A. Suroso, SH, M.Hum PA Blitar ***) 

10 Drs. H. Zamroni Rosadi, SH, MH PA Sidoarjo 3259/Pdt.G/2019/PA.Sda.. 

11 Dra. Hj. Masitah, MHES PA Bangil 2205/Pdt.G/2019/PA.Bgl. 

12 Dra. Hj. Fadhiyatul Indah PA Jombang 636/Pdt.G/2019/PA.Jbg. 

13 Drs. H. Basyirun, MH PA Magetan 0536/Pdt.G/2019/PA.Mgt. 

14 Drs. Abdullah Sofwandi, MH PA Mojokerto 1893/Pdt.G/2019/PA.Mr.. 

15 Drs. H. Qomaroni, SH, MH PA Bondowoso 1547/Pdt.G/2019/PA.Bdw. 

16 Drs. Maftukin, MH PA Situbondo 1114/Pdt.G/2019/PA.Sit. 

  PA Situbondo 103/Pdt.G/2020/PA.Sit. 

17 Drs. A. Yazid Al Fahri, SH, MH PA Trenggalek ***) 

18 Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, 

MH 
PA Nganjuk 1000/Pdt.G/2018/PA.Ngj. 

19 Dra. Hj. Siti Aisah, MH PA Sampang 390/Pdt.G/2020/PA.Spg. 

20 Dra. Hj. Nurul Qalbi, MHES PA Sumenep 1418/Pdt.G/2019/PA.Smp. 

21 Drs. H. Muqaddar, SH PA Kraksaan 1054/Pdt.G/2019/PA.Krs. 

22 Drs. Ainurrafiq ZA PA Pamekasan 1411/Pdt.G/2019/PA.Pmk. 

23 Moh. Rasid, SH, MH PA Ngawi 349/Pdt.G/2019/PA.Ngw. 

24 Dr. Drs. H. Mudzakkir, MHI PA Ngawi ***) 

25 Achmad Kadarisman, SHI, MH PA Bawean 11/Pdt.G/2020/PA.Bwn. 

26 Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., MH PA Ponorogo 1218/Pdt.G/2019/PA.Po. 

27 Drs. H. Urip, MH PA Pasuruan 1170/Pdt.G/2019/PA.Pas. 

28 Massahudin, SHI, MH PA Kangean 369/Pdt.G/2019/PA.Kgn. 

29 Sumar’um, SHI PA Kota Kediri 798/Pdt.G/2019/PA.Kdr. 

30 Amni Trisnawati, SHI, MA PA Kota Madiun 0406/Pdt.G/2019/PA.Mn. 

31 Drs. Mulyani, MH PA Kota Malang ***) 
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32 Drs. Ahmad Muntafa’, MH PA Kab Madiun 1493/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. 

33 Drs. H. Muh. Yusuf HS, SH PA Tulungagung 469/Pdt.G/2020/PA.Kdr. 

34 Drs. H. Hasanuddin PA Kab. Malang ***) 

35  PA Bangkalan 632/Pdt.G/2020/PA.Bkl. 

36  PA Pacitan 802/Pdt.G/2019/PA.Pct. 

37  PA Gresik 751/Pdt.G/2020/PA.Gs. 

38  PA Probolinggo 59/Pdt.G/2020/PA.Prob. 

 

*)  Berdasarkan surat Dirjen Badilag MARI Nomor 2400/DJA/HM.02.3/7/2020, tanggal 8 Juli 2020 

(tanpa mencantumkan nomor perkara/putusan) 

**) Berdasarkan surat Dirjen Badilag MARI Nomor 3246/DJA/HM.02.3/9/2020, tanggal 25 

September 2020 (tanpa mencantumkan nama hakim) 

***) Kemungkinan perkara yang ditangani di Pengadilan Agama lain sebelum mutasi ke Pengadilan   

Agama saat ini 

 

B. EVALUASI 

Kegiatan pengawasan bidang tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan sesuai 

dengan recana yaitu dengan mengadakan pengawasan bidang PTA Surabaya pada 

akhir bulan Juni 2020 dan akhir Desember 2020, disebabkan banyaknya kegiatan 

non yudisial yang harus dilaksanakan, antara lain kegiatan mempersiapkan 

pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi  dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani. Sehingga pengawasan bidang PTA Surabaya hanya 

bisa dilaksanakan satu kali, yaitu pada tanggal 6 - 10 Juli 2020. 

Sebagai tindak lanjut atas temuan pengawasan bidang tersebut, pada awal  

Agustus 2020 telah dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan semua unsur 

(Pimpinan, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Panitera pengganti, dan pejabat 

struktural kepaniteraan dan kesekretariatan serta seluruh pegawai) untuk membahas 

temuan pengawasan bidang yang telah dilakukan tersebut serta langkah-langkah 

tindak lanjutnya. 

Di samping itu adanya pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan 

masyarakat dari satu kota dan kota lain, serta adanya mutasi pimpinan Pengadilan 

Agama di wilayah PTA Surabaya pada bulan Februari 2020 dan Agustus 2020, 

sehingga harus dilakukan audit kinerja para Ketua Pengadilan Agama yang mutasi, 

hal mana telah menyebabkan tidak bisa dilakukan pengawasan daerah seluruh 

Pengadilan Agama di wilayah PTA Surabaya. 

Dari 37 pengadilan agama, hanya 19 pengadilan agama yang bisa dilakukan 

pengawasan, dan karena 3 pengadilan agama di antaranya mengalami mutasi ketua, 
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sehingga harus dilakukan 

audit kinerja dan pengawasan daerah dua kali (dobel). 

Dengan demikian sebenarnya hanya 16 pengadilan agama 

(43,25%) yang telah dilakukan pengawasan daerah pada tahun 2020. Sisanya 

terdapat 21 Pengadilan Agama tidak bisa dilakukan pengawasan daerah (56,75%), 

yaitu: 

1. Pengadilan Agama Jombang 

2. Pengadilan Agama Probolinggo 

3. Pengadilan Agama Kraksaan 

4. Pengadilan Agama Pacitan 

5. Pengadilan Agama Ponorogo 

6. Pengadilan Agama Kota Madiun 

7. Pengadilan Agama Kab. Madiun 

8. Pengadilan Agama Ngawi 

9. Pengadilan Agama Gresik 

10. Pengadilan Agama Bawean 

11. Pengadilan Agama Sumenep 

12. Pengadilan Agama Kangean 

 

13. Pengadilan Agama Situbondo 

14. Pengadilan Agama Kota Malang 

15. Pengadilan Agama Magetan 

16. Pengadilan Agama Banyuwangi 

17. Pengadilan Agama Sampang 

18. Pengadilan Agama Lumajang 

19. Pengadilan Agama Trenggalek 

20. Pengadilan Agama Tuban 

21. Pengadilan Agama Kota Kediri 

 

Obyek pengawasan daerah meliputi meliputi 4 bidang, yaitu Manajemen 

Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, Administrasi Umum, 

dan Pelayanan Publik. 

Dari 16 Pengadilan Agama yang dilakukan pengawasan, didapati 538 

temuan, terdiri dari: Manajemen Peradilan  48 temuan (8,92 %), Administrasi 

Perkara 158 temuan (29,36 %), Administrasi Persidangan 109 temuan (20,27 %), 

Administrasi Umum  175 temuan (32,53 %), dan  Pelayanan Publik  48 temuan (8,92 

%). 

Pada setiap pengawasan daerah, selain dilakukan expose hasil pengawasaan 

berupa temuan-temuan yang harus ditindak lanjuti, juga kepada para pejabat yang 

terkait diharuskan membuat dan menanda tangani Kontrak Kinerja untuk menindak 

lanjuti temuan hasil pemeriksaan dalam waktu satu bulan.  

Sebagai antisipasi agar kesalahan sebagaimana terungkap dalam temuan-

temuan tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan terus menerus oleh pimpinan 

satuan kerja secara berjenjang. 

Adanya pengaduan masyarakat pencari keadilan yang menerima pelayanan 

dari pengadilan agama dalam tahun 2020 sebanyak 14 pengadilan agama (37,83%), 

di antaranya substansi pengaduan karena adanya dugaan pelanggaran kode etik dan 

perilaku hakim (20%), dugaan pelanggaran kode etik dan aturan perilaku pegawai 
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Mahkamah Agung oleh 

panitera pengganti/pegawai (20%) serta pelaksanaan 

eksekusi (20%) menunjukkan masih besar tuntutan masyarakat 

untuk mendapatkan peningkatan pelayanan dalam mengurus perkaranya, dan 

masyarakat menuntut aparatur pengadilan agama bisa berperilaku baik dan lebih 

profesional. 

Meskipun pengaduan-pengaduan tersebut telah diselesaikan secara 

prosedural, tapi yang lebih penting semua aparatur pengadilan agama harus 

meningkatkan integritas dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, karena 

adanya pengaduan masyarakat tersebut merupakan indikator bahwa ada sesuatu di 

lingkungan peradilan agama yang hatus diperbaiki. Oleh karena itu diperlukan 

pembinaan oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya secara terus menerus 

dan berkesinambungan. 

Perilaku aparatur pengadilan agama dalam melayani masyarakat pencari 

keadilan dituntut untuk bisa lebih profesional dan berintegritas tinggi, serta harus 

menghindari perilaku tercela, yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku, 

karena bila hal tersebut diabaikan bisa menjatuhkan harkat dan martabat aparatur 

pengadilan agama, dan jadi penghalang pencapaian visi Mahkamah Agung yaitu 

untuk “Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung”. 
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BAB VII 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Penyelesaian perkara banding tahun 2020 pada Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya dari sisa perkara tahun 2019 sebanyak 19 perkara ditambah perkara 

yang diterima tahun 2020 sebanyak 528 perkara sehingga jumlah 547 perkara, 

dan yang diputus sebanyak 525 perkara (95,98 %) dan sisa tahun 2020 sebanyak 

22 perkara (4,02 %). Sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan secara tepat 

waktu tidak kurang dari 3 bulan sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 

2 tahun 2014 yang mengatur penyelesaian perkara tingkat banding paling lama 3 

bulan termasuk penyelesaian minutasinya dan tingkat pertama 5 bulan maka 

perkara yang diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejumlah 513 perkara (97,71 %) 

dan 12 perkara (2,29%) diselesaikan lebih dari 3 bulan karena putusan sela 

dimana Pengadilan Agama Pengaju harus membuka kembali persidangan untuk 

memeriksa kembali perkara tersebut. Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya menerima perkara banding secara E-Court sebanyak 4 perkara 

sedangkan yang diputus 2 perkara (50%) dan sisa 2 perkara (50 %) karena 

diterima pertengahan Desember 2020 sehingga belum bisa diselesaikan pada 

tahun 2020; 

2. Perkara Tingkat pertama yang diputus tahun 2020 pada Pengadilan Agama se 

wilayah  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebanyak 119.402 .perkara 

(88,68%), sedangkan yang dicabut sebanyak 7.215 perkara (5,36%), adapun sisa 

tahun 2019 sebanyak 8.918 perkara, dan perkara yang diterima sebanyak. 

125.729, sehingga sisa tahun 2020 sebanyak 8.030 perkara (5,96%), sehingga 

perkara yang diselesaikan sebanyak  126.617 perkara (94.04%); 

3. Dari 37 Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sisa 

perkara terendah terdapat pada PA Pasuruan sebesar 0,83% dan sisa perkara 

tertinggi terdapat pada PA Bawean sebesar 13,37%. Ada sebanyak 34 

Pengadilan Agama yang prosentase sisa perkaranya dibawah 10% dan 3 

Pengadilan Agama yang sisa perkaranya diatas 10%. Dari perkara yang 

diselesaikan sebanyak 119.402 perkara, berkas perkara sudah selesai diminutasi 

secara keseluruhan pada tahun 2020;
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4. Perkara yang diajukan secara E-Court di 

Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya pada tahun 2020 sebanyak 15.480 perkara sedangkan sisa 

tahun 2019 sebanyak 985 perkara, jumlah yang ditangani secara E-Court 

sebanyak 16.465 perkara dan yang dicabut sebanyak 1.071 perkara (6,50%), 

diputus secara elektronik 612 perkara (3,72%), diputus manual sebanyak 13.022 

perkara (79,44%) sehingga jumlah yang diselesaikan sebanyak 14.763 perkara 

(89,66%), sisa perkara yang belum diputus atau masih dalam proses sebanyak 

1.702 perkara (10.34%). Sedangkan perkara E-Litigasi sisa perkara tahun 2019 

sebesar 46 perkara dan diterima 686 perkara dengan jumlah ditangani sebesar 

732 perkara, dicabut 51 perkara dan diputus 612 perkara (83.61%), jumlah yang 

diselesaikan 663 perkara (90,57%), dengan sisa 69 perkara (9,43%). 

5. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya mendapat pagu anggaran kegiatan Posbakum sebesar Rp. 

1.805.510.400,00 dengan realisasi dari pelaksanaan sebanyak 54.381 layanan 

dan anggaran yang diserap sebesar Rp. 1.785.288.898,00 (98,88%) sisa 

anggaran Rp. 20.221.502,00 (1,12%); 

6. Sidang Keliling dan Pelayanan Terpadu pada tahun 2020 mendapat pagu 

anggaran sebesar Rp. 848.074.000,00 dengan realisasi kegiatan 550 kegiatan 

menyerap anggaran sebesar Rp. 825.359.500,00 (97,32%) sehingga sisa 

anggaran Rp. 22.714.500,00 (2,68%). Karena tahun 2020 adanya pandemi 

Covid 19 dimana dikurangi adanya kegiatan di luar gedung yang menyebabkan 

berkumpulnya banyak orang sehingga ada yang dialihkan pada kegiatan lainnya; 

7. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) anggaran untuk kegiatan tersebut 

sebesar Rp.300.100.000,00 dan terealisasi sebanyak 1.130 perkara atau terserap 

Rp.295.699.000,00 (98.53%) sedangkan sisa anggaran Rp.4.401.000,00 

(1,47%); 

8. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/S K/I/1991 tentang Pola Bindalmin, 

dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II 
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Edisi Revisi Tahun 

2013 walaupun masih ada kesalahan-kesalahan 

kecil yang perlu diperbaiki/disempurnakan; 

9. Pelaksanan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan Pengadilan Tinggi Agama 

terhadap Pengadilan Agama se Jawa Timur baik dalam bidang administrasi 

maupun teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim maupun administrasi 

umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif, walaupun 

pada tahun 2020 ada kendala dengan adanya pandemi Covid 19 maka tidak 

menghalangi adanya pembinaan melalui virtual untuk dilakukan pembinaan 

maupun sosialisasi terhadap satker yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya; 

10. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya dengan cukup baik, meskipun ada hambatan dari keterbatasan jumlah 

sumber daya manusia pada seluruh satuan kerja serta keterbatasan anggaran 

untuk melakukan dukungan kegiatan (supporting system). Namun dengan 

potensi yang ada, dengan prinsip efektif dan efisien secara umum outcome telah 

sesuai dengan yang diharapkan guna mendukung visi dan misi Mahkamah 

Agung RI. 

11. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Tahun 2020 membuat kebijakan yang 

selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung dan Pemerintah, dengan 

pelaksanaan Protokol Kesehatan, yaitu melaksanakan 3 M (Memakai Masker, 

Menjaga Jarak dan Mencuci tangan dengan sabun). Demikian juga dengan 

dengan kebijakan Work Form Home (WFH) dilakukan di masa pandemi ini, 

bahkan lock down dilakukan untuk satuan kerja yang terdapat aparatur 

pengadilan yang terpapar Covid 19. 

12. Pelaksanaan anggaran DIPA tahun 2020 bisa terlaksana dengan baik meski 

suasana Pandemi terus meliputi, realisasi belanja DIPA 01 mencapai 99,37 % 

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.675.635.000,- (Dua puluh empat milyard 

enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan 

rincian belanja pegawai sebesar 99,59 %, belanja barang sebesar 98,74%, dan 

belanja modal sebesar 98,74 %. Sedangkan untuk DIPA 04 dapat terserap 

sebesar 99,35 % dengan pagu anggaran sebesar Rp. 446.081.000,- (Empat ratus 
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empat puluh enam juta delapan puluh satu ribu 

rupiah). Untuk capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) DIPA 01 sebesar 95,58 %, sedangkan untuk DIPA 04 sebesar 

92,03%. 

13. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya diadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perbendaharaan 

dan Kepaniteraan tanggal 16-18 September 2020 di Hotel Singhasari Batu. 

Dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Managemen Peradilan dan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada tanggal 23-25 

Nopember 2020 di hotel Golden Tulip Holland Resort Batu. Pada acara akhir 

tahun ini juga dilaksanakan pemberian penghargaan (PTA Award 2020)  kepada 

Satuan Kerja yang memiliki kinerja Terbaik dalam pelaksanaan tugas 

Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Terpilih sebagai Juara Umum adalah 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang.  

14. Sebanyak 8 Pengadilan Agama di Jawa Timur yang berada di wilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang Lolos WBK, yaitu : Pengadilan 

Agama Kota Malang, Pengadilan Agama Lumajang, Pengadilan Agama Jember, 

Pengadilan Agama Banyuwangi, Pengadilan Agama Pasuruan, Pengadilan 

Agama Bangil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan Pengadilan Agama 

Sumenep. 

B. REKOMENDASI 

1. Mohon kepada Mahkamah Agung agar meningkatkan alokasi anggaran untuk 

mendukung kegiatan-kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya baik 

pengawasan dan pembinaan serta peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan 

Agama se Jawa Timur. 

2. Mohon Mahkamah Agung agar mengadakan sosialisasi dan pembinaan secara 

rutin tentang pembinaan teknis dan non teknis untuk peningkatan kemampuan 

SDM Pegawai Pengadilan. 

3. Mohon kepada Mahkamah Agung untuk menambah jumlah Hakim di 

Pengadilan Agama kelas I B karena banyak yang kurang hakimnya sehingga 

untuk mengatasi selama ini dengan hakim tunggal. 
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4. Mohon kepada 

Mahkamah Agung RI untuk dapat memberikan 

alokasi penambahan anggaran terkait Renovasi Gedung 

melihat beberapa satuan kerja yang sudah membutuhan alokasi anggaran 

Renovasi Gedung.
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